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Handa Aceh, 20 November 2014 
Horrnat khidmat, 

Aras berkah rahrnat Allah, huku "Memaharni Dekonstruksi Hukum 
dalarn Pranara sostal Islam telah selesai disusun. Penyusunan buku ini 
berawal dari kelnginan bcsar Pusar Penelitlan dan Penerbitan pada 
l.cmbaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN 
Ar-Raniry untuk mengapresiasi hasil karya para dosen rlcngan cara 
mempublikasikannya. Sekecil apapun karya para dosen sudah sepatutnya 
dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akadernis yang 
bcrkcstnambungan. Penerhitan buku ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan bagt pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan 
yang diakomodasi di dalamnya, Banyak kcterbatasan dan kekurangan 
yang terdapat di dalam buku ini, Kritikan kosrruktif memang diharapkan, 
rctapi akan lebih hermakna scandainya ada pihak lain yang bersedia 
unruk mcngkaji kernbali persoalan-pcrsoalan ini denga.n pcrspektif dan 
pent.lekatan yang beragam. Dari sana dlharapkan akumulasi dan cvolusi 
pengetahuan akan sungguh-suugguh terjadi. Semoga! 

'\ )' ,. ~ l . ..,... l £,!! _......, r,; u '• . 
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unruk mengesamplngkan hadis tertentu. Sumber fundamental 
bagi prinsip-prinsip hukum tcrsebut adalah al-Ouran, Oleh karena 
iru, al-Qur'an harus dikemballkan pada pcsisi y;mg repat, yattu 
sebagat wastt ummn(penenht) dalam menilai keautentikan hadis, 
bukan scbaliknya. 

Pandangan kaurn pembaharu ini berbeda dengan kccenderungan 
keilrnuan klasik yang mcniiai hadis (khususnya hodis shahi/1) sebagat 
penjelas utama al-Qur'an ydng tidak mungkin salah dan tidak mungkin 
dibaralkan oleh al-Qur'an. Keccnderungan kaurn pembaharu untuk 
rnernbalikkan pandangan klasik yang mengutarnakan hadis daripada al- 
Qur'an, di antaranya dapat dilihat dalarn karya 1-!uhamrnad al-Ghazah, la 
menyarakan bahwa tujuan utarnanya ada.lah mengenrbalikan hadls pada 
posisinya di hawah pengayoman ptinsip-prinslp al-Qur'an. Ulch karena 
uu, ~luhammad al-Ghazall mcngcluhkan fiqh yang mengutamakan hadis. 
namun mengabaikan al-Quran, Menurutnya, tidak aria fiqh yang terpisah 
dari pernahaman al-Qur'an dan terhadap situasi modern. 

llahkan ada ulama modern lainnya yang mempunyai pendapat yang 
'lebth kcras lag!', yang menilat hadis hukanlah sebagai penjclas al-Qur'an. 
Tokoh rersebut adalah Muhammad Syahrur. la menilai bahwa Rasul 
adalah seorang mujtahid yang rnengubah Islam mutlak menjadi Islam 
uisbi. Muhammad Syahrur berpandangan bahwa ijtihad Rasul hanya 
benar unruk masauya (abad Vll M) dan iokalnya (Semenanjung ,~rabia). 
ljtihad Rasul belum tentu cocok untuk zarnan yang lain dan juea belum 
rcntu cocok unruk masyarakar lain. 

Dalarn pandangan Muhammad Sy;ihrur,schagaimana dikutip Muhyar 
Fanani, hadis itu tcrbagl dua, yaitu sunnoh risnlG/i (berisi hukum-hukum 
dan ajaran-ajaran] dan sunnahnuhuwwah [berisl ilmu pengetahuan 
atau informasi). r<ita hanya wajib uienaati sunnoh risalah, bukan sunnah 
1wbuwwoh, karena sunnoh risn/ah merupakan ijtihad aplikalifkondisional 
Nabi, sementara sunnah m,buwwnh adalah ijtihad infurmatifkondisionai. 
litihad informatifkondisional berbenruk produk pengetahuan yang nisbi, 
sehingga tidak perlu ditaari, karenapcngcrahuan akan selalu bcrkcmhang 
seiring perkernbangan zaman. 

Dari paparan pandangan Muhammad Syahrur di alas, dapar 
disimpulkan bahwa ia hetul-betul membuat paradigrna baru tenrang 
hadis. Kalau sclama ini ularna sepakar mengatakan bahwa hadis 
merupakan boynn terhadap al-Qur'an, uamun Syahrur dengan tegas 
mengatakan bahwa hadis im mempakan sebuah hasil ijtihatl Nabi yang 
l!anya cocok untu!c masanya, dan belum tentn sesuai lagi untuk masa 
sesudahnya. Perubahan radikal dari pemahaman Syahrur ini kiranya 
mcnarik nntuk diteliti lebih daiam lagi tentang bagaimana pe.ruuahan 
itu dilakukannya. Artikcl ini a.kan menguraikan tcntang kedut!ukan hadis 



Secant urnurn ahli hadis berpendapat b;1hwa f11nesi hadls adalah 
sebagat penielas yang mubliam, merinci yang mujmal, membatasi yang 
muthlaq, mcngkhususkan yang umum ('am) dan mcnetapkan hukum- 
hukum yang belum jelas serara eksplisir dalam al-Qur'an. Muhammad 
'Ajjaj al-Khathib secara tegas menyarakan bahwa dari segi keberadaannya 
sebagai wahyu dan sebagai sumber syari'at yang wajib diarnalkan isinya, 
hadis sejajar dcngan al-Qur'an, Dari scgi tlngkatannya, hadis berada 
berdampingan dengan al-Qur'an, karena ia berfungsi mcnjclaskan. la 
juga menyimpulkan bahwa ada tiga posisi sunnah lerhaclap al-Qur'an, 
yatru: (1) menegaskan dan mengukuhkan apa yang disarnpaikan al· 
Qur'an, scpcrti hadis-hadis yang bcrlsl pcrtnrah shalat, zakar, kehararnan 
riba dan sejenisnya; (2) menjelaskan apa yang mujmal dalam al-Qur'an, 
tli sini hadis sebagai penjelas apa y-,mg menjadi maksud al-Qur'an, 
seperti penlelasan tentang tata cara shalat, jurnlah raka'atnya dau 
rukun-rukunnya, pcnjclasan anak yang dapat mcwarisi dan lain-lain; (3) 
keteruuan rnandirl, tidak rnemiliki penjelasan eksplisit dalam al-Qur'an, 
seperti kehararnan memakan hi mar piaraan, Muhammad 'Ajjaj al-Khathih 
menyatakan bahwa dari tiga wajah tersebut, dua yang pertama dlsepakari. 
scdangkan wajah kctiga ulama berbeda pcndapat rnengenai taujih, takhrij 
dan tn'/i/nra, maslng-maslng memiliki pendapat dan ijtihadnya. 

Menurut Mushthafa al-Sibai, serara umum hadis mempunyai dua 
fungsi, yaitu sebagat bayan dan ziyadob. Sebagai bayan, hadis berfungsi 
mcnjclaskan arau mcnafsirkan ayar alQur'an dan posisinya diurutan 
kedua serelah al-Qur'an. Serlangkan scbagai ziyadah, hadts berfungsi 
menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Quran, dalam hal lni 
hadis meujadi dalil yang mandiri terhadap kasus tcrscbut. 

Kalangan ahli hadis lain, yaitu Abu Zahu meuetapkan ada empat 
fungsi hadis sebagal daltl fiqh. Tiga watah sama seperti yang dikemukakan 
oleh Muhammad 'Aii,aj al-Khathib, yaitu scbagat ta'kid, bayan, dan daiil 
hukum yang berdiri sendiri, dan sarn wajah yang herbeda adalah hadis 
berfungsi sebagai nasikh terhadap hukum yang terdapat t!alam al-Qur"an. 

Adapun tcrhadap fungsi hadis yang mcmbcri faedah bahwa kadang· 
kadang dapal menelapkan sualu hukum yang ticlak terdapat dalam al- 
Qur'an, baik secara umum maupun terperinl"i, tlianggap bertentanean 
secara dha/Jir dengan finnan Allah: ,;,• J/- __ UJ .;t_.;! _s';:1 .!).,!• l.:l_, .. ; ( dan Kami 

B. Panuangan Ula ma Hadis tentang Kedudukan Had is sebagai 
Dali! Syaru' 

sebagai dalil syara' dalarn pandangan ahli hadls, fuqaha dan pemikiran 
Muhammad Syahrur. 
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eelah menurunkan kepadamu al-zikra untuk memberi penjelasan kepada 
manusla tentang apa yang tclah diturunkan kepada mereka), scolah- 
olah dipaharui bahwa hadis hanya sebagai penjelas al-Qur'an dan ildak 
terrnasuk yang lain. Di sini Abu Zahu mengemukakan ada dua jawaban 
rcrhadap persoalan tersebur, 

Pertnma, sasungguhnya al-Qur'an ticiak rcrlcpas dari hukum-hukum 
yang atla dalarn bentuk atau wajah buyiin tosyri' dari segi penjelasan, akan 
tetapi kandungan penjelasan tersebut rnenggunakan rnetcde ijmul. rnaka 
sahlah hadis itu mcnjadi penlelas al-Qur'an berdasarkan ungkapan ini. 
Penjelasan bahwa hukum-hukum yang diterapkan hadis tidak ada secara 
dhuhir di dalam al-Qur'an, karena mungkin hadis rneujadi penjelas bagi 
al-Qur'an, baik melalui metode ilhaq, qiya: dan metcde istinbcth dengan 
mcnggunakan kaldah umum dari nash-nash yang bersifar khusus. 

Mclalui rncrodc ilhaq (kcrcrkaitan dcngan masalah asal yang ada 
dalarn al-Qurau}, Kadaug-kadang nosh al-Qur'an menghalalkan sesuatu 
dan mengharamkan yang lainnya. Antara salah satu dari dua perkara 
rersebut ada sesuatu yang ketiga yang tidak ada nosh atas penetapan 
hulmmnya. Di sini ada tcmpat untuk bcrijtihad untuk menghubungkan 
salah sarunya dan menerapkan hahwasanya perkara tersehut mernpakan 
bagian kandungannya, Conteh, Allah menghalalkan yang balk dan 
menghararnkan yang ielek, rnasih ada sisa di antara keduanya sesuatu 
yang mungkin ada hubungannya dcngan scsuatu dari perkara tcrscbut, 
~faka Nabl saw melarangmemakan setiap hinatang huas yang mempunyai 
taring clan seriap b11rong yang memillki cakar dan melarang memakan 
daging hirnar yang jinak dan mengarakan bahwasanya itu adalah rijsun 
[kotor fkcji). Rasul melarang memakan binarang yang menjijikkan dan 
mclarang meminum susunya, karcna di dalam daging dan susunya 
ada bekas yang menjijikkan, ini semua kembaii kspada makna ilhaq 
[penghubungan) dengan asal yang jelek, 

Melalui metode qiyas, kadang al-Quran menetapkan hukum sesuatu, 
lalu Rasulullah saw mcngqiyaskannya dengan pensnwa lain dengan cara 
menyamakan 'tllat. Contoh, Allah mengharamkan rlba yang dipraktekkan 
oleh orang Arab Jahiliyyah, bahwa jual bcli itu sama dcngan riba 
(',)\ .,l!. •• .J• ii\). Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-llaqarah ayat 
27'l, .:,~ ~: .:,~ 'i ?'':;, .,-:•j f;:, i°"' v), (clan jika kamu hertauhat clari 
pe11ga1nuilau ri!Ja. maka bagimu pokok hartamu. kamu tidak menganiaya 
dan tidak pula dianiaya). Adanya pemberian lebih dari hutang yang 
dipfnjamkan mcrupakan 'ii/at tcrhadap pcngharaman riba. Lalu 
Rasulullah saw mengq(yaskan kepacla peristiwa lain, yaitu: 

•• .'' ''! .• ~, ;!I' ;!• ·•i1 J,; ·;·it ~i.; .-. ,,-.,, ; • • ·. 
~~ ~J .. ...:..~ ,...:...:., -~" ,,:.-.!.,'1. ./:~ P,-l., ~~ .i..m.;i_, ~ ... ,~ -'·...J1 , .... ..# .,.;:l J.r.J Jlj 
i_.,,,_. . • .. .. ·,: •. · • .- .• ~~.·-.·-·:::r:-,·~-f'. .'.: .· .. i' ,:, 

()-- : .u) ,\ ... - y J.~ .. !!~ ~ ":' V.) )~ J'..,-· J'; j.:.,.,..., ~ t..¢;. ~~ 
'. . ~ . . . 
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Kedu«, Allah telah rneujadikan Rasul sehagai wakilnya untuk 
menyampalkan al-Our'an kepada rnanusia, sebagaimana tirman-Nya 
dalarn surah an-Nahlu: 44 . .-J: ,t, \. ~-'.:.I!. Rasul menjelaskan al-Quran 
kcpada manusia ridak bersandar dari diri-sendlrlnya, tctapl mengikuti 
apa yang tclah dtwahyukan Allah kepadanya. Sebagatrnana hunyi surah 
an-Najrnu: 2-3 ..• -» .~. 'I\ ., ,:,\ _;..JI ,;- lli'< 1 ... (apa saia yang disampaikan ........ y; . ., . .,. ... ..... .. . 
Rasul ridaklah didasari pada hawa nafsunya. melainkan berdasarkan 
wahyu Allah). Oleh karena itu, rnentaati Rasul merupakan benruk ketaatan 
kepada Allah (..i.l «l!.t.,;; J"-}I ,.\,, .. ,) . 

Dari ·sini tlapal dipahamib;hwa had is scbcnarnya tidak menurnbah 
atau mernbuat hukurn baru, melainkan hanya mcnjelaskan atau 
merincikan hukum-hukum yang tidak terrnuat secara khusus rlalam 
al-Qur·an. Dengan kata lain, hadis hanya bcrfungsi untuk rnenjelaskan 
rincian dari hukum-hukum yang bersifal 011111111 dalam al-Qur'an. i\p.t 
yang ditetapkan olch hadis pada prinsipnya merupaka:n penjchisan dari 
hukum asal yang suclah diterapkan al-</ur'an, bukan hukurn barn y,m!: 
tidakada kaitannya samasekali tleuga.n apa yang tcrdapatdalam al·Qur'an. 

Melalul metode istinbath dengan meuggunakan katdab-kaidah 
1111111111 clari nash-nash al-Qur'an yang bersifat juz'iyah. Kadang nasfi al· 
Qur'an itu datang dengan makna yang bcrbcda-beda. tetapi merupunyai 
maksud yang sama, rnaka hadis berfungsi untuk mcnyatukan makna- 
makna rcrscbut dalam .satu kaidah umum. Misalnya sabda Rasulullah: 
13.' .. 15 .:, .. ~ \l1, ,;.,U~ J,.'11 Ut Dalam hadls ini terdapar dua kaidah, yaitu 

" .. ,J • • • 

(1) tkhlas: (2) seseorang rnernperoleh apa yang diusahakannya. Kedua 
kaidah ini diambil dart ayat-ayat yan;; mendoroug untuk mclakukan 
perbuaran ikhlas, mencela riya dan mcnjelaskan bahwa seseorang rldak 
memperoleh kecuali dari apa yang dlusahakan, scpcrti Firman Allah: 

(5 :;~1) ... ~~\ ... 1 (;:...::.l:.: },:\ \;.s~ ~ '· ; .. ~·' l..: 
(, :r}') ... _ .... l:!.1 _,~1 .!, 11 

(', · :~<:,) t.1.,.1 "vi~ .!l v- ~ 'I, Lt~ ')..;- -~ ~,; ,i.l .. ~ .. t. ;,;'< :.,J 
( \ !O :,W!1) ... jt:!I ;_., ,j....1• .l!rJI Q :t.1.1',dl ,:,) 

( \ .. ·I ''•) ,.;, · I "<1 h .,, ·'' Ii I \; \'I 
~ l .~--- ....... ---· •. ::•:;,. ,_,i..,...; ., •. :.,;,.-:.'1 v. _... );, ... 

( \ • ' :&.Ll~) -· .il:I, J-- ' .. ~\ e., ~ ..:.., .. JJ .!,;.•'°' t ,!,- J.J ~I, 1.)~ I?,\$ ~ ,j• [fi :;' j "' 

Artinya: Rasuiullot: snw hersobdo: enws den.gan emas, perak dengon 
perak,gondum dengon gandum, syi'ir del!gan syi'ir; tamor dcngan 
tumw; gamm denqan garam, soma don tunai, borunosiopa ymi!J 
menambah awu min ca tambuh, iu telotr berbuat riba, pengambil don 
uemberi odolot: sama (HR. Muslim). 

RE\'OLUSI 1,!ETODE ISfll'l!IATH HUKl:~! iSL,V.! S 



Fungsl hadis dalam pandangan Iuqaha persis sama dengan apa 
yang dikemukakau oleh kalangan ahli hadis. Mereka narnpaknya saling 
mengutip pendapat di antara mereka untuk menielaskan posisi hadts 
tersebur, Di sis! lain, para fuqaha tru scndirt (khususnya imam mazhab) 
sebenarnya jnea para ahfi hadis. Kirn dapat melihat fig\lr Imam Malik 
dengan kitabnya cl-Muwatiuh« · yang dikatakan sebagai kitab fiqh, 
namun islnya merupakan kumpulan dari hadis-hadts dalarn masalah 
Iiqh. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hamhali, kcdua mereka itu [uga 
merupakan ahli hadis, lrnarn Syafi'i memiliki kitab hadis yang diberi 
nama Musnad Imam Syuf]'! dan Imam Hambali memiliki kitab hadis yaitu 
Sunan Ahmad bin llanbol. Selain itu, khusus Imam Maliki dan Jlambali, 
nleh kalangan ahli hadis mcngclompokkan mercka itu kcpada imam 
hadis, Karella itu, tidaklah mengherankan jika dalam Ital ini, para fuqaha 
clan para ahli hadis memiliki pendapat yang sarna tentang fungsi hadis 
terhadap al-Quran. 

Dalam hal kcdudukan hadis rerhadap al-Qur'an, Imam Syafi'I 
rnenyatakan bahwa hadis rtdak mungkin hertenrangan dsngan al· 
Qur'an. Menurut beliau, apa yang ditetapkan Rasulullah mengenai suatu 
persoalan, pasti terdapat nashnya dalarn al-Qur'an. Secora keseluruhan, 
hadis merupakan penrclasan yang juga datang dari Allah, Sebagai 
penjelas, tcntu lcbih rind dan mengandung lchih banyak dlmcnsi 
dibandingkau dengan yang dijelaskao. Apa ya11g ditetapkan Rasulullah 
yang tidak terdapat nc1shnya dalam al-Qur'an (rnenetapkan sendiri 
scsuatu kcrentuan hukum), maka kita wajtb mengtkutinya berdasarkan 
perintah Allah untuk mcntaati Rasul-Nya dalam scgala perintah-Nya, 
Dalam kitab ol-Risnlan, Imam S;'<lfi'i menyatakan bahwa fungsi hadls 
terhadap al-Qur'an ada dua katagori, yaitu: (1) Hadis yang hadir untuk 
mengkonfirmasikan semua yang diwahyukan Allah. (2) lladis yang 
berfungsi untuk rnernberlkan keielasan rnakna yang dikehendaki oleh 
al-Qur'an dan mcncrangkan bentuk pcrmtah yang diturunkan apakah 
bersifar 11m1m1 araukah khusus, clan bagaimana cam menunalkannya. 

Dari dua fungsi ini, Imam Syafi'i mengatakan ada tiga bcntuk 
peran hadis terhadap al-Qur'an, yaitu: (l) Menegaskan seperti apa yang 
dinashkan olch al-Qur'an (bayan ta'kid). (2) Mcnje!askan makna yang 
,Likehemlaki oleh al·Qur'an (baya,1 tafsir). (3) Berdiri sendiri yaug tidak 
punya kaitan dengan nash al·Qur'an (bayan ta;yri'). 

Pada bcnrnk pcrtama dan kcdua tidak ada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama, tapi terhadap bcntuk kctiga, ulama bcrheda pendapat 
Sebagian ubnna mengatakan bahwa dengan ~dan:,.'a perintah untuk 

C. Pandangan Fuqaha Tentang Kedudukau Hadis Sebagai Dali! 
Syara' 
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wajib patuh kepada Rasul dan pcnegasan bahwa Rasul te!ah diridhai 
scpcnuhnya o!eh Allah, maka sernua ini [elas menunjukkan adanya 
kewenangau bagi Rasul untuk meuggariskan hatlisnya sendiri, keudati 
tanpa sandaran al-Our'an. Sebaglan ulama lain mengatakan, pada 
dasarnya Rasulullah tldak pcrnah mclctakkan hadls ranpa sandaran al· 
Quran, seperrl hadis ya11g menjelaskan tenrang [umlah raka'at shalat 
dan cara melaksanakannya. Sandarannya adalah ayat al-Qur'an tentang 
kewaiiban umum unruk shalat, Sernentara ulama yang lain mengatakan 
hahwa kcwenangan Rasul unruk menetapkan sendiri hadisnya adalah 
Iungsi yang inheren dalam tugas risalahnya, Sebagiau lagi rnengatakan 
Rasulullah diberi inspirasi bagl sernua yang dia tetapkan. llatlis adalah 
hikman i/ahiyah yang dunsptrastkan oleh Allah, dcngan demtkian, apapun 
yang diinspirasikan kepadanya mcrupakan sunnahnya, 

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Syathibi tidak mengakni fungsi hadls 
sebagai bayan tasyri'. Menurut Syathioi. hadis kembali pada al-Qur'an 
dalam pengertiannya, di mana hadis merlnct kcnwjmalan al-Our'nn, 
menjelaskan kemilsykifannya clan menguraikan yang ringkasnya. Hal 
rersebur rnenunjukkan bahwa hadis menjelaskan al-Qur'an sebagaimana 
dijelaskan dalam surah al-Nahl: 4·1 ;.,,;-<:,,..~Jr,,~ .J/.· ._,.i:.i! .1) f:J, ..!L:Y l.:l_,l_,. 
Olch karcna ltu, tidak dltcmui sesuaru ketcntuan dalam hadis kccuali 
al·Q11r'an leblh dahulu menuuiukkan pengeruannya, balk secara gloha] 
maupun rinci. tagi pula al-Qur'an rnerupakan kulli al-syari'uh yang 
menambahkan hadis. 

Mcnurut Hasbi ash-Shiddieqy, Imam Syafi'i mcnerapkan fungsl hadts 
terhadap al-Qur'an ada llma macarn, yaitu: (1) Bayon tofshil, menjelaskan 
ayat-ayai yang mujrnal. (2) Boyan tokhshish, menentukan (mernbatasi) 
makna umum dari suatu ayat. (3) /Jayan tayin, menentukan rnana yang 
dimaksud dari dua atau lchlh pcrkara yang scmuanya mungkin rcrcakup. 
( 4) Boyan tasyri', menerapkan suatu hukum yang tidak didapati dasarnya 
dalam al-Qur'an. (5) Buyun nusakh, diiadikau sebagai dalil untuk 
menentukan rnana )'ang dinasikhkan dan arnan yang dimansukhkan dari 
ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatan berlawanan. Lalu Hasbi ash-Shiddieqy 
menyatakan lagi bahwa dalam kitab a/-Nisa/ah Imam Syafi'i meuerangkan 
fungsl hadls rerhadap al-Qur'an ada lima macam bayan, yalru pertama 
bayun ta'kid, ketlua bayan tafshil, ketiga buyan takhsllish. keernpat boya11 
tayin, dan kelima bayan isyarah ( qiyas). 

Kctcrangan Hasb! ash-Sh!ddicqy di atas komradiktif, ia tidak 
menjelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan terse but. Keterangan pertama 
tidak dijelaskan dari mana ia a/ah. lni juga berbeda dengan apa )'dll)l 
pcnulis jclaskan di atas, di mana pcnulis mcngurip dari kitab al-Risa/ah 
juga, yang menjelaskan bahwa fimg~i hadis terhadap al-Qur'an menurut 
Imam Syafi'i ada dua, yang kemudian dijabarkan lagi dafam tiga benluk. 
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flari uraian di ams dapar distmpulkan bahwa secara umurn para 
fuqaha menetapkan ada empat fungsi had is tcrhadap al-Qur'an, yaitu: 

a. Mernperkuat atau menegaskau hukum yang relah ditetapkan di 
dalam al-Qur'an [bayan ta'kid). Hadis yang rueugaudung hukum 
l'ang sama dengan hukum yang disarnpaikan al-Quran, berarti 
hadts herfungsi sebagal pcncgas dan penguat terhadap apa yang 
diretapkan olch al-Quran. la ndak membawa hukum baru, tidak 
menjelaskan hat-ha! yang murlaq clan tidak mcntakhslsh hal-hal 
yang umum. Seperti hadis }'"dng menielaskan kewajibau untnk 
berpuasa, lladis tersebut sebagai penegas terhadap surah al· 
Baqarah 185. 

b. Memµerjelas seriap ayat al-Qur'an yang bclum jclas maksud dan 
tujuannya [bayan tafsir). Penjelasan ini dapar ditempuh dengan 
mcnggunakan rnerode bayan rakhsish, taqyid, taudhih dan 
sebagainya. Hadis di sini bcrfungsi unruk menjelaskan maksud 
suatu nash al·Qur'an. membatasi (mentaq;~d) lafadh muthlaq, 
mentakhsish lafatlh 'am. dan merind lafadh muj111al. Berarti 

a. Imam Malik menyarakan bahwa bayan hadis itu terbagi kepada 
riga macam, yakni: (1) Bayon tafshil, menjelaskan kernujmalan 
ayat al-Qur'an. (2) Buyan taudhih (cafsir). menerangkan maksud 
ayat al-Quran. (3) Buy(III basthi (lulhwil), menielaskan masalah 
yang disebutkan secara ringkas dalarn al-Qur'an. 

h. Ahmad hin Hanbal bcrpendapat bahwa fungsi hadis terhadap 
al-Qur'an ada tiga maram, yakni: (1) Bayan ta'kid (caqrir), 
menguatkan kernbali apa yang terkandung dalam al-Qur'an. (2) 
Bayon tafsit; menielaskan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an. (3) 
Boyan tasyri', mcndatangkan suatu hukum yang tidak terdapat 
dalam al-Quran. 

c, Ulama ah! at-ra'.)•i rnenerangkan limgsi hadis tcrhadap al-Qur'an 
ada riga macarn, yakni: (l) Buyan taqrir, menjelaskan kembali 
apa yang ditcrangkan oleh al-Qur'an, sebagai penguat. (2) Buyatt 
tafslr; menerangkan apa yang sukar dipahami dari al-Ouran. (3) 
Buyan tabdil (1wsaki1). mengganrl sesuatu hukum yang tcrdapat 
dalarn al-Qur'an atau 1111:m,soklmya. 

yattu: 

1,fonurut hcmat pcnulis, pcrbcdaan ini terjadi karena penjelasan dalarn 
kitab al·Risalah renrang fungsi hadis terhadap al-Qur'an tidak konkrit. 
Schingga akan rnenyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara 
para pcmbaca dalam menylmpulkannya. 

T.~1. Hashi ash-Shiqqicqy [uga menjelaskan tentang pan· 
dangan fuqaha lai11nya renrang liingsi hadis tcrhadap al-Quran, 
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Keduo, rlalam masalah hadis berdiri semliri (bayclf1 tusyri'}, ula.ma 
yang mengatakan hadis dapat berfungsi sebagai ziyadah bagi yang 

hadis berfungsi sebagai penjelas rerhadap hukum yang rcrdapar 
dalam al-Qur'an. Seperti al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah 
menghalalkan jual beli, kernudian hatlis rnenjelaskan rnacarn- 
macarn jual beli yang dlhalalkan itu. Hadis yang mentakhslsh 
lafadh 'am, seperti al-Quran mcnghalalkan setlap wanita kccuall 
yang dtsebutkan pada ayat 23 surah al-Nisa'. Keruudian hadis 
mernbatasi pada wanita yang dihalakan tru dengan rnelarang 
memadu wantta dcngan keponakannya. Conteh hadis yang 
mcrinci lafadh mujmal adalah hadls yang menjalaskan tatacara 
shalai. zakat dan haji. 

c. Menghapus atau menggantikan hukum yang terdapar dalam al- 
Qur'an (bayan nasakh/tabdi!J. Di sini hadis berfungsi sebagal 
dalil untuk menenuikan mana hukurn yang dinasikhkan dau 
mana yang diruansukhkan dari al-Qur'an. ketika terjadi ta'arudh 
[perlawanan]. Seperti al-Qur'an menerangkan tcntang wasiat 
bagi orang tua dan kaum kcrabar dalam surah al-Baqarah ayat 
180, yang kernudian dinasakh oleh hadis yang menyatakan bahwa 
tidak ada wasiar bagi ahli waris. 

cl. Menetapkan hukum baru yang tidak rerdapat kctentuan 
hukumnya dalam al-Quran [bayan tasyri']. Had is yang rnernbawa 
hukum yang tldak ada dalam al-Qur'an banyak sekali, seperti 
kewarisan nenek, kehararnan persusuan sarna dengan keharaman 
hubungan kekerabaran (nasab), 

Dari keempar fungsi hadis tcrhadap al-Qur'an yaitu boyan ta'kid, 
bayan tafsir, bayan nasakh itobtli! dan boyon tasyri', dua di antaranya 
[hnya,1 ro'l<i.dan buyw1 tu/sir) disepakati oleh para ularna tentang 
keabsahannya, narnun fungsi hadis sebagat bayan nasakh/tabdil dan 
ziyadah (bayan tasyri'} maslh terdapat perbedaan psndapar di kalangan 
para ulama. Pertatna, dalam masalah mennsnkl, al-Qur'an dengan hadis, 
terdapar dua maram peudapat, yaitu: 

a. Ularna ushul Ilanafiah berpendapar bahwa menasakh al-Qur'an 
deugan hadis mutawatir atau masyhur diperke-nankan, sebagai 
contoh hadls .:.,;1;,1 '""'J 1 mcnasakh hukurn yang terkanrlung dalarn 
surah al-Baqarah ayat 180. Hadis rersebut sangat masyhur di 
kalangan para ahli hadis, bahkan Imam Syafi'i menganggapnya 
sebagai hadis rnutawarir; 

b. Ulama ushul yang lain hcrpendapat bahwa menasakh al-Qur'an 
dengan hadis. baik dengan hadis mutawatir maupun rnasyhur; 
tidak boleh. 
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D. Paradigma. Hshul Fiqh Menurut Muhammad Syahrur 

ridak tcrdapar dalam al·Qur'an, dengan alas.in bahwa Allah telah 
memerintahkan untuk raat dan patuh kcpada Rasul-Nya, dengan apa 
yang bersumber dari Rasul, patla hakikalnya adalah dari Allah, sehah 
Rasul ridak akan berbicara dan berbuat keruali apabila at!<t ,..,..dhyu. 

10 ~ID!Aft\Ml DESKO::-iSTRUf-51 HUKLIM DAI..\M PRANATA SOSIAl. l~IA'I 

Syahrur adalah tokoh pembaharu yang benar-benar punya konsep 
ushul fiqh haru dcngan paradigma baru. Teorl hududyang dikemukakan 
Syahrur berdssarkan paradigma barunya yairu paradigmahisi:oris-ilmiah, 
sedangkan ushul fiqh klasik berparadigrua Iiterolistik [rekstual], 

Banyak kalangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan 
Syahrul itu merupakan terobosan rang sangat arnat beraui, karena 
n1a111p11 membuat sebuah hal baru dengan mcntnggatkan sesuatu 
yang sudah dianggap final selama ini. Paradigma historis-ilrnian 
yang diusulkan Syahrur menurut sebagian kalangan dari pemerhati 
hukurn Islam mcmiliki posisi dan peran yang arnat vital di rnasa 
modem ini. Paradigma ini sangat mernbanru menjadikan hukurn 
Islam lelrih dinamis dan relevan dengan kondisi kektnian. Di samplng 
itu, paradigrna historis-ilmiah ini mampu melahirkan peruhahan- 
perubahan revolusioner atas konsepsl-konsepsi ushul fiqh klasik. 
H.11 ini sebagaimana rcrgambar dalam uratan bertkut ini. 

D~ri aspek onrnlngi, wilayah kajian ilmu ushul fiqh tradtsional 
adalah kaidah-kaidah aiau mercde pengamhilan hukum atau dalll-dalil 
sama'i (wahyu) yang meliputi nusii al-Qur'an, hadis mutawatir clan ijma '. 
Berdasarkan pemahnman tersebut, para pakar ushul fiqh sering menyebut 
kaldah-katdah dsngan dolit syom · kutt), scpcrti qiyas dan kehujjahannya. 
batasan-batasan 'tun, C1mr (perintah) d.111 indikatornya, kaidah tcntang 
larangan (nnh1), mutlao, ijma' sarih dan ijma'sukutl. Dougan bcrpijak 
pada paradlgma baru rersebut, Syahrur rnelakukan pernaknaan ulang 
aras beherapa dalil syara' kulli, seperri ayat muhkamat, had is, ijma'. qiyus, 
ijtihad dan [uga mujtahid. 

Dari aspek eplsremologi. Syahrur menawarkan episremologt barn 
dalarn bidang ushul fiqh, yaitu sumber peneernhuan dalam ilmu ushul 
flqh adalah akal, realttas [kernanusiaan dart kealamau), dan eeks. lni 
dapat dimaklumi, karena Syahrur selain seorang muslim yang rnengakui 
kewahyuan al-Qur'an, ia juga scorang lnsinyur yang setlap hari bergelut 
dengan dunia ernpiris kealarnan. Syahrur ingin menegaskan bahwa 
dalam ilmu ushul fiqh segalanya raslonal. Pandangannya tentang aka! 
sebagai s11111ber pengetahuan tldak bisa dtptsahkan dari pemikiran 
epistemologlnya bahwa akal manusia mampu membcrikan pcngcrahuan, 

Se lain aka I, penggunaan realitas (kemanusiaan dan kea la man) scbagai 



somber pengetahuan dalarn ilmu ushul iiqh oleh Syahrur juga terlihat 
dalam pemiklraunya tentang kentscayaan penggunaan ilmu pengetahuan 
modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan dillbatkannya scrnua 
ilmuwan dalam proses ijtihad. Maksudnya ilnm 11sl111l fiqh bagi Syahrur 
liclak boleh mengesampingkan prestasi-prestasi keilmuan modern, baik 
dalarn gugusan ilmu-ilmu kealaman, maupun ilmu-ilmu kemanusiaan. 

Scdangkan pandangan Syahrur tcntang rcks scbagai surnbcr 
pengerahuan, tergambar pada konsepsinya ten tang ayal·ayai muhkamac 
sebagai sumber hukum. Syahrur mendefinisikan ayat-ayat muhkamat 
sebagai bagtan dari al-Kitab yang bcrupa sekumpulan hukum yang 
datang kepada Nabi Muhammad yang berlslkan kaidah perilaku 
manusia (berkaitau dengan persoalan halal-haram), baik berupa ibuduh, 
mu'amaloh, maupun akhlak. 

Teks yang dipahamt Syahrur bcrbeda dengan ulama rerdahulu. 
seperti al-Syafi'i, al-Chazall dan al-Syatibi. Menurut ulama rerdahulu. 
teks itu meliputi al-Qur'an, hadis dan ijma', yang bisa tlijaLlikan sebagai 
sumber pengetahuan. Adapun rnenurut Syahrur; hanya al-Qur'an saialah 
yang dapar disebut tcks. Apa yang di luar al-Quran hanya merupakan 
hasil lntcrprctasi atas al-Qur'an, schingga tidak layak untuk dijadikan 
sebagai sumber pengetahuan. 

Kemudian dari segi aksiclcgi, Syahrur tidak rnenafikan aksiologi 
ushul fiqh lama, yaitu pcncrapan kaidah-kaidah dan teori-teori atas 
da!il-dalil tcrpcrlncl untuk mendapatkan hukum-hukum syari'at yang 
dlnmjukkannya, dalam rangka /iiahqiqi mosalih al-nns [mewujudkan 
kemashlahatan manusia], baik di dunia maupun di akhirat. Namun 
Syahrur mernbertkan penekanan yang lebih besar pada pentingnya upaya 
mcwujudlcan kcscjahteraan manusia di dunia. Hal ini dilakukannya, 
karena ia melihai bahwa aspek keduniawian inilah yang selama ini 
terabaikan. Syahrur rnengubah orientasi ilrnu ushul Iiqh dari yang sernula 
terlalu berat pada aspek teosentris (utlat-nllal ke-Tuhanan) menjadi 
lcbih mcmperhankan aspck antroposentris (mlat-ntlat kcmanustaan 
dan kealaman). Olch karena ltu, Syahrur melakukan redefinisi hukum 
dari yang semula hukurn Tuhan menjadi hukum buaran manusia yang 
mengindahkan baras-baras yang telah diberikan Tuhan uruuk manusia, 
[adi substansi hukum Islam yang sernula adalah nosh (teks) diubah 
mentadt iltlhad. 

Oari gamharan r1i atas dapar rlipahami hahwa Syahrnr melihat al- 
Qur'an adalah satu-satunya sumber pengetahuan (lerrnasuk sumber 
huk-um), sedangkan di luarnya (tcrmasuk hadis) hanya merupakan 
interprernsi dari teks (al-Qur'an). lni arrinya Syahrur ingin mencgaskan 
bahwa al-Qur·an atialah wahyu yang bersumber dari Tuhan, sedangkan 
hadis bukan •mh\'ll, melaink::m ijtihad Nabi Muhammad terhadap al- 
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Peruhahan paradigma ilrnu ushul fiqh yang ditawarkan oleh Syahrur, 
mengharuskan untuk dilakukannya perumusan ulang (redefinisi) 
terhadap beberapa tcori lama, salah satunya adalah hadts. Karena 
ilu, memahami pemiklran hadis yang dltawarkan Syahrur ridak hisa 
berangkat dari paradigma lama, terapi harus bcrpljak pada paradigrna 
barn yang: dltawarkannya. Sebab memahami pemlkiran Syahrur dengan 
paradigms lama hanya akan mcnghasllkan kesirnpulan yang salah. 

Dalarn bukunya }'3ng bcrjudul "!11-Kitab wa ul-Qur·n,1: Qira'ah 
Mu'ashirah dan Nuhw Us/111/ jadidah Ii a/-Fiqh al-Isla mi (Metodologi Fiqih 
Islam Kontcmporer), Syahrur rnenggunakan is,ilah sunnah (bukan hadis). 
la menielaskan bahwa sunnah secara elimologis herasal dari kara sanna, 
yang berarti kemudahan, attran yang rnudah, seperti dikatakan ma'un 
masmm (air yang dialirkan): air itu mcngalir dengan rnudah. lni persis 
scpcrti yang dilakukan Nabi dalam pcnerapan ayat-ayat hukum secara 
mudah dcngan bergerak dalarn baias-batas Allah (hudud), dan kadang 
berhentl di atas batasan-batasan itu dalaru manghadapi dunia nyata 
yang nisbi (relatif]. Adapun secara terrninologis, Syahrur mendefintsikan 
sunnah adalah merndologi pcnerapan hukurn-hukum arau al-Kitab 
dengan mudah clan ringan r:rnpa kcluar dari batasan-batasan Allah dalam 
pcrsoalan hudud atau pernbuatan barasan-batasan adat loka! dalam 
persoalan-persoalan non-hudud dengan mempertimbangkan realitas 
nyata (waktu, tempat, dan syarat-syarat objektif yane mana hukum- 
hukum akan diter&pkan di dalamnya). 

Pcngcrtian hadis di ata~, dipahami Syahrur sccara umum, bukan saja 
c!alam pengertian ijtihad Nabi, tetapi juga ijtihad tm1at pada suatu masa 
tertentu clan di tP.mpar tcrtcntu. J\dapun hadis dalam µengertian sempit, 
menu rut Syahrur adalah ij1 ihad Nabi clalam menerapkan hukurn·hukuma/- 

Ouran, Karena itu. dalam kontcks kcktntan, ada kemungkinan besar 
bahwa apa yang diinterpretasikan oleh Nahi Muhammad ketika itu 
sangat terpengaruh dengan sosio-politik clan sosio-kultur masyarakat 
,\rab waktu itu, sehingga kita ndak boleh terpaku dengan penilaian 
bahwa sunnah adalah harga mari dalam pcnafslran suatu ayal al-Qurau, 
Malah pcnulis mernahami bahwa Syahrur ingln keluar dari hadis dalam 
rnernahami al-Qur'an dan lebih menitikberatkan pada pcndekatan tiga 
sumber peugetahuan sepertl disebut di atas, yaitu aka 1, reahtas manusia 
dan a lam, serta teks (rwsh al-Qur'an]. Jadi hukum Islam dalarn pandangan 
Syahrur adalah hasil dialektika antars akal, realiras manusia dan alam, 
serta lmd1ld Allah dalam al-Quran. 
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Kitab yang bcrupa hudud, ibadah, dan akhlak, dengan mempertimbangkan 
rcalltas ohjektif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas dan 
kadang berhenti di batas-batas itu, dan menciptakan batas-batas lokal- 
temporal bagi persoalan-pcrsoalan yang belum hadir dalam al-Kitni». 

Bcrdasarkan pemahaman tentane had is Nobi ini, Syahrur kernudian 
menilai bahwa Rasul adalah seorang mujtahid yang mengubah Islam 
rnutlak menjadi Islam nisbi. Olch karena Itu, Rasul ridaklah ma'shum 
(terbebas dari kcsalahan). Syahrurmembatasi kc-ma'.~lmm-an Nabi hanya 
pada dua hal; pertama, dalam hal menyampaikan ul-zikr pada umatnya, 
yailu bentuk bahasa dan bunyi dart semua isl al-Kitab. Kedua, dalam hal 
jatuh pada barang haram, Hanya pada dua hal inilah Nabi benar-benar 
terjaga dart kesalahan, Oleh karena itu, ljrihad Rasul rerhadap ayat-ayat 
hukurn ridaklah ma'.~ln,m. Ijtihad Rasul hanya benar untuk rnasanya 
(abad Vil M) dan lokalnya (Sernenanjung Arabia). Ijtihad Rasul belum 
tenlu cocok untuk zaman yang lain dan Juga bclurn rcntu cocok untuk 
masyarakat lain. 

Mcnurut Syahrur; konsepsl baru tenlang ke-mu'slwm-an Nabi ini 
mengaklbatkan perubahan pada konsepsi tentang ketaatan kepada Nabi. 
Dalam persoalan ritual dan akhlak, kita menaati Nabi secara muttasi/ 
(bersambung), sedangkan dalam pcrsoalan tasyri', kira menaarinya 
sccara tnunfasil (rerpisah}, Keiaatan jenis pertarna persis seperti 
keraatan terhadap Allah, tidak pernah putus, berlaku sepanlang masa, 
baik ketika Nabi hidup maupun sesudah wafatnya, Kctaatan icnis ini 
hanya berlaku dalam persoa!an akhlak dan ritual-ritual seperti shalar, 
puasa, zakar dan hajl, Adapun keraaran jenis kedua (munfosi() adalah 
kctaatan rerhadap Rasul yang terpisah dari ketaatan terhadap Allah. 
Ketaatan jenis ini berbeda antara ketika Nabi masih hldup dengan serelah 
wafatnya. Ketika Nabi rnasih hidup, rnanusla menaatinya secara muttasil, 
sedangkan setclah mcninggalnya, manusia menaarlnya secara manhuji 
(mcrodologis]. Maksudnya kita hanya menaali rnetode ijtihaclnya saja, 
bukan hasil ijtihadnya. 

Konsepsi hadis yang ditawarkan Syahrur ini tidak akan mengubah 
cara shalat, puasa, zakar dan haji. Karena konscpsl baru lni mcngganggap 
semua ibadah mahdhoh itu sehagai persoalan tnwawr fi'li ya11g 
merupakan konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan 
risa/a// yang Llibawanya. Dengan demikian, konsepsi baru h.idis ini hanya 
akan berpengaruh pada pcrsoalan-pcrsoalan non-ibadali mohdhah, 
scpcrtf mu'omalah, politik, dan pidana Islam yang memang merupakan 
titik lemah hukum Islam clalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena 

.rrash (teks) sudah tidak lagl turun, scmcntara pcrsoaian barn yang 
harus dijawab olch nosh (tcks) setiap saat nmncnl clan rems herrnmhah1 

sehingga tidak ada cara yang uisa Liilakukan kecuali kita mau melakukan 
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tcrobosan kreatif berkaltan dengan hubungan antara nash (teks) dan 
realitas, 

Dalam pandangan Syahrur, hadis Nabi itu terbagi dua, yaltu s1u1nah 
risalah (berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran) dan sunnuii nubuwwah 
(berisi i!mu pengetahuan a tau informasi). Kita hanyawattb menaati sunnah 
risaloh, bukan sunnah nubuwwah, karena surmnh risotab mcrupakan 
ijlihad aplikatif kondistonal Nabi, sementara sunnah n11ln11vwnh adalah 
titlhad informatif kondislonal. ljtihad informatif kondisional berbentuk 
produk pengetahuan yang nisbi, sehingga ridak perlu dttaati, karena 
pengetahuan akan selalu berkernbang seiring psrkembangan zaman. 

Paparan rerhadap pandangan Syahrur di atas rnernberikan gambaran 
bahwa ia betul-betul mcmbuat dcfinlsi baru tentang hadis yang jauh 
berbeda dengan apa yang dipahami selama ini. Hadis dalarn pandangan 
solo] adalah semua yang disandarkan kepada Nabi; balk perkataan, 
perbuarnn maupun pcnctapannya, yang sebahagiannya itu (mutawatir) 
mernpunyai kedudukan sama dcngan al-Quran sebagai surnlier hukum, 
yang berlaku untuk setiap zarnan dan tcmpat di mana saia di muka bumi 
ini. Sedangkan Syahrur merniliki definisi scndiri tcnrang hadis, yaitu 
ijtihad Nabi yang kedudukannya tidak seiingkat dengan al-Qur'an, dan 
bukanlah sama sekali sebagat wahyu, yang hanya berlaku untukzamannya 
dan di lingkungannya Semcnanjung Arabia saja, 

Mal ini sebagairnana peruyaraan Syahrur bahwa perkataan Nabi, 
pcmikiran. dan tindakannya dalarn persoalan non-hudud, non-Ibadah, 
dan non-ghaih, semua masalah tersebut adalah ijl ihad Nabi scndiri, 
bukan wahyu. Dalam hal ini, Syahrur mengajukan beberapa argumen; 
pertama, al-Qur' an surah an-Najm ayat 4-s yaitu wo tna yantiqu 'anil huvm 
in huwa ilia wahyu yuha, yang brasanya dlgunakan scbagai dalil bahwa 
semua yang dlucapkan oleh Nabi adalah wahyu, bukanlah merujuk pada 
perkataan Nabi, mclainkan pada al-Qur' an. Menurul Syahrur; kata ganti 
'ya' patla katayanthiqu dalam ayat tcrsebut ridak merujuk kepada Nabi, 
retapt pada al-Our'an. Kedua. ayat tcrscbur rurun di Makkah, di mana 
orang Arab banyak msragukan kcbcnaran al-Quran sebagai barang 
baru, bukan meragukan kebenaran perkataan Nahi. Ocngan demikian, 
al-Quran surah an Najm ayat 'l-3 itu tidak berkailan dengan perkataan 
Nabi, tetapi berkaitan dcngan kcbenaran al-Qur' an sebagai wahyu. Sebah 
sejaksebelurnmenerima wahyu, Muhammad sudah dikenal sebagai orang 
yang jujur, sehing,~a ayal lersel.tut 111eru1iakan jawaban atas keraguan 
orang ;\fakkah akan kewahyuan al-Qur'an, bukan kejnjnran pcrkataan 
Muhamrnact. Kedga, pada kenyaraannya, Nabi melarang µerkataan- 
pcrkataannya dibukukan. 
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Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Syahrur menjadikan al- 
Qur' an (lll-Kita/J) sebagai sumber hukum mutlak, hadis diposisiken sebagai 
hasil inrerpretasi Nabi sesuai realitas situasi dan kondisi masyarakat Aral., 
(realitas manusia dan alam) wakru i111. HAI ini scsuai dcngan paradigma ushul 
fiqh yang dibangunnya, yaitu historis-ilmiah, dimana menurut Syahrur hanya 
ada iiga sumber pcngerahuan; aka I, rcaliras manusia dan a lam, serta teks (.nosh 
al Quran), Dalam hal ini. hadis mcrupakan sebuah realitas manusia dan alarn 
di masa Nabi. sedangkan untuk konrcks kckininau kira rncrniliki realitas 
scndiri scsuai ,leugan kendisi kemanusian clan kealaman kita sekarang ini. 

Apa )·ang dikernukakan oleh Syahrul di atas jauh berbeda dengan 
pandangan fuqaha mazhab yang sangat terikat dalam metode ijtihad hukumnya 
dengan hadis. Hadis hukan $Aja lx:rfungoi mcnjclaskan hukurn-hukurn dalam 
al-Quran. tch,pi juga dapat berfungsi sebagai bayan tasyri '(dalil yang 
mandiri] y?.ng berdiri sendiri dalam penetapan hukum syara'. bahkan dapat 
juga berfungs! sabagai bayou nasakh (pcnghapus) terhadap al-Quran. ltu 
artinya bahwa dalam pandangan fuqaha mazhab kcduduksn had is seolah-olah 
tebih kuat dibandingkan dengan al-Quran, karena ia dapat mcnghapus hukum 
dalam al-Qur'an dan tidak sebaliknya. Kenapa dikatakan demikian, karena 
tidak ada contoh kasus al-Qur'an mcnghapus hukum dalam hadis, sehingga 
Nabi hams mengeluarkan hadis lam untuk mcmbatalkan hadis pertama. Yang 
ada adalah hadis menghapus hukiun dalam nl-Qur 'nn, scperti dalarn kasus 
wasiat kcpada ahli waris yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 180 
menurut sebahagian ulama ielah dinasakh hukumnya dengan datangnya hadis 
:.,J~J ..,.,,J 'i (tidak ada wasiat bagi ahli waris). 

,.-------- ... _ 
' Itukum "• ,, - ---- .. ---"'' 

----------- , ' 
• Avat Ahkam • '.. . ... ., 

: ~1:,;a-n;;.~ -- ~~-- ~;;;---: 
, f , ----~~~~~l~~~~---- 

r" '1 I , • • l , Realiias Arabia Abad VII 1 , RcahUJS Kcklnian , 
, M (Sunnah/ljtihad) l'fobi) : (Suonah!ljlihad Kita) : 
l I L I ' - - --- -- -.- --- - -- _, ---- - - -- -.r-- - - - - - - 

,,-------- ...... , 
,... Hukum , _______ ...... , 

Skerna: Pola fikir Syahrul rerhadap hadis sebngai dalil hukum 
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l'ara ahli hadis berpendapar bahwa fungsi hadis adalah sebagai 
penjelas yang nmbham, merinci yang mujmnl, memhatasi yang muthlao, 
rnengkhususkan yang umum ('aml clan menetapkan hukum-hukum 
yang belum [elas secara cksplisit dalam al-Qur'an. l'uni:si hadis dalam 
pandangan fuqaha sarna dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan 
ahli hadis. Para fuqaha sendiri (khususnya imam mazhah] sebcnarnya 
juga para ahli hadis. sccara umum mereka menetapkan ada empat fnngsi 
had is terhadap al-Qur'an, yairu t l) mcmpcrkuat atau menegaskan hukum 
yang tclah ditetapkan di dalarn al-Qur'an {bnyan tn'kirf), (2) mcmperielas 
setiap ayar al-Ouran yang belum jelas ruaksud dan tujuannya (baya11 
tafsir). (3) rncnghapus atau menggantikan hukum yang terdapat dalam 
al-Qur'an (baycw nasakh/toiJdil), dan (4} menetapkan hukurn baru yang 
tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an (bayan tasyril 

Dari kcernpat fungsl hadis terhadap al-Qur'an yairu boyan ta'kid, 
bayan mfstr, hayan nasakh/rabdll dan bayon tasyri', dua di antaranya 
(bayan l(l'ki,clan hnyan c:afsi1') dtsepakati oleh para ularna tenrang 
keabsahannya, narnuu fungsi hadis scbagai bayan nosakbrtabdi! clan 
ztyadoh (bayan rasyri') masih ierdapat perhedaan pcndapat di kalangan 
para ulama. Adapun dalam masalah hadis berdiri sendhi (bayan tasyri'), 
ularna yang meugarakan hadls dapat berfungsi sebagai ziyadoh hagi 
yang tidak terdapat dalam al-Quran, dcngan alasan bahwa Allah Lelah 
mcmcrtntahkan unruk raac dan patuh kcpada Rasul-Nya, dengan apa 
y;ing bcrsumber dari Rasul. pada hakikatnya adalah dari Allah, sebab 
Rasul tidak akan bcrbicara dan berbuat kecuali apabila ada wahyu, 

Muhammad Syahrur mengajukan konsep ushul liqh barn tlt>ng:m 
paradigma baru. Teori hudud yang dlkcmukakannya berdasarkan 
paradigma barunya yaitu paradigms nistoris-ilminh, sedangkan ushul 
fiqh klasik bcrparadtgma liieralistik' [tekstual]. Perubahan paradigma 
ilmu ushul fiqh y;mg dirawarkan oleh Syahrur, rnengharuskan untuk 
dilakukannya perumusan ulang (redefinisi) terhadap beberapa teori 
lama, salah satunya adalah hadis, Karena itu, untuk memaharni pemikiran 
hadis yang ditawarkan Syahrur tidak hisa herangkat dari paradigrna 
lama. tetapi harus berpitak pada paracligma barn yang dirawarkanny;i. 
Sebab memahami pemikiran Sy;ihnir dengan parndigm.1 lama hanya 
akan menghasilkan k'E:simpulan yang salah. 

Syahrur menjelaskan bah\'.'a sunnah secara ctimologis berasal 
dari kata snnna, yang berarti kemudahan. aliran yang mudah. scpcrti 
dikatakan ma·im mnsnun (air yang dialirkan); air itu mengalir dengan 
mudah. lni persis seperli yang dilakukan Nabi dalam penerapan ayat·ayat 
hukum secara mudah dengan bergerak dalam b~tlls-haras Allah (hudud), 

F. Pcnutup 

LG ~IE.'!AHA.\!I DESKONSTRUKSI HUKU~! DAL~! PR. \NATA SOSIAI. L~!..\M 



- ------ 

dan kadang berhenti di alas batasan-batasan itu dalam menghadapi 
dunia nyata yang nisbi (relatif). Adapun serara terminologis, Syahrur 
mendefinisikan sunnah adalah metodologt pcnerapan hukum-hukum 
atau ot-Kitat: dengan mudah dan ringan ranpa keluar clari hatasan-barasan 
Allah dalam persoalan hudud atau pembuatan baiasan-batasan adat lokal 
dalam persoalan-persoalan non-hudud dengan mernperrimbangkan 
realitas nyata (waktu, tr.mpat, clan syarat-syarar objektlf yang mana 
hukum-hukurn akan diterapkan di dalamnya). 

Pengertian hadis di atas, dipaharni Syahrur secara um um, bukan saja 
da!am pcngcrttan ijrihad Nabi, tcrapi juga ijtihad umat pada suatu rnasa 
rerranru rlan di rempar rerrenru. Adapun hadis dalam pcngcrnan sempre, 
rnenurutSyahrur adalah ijtihad Nabi dalarn msnerapkan hu kum-hn kurn al- 
Kitab yang berupa hudud, ibadah. dan akhlak, dengan mempertimbaugkan 
rcalitas objcktif yang hidup, dengan bergerak di antara batas-batas tlan 
kadang berhenti di batas-batas itu, dan mcnciptakan batas-batas lokal- 
temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam al-Kitab. 

Berdasarkan pernaharnan tentang had is Nabi ini, Syahrur kemudtan 
mcmlar bahwa Rasul adalah scorang rnuitahid yang mengubah Islam 
mutlak mcnjadi Islam nisbi. Ulch karena itu, Rasul rtdaklah ma'shum 
(terbebas dari kesalahan). Syahrur membatasi kc-ma'.~hum-an Nabi hanya 
pada dua hal: pertamu, dalarn hal menyampaikan ul-zikr pada umamya. 
yairu bentuk bahasa dan bunyt dari seruua isi al-Kitab. Kedua, dalam hal 
jatuh pacla barang haram. Manya pada dua hal tntlah Nabi benar-benar 
terjag.:i dari kesalahan. Oleh karena ltu, ijtihad Rasul tcrhadap ayar-ayat 
hukum tidaklah mu'shurn. ljtihad Rasul hanya benar unruk masanya 
(abad Vil M) dan lokalnya (Semenanjung Arabia). ljtihad Rasul belum 
tcntu cocok untuk zaman yang lain dan juga belum tentu cocok untuk 
masyarakat lain. 

Konsepsi hadis yang ditawarkan Syahrur ini tidak akan menguhah 
cara shalat, puasa, zakat dan hajf. Karena konsepsi baru ini mengganggap 
scmua ibadah mahdah tru scbagal persoalan tawamr Ji'li yang rnerupakan 
konsekuensi dari kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan risalan 
yang dibawanya. Dengan demikian. konscpsi baru hadis ini hanya akan 
berpengaruh pada persoalan-persoalan uon-ibadah mahdah,. seperti 
mu'ama!ah, politik, dan pidana !slam yang memang merupakan tiliklemah 
hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena 11ash (teks) 
sudah tidak lagi tnnm, sementara persoalan baru yang harus dijawab olch 
nosh (teks) setiap saat muncul dan terus bertambah, sehingga tidak ad;i 
cara yang bisa dilah,1kan kecuali kitn mau melakukan terobusan kreatif 
berkaitan dengan huhnngan antara nosh (tcks) dan rcalitas. 

Dalam partdangan Syahrur. hadis Nabi i111 terbagi dua, yaitu surmah 
risa/ah (berisi huk11m·h11kum dan ajaran·ajardl1) dan swuwlt rtubuwwuh 

IU.-VOLUSI METODE ISTINBA rn Hl.!1-'\i)I JSLA\t I 7 



al-Ghazali, Muhammad. at-Sunnoh al-Nubawiyoh boitia Ahl al-Fiqn 
wa al-Hadi:,. fleirut: Oar al-Syuruqi, 1909. 

al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. Ushul ai-Hadis 'Ulumuhu 1•/u 

f.fusrha/ahuhu.13eirut-Libanun: Dar al- Fikr, 1989. 
al-Nasa'i. Sunan al-Nosa'i. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, l995. 
al-Siha'i, Mushthafa. 111-Swlllah wa Makanatuhu fi al-Tasyr!" ol-Islami, 

al-Maktab al-Islami. fleirut: t.p., 1985. 
al-Syafi'i. Al·Risala/J. T.rp.: Oar al-Ftkr, uh. 
al-Syathibi. AI-Muv.raJnqatji llshul al-Syari'ah. Jilid II, Beirut-Libanon: 

Oar al-Kutub al-Tlrniyah, t.th. 
al-Syawkani. lrsyad al-Fuhul. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973. 
ash-Shiddieqy. T. M. Has bi. Sciarah dan Penqantar //mu Hadits. Cet. II, 

Jakarta: Bulan Blntang, 19SS. 
Brown, Daniel W .. R1il/Ji119killy Tnuiltum in ,\fodern Islamic Thought. 

Ter], [aziar Radtann dan Entin Sriani Muslim, Bandung: Mizan. 1996. 
Fanani, Mnhyar. Fiqh Madani; Konstruksi llukum lslum di Dunia 

Modern. Yogyakarta: uss, 20 l 0. 
Hasan, Ahmad, Pintu ijtituu! Sebehm1 Tertutup. Bandung: Pusraka, 

1984. 

(bcrisi ilmu pengetahuan atau i nformasi). Kita hanya wajib menaati sunnah 
rlsalah, hukan sunnah nubmvwah, karena sunnah risaloh merupakan 
ijtihad aplikarlf kondislonal Nabi, sementara sunnah m1bmvwah adalah 
ijtihad inforrnatif kondisional. ljtlhad informatif kondislonal berbentuk 
produk pengerahuan yang nisbi, sehingga tidak pcrlu ditaati, karena 
pengetahuan akan selalu berkernbang seiring perkembangan zaman, 

Dari gambaran di atas dapat dtlelaskan bahwa Syahrur meujadikan 
at-Qur'an ((1/-l<itub) sebagai sumbor hukum murlak had is diposisikan 
scbagai hasil interpretasi Nabi sesuai realiras situasi dan kondisl 
masyarakar A rah (rcahtas manusia dan alam) wakru itu. Berbeda dengan 
fuqaha mazhab yang sangat tcrikat dalam metode ijtihad hukumnya 
dengan hadis, Hadis hukan saja bcrfungsi mcnjelaskan hukurn-hukurn 
dalarn al-Ouran, tetapi juga dapat berfungsl sehagai aayan ta-o/ri'(dalil 
yang mandiri) yang berdtrl sencliri dalam penerapan hukurn syara', 
bahkan dapar [uga bcrfungsi sabagai bayan nasokh (penghapus] terhadap 
al-Qur'un. 
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l lt!ut 1Jndai\g·L'ndang Kc-pcbHk 1ndoo-esi1 Non-.or +;, Tl=.h.u.1 1999 tcnCa.ng Pcnytlfflggbu.i 
Keistimewean Propi..osl 03ertb t\.tiw.e·,,aActb P~ :!du13. 

lmplementasi syan'ah secara kaffah di Acch sudah sah dan rcsrni 
mcngikut kctcntuan nc:gara Repuhllk Indonnsia yang dilamhangkan 
dengan kekuarau hukum ruulai dari Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 1999 ten tang keistimewaan Aceh dalam bidang agarna, 
pendldlkan, adat budaya dan peran ulama dalam pcnctspan kebijakan 
daerah di Aceh.' Undang-Undang Rcpuhllk [ndonesia Nomor l 8 Tahun 
200 I renrang Oronomi Khusus untuk Daerah lstimewa Aceh sebagai 
Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang- 
Undang Republik Indonesia Nornor 11 Tahun 2006 tentang Pernerintahan 
Aceh yang dikenal dengan UUPA. 

Uengan dcmikian tiada siapapun dari golongan manapun yang bisa 
melarang, menghambat dan menghalangi pelaksanaan syari'at Islam 
di Aceh dalam bentuk dan kegiatan apapun. Malah dari sudut pandang 
agarna ia rnerupakan sebuah kcwajtban yang wajtb dilaksanakan oleh 
scluruh um at Islam. Firman Allah Swr. da lam al-jatslyah ayat I!!: 

A. Pendahuluan 

nr, llasanuddin Yusuf Adan; MCI,,, MA 

IMPLEMENTASI SYARl'AH DI ACEH 
DA LAM PERGUMULAN SJYASJ 

-- -- 



2 L~rW. kt!'1:'.p'l:r1'..!3n kt!~ tcr!l!but sd~.;.in t:,:-? .,\J!,:s;my. !1.::=ncw ,l.fu.k .~!tvt:.,1:: Alam, 
(J!k:1.-u: B~l:n BIIl~lng. l9i5), h. J,:11J-iC•J. 

3 Jbki..h iOi-lO? 
4 IJ,,tu~ nrlu.kw !,;,;;J..it sil.al:a.n ~ 11 f'_ 7..tn~raJfT, Ai:4:l, (Jlkuu: lkur.a, 19Sl). h. 29,JO Llh.J1 

ju,;3 [b;:.."i.lm Alfi.u.,. Puan;d, Jclu. AJW.. (Jll~'l:: Pwt:.1;2 SUI-:!: H.er.;;.,. 1957). h.. I!~. 

,1rrir.ya: Kcmudian Kami jadikan enqkau [wahui Muhummtui dun 
utuskon enqkau] menjalankan satu Syart'at (yang cukup /cngkap) 
dari hukum-hukum aqama; mnku ikutilah Syori'c; itu, don jn.119rmloh 
enqkau mcnqikuti hawa nafsu orang-01·a,ig yan.9 tidak mengetahui 
(perkura yang bennr]. 
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Di zaman lampau. implementasi syari'at Islam di Aceh telah berjalan 
dengan baik, hukurnan tetap dijalankan terhadap pelaku kelahatan 
walaupun yang berbuat salah itu keluarga raja. Scbagat contoh konkrlt 
ten tang pelaksanaan Syari'at Islam yang uerkenaan dengan h11k11m huduri 
dalam kerciaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa 
Sultan Alaiddln !Uayat Syah 11 Al-Qahhar yang telah rnelakukan hukum 
qishash terhadap putcranya scndiri Abangnya ditangkap karena zalnn, 
membunuh orang lain clan matawan hukum sorta adat yang bcrlaku 
dalam kerajaan.' Conteh konkrit lainnya adalah: ketika Sultan lskandar 
Muda berkuasa dan menjadt raia Aceh, sang rajn menjatuhkan hukuman 
rerhadap rakyatnya yang tcrbukti bcrsalah walaupun tcrkena anggota 
keluarganya. Hukumau rajam tcrhadap Mcurah Pup6k sebagai putra 
mahkota dau anak kandung lskandar Muda menjacli hukti dalam sejarah 
betapa adilnya raja-raja Aceh zarnan dahulu.' 

llukti konkrir selanlutnya tentang keyakinan bangsa Aceh 
mengarnalkan Syari';it Islam adalah: kctika Tcungku Syhik di Tiro 
Muhammad Saman disurari clan riiminra rnrun gunung untuk tidak 
berperang lagi oleh penjajah Belauda. tahun 1885 beliau membalas surar 
dengan perklraan bunyinya: kalau hari ini tuan-tuan penjajah Belamla 
masuk Islam maka hart ini pula saya dan pengtkut saya akan turun dari 
gunung dan menghentik::m perang suci di jalan Allah, kita akan hidup 
berdampmgan scrra mcnikruati kckayaan alam Acch bersama-sama.' 
Jawaban tersebut dapat membingungkan penjajah Aelanda clan mcnjadi 
bukti bagaimana tingginya komitrneu Islam bagi bangsa Aceh. 

Ulama dan pemimpin kharismatik Teungku Muhammad Dawud 
Beureu-ch bcrsedla mencrtma ajakan Soekarno memerangi Belanda 
bersama bangsa Aceh dalam agresl kedua rahun l 948 yang sudah 



menguasai seluruh Indonesia kecuali Aceh karena presiden pertarna 
RI tcrsebut bcrjanji dcngau sumpahnya; wallah, ballah, talloh ingin 
mewuludkan Syari'at Islam di Indonesia keuka rnerdeka narui. khususnya 
Syari'at Islam untuk Aceh, Namun kerika janji tersebut diingkarl, ulama 
beken terscbut kembali berjihad mcnghancurkan reztm Soekarno lewat 
Gcrakan Dl/TII yang disifatkannya sebagai rczim Rcpublik Indonesia 
Kumunis (RIK). Sernua itu dilakukan demi tegaknya Syari'at Islam di Aceh 
yang penghunlnya memang komit terhadap Islam. 

Syart'at Islam di Aceh berjalan dalam rentang waktu lumayan lama 
dan dengan kepemimpinan lumayan banyak, Mulai darl penglsyttharan 
Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayyatsyah, kepemimpinan 
Sultan al-Qahhar; Sultan lskandar Muda, Perjuangan Teungku Syhik Ditiro 
Muhammad Saman, 'l'cungku Muhammad uawud Beureu-eh sampat 
kcpada perlawanan rerhadap pcnjajah Jepang oleh Teungku Abdul Jalil 
di Bayu. Perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan sernuanya 
tertumpu ke satu arah untuk rnensyari'at lslamkan Aceh dart meng- 
Acehkan Syari'at Islam. 

lmplcmcntasi syari'ar Islam di Acch tcrus bcrjalan dan bertarung 
dari zaman ke zaman dalarn bingkai dan pergumulan siyasi. Kerika Aceh 
dijajah Portugis, syari' . at Islam menjadi pemiru keyakinan perlawanan 
bangsa Aceh terhadap peniajah kafir sehingga muncul nama Laksamana 
Malahayati, Poort Haren, Cut Meurah lnseuen dan lainnya. Ketika Acch 
dijajah oleh Relanda, perlawanan bangsa Aceh rerhadap kafir Balanda 
juga didoruinasi oleh semangat Islam l'"dng mcrnbara, sehingga rnuncul 
narna-nama peiuang Aceh seperti Tgk, Chik Di Tiro Muhammad Sarnan, 
Tgk Muhammad Amin, Tcuku Urnar; Pangllma Po!em, Cut Nyak uhten, Cut 
Meutia dan lalnnya. Ketika Aceh dijajah bangsa Jepang peran ulama dayah 
seperti Tgk, Abdul [alil Bayu muncul dalam mernpertahankan Islam dan 
syari'at Islam di bumi Aceh terclnta. 

Kenka Indonesia mcrdcka ranggal 1'I l\gustus 1945 bangsa 
Acch menaruh banyak harapan pada para pcmimpin Indonesia yang 
dikomandoi olch Sockarno, Na mun apa yang tcrjadi adalah syari'at Islam 
kembali diprereli dan tidak uiau dijalankan sernestinya sebagaimana 
Soekarno berjanji di hadapan Tgk. Muhammad Dawud Beureu-en dahulu. 
Maka muncullah perlawanan luarblasa dart l\ceh dan bcberapa daerah 
lain seperti Jaw a Barat, Sulawesi Se Iatan, Kalimantan Selatan dan wilayah- 
wilayah lainnya dalarn gerakan Darul lstam/Tentera Islam tndonesla (01/ 
TIQ. . 

Pada masa itu Sockarno bcrpidato di Amuntai Kalimantan dan 
menyatakan bahwa tidak mungkin Indonesia menjalankan syari'at 
Islam karena ~ayang or.mg-orang Kri~ten di Menado, di lrian Jaya dan 
kasihan orang-orang Hindu di ~alt Pernyataan serupa diucapkannya 
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[uga di kampus Universiras Indonesia (UI) di Salemba Jakarta sehingga 
narnpak [elaslah hahwa syarl'at Islam di negeri ini dijadikan koruoditas 
politik baik bagi baugsa sendiri maupun unruk kepentmgan bangsa lain 
di luar negerl,' Padahal waktu itu persenrase non Muslim hanya 10 % dan 
umar Islam YO%, Dalarn ketentuan Islam sebetulnya sangat layak untuk 
dijadikan arau minimal dibcrlakukan hukum Islam dalam komunitas 
seumpama itu. 

Pergumulan pulitik dalaiu uienegakkan syari'at Islam di J\ceh 
semakin nampak ketika perlawanan Gerakan Aceh Merrleka (C;AM) 
dengan pemerinrah Rcpublik Indoncsta (RI) berkeramuk dengan 
dahsyatnya dalam era rahnn l'l'l8 sampai tahun 2001.6 Pada masa iru 
tcrjadi rarik menarik kekuasaan di Aceh antara pihak G,\M dcngan RI, 
GAM bcrkchcndak untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia sementara 
Indonesia ingin tetap menjadikau Aceh sebagai bahagian yang tak 
terpisahkan dari wllayah Indonesia. 

Dalam kondisi iarik menarlk seperti trulah muncul pihak keriga 
rncnawarkan konsep syari'ar Islam untuk Aceh. Knnscp tcrscbut segcra 
disamhut RI yang sedang kepayahan menghadapi GAM, akhirnya RI 
mempermainkan syari'at Islam Aceh sebagai perisai unluk rnenundukkan 
GAM. paling kurang untuk mcnjinakkan G,\M dengan label agarua, 
Waiau pun GAM sendiri tidak ureuar ik dengan rawaran terse but karena ia 
tetap menuntut merdeka dari Indonesia. 

Pergumulan panjang antara GAM dengan RI kernudian berakhir 
dengan hasil otonomi khusus unruk Aceh yang di dalarnnya diberlakukan 
syari'at Islam unruk Aceh sehagai salah satu keist!mewaan dalarn bidang 
agarna.' Apa yang dirasakan ummat Islam Acch hart ini sctelah konfltk 
dahsyat anara GAM dengan RI itu berakhir dan Aceh diperintahkan 
oleh mantan kornbatan CAM adatah: syari'at Islam di Aceh rnasih 
dijadikan komodiras politik para pelaku poltnk yang mempermainkan 
slogan Islam ketika menjelang pemilu untuk mcraih suara rakyat guna 
memenangkan partainya masing-ruasing. Secara sengaja dan transparan 
mengenyampingkan syari'ah karena mengikuti nmruran non muslim dari 
bclahan barat dunia raya ini dengan slogan: tidak mungktn klra jalankan 
syari'ah di Aceh, nantl tidak masuk investor asing ke Aceh, atau nami 
tidak dibantu oleh Ifni F.ropa dan PBB. 

[lelum atla keseriusan para pe nguasa Aceh hari i ni untuk menialankan 
; r>cliu \\fl«, Pana, '1fr..<1: d, Pt"to.J b·oJf~n.,i. (J.;.a-111,; Orijfilf. l?Sn. h. 26-: 
6 GAit d~dini<.'Jn H~t.n Tiro p.z.J1 ;ar,.S!ul 4 &:p:c-n~tl 1976 :,c-03.t.ur.,urr.k.1t1.:1i C'i!c I f3.fi:ni6.• Tiro, 

k<Uka g.-:lomba.,., :ef-o:111lii mu.n,."Ul ~i lnOOMSU) s.emt:-1.}il.~ ;Uli::n 1998 <iA~t m·;Jai ck!1! d:L"'l ~'"tkt.C~ 
c!!l:.1:!l l('rr>.tjUl.1. :,:..,g SJ.~ lu.u hi~ sehing.;a .?d! k1lr.;-p.l~t., ~1 A«h )'!fig ~.tor ptm<n:uetunny:i 
11.'m~uh tot.l! k.1:-ma di~~i C1!eh GA~1 

7 Dcn-g:e.n Unnaffs~Un4¥tg R('pubii>. ln&.'\f1<=Sia Xo.11l0t ~.; Tlt1u.n 1999 t,..:~h mrodJ~t~a.n 
J..cb.Urt1< ..... .wn d.,ui rn&)otsiJ J.al~.i-fl b:d.i.ng .;1uita hida.-.g JlUldtd:kUl,, hiil.i_g 31'.!i[ but:iyl :is.."t t:1d~ng 
pe,3.1 t.!Ml;, di.JJ:.-n ptmedr.r.a..'u., di At.ch. 

2~ ~IE.•t,\H,\.\ll DESKOKSTRUKSI llUKUM OAUM Pi!A.'\ATA SOS!Al. lSl.,,M 



syari'at Islam sebagaimana mesunya sesuai dcngan undang-undang dan 
qanun yang sudah ada, Mereka secara bersahaja baik langsung atau lidak 
langsung menolak disahkannya qanun jinayah dan acara [lnayah sebagai 
komponen-komponen pelengkap pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, 
)faka [adilah syari'at Islam Aceh terjepit oleh pergumulan pollrik di Aceh 
yang dtlakukan olch orang-orang J\ceh sendiri. 

Be.rbk.ar.:i tentang pcrnermrahan Islam bcrarrt ktta berbicara 
persoalan akidah dan ideologi. Konsep Islam sangat [clas tontang 
kedudukan negara dan pemerintahannya dan sangat berlawanau dengan 
konsep negara sekulcr yang dipraktikkan orang-orang yang mencarnpur 
haduk antara lwq dengan bmhit. Dalam Islam kcdaulatan dan hukum 
hanya milikAliah semata-rnata serta hakim tertinggi hanyalah Allah Swr.• 
ualam hal ini manusta hanya dlamanahkan untuk rnenjalankan saja sernua 
kercnruan dan ajaran yang rclah scdta ada dart al-Qur'an yang rnulia. 

Sebagai penerus dan pengontrol kctcntuan tcrscbut Allah Swt. 
rnengutuskan Muhammad bin Abdullah untuk rnenjelaskan serta 
memprakttkkan semua ketentuan-ketentuan tersebut kepada umalnya. 
ltulah yang dikatakan kchadiran hadts Nabi berfungsi sebagat pemberi 
paujelasan tP.rharfap isi al-Qur'an itu scndlrl di mana tcrdapar kcterangan 
yang tidak rnenyeluruh atau kurang dlfahaml. Lalu keriudukan Muhammad 
dnlam konteks ini merupakan Jen,ang operasional pertarna terhadap 
struktur dan sistern pcmcrintahan sccara keseluruhan dalam Islam. 

Karena Allah telah memerlntahkan kita untuk berhakim kcpadaNya 
dalam segala urusan uiaka menjacli kewajiban bagi setiap Muslim 
untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan Islam yang hukum dan 
ketcntuan Islam scpenuhnya berlaku di sana. Setlap individu dengan 
babas dapar melakukan keglaran Islam ranpa ada hambatan dan cabaran 
dari rnana-rnana pihak Selain itu setiap individu dengan aman dapar 
melaksanakan ibadah-lbadah formil seperti salat. puasa, naik haji dan 
sebagalnya.? 

Islam memiliki sistem pcmcrintahan sendlrt, maka slstem 
pemcrintahan nasionalismc scbagalmana yang dlprakrikkan kebanyakan 
negara-negara mayoruas Muslim hari ini sangar berrenrangan dcngan 
prinsip Islam. Sistem nasionalisme yang mengagungkan kebangsaan di 
atas scgala-gala yang lain ndak sesuai dcngan prinsip-prinsip dasar Islam 
yaitu prinsip yang menciptakan persamaan kcdudukan manusia." Untuk 

6 Ltha( Q.S. tl·An'L-n 1;,tt SJ. Q . .S Yl§Ur l)lll .;o di:.n 67. i.th.al JU$i! Kalim Siddtq.u. Slagi"s of 
h,'arni~ P..n:olutlcn, (Li..1ttdu-n The Cpta P1l!"' ... S, 1996). h. 75. },1clia...-tm1-d Has.him Kan\3!1, n-.: Pr.·1~,J,11! 
c./ !slamfc ::.,7:sp,-u:l,~r.r:~. tKUl.la Lwnp:Jr: PelanCU\; fub1~:.J.'"k.'\Cl, 1995), h $-~ \\la,-tr Akh~. fr.tJ.•~om;c 
m ls!rr:t1.1c lmf, (S'ew Odh.i· K!tab Bh~\':!J\. 19-:12), h. 2.1.11!.!~'!ddin YU!.uf A°"-· S?awld3i'i K-On!Cp!i 
Syu:3 ... d!l!m /1/!1.in, Put!tnro. mf~gu p,:ruma. S<},ttm't-:-r 1990, h. 11. 

9 Ai>'J>,:.1 Qzdir Audlh. Hart!1 dG,r l'txwrir:1aho,r daJam !s«M:. (Alih be.hJia. H3ji SalaJwdJltl 
A!Jd.,111:.h). {Kua!, LompU1. Pvit?J..:.1,\11~313. tth ). h. l5 I 

10 ~1'1:.ha."'C.tl'UJ ASl4, Set,u.;.:, .t:.'aJiar. :C.n:~1;g Su:UtJ Atmcrin:~n J.r~:n. (Ku!Js L11mpu:: Thinkers 
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Semenjak zarnan penjajahan Bclanda, Aceh sudah rnenjalankan 
syari'at Islam dalam wilayah hukunmya, namun kcbijakan politik dan 
slsrem hukum Belanda yang membuat pelaksanaan syari'at Islam di 
Aceh terganjal clan terkcndala oleh rumusan politik dan hukum penjajah 
Belanda tersebut. Di awa] masa pcnjajahan, 13elanda sudah merniliki dua 
kcpcnungan: kepentingan it!eologi dan kepcntlngan materi. Kepentingan 
ideologi adalah mereka ingin menguasai Aceh yang penghunmya hampir 
scrarus pcrscn muslirn dengan memberlakukan hukum mereka sebagai 
pengganti syarl'at !slam. Mereka berhasil karena sampai harl ini baik dt 
Indonesia rnaupun di Aceh yang bcrlaku adaloh hukurn Belauda dan tidak 
bertaku hukurn lslam.Sementara kepentingan m a teri adalah: rnereka 
mcnginginkan hastl alarn Aceh yang melimpah ruah dapar dikuasai dan 
dapar memhantu kchidupan mereka dalam \'rdklu lama. 

Ber.:mjak dari dua kcpcnringan !nilah maka implementasi 
syari'at Islam di Aceh se!alu 1.Jerhadapan dan tcrkcndala dengan politik 
Hindia Rclanda di zaman penjajahan yang J.,erefek sampai kchari ini.Oi 
zaman penjajahan yang mcnghalang imp!ementasi syari'at Islam secara 
l.,tr3.·y ~:.. Uhj. t.t.i. l. h. bl. 

H. Syarr'at Islam di Aceh dalarn Pergumulan Siyasi 

ltu sangarlah dlsayangkan kalau banyak negara ysng diduduki umat Islam 
tidak berlaku sistem Islam sccara penuh dan sernpurna. 

Dengan dennkian pelaksanaan syari'at Islam di J\ceh bukanlah 
sckedar tmplementasi sebuah hukurn a tau undang-undangyang mcngatur 
clan herkcpentingan untuk keperluan rakyat dalam sebuah negara saja di 
dunia ini. ia memegang pcran pen ting dalam mewujudkan sebuah negara 
adil, berwibawa, dan dapar menscjahterakan umat baik di dunia maupun 
di akhirat kelak, Deni~an dernikian penerapan syari'at Islam di Acch ndak 
dapat dipisahkan dcngan pengurusan negara sebagaimana yang sudah 
pernah dijalankan Rasulullah Saw. zaman dahulu, 

Namun apa yang kita sayangkan untuk Aceh hari inl dengan 
kclcngkapan undang-undang RI untuk pslaksanaan syarl'at Islam di 
Aceh, namun syart'ah belurn juga tegak di A\eh sebagaimana mestlnya, 
Hal iui sangat herpcngaruh oleh prilaku para politikus yang menguasa] 
pemerintahan Acel. ditambah rlengan stkap apans yang dimiliki rakyat 
Aceh sekarang sehingga syari'at Islam belurn maksimal dtjalankan sampai 
sa'ar ini. jadi, implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pcrgumulan 
siyosi bslum nampak kclelasan bagairnana ia akan berakhir; akankah ia 
tegak deugan uiegah sebagaimana yang pernah terjacli pada zaman nabi 
dan khulafaurrasyidin atau terns terjepit oleh kcjahilan dan kekejaman 
para pelaku politik di Aceh sekarang ini, 
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menyeluruh di Aceh adalah kaum Balanda scndiri karcna wilayah ini 
dikuasai mereka secara politisdan ideologis.Namun efekdari penguasaan 
zaman ituterus berlanjut ke zaman kini yang mernbuat generasi klni 
belum mampu keluar dari lingkaran hukum dan idcologl warisan Belanda, 
Warisan rersebur sebetulnya langsung arau tidak langsung pernah juga 
berinterval kepada penjajah Jepang selarna lebih kurang uga seiengah 
rahun yang kcmudtan rertular kepada bangsa Aceh sendiri baik secara 
sadar araupun ridak sadar, 

Serara histcris, sernenjak zaman kerajaan Aceh Darussalam 
dahulu kala Aceh sudah mengimplementasikan syari'at Islam dalarn 
bermasyarakat dan bcrncgara.xcraiaan Aceh Darussalam merupakan 
salah satu kerajaan yang herhasil mcngayomi negcri berdasarkan syari'ar 
Islam semenjak diazaskan oleh Sultan Ali Mughayyatsyah sampai ke 
puncak kernegahannya di zarnan sultan lskaudar Muda Meukuia Alam. 
Kenyataan yang tak dapar dibanrah telah terbukri dalarn perialanan 
kcrajaan Acch Darussalam schingga ia mcngalami kemunduran yang 
sangar fatal <Ii masa sultan M11hammad Daudsyah yang ditangkap 
oleh Belanda tahun 1903. Sultan M. Dawud akhirnya mcyerahkan 
diri kepada Belanda pada tahun 1903 setclah dua istrmya, anak 
serta ibundanya rerleblh dahulu ditangkap oleh Belanda, namun 
kedaularan Aceh tidak pernah diserahkan kepada Belanda. Saar 
nu, lbukota Aceh ielah sepenuhnya direbut Belanda. Namun 
perlawanan masih terns dilakukan oleh Panglima-panglima di 
pedalaman clan oleh para Ularna Aceh sampai akhirnya [epang 
masuk dan menggantikan peran Belanda." 

Di era reformasl Aceh telah dipimpin oleh bebcrapa orang gubcrnur 
yaitu: Abdullah Puteh, Azwar Abu Bakar, Ramll Ridwan, Mustafa 
Abubakar; Irwandi Yusuf. Tarmizi Karim, dan Zaini Abdullah, Dari tujuh 
orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syar'i hanya 
rnasa Abdullah Putch.Bcrsama dcngan kcpala utnas Syart'at Islam Ill Yasn 
Abubakar, masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, pcraturan- 
pcramran nan lnsrrukst-Instruksi guhernur rcntang pclaksanaan syari'ar 
Islam di Aceh.'? Sernentara rnasa Irwandi Yusuf rnengalarni kegagatan 
yang sangat fatal implementasi syari'at !slam di Aceh karena ia rnenolak 
dan ndak mau menandarangant qanun jinayah dan acara [inayah yang 
sndah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (OPRA) ranggal 14 
September 2009. Qanun tersebut kernbali cair dan dibahas ulang ketika 
Tarmizi Karim mcnjabat gubcrnur Aceh dalam beberapa bulan saja, 
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seielah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dtlanjutkan olch 
gubernurZaini Abdullah. Masa ini 33 ormas Islam bersilaturrahmi dengan 
gubernur rnerninta agar menyegerakan pcngcsahan Qanun [inayah 
dan Acara [inayah, tetapi gubernur membelir-belitkan bicara dcngan 
utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak untuk tidak 
rnengesahkannya borsama DPRJ\.11 

Padahal di awal terbentuknya Dinas Syari'at Islam, para pegawai di 
kantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu 
dekat dapat mendtstnbuslkan program kerja clan berbagai hantuan 
kepada masyarakar di scluruh Acch. rahun 2002 lahir da'i perbatasan, 
PMMS", banruan modal usaha kepada majlis ta'lnn seluruh Aceh, 
mcrnbangun Islamic Center di [alan Suekarno-Hatta, karcna tcrkendala 
kemudian dtsorahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardi 
Nurdin. Tahun itu juga Vinas Syarl'at Islam Aceh mendistrtbuslkan 
sarana-sarana ibadah sepertt arnbal, sajadah, mikrofon, Jam dinding 
kcpada masild-masjtd. meunasah-meunasah scluruh Acch, juga meiatih 
camat-camar, imuem rnasjid, Kepala KUA keramatan sarnpai tahun 2004. 
UP'l'D Dakwah tahun 2006-2005 menangani seluruh barak pengungsi 
akibat tsunami." 

Karena lemahnya psmahaman dan komitmen syarl'ah dari pihak 
pcnguasa dari dulu hingJ;a kini, maka sampal hari ini hukum jinayah dan 
acara jinayah bclum wuiud, akibarnya pelaku kejahatan yang melanggar 
syari'ah di Aceh belurn btsa dnahan polisi/jaksa. la juga udak bisadiproses 
karcna udak dianggarkan biaya. Jadi serelah lemah dalarn bidang regulasi. 
pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lcmah lagi dalam penetapan anggaran 
biaya operastonal unluk keperluan ilu.'" 

Saar ini pclaksanaan syari'at Islam di Aceh berada pada ririk yang 
sanga] memprihatinkan. Sudah lebth sebelas tahun ia diurnumkan 
tetapi pelaku inaksiar, pelaku kczaliman dan pclanggaran lainnya rnasih 
ecrus merajalela mulai dari ibu kora Randa Acch sarnpai ke perkotaan 
dan pcrkampungan rawan 'aqiclah di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 
Tcnggara, Aceh Singkil, dan Kula Subulussalam. ~luslim Acch yang tidak 
shalat cukup sangat banyak, mereka yang berzina, miuum khamar, 
membunuh dan seumpamanya ndak kurang jurnlahnya, sarnpai kepada 
para rnuallaf yang seretah memeluk agarna Islam tidak ada yang mengajar 
mcrcka tentang penguatan aqidah, penguaran ihadah, pcnguatan akhlak 

llSerambi fntlun,,;ia, Rabu 20 Februari 2013. 
14 P\ t~ifi {PcmbinMn fr.le-;yuaku i'-hli)'a Scjlhlrtal etlalal1 saflh satu program '.,;rr,P- pemtrlr,t~ A.l!th 

\¥a~tu iru n~\!k m¢mb,:rdi.~'\:l;..~.n e;..<o1Mni n-.as.y'olft..\.·:u 1\,W di per\:"runr.i.a.r,ra.'l 
is Wa,.~mcarn tlrng.an M. Ali A!ru11sy~h. mantnn kopala bidang SDM meran!:k•p 

kabag TU, dan UPTIJ Dakwah DinasSyari'al Islam Acd,, BandaAceh, 8 Oktober 20 13. 
tfi Wawsncara cengan Said J\zhar. St!<rttaris Umum Pen(:un,s \Vi!ay•h D"""'' 

Dakwah Aceh, Banda Acch. 12 Oktobcr 2013. 
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dan pcnguatan surnber ckonomi kcluarga, schingga mcrcka tcrlantar dari 
sentuhan ilmu peugetahuan Islam. 

Walaubagaimanapun, implementasl syari'at Islam di Aceh hari 
inl terpcsona oleh scpak terjang dan iklim politik yang dimainkan para 
pemain pnlitik balk dari kalangan partai politik maupun dari kalsngan 
birokrat.Sudah lebih tiga belas tahun Aceh berlaku syari'at Islam retapi 
belum lagi berjalan sebagalmana mesrinya. Padahal masa 11 tahun itu 
sudah cukup lumayan hcrhasil hagt scscorang yang mcnanam scsuatu 
pohon dalam kehidupannya, ia sudah dapat merneuk hasilnya yang 
memuaskan, Tetapl untuk syari'at Islam di Aceh sudah 11 tahun berialan 
belum juga dapat diandalkan. 

Seandainya kondlsi semacam itu rliletakkan dalam saru perranyaan; 
ken,,pa terjadi begitu?. Maka minimal jawabanuya ada dua sisi, sisi 
perangkar keras (hardware) dan sisi perangkat lunak (software). Sisi 
perangkat lunak yang ktta maksudkan di sini adalah pcrumusan dan 
pcngesahan hukum materil dan hukum formil oleh pibak DPRA sehingga 
Aceh rnemiliki pegangan dan peduman dalam menjalankan syari'at Islam 
di wilayahnya.Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah 
ada dan slap bagt seluruh pemtmpm i\ceh beserta staf-srafnya bark di 
pcringkat provinsl, kabupatcn/knta, kccamaran, kcmukiman sampai 
ke gampong-gampong untuk menjalankan kandungan qanun tersebur 
dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur." 

Dua sisi inilah yang bclum wujud dalarn masa 11 tahun sudah 
bcrjalan syari'at Islam di Acch schingga para pcnegak hukum sering 
rldak dapar menjalankan tugasnya karena tidak dldukung oleh software 
dan hardware tersebut, Lebih ironis lagi, ketika unsur politik masuk 
dalam sistem pemerimah Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak 
menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim 
kerimbaug mensejaluerakan bangsanya rlengan hukum Allah iersebui di 
wilayah y,mg sudah sah berlaku hukum tersebut. 

Di sisi lain [uga muncul dua ha! yang mencerminkan waiah syarl'at 
Islam Aceh 1ang mandek dan ridak berjalan sernestinya. Kedua ha! 
rersebur adalah rumusan syari'at Islam yang dlangkat dalam qanun- 
qanun Aceh hanya herkenaan dengan jinayah. mu'amalah dan munakahat 
saja.Sementara slsi lain yang sangat penting perannya untuk manjalankan 
hukum Islam yakni siyasah sama sekali ridak disentuh-semuh. 

Uengan kondisi scrnisal itu membuat para pelaku politik cenderung 
melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalau politik mereka karena 
titlak a<la aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah 
saling lipu, sating rebut kursi dan jabatan, saling term; saling hunuh 
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dan sebagainva Akibat ttdak komprchcnsifnya payung hukum dalam 
pelaksanaan syart'ot Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum 
Islam khususnya mcnyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh. 

Sisi kedua adalah pcrlakuan para pelaku politik di Aceh yang 
ccnderung rnenyisihkan syari'at Islam karcna kejahilannya. Mereka malah 
ada yang mcnganggap kalau syari'at Islam kita jalankan di Aceh, Aceh 
akan ketinggaian dan ndak rnalu." Pemikiran semacarn ltu mcrupakan 
pemikiran bunuh dlrl atau mcmasukkan bola ke gawang sendiri cialam 
pcrtandlngan bola kaki. Duasisi rersebur sangarmengharnbat pelaksanaan 
syarl'at Islam di i\ceh dari dulu hingga kini. I.ebih disayangkan lai:i adalah 
pemimpin Aceh semenjak hukurn Islam diberlakukan di Aceh belum ada 
yang memihak seratus pcrscn kepada pelaksanaan syari'at Islam. Malah 
ada di antara mereka yang dengan lantang menyatakan syari'at Islam 
bertentangan dengan hukurn naslonal. 

Pergumulan kcpcnttngan politik antar partal terutama partai lokal 
di Aceh menjad! kelemahan lain bagi penegakan syari'ar Islam di Acch. 
Para pelaku politik ridak cukup waktu untuk mengaiur kesejahteraan 
hagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk mernbangun bangsa dan 
negara karena slbuk dengan perteugkaran antar sesama pelaku politik 
dari berbagai partal politik. Oegitulah nuansa implemenrasi syari'at Islam 
di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini. 

Oi sisi lain, para intelektual kampus, para ulama maslng- 
masing slbuk dengan rnenjaga [abararmya schlngga samasekali titlak 
berkesempatan unruk menegur, mengarahkan dan mcnyarankan sesuatu 
yang merubangun kcpada para pelaku politik. Para pelaku polttlk hart ini 
berul-betul rnengedepankan kepcnttngan partainya masing-masing plus 
kepcntingan knum. golougan dan keluarga, Tidak heran jika oerjalanan 
syari'at Islam di Aceh belum naik-naik kelas semcnjak ia duduk di kelas 
sat Lt 1ah1111 200~/14ll sampai kehari ini. Kalau mau dikonkrltkan dengan 
analisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang mcnonjol 
pcrjalanan syari'at Islam di Aceh apablla dtukur deugan fiqh jinoyoh 
yang mernbawalu uishash. hudud dan to'zir. Qishosh samasekali hclurn 
dijalankan di Aceh, hudud barn peminum khamar saia yang t!ihukum 
semenrara krlmtnal lain yang berkenaan dengan zina, qaza{. murtad. 
pembero11toka11, perampokan, dan pencurian sarna sekali belum disentuh 
oleh implementasi syari'ah di Acch. 

llcrpijak kepada kebijakan dua orang gubernur Areh pPriode 
tarakhir; lrwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduanya dari 
kalangan orang GA~!. Tcrkesan mereka tidak 1Jersedia mcnjalankan 
syarl'at !slam kaffah di Aceh yang dibuktikan oleh perilaku kecitrnnya 
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baik yang menyangkut dengan omongannya, perlakuannya, lenggak 
lenggoknya dan sikapnya yang be!um narnpak mernbela, mernb:rntu 
dan mernperiuangkan syari'at Islam, lrwandi Yusuf sudah mcmbuktikan 
tidak mau mcnandatangani Qanun jinayah dan Acara Jinayah yang telah 
disahkau DPRA 14 September 2009. Zaini Abdullah telah membuktikau 
keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan orrnas Islam di 
kantor gubernur Aceh kenka mercka memtnrakan agar gubernur Zaini 
Abdullah scgcra mcmproscs kemhali qanun jinayah dan acara jinayah 
untuk dlsahkan secepat rnungkin." 

Berpijak pada dua pengalaman tersebut clan kaitannya dengan 
eksistensi iklim pcrpolitikan Acch kc depart yang di lapangan tcrkesan 
didominasi olch Partai Aceh (P.A.) dan Parral Nasional Aceh (PNA). maka 
sulit dapar dikarakan syari'st Islam tli Aceh masa depan akan beriaya 
seaudainya salah satu partai terse but yang memenangi pemilu 201,~ nan ti. 
la juga ak:111 sultr bagi syarl'at Islam seklranya kurst DPKA didominasi 
oleh dua partai lokal, karcna keduanya telah terbukti tirlak suka syari'ar 
Islam di masa lalu. Hayalan iu: dapai diperkuat lagi oleh eksisteusi partai 
naslcnal yang berbasis sekuler dengan menampiikan tokoh-tokoh sekuler 
dalam pernilu mendatang, Maka Iagi-lagt wajah syari'at ls!am Aceh ke 
dep:.m nampak suram dan hampa, kernanakah bangsa Aceh yang cinta 
syari'at lslarn itu hams mengadu lagi semenrara para pemimptn mereka 
berkisar dari orang-orang anti syari'ah ke orang anti syari'ah lainnya. 

Pergumulan politik lokal di Aceh hari ini balk antar sesarna parrat 
politik lokal maupun antara partai politik lokal dengan parral naslonal 
atau antar partai politik nasional dengan partai politik naslonal lainnya, 
tldak ada wajah Islam yang dapat dilerakkan harapan pelaksauaan 
syari'at Islam di Aceh di rnasa depan. l<ondisi perpolitikan masyarakat 
Aceh perlode tnt ridak banyak lagt orang yang berpartat dan berpo!itik 
atas dasar ibadah dcngan mcmilih dan hcramal mclalui partai politik 
Islam. Melainkan mereka beramai-rarnai mellhar partai apa yang ada 
kemungkinan mendapat dukungau rakyat dengan cara bagairnanapun 
juga, maka kesanalah mereka bergabung walaupun partai itu condong 
menyisihkan syari'at Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian 
daripada lbadah melainkan bahagian darlpada mcncarl nafkah.io 

Kcyakinan umar Islam Aceh untuk menjalank,m syari'ar Islam 
lewar al'ena politik negara sudah sangat menipis di periode ini sehingga 
t.:enderung kalau salah satu dari dua partai lokal yong bersaing kuat 
memenangi pcmi!u 2014 mcndatang, maka kondisi syari'at Islam kcmbali 
mandeg nan tir1~k herj~lan dengan sempurna. Apalagi kalau sempat 

[MPI.EM!NTAS! S\'A.'U',\H Ul ACtH DAL'\1-! L'£KCUMUL>J'I StYASI ..l l 



Pcrjalanan pelaksanaan syari'ar Islam di Aceh mengalami dan 
memerlukan pcrjuangan panjang yang melelahkan dari 2aman ke 
zaman, sehingea Acch mcnjadi wilayah khas dib;mdingkan dengan 
wllay-ah-wila;r.ih lain di Indonesia. Maju rian populcrnya Aceh zaman 
lampau karcna 1\ceh mengamalkan syari'at Islam datarn pemerintahan 
negaranya.Rerhasllnya pcrjuangan perlawanan Aceh terhadaµ peujaj,ih 
Jepang. Bel,utda, dan Portugi, juga karcna i\ceh berjuang dan berperang 
dcngan syari'at Islam dan atas rfasar l.~lam. Ada kemungkinan pcrgeser.m 

C. Kesimpulan 

terpilih gubernur dari kalangan rnereka lehih pcdih Jagi nasib synri'at 
Islam di Aceh kc dcpan. Pasalnya pihak-pihak lain baik dar] kalangan 
ularna, dari kampus maupun tokoh masyarakat lainnya terkesan pasif 
dcngan implementasi syari'at Islam di Acch sekarang int, 

Kctika para penguasa tidak menlatankan syari'at Islam di Aceh 
sekarang ini tldak ada satu plhakpun )",rng berupaya dengan sungguh- 
sungguh dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh unruk 
menlalankan syari'at Islam dl Aceh. Schingga sepintas diprediksikan 
syari'at Islam Aceh akan rnengalami dsgradas! hehat yang bcrefck pada 
wujudnya nasionalisme i\ceh yang sangar dahsyat di masa depan. Kalau 
itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir. di Turki, 
di Iraq kernbali terwuiud di bumi Acch, Aceh akan menladi wilayah 
lslamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim. 
Menyimak periuangan dua partai lokal Aceh y,mg sangat kuat bcrsamg 
rersebur arahnya mcnuju kcpada J\ceh yang lslamis sekularis atau Acch 
yang lslarnis nasio,rnlis. ltu bermakna rolak tarik di awal kernerdekaau RI 
antara kubu nasionalis Isla mis dengan kubu nastonnlis sekularls kembali 
wujud unruk Aceh. 

sungguh sangat dlsayangkan dan rugi basar kepada Acch dan 
bangsanya apabila kemungkinan rersebut dapar wujud di Aceh pasca 
pemilu 2014 mendarang, Acr.h akan kchilaugan identitas peninggalan 
para endatu, Aceh juga akau kehiiangan dignity dlri dan Aceh akan 
kchilangan marwah dan harga diri yang telah lama bertahan karena 
Islam dan syan'at Islam. Sungguh disayangkan na,;ih Aceh yang dipimpin 
orang-orang jahil Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka relah 
rnerubah wajah Aceh dari lslami mcnjadi sckulart, Kalau demikian adanya 
maka wajah Aceh ke depan akan tidak berbcda dcngan Sumatera Utara, 
dcngan ibukota Jakarta. dengan Bandung, Jugja dan Surabaya. Acch akan 
kehilangan warna ash yang lslarnl dan akan diserbu oleh non musllm atau 
para sekularis dalam upaya mematemukkon Aceh seperti wilayah lain 
yang sudah berhastl dthilangkan nuansa dan gczah lslamnya. 
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L>aftar Kcpustakaan 

perjuangan oleh generasi pelanjut hari ini akan mernutar [arum jam 
sejarah Acch darl arah Islam kc arah nasionalts arau sekularls, untuk itu 
keslmputan herikur ini barangkal! dapar menjawah persoalan tcrsebur. 

Dalam sejarah bangsaAceh dan pemerintahan Aceh pernah maju jaya 
bersama dengan mengamalkan sistem Islam dalarn pemerintahannya. 
Pclaksanaan syari'at Islam di Acch tempo dulu sudah menghantarkan 
Aceh berada pada posisi mulia dalam percaruran politik dalam clan luar 
negeri. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan styasl hari 
ini cenderung akan merugikan Islam dan merugikan Aceh serta bangsanya 
karena efekdari pergumulan tersebut mengarah pada rnunculnya gcrakan 
nasionalisme dari para pemimpin-pemimpin sekuler; 

Implementasi syari'at Islam di Aceh dalam pergumulan siyasi hari 
ini belum berjalan dengan bark karena masih banyak wujud kekerasan, 
tcror meneror dan kecngganan dart pihak penguasa Aceh untuk 
menlalaukannya.Aktbat dart pertarungan dan pergumulan siyasi antara 
sesarna partai politik baik lokal maupun nasional ielah rnemunculkan 
slkap apatis terhadap portal Islam dan simpatik partai sekuler sehingga 
melahirkan pcmikiran, pcrtlaku dan amalan sekuler dalarn berpolitik 
muslim Aceh yang berefck gagalnya lmplcrncntast syarl'ah di Aceh, 
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Pernbuktian terbalik adalah nama suatu teori dalam beban 
pcmbuktian yang mana pcmbukrtan diembankan ke pundak terdakwa, 
Di Indonesia teori heban pembukrian terhalik berlaku sctclah undang- 
undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) direrapkan, yatru Undang· 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 
alas Ilndang-Unrtang Nomor 31 Tahun 1999 tcntang Pcmberantasan 
Tlndak Pidana Korupsi. Pemberlakuan pembukrian terbalik ini hanya 
khusus ditetapkan pada pemberanrasan Tipikor, sedangkan pada 
tindak pidana lainnya berlaku beban pembuktian hukum acara, yaitu 
beban pernbuknan yang diembankan kepada pihak pendakwa clan juga 
tcrdakwa.1 

Dalam wujud pemberantasan tin<lak pidana korupsi, pembuktian 
diembankan ke pundak terdakwa, Terdakwa. dalarn ha! ini, diminta untuk 
membertkan kcrerangan rcntangscluruh harta bcndanya dan harta benda 
isreri dan suarni, auak tlan harta bends seriap orang arau korpcrasi yang 

A. Pendahuluau 

Dr: Analiansyah, M.Ag 

HUiruM PEMBUKTlAN TERBALIK 
bALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 



diduga mernpunyai hubungan dengan perkara yang dldakwakan.' 
Menurut Andi Ilarnzah, undang-undang Tipikor menganut asas 

lex specialis derogate lex genera/is (amrsn khusus mengenyampingkan 
aturan um1un).l Alas dasar ini pula terdapat kekhususan di bidang hukum 
formilnya, seperti beban pernbuktian dan alat-alat bukti. Untuk hcban 
pembuktian seperti diielaskan di atas, dlterapkan bcban pernbukuan 
tcrbalik. scdangkan alat-alat bukti adalah yang disebutkan dalarn Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHJ\P) 
ditarnbah dengan alat-alat bukti lain, yaitu informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima, atau dlstmpan sccara clckrronik dengan alat optik 
atau yang scrupa dcngan itu: dokumen, yakni setiap rekarnan data atau 
infcrmasi yane dapat dili!Jat, dibaca, tlan atau didengar yang dapar 
dikeluarkan deugan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tcrtuang 
di atas kertas, benda fisik apapun selam kcrtas, maupun yang rerskam 
sccara clckrronik, yang bcrupa tulisan, suara, garnbar; peta, rancangan, 
foto, huruf, randa, angka, arau perfcrasi yang memiliki rnakna.' 

Behan pembuktian yang diatur dalarn KUJli\P menganut tcori bcban 
pembuktian hukum acara, yaitu beban pembuknan yang bcrimhang 
antara para plhak Penunrut umum harus mcmpcrsiapkan alat-alat 
hukti dan harang bukti secara akurat, yang bertuiuan untuk meyakinkan 
hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa dan terdakwa berhak 
mernberikan bukri-bukri untuk menyanggah dakwaan atas dlrinya.' 
Sernentara alat bukti yang dlarur dalam KUH.'\P terdiri dari: keterangan 
saksl, ketcrangan ahll, alat bukti surat, a lat bukti petunjuk, dan keterangan 
terdakwa." 

Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat 
ternpat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lmgkup 
yang syumul (mcncakup scmua hal]. Ucngan dcmikian moskipun jumlah 
nas al-Qur'an dan hadis Nabi saw rerbatas, namun ridak berarti secara 
konsep memiliki keterbatasan pula, Para ulama telah mernberikan 
pemikiran clan rnetode yang dapat digunakan untuk pengembangan 
hukum Islam. 

Perlu digarnbarkan di sini bahwa menurur ulama, hukum Islam 
pada dasarnya mcnganut konscp bchan pcmhuktian herada di pundak 
pen(lahva (mudda'/).1 Ketentuan ini didasarkau pada hadisyang berbunyi: 

2 /h,d 
3 Andt Ham:ah, Pm,t-lrc.-:,r~;,:n Korup;t 1tte..'al:.:! !!JJJ.tirn P'fi!aoo .'iasional don f1:!.i;r4'>lo1;u1, 

UV.a~ ~;l Cira.Hndo r'tn:?da. -iou1 J. h. ~. 
4 ~?.l 16,.\ Uu&:::!.tg-Und:m~ ~'t-!1w: 20 Tcli'.!t12001 t~!U..'°"' P~ni~t:.h'-"l e.12.S Lc~u-.g·IJr.~1;.Nt-::--,,:1: 

5 i T.1i'1t1n 1999 rer-ung Pemkr."n'asA."'1 Till'lo~k Pi&u,, ~N'Up$i. 
G Syi!lful llakhri~ Jl:..~·1-,m l't,,,b,.:J:.tfan h. 29·30. 
6, Andf Hjmta.h. H.:kum • .;cara Fi!!an.:r Jr.don~ia, h. 256-273. 
7 ,\nS!':.c!UdCin. h'0um Pc,"f:b:i!Jum trAr..urol flu.h:..n ,!rnrJ J:l!L"n a(1ll Hub.'lr. fc,:hif. (Yov:~an:i; 

P..:o;t~k,a Pchj?r, 2-0C..S). h 42 
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BalQr Ahmild bin al·H\.luyn bln i\U al·Sa._:;h~qf, cl-..~,-oor. ai'-&gl,ir {BelNt: Dir il·Xutub .il-'llrr1t;'ih, 
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~ A..~uni Abdurrahman, QtJ'1rhJ:·-Qa :tkh Fr.;>,, (f.Jkarr.,; Ft'.!lan BintanP.., 1967), h. 57; Llhat 
juga A. Oi&tull, Kaldai,...<:ckiah F/1.fh: Ka:dnh·Kaidl:h h'r..J:u.•n dala,11 J.ftnyt!t-.taJ.<Cn .,r,1..r.oic1f·1«2!.cfali 
}a.>g .Pra.Vis, Qok.rto.: Kl!nca1na, 2COi). h. 1$7. liti:oorut Anshorud1hn. k...d.th kulhyah un c.1100.it 
ul.1m:1 berd,)$.]r,qn h.acU.s di .:it.:isn:,"3. Llb.J: t\tli,;"I.OrudJ.i:- .. H:J,.i;m P{.•r;b:.:~r::u: , h 1~ 

Menurur ulama mazhah rerma boyyinat: dalam hadis cli aras 
dimaknai sebagai saksi. Saksi, menurut ularna, disebur sebagai a lat bukri 
yang paling kuat. [adi apabila ada orang yang rnendakwa sesuatu rnaka ia 
harus rnendatangkan saksi sebagal alat buktt yang paling kuat. Apabila 
pendakwa memiliki alat bukti saksl, maka ia dimcnangkan tanpa perlu 
111e111iHta alat bukt! dari pihak tenlakwa. Terdakwa untuk menyangkal 
dakwaan dapat mengajukan surnpah, Dalam hal ini kesaksian saksi 
lebih diuramakan dartpada sumpah. Sumpah dalarn pembuktian hanya 
digunakan manakala tidak terdapat saksl atau rerdapat saksi namun 
tidak mencukupl, 

Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis lain, y;1ng arunya. Dari 
'Alqamah bin Wa'il bin I/ajar ol-lladhramt dari Bapaknya ia berkata: 
Datang menjumpai Rasulullah (duo orang laki] seoranq iaki-tak! dart 
Hadtiromaut don seoranq laki-laki lagi dari Kindoh, kemudian orang 
Hndhramout berkata kepoda Rasutulloh saw: ses1m99uh11ya dia telah 
merumpas tanah milikku. Kemudian oru1tg Kinduh itu berkuta: ltu tanuhku 
[karena berm/a) di tanqanku. aku yang me119garapnya, dia (ara119 
1/adhrami) tidak memiliki hok tcrhadap tanah tersebut. Lalu Rasulul/ah 
saw bertanya kepada orang Had/Jrami: adakah engkau mcmiliki bayyinah 
[hukti}: Dia menjowob: Tidak ada. Rasul bersobda hngimu sumpahnyn. 
Kemutiiun ak1, berkuta: Wulwi Rusululluh, aku tidak metuiliki bayylnoh 

Arcinya: Bukti ado/oh untuk menetopkan yang berbeda denqan 
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keudaun usulnyn. 

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun saw kaedah kulliyah 
lain untuk rnemperkuat ketentuan beban pernbuktian berada pada 
pcndakwa, yaitu: 

Artinya: Dari lbnu '.4/Jhcis 1:a. bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
buyyinuh atas pendukwa tlan sumpult illus orang yang 
mc11gi11gkarlnya. (HR Malik, Ahmad dan at-Turmuzi). 

/ ' . . M • .• , 1.,. .,;1. ,._J,I,),. ,.,,~\: '.e L-, ,_!,. ,j;\ \..,, .J;\ J,_., :,\ ,J.... ·.\ ;,;. 
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10\t1,1wur,m.a.d h3n I.Yiaq b!n YU',:,~ bin r,.1u,~ c-!·lm.:;t. Jtrt. II. (8C"1rut. ~tu'ess.:!S3ll 3.1 Ri5.:ilJl'i. 
l-!06 I~). h.. 631·6}2. ArJ.!'l.<1:ud,im mcngutJp. tek.s h~dd :,'3:;g bttbcd.l. kueM berbe.lU ruiuktn.,. r:2mun 
m.:m1hkl m!kn: >'Vii s,:;m1 

l lA.mbO:uJc.Eu. H:,; L•m py,,.:}ml:Jiar. h. 45--46 
lgy.,;ful Baklui, /fuiom Pt-,tul<rlan ... h. 29-30. 
13/bJd. 

Mcnurut Anshoruddin. ungkapan: "Tidak «aa ya119 lain hagimu 
duri11ya kecual! itu" dapat diteriemahkan secara bebas dengan: "ya 
bagaimana lagi tidak ada lain darinya kccuali sumpah". Artinya jika dari 
tergugat rmsalnya rnemiliki bukri selain sumpah maka Rasulullah saw 
tcntu akan mernpertimbangkannya." 

Hadis di atas olch para sariana muslirn digunakan j11ga sehagai 
dasar argumenrasi bahwa Islam monerapkan asas praduga tak bersalah. 
Sebagairnana dianut [uga dalam asas pidana Indonesia." Karena pada 
dasarnya setiap orang hebas riari kcsalahan sampai dapat dlbuktikan 
sobaltknya Dengan demikian seseorang udak dapat dihukum sampai 
[aksa dapat mcmbuktikan bahwa seseorang iersebut bersalah. Apabila 
iaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan, 

Dewasa ini lndonesia relah menerapkan slstem beban pernbuktian 
terbahk, yairu beban pembuktian juga:irla pada rerdakwa, Hal ini dlsebur 
scbagai rcon pernbalikan beban pernbukrian. Dalarn tcori dan praktik 
behan pembuktian in! dapat diklasifikasi rnenjadi beban pemhuktian yang 
bersifat murni maupun yang bersifat terbatas, Pada hakikatuya uel)an 
pembuktian ini rnerupakan penyimpangan hukum pernbuktian, dan 
rncrupakan suatu tlndakan luar biasa ierhadap rindak pidana korupsl." 

Bcrdasarkan uraian di atas dapat dikerahni bahwa umuk 
rnenegakkan kcadilan dlbutuhkan aturan khusus uniuk kasus-kasus 
tertentu seperti korupsi, dalarn ha! ini adalah beban pernbuktiannya, Di 
ludonesiaaturan khusus di bi dang penanganan korupsi adalah penerapan 
beban pernbuktian terbalik. Sedangkan kctentuan urnurnnya adalah 
beban pembuktian pidana berada pada penunrur umum. ualam Islam 
scndlrl tcrdapar pengecualiannya namun dalam kasus perdata, yaitu 
rlimnngkinkannya be ban pembuktian berimbang atau prosessuil. Dcngan 
dernikian diperlukan kajian spcsifik untuk menielaskan pandangan 

(bukti). Kcmudian Nabi smv bersubdn: maka sumpalinya. Kemudian ia 
berkata Ja9i: sesun99uhnya din tidak ada buqinya sumpoh. Nobt saw 
meniawab: cidak ado bagi darinya kecuali it11 [sutnpahnyu}. Kemudiun 
memt1tuskan untuk menyumpohnya. Keniudian Rasutultat: saw bersabda: 
Bahwa sesww.quhnyn apobilu bersumpon atas pemilik sccara zhaltm 
kemudian memakannya, Allah 'Az;w wa ju/la me11emuinya dan dia dolam 
ha/ menanggungnya. (H/1 llbu '1\wanah dori 'Abd al-biuluk bin 'Umair bin 
'Alqamun bin W<l'il).'~ 
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a. Pcngcrlian Ttnda): Pidana Korupsi 
lstilah korupsi berasal dari bahasa l,atin, yaitu corruptio yang 

R. Ttndak Pidana Korupst dan Pcmhulctian Terhalik 

hukum Islam terhadap beban pembukrian tcrballk Inf. 
Melihat diskursus perkernbangan teori beban pembuktian 

dalam hukum pidana umum, rcnru, perlu juga dlbahas ketentuau beban 
pembuktian terhalik dalam pandangan hukum Islam. Apalagt nota bene 
mayoritas masyarakar Indonesia memeluk Islam, sehlngga kcrcmuan 
int dapat sejalan dengan jiwa ke-lslaman dan ke-lmlonesiaan. Pada sisi 
lain adaiah mcnyangkut juga bagaimana dtskursus perkembangan teori 
I.Jeba11 pembuktlan dalam hukum Islam dan berbagai kctentuan lain yang 
rnenyertainya. Ketentuan lain rersebut adalah bahwa pemhahasan tcori 
bcban pernbuknan ndaklah berdirt sendiri, namun terkait juga dengan 
berbagal aturan lainnya, seperti kctcntuan pcncararan jumlah kekayaan 
aparatur penyelenggara negara. 

Berdasarkan uraian di alas tergaiubar bahwa Indonesia dalam 
mcnangam kasus korupsi telah membuat aturan khusus yaug keluar 
dari ketenruan KlJHAP, yaitu pcncrapan beban pembuktlan terbalik. 
Dalam hukurn Islam beban pembukttan tPrhalik ini pcrlu juga mcndapat 
pernbahasan yang mendalarn. Sebagai persoalan kontemporer hukum 
Islam harus member] [awaban yang tegas terhadap eksistensi beban 
pcmbuktian tcrbalik tersebut, Atas dasar alasan ini, yang menjadi fokus 
permasalahan dalam tullsan ini adalah pandangan hukum Islam rerhadap 
beban pernbuktian terbalik. Untuk membahas masalah ini, penulis 
mcnggunakan pcndekaran statute approach (pendekatan perundang- 
undangan) dan Ushul Fiqh. Pcndckatan perundang-undangan digunakan 
unruk melihat peraturan pcrundang-undangan yang mengatur beban 
pembuktian pada umumnya dan bagaimana pula heban pcmbuktian 
terballk Sedangkan Ushu! Fiqh digunakan untuk menguraikan beban 
pcmbuktian tcrbalik dari perspektif hukum Islam, 

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder, Bahan hukum primer yang digunakan adalah 
peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak 
pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenta11g 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengau 
Undang-llndang Nomor 20 Tahun 2UU1 tcntang Pernbahan aras Undang- 
Unrtang Nomor 31 Tahnn I 'l'l'l r.mrnne Pemherantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku relevan 
yang menjelaskan beban pembukrian terbalik 
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lSA:nir.:ddjn, !~C;-v.pl! Q/!l.,~ Ptr.iad.a.'?l'l Barar.g d'Jr. Jos«. h.. 28. 
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(!.2k1rta; Cir.:nn,.d!.3 ?u.sta.1.:.a Ut3:n~ 2011), h. 736. 

14/0id h. S. 

Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 di aras dipabarnl sebagai 
nndakan seseorang secara melawan hukum melakukan sesuatu yang 
dilarang oleh undang-undang dalam bentuk memperkaya dlrl scndlrt atau 
orang lain sccara tidak benar yang berakibat pada kerugtan keuangan 
atau perekonomian ncgara. 

Dalarn Pasal 3 disebutkan bahwa korupst adalah penyalahgunaan 
wcwenang, kesernpatan, atau sarans pngaria pad a scscorang unruk tujuan 
rnengnnrungkan diri scndiri atau orang lain atau suaru korporasi. Pasal 
3 ini mengatm· iindakan korupsl dilakukan rnelalui menyalahgunakan 

Pasal 3 bcrbunyi: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan tliri sendiri aiau 
orang lain atau suatu korporasi, mcnyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana y,111g ada padanya karena Iabatan 
atau kodudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara arau 
perekonomian negara, dipidana dcngan pldana penjara scumur hidup 
atau pidana penjara paline singkat 1 (saru) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun clan atau denda paling scdikit Rp. 50.000.000 
(lima puluh [uta rupiah) dan paling banyak Rp. l.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 

bcrmakna penyuapan, atau corruptore herarri merusak." Dalam bahasa 
!nggris disebut corruption arau corrupt, dalam bahasa Belanda disebut 
conuuie. Secara harfiah istilah tcrscbut diarnkan sebagai keburukan, 
kebusukan.arau kcridakjujuran.v Dalam kamus Bahasa Indonesia, korupst 
dlarttkan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang ncgara 
[perusahaan, organisasl, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan 
pribadi atau o,-;ing lain.16 

Pengertian korupsi dalam Undaug-tlndang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dijelaskan dalam pasal 2 
dan 3. Pasal 2 ayat (1) bcrbunyi: 

Setiap orang yang secara mclawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri seudiri atau orang lain yang suatu korporast yang 
dapat merugikan keuangan negara arau perekonomian ncgara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup arau pidana penjara 
palingsingkat4 (cmpar) rahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
clan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 ( dua ratus [uta rupiah) 
dan paling banyak Rp, 1.000.000.000,00 [satu mlliar rupiah). 
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17 A.nth Heuueh, .Penrl-~1'ttnt!J$M KiJrops.1 .i,!elCl,'tn Hui.u,n ?Kk.,r,u ,\'a.su;r;.;I daJ1 {11.t,/!rrw,,.s'iv,<1I, 
(1.ok.lr.;i! Rlia (;r.ifindn Persada, 2007), h. ~ 

18Mun.ir F1.:.3d.i~ TEorl J/u.kum fem!;:Lte:;J,: Pi:Jar.a c!m: P1.rd~ra, (Bandung; CftrJ Ad.tc:,-a Ba'.,:ti, 
2•.rJ6). h. 4~. 

Pasal 37 II: 
I. (1) Tcrdakwa wajib mcmbcrikan kctcrangan tcntang scluruh harts 

bendanya dan harta benda istri arau suarni. anak, dan harra benda 
setiap orang atau korporasi yang diduga rnempunyai hubungan 
dengan perkara yang dtdakwakan. 

2. (2) Dalam hal tcrdakwa tidak dapat membuknkan renrang 
kekayaan yang rldak seimbang dcngan penghasilannya atau surnber 
pcnamhahan kekayaannya, maka keterangan scbagaimana dimaksud 
dalarn ayat (1) digunakan untuk mernperkuat ala; bukti yang sudah 
ada bahwa terdakwa telah rnelakukan rindak pidana korupsi. 

3. (3) Ketcntuan sebagatmana dimaksud dalam ayat (l] dan ayat (2) 
mcrupakan rindak pidana a tau perkara pokok scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, clan Pasal 
16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 rentang Pemberanrasan 

Pasal 37, 
J. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tldak 

melakukan lindak pidana korupsi. 
2. Dalarn hal terdakwa dapat mcmbuknkan bahwa ia tidak rnelakukan 

tindak pidana korupsl, maka pcmbukrian tcrscbut dlpcrgunakan olch 
pengadtlan sebagai dasar untuk menyarakan hahwa dakwaan tidak 
terbukti. 

b. Bcban Pcmbukuan Tcrbalik dalam Pcnanga11a11 Kontpsi 
Pakar hukum pidana Indonesia, Andi Hamzah, mcngatakan lJU 

pernberautasau Limlak pidana korupsi ruenganut asas lex specialis tleroyut 
lexoenerolis (ketentuan khusus mengenyamplngkan ketentuan urnum)." 
Kita dapat mclihat contoh kckhususan ini pada proscdur pembukrtan dan 
alat bukrl. Pemberanrasan tindak pldana korupsl diberiakukan slstem 
beban pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau 
tanggung lawab ranpa kesalahan [strict liability)." 

Dalam Undang-Undang Nornor 20 Tahun :.wo1, pembuktlan terbalrk 
discbutkan pada dua pasal, yalru Pasal ]7 dan :{8. Hcrlkut int dikutip 
bunyi pasal-pasal tersebut untuk memudahkan mengerahui bagalmana 
bentuk pembukrian rersebur. 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
arau kedudukan atau sarans yang ada padanya yang mcngaktbatkan 
kerugian negara 
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f>asal 38 C: 
Apabila setelah putusan pengadilan telah mempcrolch kekuatan 

hukum retap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpldana y-an5 
diduga atau parur dlduga juga berasal darl tindak pitlana korupsi y.mg 
belurn dikenakan perampasan untuk ncgara sebagaimana dlrnaksud 
dalarn Pasal 38 B ayat (2). maka negara ciapatmelalcukan gugatan perdata 

Pasal 38 B: 
1. (i) Sctiap orang yang dldakwa rnelakukan salah satu tindak pidana 

korupsl sebagalmaua dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
13, Pasal 14, P.isal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pernberantasau Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 
sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini. wajib mernbuktikan 
sebaliknya tcrhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, 
tetapi j11i:a diduga berasal dari tindak pldana korupsi. 

2. (2) Dalam hal terdakwa ridak dapar membukrlkan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( I] diperoleh bukan karena nndak 
pidana korupsi, harta benda tersebur dianggap diperoleh juga dari 
rindak pidana korupsi dan hakim berwenang meruutuskau seluruh 
atau sebagian harta benda tersebut dtrampas unruk negara 

3. (3) Tuntutan perampasan harts hernia sebagaimana dtmaksud 
dalarn ayat (2) diajukan oleh penunuu umum pad a saat mcmbacakan 
tunturannya pada perkara pokek, 

4. (4) Pcmbuktian bahwa harta benda sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (1) hukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh 
terdakwa pada saat membacakan pcmbelaannya dalam perkara 
pokok dan dapat diulangi pada memori banding clan mcmori kasasi, 

5. (5) Hakim wajtb mernbuka persidangan yang khusus unruk 
mcmeriksa pcmbuknan yang diajukan terdakwa sebagaimana 
dimaksuri dalam ayat (4). 

6. (6) Apahila tcrdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala 
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tunturan perampasan 
harta benda sebagaimana dunaksud dalam ayar ( 1) dan ayat (2) harus 
dltolak oleh hakim, 

Pasal 38 1\: 
Pemhuktian scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 12. 8 ayat ('J) 
dllakukan pada saat pcmcrlksaan di stdang pengadilan. 

Tindak Ptdana Korupsi dan Pasal 5 sarnpai dengan Pasal i2 undang- 
unrlang ini, schingga pcnuntut umum tetap berkewajiban untuk 
mernbuktikan dakwaannya. 
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19R. Su!:ektl .. lf:.J:..n: Ptn:t.::.J.:.uan. {;i.~""'.l.: ?r:.d.~~ Y!!l':a.-;:.~l~ 19$7). h, 22: !-.1unU"" ~uad:;. r~!J.ft 
}:'!:.r.1r.1 Pemiruknan ... h. !81; R. Sccpermcnc .. Ke!t""!'a.-:-gan .!hlr :Jan l(~t,";1' Sr R_e~,..it1m d<2ltu•: .f~( 
h'u1u1'11,.ft'.nn, Pr,-t}m {B:11uiuog: M,lnd;~r M~fu, ?.O Ii), h. 1. 

Alat buku uniuk tindak pidana korupsi, sclaln alat hukri yang 
terdapat dalarn KUIIAP, cliatur dalarn Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 
zo Tahun 2001. Pasal 26 ,\ berbunyi: 

Alar hukti yang sah dalam bcntuk pctuniuk sebagaimana dlmaksud 
dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1 '181 
tentang l!ukum Acara Pidana, khusus untuk tind"'k pldana korupst 
juga dapat diperoleh dart: alat bukti lain yang berupa informasi 
y;mg dlucapkan, dikirim, diterima, atau dlstmpan sccara clekrronik 

s. 

Kesaksian; 
Surat-surat; 
Pengakuan: 
Pctunjuk-pctunjuk; dan 
Ket.erangan rerdakwa. l9 

2. 
3. 
4. 

]urnlah alat bukti berbeda antara alat bukti dalam KUHAP dan 
undnag-undang iindak ptdana korupsi. Alat bukti dalarn KUHAP terdiri 
dari: 

1. 

C. A lat-a lat Rukti Pcnanganan Tindak Pidana Korupsi 

terhadap terpidana clan atau ahli warisnya, 
Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagairnana 

dirnaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, darl penjelasan-penjelasan 
Pasal 37 Uudang-Undang Nomor 31 Tahun l99'l dan Pasal '.{7 Undang· 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa penernpan 
pembuktian terbalik bersifat terbatas, dengan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
.l. Terdakwa tindakpidana korupsi mempunyai hak unruk mcmbuktikan 

bahwa ia ridak melakukan tindak piclana korupsi, sebagaimana 
dimaksucl Pasal 37 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
scbagaimana telah diuhah dcngan Pasal 37 ayat (1} Unclang-Undang 
No111or 20 Tahun 2001. 

2. Terdakwa tindak pidana korupsi rnernpunyai kswajihan unruk 
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta 
bcnda isrr! atau suarni, anak dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dcngan pcrkara yang 
bersangkuran, 

3. Penuntut urnurn Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsl te,~p 
mempunyaut kewajtban untuk membuktikan dakwaannya, 

l ltll<l:l,I l'rl>IKUK1 L.\N lBtBAUK UAL.\Jo! POOf•EJ,.'11f HUKU~l !SL.\Jol 43 



20 Lim: \V.V.ba.'\ aJ-7.u!-,.:i:!i, a!-F'tql: a!-Js.!c.mJ va At!:r!c1w'1 J~ VI, (Dlml)-:'i; 01: ~l·tftr. l9S:>). 
h 1fl7: Ar.s.."xl:u~dtn,. !J::di:z;r.; f'tn:t:t.~tlan .',ftr....n.i1 P.uk::e: • ..irerc /1/a:tt Can H:tft.u.-:1 Po,ittj. tYogy.i.lt.arto: 
P..istako Pelajar. ZOOi). h. 45-4<> 
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2], ~u.rli\:oo f'.k.rtc-l.'U~.11r.o. lflU.\UTl .-lc-ora /?1r.J.::u: lr.dcnt.114. (Yc,i!ifk4ll!l.: L1b<ny. p.,~). h. l-t3. 

a. Oebc111 Pembuktion pada Pentiakwa 
Ketentuan beban pernbuktiau dalarn Islam selama ini mcngalarnl 

pcrkcmbangan, Perkembangan pertarna menyebutkan bahwa behan 
pemhuktian rncrupakan kewailban pendakwa. Perkernbangan selaniumya 
mengajarkan bahwa behan pcmbuktian bcrada pada kedua belah 'pihak 
sccara berirnbang. 

Menurut ulama mazhab, beban pembuktian pada dasarnya bcrada 
pada pcndakwa, dalam kasus pidana dibebankan kepada penuntnt 
u11111m selaku pcndakwa dan dalam perkara perdata dibebankan kepada 
penggugat.,0 Asumsi yang dthangun adalah anak adarn pada dasarnya 
bebas dari kesalahan atau sesuaru y;mg dikuasai olch scscorang adalah 
miliknya. Apabila seseorang mendakwa orang lain berbuat kesalahan 
arau mcnuntut sesuaru yang dimiliki orang lain sehagai miliknya, rnaka 
penuntut atau pcndakwa harus mampu membuktikan dakwaannya. 
Dengan demikian apahlla pcndakwa ridak dapat rnembuktikan 
dakwaannya, maka ia harus dtkalahkau." 

Ketenruan di atas secara reori, rnenganut teori pemhuktian )'ang 
menguatkan belaka (b/oor ajJirmatif). Menurut teori ini siapa yang 
mengemukakan sesuatu harus membukttkannya dan bukan yang 
rnengingkari atau )'>'Ing menyangkalnya." Tcorl ini mengalarkan bahwa 
beban pernbuktian merupakan kewajiban satu pihaksaja, yairu pendakwa, 
Resikonya adalah manakala pendakwa tidak dapat membuktikan 
dakwaannya, ia akan dikalahkau, meskipun ierdakwa [uga tidak dapat 
membuktikan bantahannya. Dewasa ini tecri ini telah dhlnggalkan 
karena dianggap tidak dapat membertkan keadilan secara berimbang 
kepada para pihak, 

Ulama mendalilkan ketentuan ini pada hadis Nahl saw. yang 
bcrbunyt: 

I>. Pcmbnktian Terbalik dalam Hukum Islam 

dengan alat optik atau yang serupa dengan int; dan dokumen, yakni 
setiap rekaman data arau informasi yang dapat dilihar, dibaca. dan 
arau didengar yang dapat dikeluarkan dengan arau ranpa banruan 
suaru sarana, baikyang tertuang di atas kertas, benda lisik-aµap;,n 
selaln kertas, maupun yang rorekam secara elektronik, yang berupa 
tulisan, suara, gambar; pets. rancangan, foto, huruf, randa, angka, 
atau perforasi y_mg memiliki ruakna. 
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'23Bd.U1:. Schih cl-8:..);i:.:rz. ~o. 1514, Juz. VJ. (D<1r,:.t: Dir :.l·fik:, tt.i.j. !'1. ;JS: .~l:t: :!·!iw.., 
"Ali bin KheltJ bin '.~bd :tl·~l•luk b:n B::1hil :!?·Bol<n ,1-Q-.tn.iub,. Syo,I: ScJ,11, ai-E:..'<."'1,, !-u. Vll. 
(Su'udi~aJ1 M&lAbclt W·Rm,d, 2(11)3). h .. t2 

2.;Muh.l.1tnW bin i:5Jlu'i1 .=l·K.tht~ni, Sul·u.' nl.$6,1,)m, J111 IV, (Rar11.{ 11nr ... {nd,;,r:etia· ~1akt!hah 
!llhlo:uc\.~ h, 1Jl. 

25.A.ru:horuc!din, H:U:xrm .-f~r.; Jtia.>n d4.n Hu.t:Jm FOJ:::,,~ (':'cgyi:k?!IU: P..istr:kc t'.:le:;~. 21)..~). h, ,;i. 
26Asy,w.tl'd Abdurrduua!!, Qa 'fdu.b-Q:, '!duh F:-:;h. Ua<alw· Bulan 8;ntJ.ng. lq!>7}, b 57. 

Artinyu: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbetlu denqan 
keadaan zahir don sumpoh untuk menerapkan keadaon osalnyo; 

Berdasarkan kairiah rli aras dikerahui hahwa alat bukti iru 

Hadis ini dijadikan dasar hukum pcmbcbanan pcmbuktian pada 
pandakwa. Artinya pendakwa harus dapar membukrikan hahwa isi 
dakwaannya benar; dan sebaliknya, terdakwa dikeuakan beban sumpah 
sekiranya la menolak dakwaan terhadap dirinya. Namun apabila 
pcndakwa dapat mcmberikan bukti-buktt yang meyaktnkan maka 
surnpah rerdakwa tidak dlperlukan laei. 

Anshoruddin dalarn bukunya Hukum Acara ls/om don Hukum 
Positif rnendukung pendapat ulama mazhab yang menerapkan beban 
pembukrian pada dasarnya bcrada pada pendakwa. Selain dua hadts 
di atas, Anshoruddin juga mendasarkan argumentasinya pada sebuah 
kaidah kulliyah yang berbunyi;" 

Artlnyo: Dari I/mu '.4bbns ra. bahwasannyo Nahl saw. bersobda: 
[iknlau kepada monusia tliberikun (sesuutu} hanya berdosarkan 
pada dakwaan (tuntutan} mereka, ni,·caya manusta akan mendakwa 
[menuntut} dnroh orang lain clan /111r10 mereko, don tetapi sumpoh 

· itu atas si tcrdakwa/tcr.q1zgat- don pada matu riwayut - clan tetapi 
hnyyinnh itu atos si pP.ndakwa/penggugac dan sumpah atos sf 
munqkir: (IIR Bukhari dun Muslim) 

Dan had is Nabi saw berikut ini: 
..,..,.l; J>)} fl:f'J..? ..r~_:Y. ~} :J~ !--' ~ _b\ UL.:,, 9..;} ..)\ t,:.r• ~l ~~) ...,-J-:S° .,,:.,\ J 
·,, !,. · • .,,} f.:!.1 Iv ;.:.,.!1 -~. - '<lJJ ',- ,_',. ,.,11 " ··"-', ,$), _,1,.i. ~) ,l., -V-'-'· 1.,. V •. ...,,._, I...' ·lY ,J"'v.•..- 1 .,...., 

~c;.~ , ..,;' .... ,.~ ,1,J . _s:.i 

Artinya: Dari lbn !lbbas scs1mgguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Bukti ii11 otas pendokwo don ,1111111r1h itu atos si terdokwo. (HR. 
Bukhari}, 

,\ ,,) ·'-:'- ..t.l.l Jo ::;...tf"~ ..r.J.l Jo <.'' ;Jj I-' -.,i:. 1,, j., .!,\ J.r-J j ~.,.1.,,- .:,I ~~ 
"{9)\;,.,ll 
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27S1;,dikr.G ~ler~·l,:us.;.mo. /!ub:.'il .~a:t'!1 fen.b!" ir.r/·~.:O(Y~)'ek.at-tll.. Liberty. 199!). h.. 14!.--!46 
25Al-~t1,~di, ,.I l/a";:.i cf.J:abfr: ... JUL AVli, h. 303. 

Dali! untuk rnenguarksn pendapat ini adalah hadis riwayat Jabtr 
yang rnenenrngkan bahwa d11a laki·laki bersengketa dihatlapan Nahi 
saw. tentang binarang tcrnak yailu unta M2sing·t11asing dari ketluanya 
menyampalkan bayyinah (alat bukti saksiJ bahwa binatang tcrsebut 

I;. Beban Pembuklia11 pmln Kedun Be/all Pihak 
Kcrcntuan beba1111cmbuktiandalam Islam mengalami perkcmbangan. 

yaitu dari beban pernbuktlan yang berada pada puntlak pcndakwa 
meniadi beban pcmbuknan herimbang antara kedua belah pihak. Oengan 
kata lain bebau pembukrian dalam Islam, dalarn perkembangannya, jnga 
ruenganut teon hukum acara, sebagaimana yang diterapkan dalam hukum 
acara di Indonesia, baik pidana maupun perdata, Teori hukum acara 
menganui asas audi et aueroin partcm atau disehut [uga asas kedudukan 
prcsessuil yang sama bagi para pihak di muka hakim atau dikeaal juga 
dsngan asas pernbagtan beban pnmbukrian. 

Menu rutteori hukum acara, hakim harus membagi be ban pcmbuktian 
berdasarkan kosamaan kedudukan para pihak.Asas kcdudukan proscssuil 
yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kcmungkinan untuk 
menang bagl para pihak harus .sama. Oleh karena itu hakirn harus 
rnernbebani para plhak dengan pemhuktian secara seirnbang atau patur. 
Kalau penggugar menggugat rergugar ruengenai perjanjian jual bell, maka 
sepatutnyalah kalau penggugat mcmbuktikan ten tang adanya jual bcli nu 
dan bukannya tcrgugat yang harus membuktikan tcnrang tidak adanya 
perjanjian rersebut antara penegngat dan terguga1F 

Menurul mazhab Syafi'i, kerenruan ini merupakan aturan 
peugecualian dari ketenruan sebelumnya, yaitu be ban pernbuktian berada 
pada pendakwa atau penggugat, Mazhab Syafi'i berpendapar apabila 
tergugat mengajukan klaim bahwa barang yang dikuasainya rnerupakan 
mtllknya. rnaka rergugat berhak mengatukan bukti-bukri rerhadap apa 
yang diklaimnya tersebut, Sebagai conroh dlsebutkan: 

Apabila muddu'i (pendakwa) menegakkan bayyinahnyo (alat bukti 
saksl), dan sotubu' yad (y.;ng mengnasai barang) juga menegakkan 
bayyinah, didengarlah hayyinah sahiou! yad dan hakim menctapkan 
hukum berdasarkan buyyinoh sahibut yad di aras bayyinalz muddai, 
untuk mengutamakan orang yang mcnguasai barang"." 

dipergunakan untuk membukrikan suatu keadaan yang berbeda dengan 
keadaan zahirnya. Keadaan zahir y;,ng dimaksutl di sinl adalah anggapan 
seseorang pada dasarnya tldak bersalah atau sesuatu yang dimiliki 
seseoraog adalali miliknya sampai dapat dibuktlkan sebaliknya. 
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c, Beban Pembuktian 1'erbalik 
Pcncrapan bcban pcmbuktian terbalik rnerupakan ha! baru dalam 

perkemhangan teori beban pemhuktian. Pencrapannya pun selama ini 
hanya terbatas pada pemberantasau tindak pidana korupsl, Artinya beban 
pembuknan terbaltk merupakan aturan khusus dan dengan demikian 
ridak ditcrapkan pada tindak pidana umum. Di Indonesia penerapan 
behan pemhuktian r.erbalik juga relatif barn yaitu scjak tahun 1999 

29 ibid 
30 ibid. 
3 t An·.va~JUJh, h!crr.fc La-ire{ F.,·ft!~nct! .. h. 4· 11. 

mlliknya dcngan memeliharanya, kemudian Rasul mcmutuskan unruk 
orang yang hewan tersebut ada di tangannya." 

Alat bukti yang dljadlkan sebagai contoh di atas adalah penguasaau 
unta scbagai bukti kcpcmtlikan. Dalam kasus di arcs penggugat tidak 
dapar memberikan bukri-bukri yang lehih mcya!cinkan, schingga Nabi saw 
mengalahkan penggugat, Kasus ini dijadikau oleh mazhab Syafi'i bentuk 
pengecualian dari hadis: "bukti atas mudda'i clan surnpah atas mudda'a 
'aioib", Pcmherlakuan ketcntuan ini [uga tcrbatas pada kasus sengketa 
kepemiUkan dan tidak berlaku pada kasns hurang piutang dan lainnya.~ 

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bebanan pernbuktian dlberlkan 
kepada pthak yang lebih lemah. Pihak yang lernah, dalarn ha! ini, adalah 
pcndakwa, Pihak yang lcmah ini hams memberikan bukti yang kuat. 
Alat bukti kuat yang dimaksud di sini adalah saksi arau pcngakuan 
pihak lawan. Sedangkan alat bukli yaug lemah adalah sumpah. Jadi 
orang yang mengajukan dakwaau/gugatan dianggap orang yang lernah 
karcna mcnghcndaki sesuatu yang sccara zahir mtlik orang lain. Dalarn 
pengecualian bukri dihehankan kcpada orang yang mcngajukan klaim. 
Setiap orang yang mengajukan klaim kepcmi!ikan scsuaru dianggap 
sebagai pihak )r<mg lemah clan dengan dernikian hams rnemberikan bukti 
yang kuar. 

Terdapat pendapat yang mcruhah pcnuktran rnazhab di atas yang 
menganggap lieban pembuktian berimbang hanyalah scbagai bcntuk 
pengecualian, yaitu di antaranya Anwarullah dan [alaluddln al-Tarusani. 
Anwarullah berpendapat bahwa beban pernbuktian berada pada siapa 
sa]a yang mongaiukan klalm, batk penggugat, tergugat rnaupun pihak 
lain. Anwarullah dan [alaluddin at-Tarusani bcrpcndapar bahwa beban 
pernbuktian berada pada pendakwa/penggugar unruk mernhuktikan 
dakwaannya/gugatannya. Namun dernikian terdakwa/tergugat dapat 
membanrah gugatan dengan mengaiukan bukti tertentu. Di sini berlaku 
asas siapa saja yang mengajukan tuduhan terkalt dengan masalah yang 
dlpersengketakan hams membukrtkannya, haik pcnggugat, tcrgugat 
maupun plhak lain." 
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lladis ini dijadikan ulama untuk menjelaskan ketentuan urnum 
beban pembuktian yang berada pada pcndakwa. Menurut hadis ini, 
~ekiranya setiap dakwaan tidak perlu pemhnkrian, maka banyak sekali 
manusia 111endakwa darah dan harta orang lain secara semcna-mena. 

'32 Ushu1 FilJh W.le.li iln1u y~mcrnpctajin 1c-ntltlg k&idah-1..oiJah (1~de-1m:.)dt)) Lj-~ di~un..i.!.Ul 
uJ?.--r..~ lMl11'..; mb}j;iJJln5"J~C71 (mer..emp~'l) hu~um ®"i J.~11!,dllil:.1.1 y.:ing tcri-n,..'i. 

33~fuMmrn.N O~ lwe"iJ d K3l'1~1.r. Sutul c!-,S~!.am. Juz.. tV, 1,B:1."!di.!.~ tnd,~H~nt. ~~~lu('YI 
Rihl;,.."'l. it.11.}. h. 132... 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahuu l<J<J<J renrang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam kitab-kitab fikih empat mazhab ticfak dikcnal lstilah beban 
pcmbukttan terbalik. Pemhahasan beban pernbukt ian dalarn hukum 
Islam selama berkisar pada hchan pembuktian berada pada pendakwa 
dan heban pcmbuktian berimbang. Dalarn nas al-Qur'au rnaupun 
hadis Nabi saw. tidak diternukau kousep beban pembukrtan terbalik 
sccara langsung. Dengan demlktan apakah hal ini berarti Islam tidak 
mcmbonarkan penerapan teori bcban pembuktian terbalik? 

Untuk mcnggall hukurn Islam para ulama telah menyusun suatu 
ilmu yang dikenal dengan Ushul Fikih.1i Oi antara mcrode yang dapat 
digunakan unmk mcngcrahul hukum beban pernhuktian tcrbahk dalarn 
Islam adalah istihsan. Istihsan adalah berpindah darl qtyas jail kepada 
oiyo« /chaj1 atau berpindah dari hukum kutlt ke hukum juz'i karena ada 
dalil yang sccara logika rnembensrkannya. tsuhson dari segi peualaran 
masuk ke dalam kategorl penalaran istislnht, yaitu penalaran yang 
berrumpu dalil·rfalil yang mcmiliki nilai atau prinsip umurn hukum Islam, 
sepcrti keadilan, kemashlahatan, kesetaraan. dan lain sehagainya. Dcngan 
demikian dalam hal ini lstihsan digunakan untuk rnelihat dalit-dalll yang 
yang mengccuallkan atau berpindah dari konsep umum kepada dalll 
khusus yang dapat dtbenarkan untuk melihar hulmm bcban pernbuktian 
rerbalik 

unruk itu m;;ri kita pcrhatikan dalil berikut ini . 
...:-'- J>1 ;•l;t-~ _.\:.~ ._}... j :J6 J-J y,. },I 0L, '<~·) 1 • .,:,, ..:l '-?-', ..)0• :) y. 
_ ... J..= v:i1J lf~\ ~~ ~, ;:,<J, - ;..1" .J., - ~..:- J..tli .....,.\:. c. ... ~' :..,,<J, ,~!',,.i; J->; ,l.j ·~r-· ; ..;,IJ..J1 ,1,J . .,.(i 
Artinya: Dari Jbnu :4bbas ra. buhwasanya Nabi smv. bersabda: 
Jikalcm kepoda manusia atoenkar: (sesuatu} hanyo herdasarkan 
pada dakwaan (tuntutan} mereka, nlscaya manusia akun metuiakwo 
(menuntut} darah orang lain don harta mereka, dan tctapi sumpah 
itu urns si terdakwa/tergugat- don pm/a suat11 riwayat> dan tetap! 
bayyinah itu aw, si pendakwa/penggugat dan sutnpah atas sl 
mungkir. {HR Bukhari dan Muslim) 
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Jalaluddin at-Tarusani memberi conroh pemeriksaan gugatan sepertt 
kutipan berikut ini: 

Ilka ada dakwanya tanah berapa bujurnya dan berapa lintangnya dan 
kemana bujurnya dan jika ada daripada jcnis empus (kebun-pen) 
maka diperiksai pula daripadanya berapa pohon kayn dalamnya, 
ntnu rum oh atau telaga dan darlmana ia beroleh dia dan berapa la111a 

34 T:.'.ls."'c:.'1 .adala:l st~rang rna!r ... yampaikan struaru Y.iri:'na t~rdapat ruatu Rep.e-r.ting-;,n ur.ti.J~ 
dirinyi. bai~ unwk TMrxegih kiebvn.1.kin abu untuk c:tt:mp-::rv!ch maufatiL 

35 Jal3:ud.1'inW-T~u).l!.lli. &jirt<J; o,•.,t;·u~~:.;"1- him 47, 

Dari kutipan di atas diketahui bahwa [alaluddtn al-Tarusani 
menghendakt agar haklm mernertksa para pihak secara bergantlan. Pada 
tahap awal pcmcnksaan, haklm harus ruemeriksa secara rnendalarn 
rentang kejelasan isi gngaran. Sclanjntnya haklm mcmeriksa [awaban atau 
tanggapan tergugat terhadap gugatan rersebur. Di sini terlihat [elas bctapa 
[alaluddln al-Tarusanl menghendaki agar beban pernbuktian berada pada 
kcdua bclah p!hak sccara teonns, konsep yang dijelaskan Jalaludtlin al- 
Tarusani mengacn kepada teori hukumsubjektij; yairu hukum itu bertuiuan 
mempertahankan hukurn subjekti]. [adl siapa yang mengemukakan atau 
rnengaku mernpunyai sesuatu hak hams rnembuktikannya. Berlkur ini 
dijelaskan pandangan [alaluddin al-Tarusani mengenai pernbagian beban 
pembuktlan tersebut. 

Dengan demikian seriap dakwaan diwajibkan pembuktian dan yang 
mernbuktikan tersebut adalah pendakwa. 

Ketentuan di atas dikecualikan dengau keteruuan kedua, yairn 
pembuktian dapat dibcbankan kepada kedua belah pihak secara 
berimbang. Pemiklran ini muncul karcna dalam praktck masyarakat 
banyak orang yang rnenguasai sesuatu dapar membuktikan asal 
kcpcmilikannya tersebur, 

Mengcnai tahapan pembuktian ini lalaluddln al-Tarusani 
rnenyebutkan: 

I la ram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa 
karcna yang demi hi an iru membawa kepada tuhmab" daripada yaug 
lain. Terapi lazim arasnya mcnghabis-habtskan pertksa iua daripada 
keduanya aras sekira-kira dakwanya dan jawahnya karcna tcrkadang 
tertolak dakwanya itu dengan periksa jua. M~ka uadalah lagi hukum 
dalamnya atau ada dakwanya ltu naqt: yakni kurang daripada had 
yang memadal pada syara', Maka ttadalah harus dipinta [awab 
daripada yang didakwanya itu. Ata11 ada dakwanya itu majhul arau 
mujmal atau kazibuh arau [asidan arau zoidoh. Maka rcrtolaklah 
sekaltan dakwanya iru, maka tiadalah lagi hajat kepada 111en,111tut 
jawab daripada yang didakwanya itu.11 
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Setelah pemeriksaan pcnggugat se!esal dilakukan. dilanjutkan 
dengan perneriksaan tergugar, [alaluddin al-Tarusani menjelaskan bahwa 
perneriksaan terhadap tergugat dilakukan setelah la menolak atau 
mcnyanggah gugatan. Apabila sanggahan berupa nofi (pengingkaran 
rerhadap gugatan), maka jawaban itu dianggap [elas dan selanjutnya 
pembuktiannya dimintakan kcpada pcnggugar, scperti diielaskan di atas. 
Apabila penolakan tergugat berupa isbat: (penetapan ), scpcrti mengatakan 
"sesuatu itu rnilikku," rnaka hakim hams memerlksa tergugat scperti 
mcrncrlksa pcnggugat, Dalarn posisi penolakan secara isbat, tergugat 
sama kedudukannya scpertt penggugat, yattu telah mengklaim sesuaru 
yang disengkeraksn sebagal mlliknya, schingga pcmbuktian dibebankan 
pula kepada tergugat, yaitu dengan menghadirkan saksi, sarna scpertt 
proses saksi oleh penggugat," 

Alasan pcngaruran ini adalah karena setiap pihak memtliki bukti- 
bu kti, balk pendakwa/ pcnggugat maupu n terdakwa/tergugat. Pendakwa/ 
penggugat memilild bukri yang mcnguatkan gugatan/dakwaannya dan 
sebaltknya terdakwa/tergugat juga merniliki hukti terhadap apa yang 
dikuasainya. Dengan demikian apabila hakirn hanya memhebankan hukti 
kepada pendakwa saja dan pendakwa memiliki bukti, rnaka hakim harus 
memenangkannya. Padahal tcrdakwa iuga memiliki alat bukti yang lebih 
kuat atau lebih mutakhir informasi yang dikandungnya. Aktbat kesalahan 
dari pernbebanan pembuktian, kehenaran dan kcadilan tidak akan 
tercapai. Padahal kebenaran dan keadilan itu mcrupakan cita-clta hukum. 
Pcngadilan dan proses pembuktian di dalamnya hanya merupakan sarana 
unruk rnencapai kcbcnaran dan keadilan tersebut. 

Menya<lari keadaan terscbur, yatru proses peradilan harus dapat 
menciptakan keadilan dan menegakkan kcbenaran, maka untuk kasus· 
kasus tertentu perlu pula menclapat pengewallan, schagaimana halnya 
pengernalian darl kcrcntuan umum be ban pembuktian dari pemfakwasaja 
kepada beuan petnbukrian sccara bcrimbang kepada kedua belah pihak. 

Untuk kasus korupsi, beban pemhuktiannya mcmang dapat 

sudah ta bermilikkan dia dan [ika tiadaada ianah itu dalamtangannya 
maka dlperlksai pula daripadanya apa sebabnya tanggal daripada 
tanganmu dan apa sebabnya ke dalam tangan si pulan itu. Jika!au 
dikatanya - aku sanderakan kepadanya dengan dlriiam sckian, atau 
cmas seklan, atau katanya aku pinjarnkan kepadanya dengan umur 
sektan. atau katanya dircbutnya darlpada aku dengan kerasnya pada 
hari pulan dan pada hulan pulan dan pad a masa scktan, rnaka sahlah 
dakwa nya.'• 
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Arguin en keduo adalah dengan is: ihson. lstihsan adala h mcninggalkan 
qiycs yang nyata Uah) untuk mengamalkna qiyas yang tid.ak nyata/ 
sarnar-samar (khafi) atau rncninggalkan hukum kulli dan rnengarnalkan 
hukum ju:>.'i karena ada dalil yang mcnurut logika mcmbenarkannya. 
Conteh yang seriug diangkat untuk kasus menlnggalkan qiyas yang nyata 
untuk mengamalkan oiyu« yang samar-samar adalah kedudukan air sisa 
minuman bu rung buas pemakan daging, seperti elang, apakah tergolong 
air najis atau air sud. Para ulama, rcrurama mazhab Hanaft berpendapat 
bahwa sisa minuman bu rung tersebut adalah air suci dan mcnyucikan. 

Ulama rnazhab Hanaf berpandangan dalam kasus ini digunakan 
istihsan. Burung mernang tergolong binatang buas yang tlagingnya ha ram 
dlmakan. Namun ndakbtsa dtsamakan slsa mlnurnannya dengan binatang 
huas lainnya seperti harimau. Karena harimau minum mcnggunakan 
lidahnya yang merupakan bagiau dari dagingnya. Sedangkan burung 
rninum rnenggunakan paruhnya. Paruh terbuat dari tulang. [adi burung 
minum tidak menggunakan baglan dart dagingnya, tetapi bagian dari 
tulangnya. Hukum tulang adalah suet scdangkan daging adalah najis, [adi 
dalam kasus hurung merupakan pengecualian dari blnatang buas dalam 
ha] sisa minurnannya, 

Conteh iscihsan mininggalkan hukum kulli untuk mengarnalkan 
hukum iuz'i adalah kebolohan hukum [ual bell secara salam, [ual beli 
pesanan arau jual beli rldak secara tunai karena tclah menjadi tradisij uruf 
dalam masyarakat, Jual bell secara hukum lmlli ridak dapat dlhcnarkan 
karena tidak lengkap syarat dan rukunnya, yaitu adanya pcnjual dan 
pembeli, ada barang, ada harga dan ijub-oubul. Dalam jual beli salam tiriak 
rerdapat barang ketika akad berlangsung, narnun barang hams ditunggu 
oleh pernbeli scsuai dcngan kcsepakatan para pihak [ual beli salam 
dewasa ini dibolehkan karena telah menjadi bagian tradisi masyarakat 
dalam bermuamalah di kalangan masyarJkat 111uslim. Sehingga jual heli 
salam dibolehkan. Kebolehan jual beli terse but didasarkan pada istihsan. 

Perpinclah;m cfari pengk,itcgorian air sisa minuman burung buas 
kepat!a air suci karena secarn logika dibenarkan berdasarkan penelitian 
lebih jauh bahwa burung menyentuh air bukan tlengan sesuatu yang 

38 Asyn,uni Alxlurr.,hnun, Q.1 "r-k1h Q, ·;,,'ah F-;qh, {f:;kar;a: Dulan Di.ntacg, 19671 h. S7. 

Artiuya: Bukti udaksh untuk menetapknn yang berbedo dengan 
keadoan zahtr dan s11mpah untuk menetapkan keadaon C1sC1l11yo. 

<liberlakukan beban pernbuktian terbalik, Terdapar seridaknya dua 
argumenrasi yang dapat dikemukakan, yaitu pertomu, kaidah kulliyah 
yang mcnyatakan: 
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Dapat pula digunakan unruk menguarkan pcngccualian beban 
pembuktian pada kasus timlak pidana korupsl, yaitu aparatur negara 
kctika menlabat diketahui jum!ah kekayaannya, uainun setelah bertugas 
pada [abatan tcrtcntu ditemukan jumlah kekayaan yang tidak wajar 
berdasarkan penghasilan yang dircrtrnanya. Dcngan dcmikian kepada 
mereka harus dibebankan peinbuktian ierhadap harranya yang secara 
zahir mcnyalahi kewajaran berdasarkan penghasilan yang dilerimanya. 

Terkait dcngan apar.:itur ncgara yang melakuk:m korupsi dalam 

Artinya: tiukti adaiah untuk menetapkan yang berbedu deuqan 
keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya. 

najis. flcgitu pula pada kasus jual beli salam dibenarkan karena telah 
menjad. tradisi masyarakat dan tidak mengandung hal-hal yang dapat 
rnengharamkan jual beli. Unsnr-unsur pcnipuan dan pcnzaliman dalam 
jual beli salarn dapat dihilaugkan, Dengan demikian jual bcli salam 
mcrupakan pengecualian dari hukum kulli, atau dangan kata lain mcnjadi 
huknm iiti.ma'i. 

Dalam kasus korupsi, istihsan dapat digunakan. Korupsi berbeda 
dengan penc.uriau. Setiap apararur negara mcmiliki sumber pcnghasllan 
yang diketahui jumlahuya. Dengan demikian setlap pcnyelcnggara 
negara yang mcmiliki kekayaan yang mencurigakan patut dipertanyakan 
sumber panghastlan rcrscbut. Unruk menjelaskan sumber penghasilan 
lain selain dari penghasllannya sehagai aparatur negara maka harus yang 
bersangkutan membuktikan sumher kekayaan tersebut, Karena apabi!a 
scmata-mata mengandalkan be ban peinbuktian kepada pendakwa, maka 
kejahatan korupsi akan sukar terungkap. Sementara tugas pengadilan 
adalah msnegakkan kehenaran dan keadilan. 

Terdapat perhedaan antara pcrdagangan dcngan penghasllan 
selaku aparatur negara. Bagi pebisnis, pcnghasllannya sukar ditcbak 
dan rldak memiliki srandar baku, berbeda dengan apararur negara yang 
telah mcmiliki stander penghasilan. Jadi tidak bisa disamakan antara 
penehasilan pedagang dcngan pcnghasilan aparatur negara, Dengan 
demikian bagi aparatur negarn harus mampu mcmbuktikan sumber 
kekayaannya bahwa kakayaan tersehnt bukan didapat dari hasil pcnyalah 
gunaan wewenang yang diberikan negara kepada,,ya. Apalagi dewasa ini, 
aparatur penyelenggara negara harus memberikan daftar kekayaannya 
sebelum mendudukl jabatan tertentu. Ketentuan ini dirnaksudkan untuk 
mengontrol perllaku mereka dari berbagai pcnyimpangan. 

Berdasarkan kaidah kutliyah: 
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40Abu 'Abdu)lp}\ Mu.ham mad al·i:iukhari. Sohih al-&J<i:arl Ju1. H, (D.i.l" .al-Iuq .il·Na}Jh, 1",22 H}, 
h 917; Ab,1 ,;1-Hus..;in Muslirn. Snhih ,\fudi,n, Juz~ VT, {P.eintt: nar .11-Jd, 1.t.), h. J l. Dal.Jm r:-..,o:,.•.;t lain 
daLlm 53.".lh 8ukharl di:'l ?.twlim terdapat parbedsan Mml. r~ttu Jh:iu L:i.itbtµ.c da., lbnu Utbi;'2h. 

Hadls ini menunjukkan larangan mcncrtma hadiah kenka 
menjalankan tugasnya dan hadiah itu diberikan terkait dengan rugas 
yang dijalankannya. I ladiah yang diterima seseorang terkait dengan 
pclaksanaan tugas yang dualankannya tentu saia dislnyalir rnengandung 
kepcntingan rerteutu. Hadiah tcrsehut mcngakibatkan pelaksana tugas 
tldak dapat meujalankan iugasnya secara balk dan hcnar, 

Terungkapnya kasus pemberian hadiah dalam hadis di aras 
didasarkon kepada pengakuan pelaku sendiri. Dalam konreks pembukuan, 
pelaku menielaskan kepada Nabi saw. bahwa dia menerima zakat dan 
juga mcncrima hadiah dari masyarakat, Mcski disini awalnya pelaku tidak 
menduga hahwa perbuarannya terse hut dilarang oleh Nahl. Namun dalam 
konteks pembuktian, pengakuan ruerupakan salah satu alat bukti. Di sini 
Nabi saw. juga tidak melakukan audit terhadap sernua peiugas pemungui 
zakar. Diduga karena para sahabat yang menerima kepercayaan untuk 
memungut zakar ridak pernah melakukan pclanggaran, schingga Nabi 
tidak rnengaudit kekayaan yang mereka miliki. 

Artinya: Dari Abu H11maid al-Sa'td! ra.: "Nab! saw mempekerjakan 
searang laki-Ioki dari s11k11 al-Azdi yang hernama Ih11u ol-Utbtyah 
sebaqai pemunqut zakat. Ketika dutatu; dari l11yas11yC1, dia berkat«: 
"lni untuk kaiian scbagai zakat dan lni dihadiahkan uniukku" Belieu 
bersobdo: ''Coba/a/1 dfa duduk so]« di rumat, ayohnyo otou ibunya, 
dan men1111ggu apakah akan ada yang memberikan kepuilunya 
hadioh? Don demi lat yang jiwaku di tonganNya, tidak seorangpun 
yang menqambil sesuatu duri zukul ini, kecuoli dia akan datang 
pada hart kiyamat dcngan dipiku/kan di atas lehernya berupa 
unco ya11g berteriak. atau sapi yang tnelembuh a tau kambing yang 
menqembek" Kemudian beliau 111enga11gka1 rn119a,myo, sehinggo 
terliha: oleh kami ketiak beliau ya11g putih dan [oerkata.): -Ya Allah 
bukankul: aku sudeh sampuikan, bukunkoh akn sudah sampaikan: 
scbanyak tiga kat; 
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i\yat di aras mcmermtahkan untuk menghadirkan em pat orang saks: 
bagi yang mcnuduh orang lain berbuat zina. Penekanan dixlni adalah 
juuilah saksl pada kasus zina adalah empat orang. Jumlah saksi illi adalah 
khusus untuk zina sala dan sejenlsnya, scpertt homoseksual. lesbian dan 
menyetubuhi binatang. Pada tindak pldana yang lain, scperri pencurian 
dan pembunuhan, [umlah saksi rnemadai dengan dua orang saja 
KetP.ntuan jumlah sakst pada kasus zina merupakan bentuk pengecualian 
dari ketentuan um um jum!ah sakst pada kasus tindak pidaua, 

Dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam dijelaskan persyaratan empat orang 
saksi pada kasus zina karena perbuaran lru merupakan merupakan 
perbuatan tercela dan rersemhunyi dan dihukum dengan hukuman 
yang sangat buruk pula, yaitu dengan dijilid seratus kali di hadapan 
orang rarnal." Selaln itu perbuatan zina mernberi efek yang sangat hesar 
tsrhadap keiangsungan nasab anak dan hak-hak yang rnelekat padanya 
seperti hak perwalian harus dari jalur ibu, hak kewarlsan hanya menerima 
dari lalur lbu, dan lain sebagainya. Dengan dcmlkian untuk pembuknan 
kasus 1.ina dipcrlukan tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitt1 sama 
sek.ili tan pa kernguan tbeyond reasonable doubt)." Alat bukti yang sangat 
meyakinkan disini di han1ska11 dcngan c111pat orang saksi lak-!aki. 

Artinya: Dan orang-oran,q yang menuduh perempuan balk-batt: 
[berbunt: zinn] kemudian mere/ca cidak dapac mendatonqkan etnpat 
oratui saksi, maka jilidlah mereka 80 kall jifid dan jangan/ah cerima 
kesakstan mereka untuk se/ama·lumanyu. Mereko. ituloh orang- 
ora11g yo.•1g Jasik. 
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Dewasa ini, apararur negara dalam menjalankan tugasnya sehari 
rcrbukn ban yak rnelakukan tindak pidana korupsi yang mcrugikan negara 
yang nota bcnc mcrugikan rnasyarakar dan dapat merusak generasi yang 
akan darang, Sehingga korupsi disebur dengan kejahatan luar blasa. 
Untuk itu pembuktiannya juga perlu tindakau luar biasa pula, yailu 
dcngan beban pernbuktian terballk yang merupakan pengecualian dati 
heban pcmbukrtan dalam tindak pidana pada umumnya yang dircrapkan 
di lndouesia. 

Dalarn al-Qur'an sendirl terdapat pcngccualian dalam pembuktian 
nndak pidana, yaitu pembuktian perzinaan. Firman Allah Swt. dalarn 
surat al-Nur ayat •I berbunyi: 
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Pcrnbuktian rcrbalik menurut hukurn Islam dapat diterima menjadi 
salah satu bentuk bcban pcmbuktian untuk kasus-kasus tertentu saja, 
Artinya beban pembukrran rldak bsrlaku umum untuk scmua kasus 
rindak pidana, Kasus-kasus tertentu yang dimaksud di sini adalah 
korupsi. Korupsi di Indonesia dapat berupa memperkaya diri sendiri dan 
atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan 
ncgara. 

Korupsi dapat pula terjadi dalam bentuk orang dengan tuiuan 
rnenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suaru korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 
pac!anya karena jabatan atau keduc!ukan, arau sarana yang ada padanya 
karena jabatan alau kedudukan yang dapac merugikan keuangan ncgara 
atau perekonomian negara. 

Kasus korupsi dapat dikccualikan dari tindak pidana pencurian 
biasa. Karena korupsi memiiiki teknik dan tata cara yang bcrbeda. 

E. Kesimpulan 

Pembuklian yang sangar ketat pada kasus tuduhan pcrzlnaan iuga 
sangat ketat karena rnenyangkut harga diri dau nama balk yang dituduh 
dan bcrbagai akibat yang dtnmbulkannya. Pemelibaraan keadllan, 
kebaikan bsrupa harga <1iri dan nama haik mcrupakan salah satu tujuan 
syari'at Islam. Untuk pemeliharaan tersebut al-Qur'an mcnganrr alat 
bukri yang sangat ketat pula, 

Berdasarkan pcnjclasan di aras, terdapat peluang untuk diterapkan 
aturan tertentu sebagai bentuk pengecualian tcrhadap kctentuan um um, 
terrnasuk di dalarnnya pembuklian terbalik untuk kasus korupsi. Di sinl 
dikctahul bahwa prakrek korupsl nndakan kejahatan luar biasa karsna 
dapar meruglkan kehidupan bcrbangsa dan bcrnegara. Deng:m demikian 
perlu dilakukan iindak luar biasa 1111la. 

Pernberlakuan khusus pada kasus korupsi adalah karena pclaku 
memperoleh keuntungan secara tidak halal dari kekuasaan yang 
dimilikinya. Dapat pula discbutkan pelaku mengambil atau memperoleh 
sesuatu dal'i kekuasaannya. Jani t idak sama dengan tindakan pencurtan, 
yaitu sescorang mengambil sesuaiu yang hukan herada dalam 
kekuasaannya, Atas dasar ini pula pada korupsi diterapkan pembukrlan 
tcrbalik, bahwa pelaku ridak menyalahgunakan sesuatu yang berada 
dalam kekuasaannya. [adi dengan menggunakan teort istthsan beban 
pernbuktian terbalik perlu juga dianut sebagai salah saru beutuk bcban 
pembulktlan dalarn Islam. Di mana dalarn hal ini kejahatan teriadl dalam 
bcnruk pcnyalah gunaan kewonangan untuk rnemperkaya diri sendiri, 
yang orang lain di luar dirinya sangat sukar untuk mengetahuinya. 
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Regulasi hukum pidana dewasa ini y-dng telah dinnnuskan, haik 
pada hukum pldana Islam maupun pidana posifif menjadi menarik untuk 
ditclusuri lebih lanjut kettka keduanya dihadapkan pada suatu kejahatan 
yang menuntut adanya pcnyelesalan, dalam ha! ini adalah · tindak 
pcnganlayaan terhadap wan Ira ham Ii yang berimbas pada rnatinya janin. 

Ada heherapa hal yang mcndasar! mcngapa menartk untuk 
membahas sanksi hukum kejahatan tersebut tcrutama sekalt ketika 
muncul keeugganan-keengganan dari pihak korban untuk mclaporkan 
kcjahatan ini, padahal aspek ancaman sanksinya dinilai cukup tegas 
dan jelas. Menurut beberapa pengamatan terkini yang dilakukan olch 
Lembaga Survey Universiras Gajah Malla Yogyajakarta tcrhadap seluruh 
Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk Makamah Syari'ah di Provinsi 
Aceh padarentang interval waktu sejaktahun 2009s/d2012, balwia cukup 
mencengangkan ketika ticlak/belum diternukan adanya perkara kematian 
janin akibat pengantayaan terhadap wanita hamilyang terpanggil untuk 
dilaporkan sccara spcsifikolch plhak korban kc apararur pcnegak hukum 
(kepolisian. kejaksaan dan pengadilan], kecuali bcrdasarkan temuan dan 
proses pe'nyelidikail serta penytdikan darl ·pihak penuntut atati mclalui 

A. Peudahuluau 

Dr. Abdul Jalil Salam, MA 

KEMATIAN JANIN AKIBAT PEN~A.NIAYAAN 
TERHADAP WANITA HAMIL 

TElAAH ATAS SANKSI HUKUM DAN KEENGGANAN 
PENGADUAN DARi PIHAI<: KOR RAN 



inisiatif laporan pihak ketiga 
Kenyataan sc!anjutnya bahwa masyarakat atau korban yang murni 

meminra per!indungan hukum tcrkait kasus kernatlan janin akibat dari 
penganiayaan Lerhadap wanita hamil pun hamptr ndak ada, kecuali atas 
dorongan dan desakan lembaga swadaya masyarakat, llal ini terlepas 
apakah bersurnber dari persepsl lemahnya faktor pcngerahuan hukum 
masyarakat atau pun asumsi kekurang-beranlan masyarakat ttu scndirl, 
masih menjadi pertanyaan mendasar Jan perlu dilakukan tulisan khusus. 
Padahal dari aspek krimatologi, kejahatan terse but merupakan dclik yang 
tidak mungkin dtanggap sederhana clan bahkan diduga kuar memiliki 
anraman sanksi hukum yang relatlf cukup berat dan pasti, baik dalam 
hukurn pidana posit if rnaupun hukum pidana Islam. 

Dalaru rentang cmpat sampai lima rahun belakangan Statistic Crime 
Record [rekaman statlsktlk kejahatan) yang diupdate pada Desernber 
2012 oleh Lernbaga Riscrt Hukum Univcrsiras Jogjakarta mencatat cukup 
seringnya terjadi iindak keksrasan tcrhadap pcrcmpuan hamll yang 
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah nndak penganlayaan 
seperti yang dikemukakan dalam prepostsl tullsan ini. Pemicu terjadinya 
hal tersebut rnemang uuuunnya dlproycksikan karcna adanya prilaku 
menyimpang dirnana dianggap bahkan diyakini akan mcnlmbulkan 
alb apabila prilaku tersebut dilaporkau dan diketahui olch masyarakat 
umum, seperti pengambi!an dan penjatuhan ttndakanterhadap wanira 
ha mil yang dtsebabkan oleh faktor kehamilan di luar perntkahan yang sah 
yang bcraktbat gugurnya atau digugurkannya kandungan ataupun akihat 
dari suatu tindak perkosaan y- .. mg brutal.Meskipuu demtktan diskursus 
ini masih bcrbcntuk wacana yang menarik untuk diteliti dan dltelusur! 
lebih lanjut, 

Dari latar helakang singkat yang telah dipaparkan di aras, juga 
berangkat dari asumsi lcmahnya fakror pengetahuan dan kesadaran 
hukum masyarakat tcrhadap scluk beluk ttndak pidanadi atas, maka dapat 
dirumuskan parmasatahan yang hutuh dan menladl perhatian khusus 
da!am pernbahasan tulisan inl, yairu scbagai benkur: Bagaimanakah 
format penerapan dan proscdur tmplcmenrasi sanksi pada hukurn pidana 
positif dan hukum pidana Islam dalam mcrespou matinya [anin yang ada 
dalarn kandungan akibat penganiayaan tcrhadap wanna ha mil?. Apa yang 
meniadi faktor spesifik tidak terdapatnya pelaporan delik pidana ini oleh 
pihak korban ke pihak terkait dan hagaimana mcmbangun keyakinan 
plhak korban untuk melaporkanny.-1? 

Ren tang waktu penelusuran dan survey kasusdi lapangan difokuskan 
pada rindakan yang terjadi sejak medio Januari 2009 hingga Desember 
2012. Fokus tulisan lapangan sendiri terpusatpada melacak point pemicu 
dan latar hel.ikang akar pcrmasalahan yang menggiring absensinyJ 
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pelaporan dari pihak korban penganiayaan ke aparatur pemerinrah yang 
berwenang. 

Tulisan ini bertuiuan untuk menguraikan tentang kriteria berikut 
ketetapan-ketetapan dart hukum pldana positif dan hukum pidana Islam 
menyangkut delik pcnganiayasn tcrhadap wanita hamil }>ang berimbas 
kepada kcmarian janln hcrikur proscdur tmplemcntasl hukumnya. Di 
samping untuk menjajaki dan mengeksplorasi jcnjang tipologi sanksl 
hukum dari kedua slsrem hukum tersebut terhadap pelaku pnnganiayaan 
serta unruk menelusuri inforrnasi rerpendam rerkair faktor-faktor 
spesiflk tidak diadukannya jenis pidana ini secara langsung ke pengadilan 
atau ke aparatur berwenang oleh pihak korban. 

I lasil tulisan ini mempunyai manfaat penting dalam pendalaman 
sekaltgus berkontnbusi langsung rerhadap materifiqh jinayat: dan hukum 
ptdana posinf di Indonesia, tcrrnasuk dt Aceh secara khusus, baik pada 
masa sekarang maupun pada masa yang akandatang, Basil tulisan ini juga 
dapat mcmbcrikan kontrlbusi signifikan bagi pcngadaan dau pengayaan 
referensl rcntang persoalan fiqh jinoyat khususnya persoalan substansi 
dan escnsi sanksi hukum pidana positif dan pidana Islam rcrurama 
hagi Mahkamah Syarl'ah Provinsi Aceh ke depan. Di samping juga dapat 
menjadi bahan acuan bagi para pihak korban tindak kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) di Indonesia dalam upaya mencarl keadllan dan 
perlin<lungan hak-hak sipil clan legal mereka. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang 
dikernukakan di atas. rnaka dapat dikemukakan babwa jenis tulisau ini 
adalah kornbinasi selektif dari tulisan pustaka (library research), yaitu 
tulisan yang menggunakan fastlitas kepustakaan seperti buku, kitab atau 
majalah dengan mcnggunakan pendekaran kualitatif.tditarnbahrulisan 
lapangan (field research). rnclalul pcnclusuran dan pcnggallan mformasl 
di lapangan terkait objck tulisan deugan pcndckatan partisipctory 
research. Dalam tulisan ini dikaji bcrbagai somber kepustakaan dan 
disempnrnakan denganobservasi lapangan yang berkenaan dcngan pokok 
permasalahan. Pengkajian difokuskan kepada memahamt kererapan dari 
dua sistem hukum yang bcrbeda mcngcnai dclik penganiayaan terhadap 
wanlra hamil yang berlmbas pada kematian janin. Dalam tulisan ini juga 
dltakukan eksplorasi ke sasaran-sasaran stgnlfikan guna mempernleh 
Informasi akurat baik dari responden maup1111 pihak-pihak infonnan nan 
lembaga terkait. 

Jenis tulisan ini adalah perpatlu2n antara tulisan pustaka <lan 
tulisan lapangan, maka sumber data dalam tulisan ini adalah data yang 
dipcrolch baik di pustaka maupun di lokasi tulisan. 'J\tlisan ini fokus 
pada kajian tentang kritcria hcrikut kctctapan-kctcrapan dari huk-um 
oidana positif dan hukum pidana Islam mcnyangkut dclik pcnganiayaan 

i Soejon-o ~kanto, F'tn.q-or.car P,r.,ifrf~n iiukum, (i.11-'.aru; Ui·Prt.ss, 1 S8o1 h. 10. 
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rcrhadap wauita hamtl yang berlmbas pada kcmatlan janin. Sasaran 
difokuskan pula pada jcnis sanksi hukum dari kedua hukum rersebur 
bagi pclaku pcnganiayaan dirnaksnri serta fakror-fakror signifikan yang 
melatarbelakangi tidak dilaporkanannya ienis pidana ini serara langsung 
ke pengadllan a tau pihak yang berwenang oleh pihak korban. 

Dari sini dapat dirurnuskan asumsi awal tulisan ini bahwa delik 
penganiayaan wanita hamil yang mengakibatkan kernatian janin adalah 
delik odhoc (khusus) clan semi pengecualian, karena secara formil dan 
materil delik pidana ini tidak terurnuskan secara eksplisit don nyara balk 
pada aturan hukum pldana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang- 
undangan pidana positif di Indonesia. Hal ini berpcngaruh signifikan pada 
bcnruk penerapan sankst olch pengadilan rcrrnasuk mcmbuka peh1ang 
munculnya kcengganan dari pihak korban untuk mclaporkan diri. 

Proses pcngumpulan data dalam tulisan ini dllaknkan dengan 
mcmanfaarkan bcbcrapa tcknlk pcngumpulan data yang laztm dlgunakan 
dalarn mctode tulisan pustaka clan lapangan.yairu srudi dokumentasi dan 
eksplorasi Japangan yang digandeng dengan analisis kornparasi. Teknik ini 
dipakai untuk mcmperoleh luformas: yang memperkaya data. Dukumen 
y~ng dipelajari clan di relit i adalah literatur-literatur lentang ketetapan- 
kererapan dan dnktrin-rloktrln yang dihasilkan dari hukum pidana 
posit if rlan hukurn pidana Islam, berikut karya-karya yang menielaskan 
tentang jenis sanksi hukurn dari kedua sistim hukum terse but bagi pelaku 
delik penganiayaan. Termasuk juga buku-bukuyang setama ini meniadt 
rujukan masyarakat dalam mernaharm tindak pidana tersebur. fksp/orosi 
Parsiputori yang dilakukan dengan mendatangi beberapa pthak tcrkatt 
seperti pihak pengadilan clan penjernputan bola ke pihak keluarga korban 
dan menggali informasi darlpihak lembaga swadaya masyarakat dimana 
pihak korban mengadukan perrnasalahan mcreka. 

Keseluruhan data yang dipcrolch dan dikumpulkan dalam 
berbagai teknik pengumpulan data scbclumnya dianalisis mclalui 
peudekatananaltsts kualitatlf dcngan cara bcrfikir indukti], dedukti] dan 
komparatif ckploratori{. lnduktif adalah pcugambllan kesimpulan dari 
pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bcrsifat urnum, 
metode ini digunakan untuk menganalists kasus kernarian janin akibat 
penganlayaan rerhadap wanna hamll.' 

Tuiuan dart tuttsan iui adalah untuk mcnjadikan penemuan lapa11gan 
lcbih dikcnal olch masyarakat luas, membPrikan gambaran dasar 
mengcnai topik bahasan, menggeneralisasi gagasa.11 da11 mengembangkan 
reori yang hersifar renratif, membuka kemungkinan akan diadakonnya 
lulisa.11 lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta rnenentukan ceknik 
dan arah yang akan digunakan dalam tulisan berikutnya. 
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3 A!:d~ Qa!d!f 'J\u.Ja.li, <.'!·'!Us;rn'! al·Jir.a't al-!rlam1. (Ecit'.J..:: Oe!'-ol·K:to.b o.l·':\.rob1,. t.th). h, 6 
4 AbJul A1J1i111 bin Badawi al-Khalaf, al-Wajiz, Pondnon Fioib Ungkap, (terj. 

!earn Tashfiyah LIPJA-Ja.~ana), (llogor: Pusraka lbnu K•tsir, J 999). h. 766· 769. 
s \Vahbah al-Zuhaili, .~I-FitJh ul-lsf(Jflli ... , h. 5675. 
6 Muhammad lbnu Ahmau al-Khatib al·Sy>trbaini, Muyni ul-Muhwj, (!>iesir. 

Mustaf.l al-Bab al-Halabf wa l\ul;;d, 1958), h. 6. 

Abdul Qadir 'Audah dalam al-Tosyri'i al-jina'i al-lslami, mcngatakan 
bahwa dalarn liukurn pidana Islam istilah penganiayaan tirlak dikenal clan 
dipakai, yang ada dalarn hukurn pidana Islam adalah jarimahjjinayah 
tcrhadap selam jiwa. l.lcliau mcnycburkan bahwa jinayat: terhadap tubuh 
hisa herupa al-syijjaj, rlan at-jurh.al-Syljja] adalah pclukaan terhadap 
orang lain pat!a bagian kepala dan wajah sedangkan ol-jurh arlalah 
pelukaan terbadap anggota rubuh/badan orang lain.' 

Abdul A-zhim bin Badawi al-Khalaf al-Wajiz dalam Panduan Fiqih 
l,engko/), msmbagt jtnoyan rerhadap tuhuh menjadi tiga macam, yaknt: 
1) ul-syijja], yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka [secara khusns}, 
2) al-lurh, yairu pelukaan yang mengenai badan, rerrnasuk pelukaan 
yang menembus rongga, 3) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti 
buta, tuli, dan schagainya.' Wah bah al-Zuhaili dalam al-Fiqi: al-tstami wa 
atlillatuhu, menyatakan bahwa pada dasarnya delik }',tng mengaktbatkan 
kernatian terklasifikasi menjat!i dua golongan, y.1itu: a) Pernbunuhau yang 
dihararnkan: yakni setiap pernbunuhan karena ada unsur permusuhan 
dan pcngantayaan. b) Pcmbunuhan yang dibenarkan: yakni setiap 
pembunuhan yang tidak dilatarbelakangt olch pcrrnusuhan, misalnya 
pembunuhan yang dilakukan oleh algo]o dalam melaksanakan hukuman 
qishash? 

Muhammad tbnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini dalarn Mu_qni al- 
Muhtaj,mcngklasiflkasi scbab-sebab pcngamayaan yang rnematikan 
kapada riga macam, yairu: 1) Sebah Hissiy (pcrasaan/psikis) scpern 
paksaan untuk mernbunuh. 2) Sebab Syar'(v, seperti persaksian palsu y.mg 
membuat terdakwa terbunuh. keputusan hakim untuk membuat seseorang 
yang diadlHnya dcngan kcbohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) 
untuk mcnganiaya secara sengaja. 3) Schab 'Ulfl)I, scpcrtl menyuguhkan 
makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau mcnggali 
surnur lalu tidak rnenurupnya sehingga ada orang terperosok dan mati.4 
Andi Harnzah dalam Kutnus Hukuttt Pidanu mengarakan bahwa delik 
penganiayaan dalam tatanan hukurn termasuk suatu keiahatan, yaitu 
suaru perbuaran yang dapat dikcnai sanksi oleh undang-undang. Pada 
KUHP hal ini disebur dengan "penganiayaan", tctapi KlJHP scndiri tldak 

B. Makua Peuganiayaan dan Pembuuuhan 
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rnernuat arti penganiayaan tersebur serara spesifik.' 
Leden Marpaung dalam Tindak Pidana Terhadap Nyav/a, mernbagi 

riga unsur atau faktor pada dclik pidana yang bcrhubungan dcngan kasus 
guguruya kandungau, yaitu: l) Jc111in. 7.) lbu yo119 me119andun9. 3} Pi/wk 
ketig11, yaitu yang terlibat pada pengguguran rersebut. Tujuan Pasal-Pasal 
rersebut adalah untuk melindungi janin. Perkataan "gugur kandungan" 
tidaksama dcngan "matinya janin''.Kemungl..inan, janin dalam kandungan 
dapar dibunuh, rnnpa g11g111: Namun pcrnbuat undang-undang dalam 
rurnusan KUHP. belum meurbedakan kedua hal tersebut," 

Untuk mengetahut suatu perbuatan itu dapar dipandang sebagai 
jarimah dan pelakunya blsa dikcnai pertanggungjnwaban ptdana 
haruslah apabtla telah terpenuhi 3 [tiga} elcmcn prinsip, yaitu: 1}. unsur 
[ormil, yaitu adanya kerentuan arau aruran yang mcnunjukkan larangan 
terhadap suatu perbuatan yang diaucaui hukuman. 7.) Unsur materiil, 
yaitu adanya perbuatan yang melawan hukurn baik itu perbuatan nyata- 
nyata hcrbuat atau sikap tidak bcrbuat. 3) Unsur mortl, yaitu unsur yang 
terdapar pada pelaku. Seperti hahwa pclaku iarlmab haruslah mukal/af. 
yaitu orang yane dapar <limintai perranggungjawaban rcrhadap jorimah 
yang dilakukaunya.' 

Secara urnurn, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
"pcngantayaan", Penganiayaan yang dlarur KUIIP terdirl dari: 1) 
Penganiayaan )'ang bcrdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas: 
a. Penganiayaan hiasa. b, Pene;iniayaan y:me mengakibatkan luka herar. c. 
Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mat i. 2) Penganiay.ian iinvn 
yang diarur oleh Pasal 352 KUIIP. 3) Penganiayaan berencana yang diatur 
o\eh Pasal 353 I<Ul!P. dengan rincian sebagai berikur: a Mengakibatkan Iuka 
herat b. Mcngakibatkan korbannya mati. 4) Pcnganiayaan be rat yang dlatur 
oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagal berikut: a. Mengaklbatkan !uka 
berat, b. Mengakibatkan korbannya rnati. Terakhir 5) Pengantayaan berat 
dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP <lengan rinrian sebagai 
bcrlkut: a. Pcnganlayaan berar dan bcrcncana b. Penganlayaan berat dan 
berencana yang mengakibatkan korbannya rnati, 

Pcngaturan KUHP mcngcnal "gugurnya kandungan" yang dijadikan 
acuan adalah sebagai berikur: l} Pengguguran kandungan oleh si ibu. 
2) Pengguguran kandungan oleh orang lain ranpa izln perempuan yang 
rnengandung. 3) Pengguguran kandungan dengan izrn perernpuan yang 
mcngandungnya." 

1 Meli H.imzah, Kamus H11k1in1, (/.ikaria: Ghalfa Indonesia, 19!16), h. 144. 
S I.eden ~iarpaung, Tindaf. Pidanu Te.rhada111 l{_ycn•·a dan Tub:th: Pt:n1berantasar. 

cfm1 f'rew,;.sinfa, tJaJ:ana: Slnar Urafika, 2002), h. 46 
9 A. Hanan,Asas -.4sasHukum Pidana Islam, ( Jakarta: Bu Ion Bintang.1986 ),h.Si. 
lO I.don Marpaung, Timluk l'idunu,-, h. 41\. 
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Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang 
sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati 
rnendapatkan satu ruacam tiudak pidana yang hcrlanjut, yairu tindak 
pidana penganlayaan yang mengakibatkan Lindak pidana psmhnnuhan, 
demikian juga dalarn hukum pidana positif. 

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di smi, yaitu tentang 
penganiayaan terhadap ibu hamil yang meugakibarkan kemarian janin, 
dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku jclas mcrupakan scbuah dclik. Baik itu dtpandang dari segi hukurn 
pidana Islam maupun dari segi hukurn pidana positif Dalam kasus tersebut 
terdapat satu macam delik yang meugaklbatkan dua perisriwa ptdana, 
yang pertama adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ihu 
dan yang kedua adalah kcmatian janin sebagai akibat dari penganiayaan 
rersehur. 

Di samping hal tersebur, kasus rersehut rnlah lcngkap mcngandung 
unsur-unsur yang telah disebutkan di alas. Sehiugga apabila ada orang 
yang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan 
aturan yang telah '1itent11kan masing-masing sistern hukum, 

Kedua sistern hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari 
segi tindak pidana perbuaran yang dilakukan dalam kasus itu merupakan 
deltk pengantayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalarn 
merumuskan [cnis dari ttndak pidana tersebur ada beberapa perbedaan. 

Hukum pidana Islam membagl penganiayaan mcnjadi berbagai 
jenis. Pembagian tersebut berdasar be a Luk perbuatan serta aklhat yang 
ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum 
pldana Islam mcmbagtnya bcrdasarkan sifat dari perbuatan rersebut. 
Secara gads besar penganiayaan dalam hukum Islam tcrbagt aras jinayah 
al-utra], osy-syiija], serta al-jiroh, sedangkan pernbunuhan tcrbagi aras 
uutl al· 'amd, c1all syiblt 'umd serta qotl khnta'. 

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan 
atas berat rtngannya tlndakan, aktbar yang ditimbulkan serta unsur- 
unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlcblh dahulu dan lain 
sebagainya. 

Kasus yang dikemukakan dalarn pernbahasan kali ini dilihat dari sei;i 
tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikkan 
ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya cfapat clilihat dari akibat yang 
di derita oleh si ibu, apakah ilu berupa Juka·luka, Lurpotung anggota 
tubuhnya, atau Iuka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima o!eh 
pelaku juga terg,mtung '1ar! akibat yang diderita si korban. 

C. Sanksi Pcnganiayaan dan Pembunuhan Serra Keeugganan 
Korban Pengantayaan Untuk Melakukan Pengaduan 
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Kemudian mengenai tinclak piclana pembunuhannya pun menurut 
hukum pidana Islam dalam mengkatagortkan [enlsnya juga harus melihat 
sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh st 
janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu barn dapat diientukan 
[enis hukurnan yang harus diterima oleh pelaku. 

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman 
hagi pclaku pcnganiayaan yang tcrtuang dalam al-Qur'an maupun 
beberapa hadls yang telah dikernukakan pada pembahasan sebelumnya 
dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik 
pcngantayaan, yang besar kecilnya tergamung dart tlngkat penganlayaan 
itu sendiri. Hukuman tcrscbut adalah berupa oisas, diyat, ta'zir serta 
kifamh. Pnnerapan dari sanksl tersebut dtsesuaikan pada henrnk dari 
kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhau sauksi 
hukumannya lebih berat lagi, yairu hukurn qisus dengan cara mernbalas 
mcmbunuh pelaku dclik pembunuhan, hukum qisas ini dllakuknn oleh 
wall si korhan (wo/iyod-domJ. Akan retapl selain sanksi qisostcrscbutbagi 
waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sankst huknman bagi pslaku, 
yaitu antara hukurn cisus atau mengambil tliyut: atau bahkau mernaafkan 
pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara 
scngaja dasar darl hal tcrscbut adalah 

Sedangkan pelaksanaan diyat: dengan cara meuyerahkan sejumlah 
harta kepada wali si korban sesuai de ngan keternuan ya ng telah dlteiapkan 
oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau 
juga dart 'aqi/ah. Unruk pembunuhan sengaja diyat diarnbilkan dari 
harta kckayaan st pclaku, scdangkan untuk pembunuhan serupa dengan 
sengaja atau pcmbunuhan karcna kesalahan ditanggung olch 'aqilch, 

Dala111 hukum pidana posit if. keteniuan sanksi hukumau bagi pelaku 
penganiayaan disertakan dalam pasalyang rnengatur ketentuan mengenai 
pengantayaan itu sendiri, yairu pada l'asal 350-351 KUIIP. Dalarn pasal- 
pasal tcrscbur tcrmuat ancaman hukuman bagi pelaku pengantayaan 
sesuai dengan jenis pengauiayaannya, sanksi hukuman tcrscbut bcrupa 
hukuman pcnjara scrta hukuman denda. Dalam hal dclik pcnganiayaan 
ini tit.lak ditetapkan aclanya hukutnaJt rnaLi, !<arena huk11man 111a1-; dalam 
ha! kejahatan hanya ada dalam del!k pembunuhan, itupun tidak semua 
pcmbunuhan diancam dengan hukuman mati. 

Dalam KUH Pancaman hukuman mati untukdclik pcmbunuhan hanya 
pad a jenis pembunuh.rn berencana yane rernrnng dalam Pasal 340 KIJH P 
dengan a1Kama11 hukuman mati atau penjara seumur hitlup atau penjara 
sciama-Jamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan 
sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima bclas cahun, yaltu pada 
jenis penganiayaan berat clan be1'encana yang mengakibatkan kematian 
si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHi' selain mengatur 
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Raik di dalam hukum pidana Islam maupnn pidana positif rclah 
dirurnuskan lEmt,ing sanksi hukurnan bagi seliap perbuatan y,me 
rnelawan hukurn. Mengenai delik penganiayaan terhatlap ibu harnil 
schlngga mcngaktbatkan kcmanan [anln yang dikandung apabiln dtnnjau 
dari kcdua slsrem hukurn, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Pcrsamaan 
tersebur terletak pada rnasalah pernberian pidana serta tujuan dari 
diadakannya sanksi ptdana, yattu bahwa dengan adanya hukuman atau 
sankst pldana sarna-sama bcrtujuan untuk menogakkan hukum dan 
memberikan perlincinngan serra pengayoman kepada masyarakat serta 
individu, 

Dari pernaparan di aras dapat difaharnibahwa delik penganiayaan 
wanna hamil yang mengnktbatkan kematlan janin adalah delik adhoc 
(khusus) dan semi pcngccuallan, karena sccara formil dan matcrll dclik 
pidana ini tidak tcrumuskan sccara eksplisit dan nyata bark pada aturan 
hnkum pldana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-undangan 
pidana positif di Indonesia. Hal ini berpengaruh signifikan pada bentuk 
penetapan sankst terrnasuk mernbuka peluang munculnya keengganan 
dari pihak korban yang mcmahaml hukum sendiri untuk melaporkan kc 
pihak berwenang. 

Dilambah lagi pernicu terjadinya keeugganan pihak korban 
untuk melaporkan kasus pcnganiayaan wantta hamil yang berakibat 
pada matinya [anin umumnya dilatarhelakangi oleh adanya prilak,1 
rnenyimpang dimana dianggap bahkan diyaldni akan me11i111hulkan 
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan clan diketahui oleh masyarnkat 

D. Penutup 

peuganiayaau berat dan berencana yang mengakibatkan Iuka berat 
dengan ancaman hukurnan penlara selama-lamanya dua belas tahun. 

Bcrdasarkan pada kctcntuan hukuman dari kedua sistem hukum 
tersehur rerrlapat perhedaan jenis hnkuman untuk delik penganiayaan 
rnaupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum 
pidana positif. sedangkan dalarn hukum pidana Islam tidak mengenal 
adanya hukuman penjara. 

Dalarn hukum pidana Islam, hukuman mati mcrupakan jenis 
hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan 
dengan sengaio, yang disebut dengan qisos [pembalasan]. Di dalarn 
qlsas tcrdapat hak manusla yang bcrkaitan dengan kcpcnttngan pnbadt 
seseorang dan hak rersebut lehlh kenrara. Sehingga penctapan tcrhadap 
suatu hukuruan dapat digugurkan apabila piliak wall korban memaafkan 
pelaku kejahatan tersebut. 
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Daftar Kepustakaan 

urnum, seperti pengamhilan dan penjatuhan tindakan tcrhadap wanlra 
hamil yang disebabkan oleh Iaktor kehamilan di luar pernikahan yang 
sah atau akibat dari suatu tindak perkosaan yang brutal. Di sarnping hal 
ini bersumher dan tidak terlcpas dart dart lemahnya faktor pengetahuan 
hukurn masyarakar dan kekurang tcrtarlknya masyarakar im sendiri 
untuk melaporkan kasus tersebut. 

Dari fcnomena di ates dirasa perlu untuk 111e111ba11gu11 kesadaran 
hukum masyarakat demi unruk melindungi hak-hak konstitusional 
rnereka dan melepaskan mercka dari belenggu keterbelangan 
pengetahuan hukum. Bagi perneriutah, melatui lembaga-lembaga tcrkait, 
agar menyusun kebijakan yang lebih kornprehenstf dalam melindungi 
dan mcmhori rasa aman, sehingga masyarakat tidak terkunggung oleh 
pen lrnbangan rasa malu yanglcbih dikedepankan ketimbang menemukan 
penyelesaian kasus yang mereka hadapi. 
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Pemegang p1mm urama kewenangan dalam persidangan di 
peugadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa 
di dalarn sistem peradilan. Dengan wewenang tersebut, menimbulkan 
konsekwenst bahwa kcpada hakim dituntut tanggung [awab yang tinggi 
dalam melaksanakan tugas meuegakkau hukurn clan keadilan, dengan 
ridak mernbeda-bedakan orang sebagaimana lafal surnpah hakim yang 
diucapkan sebelum mernangku labatannya. 

Tugas dan fungsi hakirn dlarur dalam Undang-Undang Nomor 48 
Tahun ;!009 Tenrang Kekuasaan Kchakiman, discbutkan bahwa rugas 
pokok hakim yaitu memeriksa. mengadili, dan memutuskan perkara. 
Hakim harus bertanggung jawab alas penetapan clan putusan yang 
dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus 
berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan bcnar, 

Tugas hakim didalam parrtmhangan putusannya tldak hanya 
menentukan spa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan [uga 
norma hukum. Apabila unruk memecahkan suaru 'masalah tidak dijumpai 
aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah rersebut harus 
dicari didalam dokrrin hukum, dan nilai moral dengan mernatuhi kode 

A. Pendahuluun 

. . . 
Oleh: Edi Yuhermansi•ah, SHI., LL.M 

PlDANA DENDA SEBAGAT SA.NKST ALTERNATIF . . . .... ' 
STUD I TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN 



z Sudikno ~1e.nokusumo. l'tnin~ru:u: Hukun: Sebuch Pt:ngun!w, (Yogyi?karta: 
Lihcrty, 200?). h. 89 

1 ·11m Psikologi Universitas ludoncsia, l.aporan Analisls P~ndJdiknn Hagi C,-,!on 
Hakim Rf, Depok. februeri 2010.11. 67 

etik tlan pedoman perilaku hakim. Karakteristik hakirn yang memenuhi 
kualtflkasl hakim yang ideal haruslah hakirn yang adil, teguh, mampu 
mcngendaltkan dtri, bijaksana clan berpengernhuan luas, bcrakhlak 
mulla, mampu mcnata dan mengelola proses kcrja dan perlengkapannya, 
komuuikatif mampu memimpin dan dipimpin, serra menjalankan tugas- 
rugasnya secara optimal'. 

Pada dasarnya, putusan hakim diadakan untuk menyclesaikan suatu 
psrkara bingkai tcgaknya hukum clan keadilan. Para penrari keadilan 
(the seeker of justice) rentu saja berharap bahwa putusan seorang hakiru 
benar-benar memenuhi rasa keadilan. Akan tctapi guna mewujudkan 
putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tenrunya 
ridaklah mud ah. Tcrkadang dalarn beberapa putusauhakim menimbulkan 
pertanyaan diherbagai kalangan. 

Sela in itu, setiap putusan hakim harus berdasarkan fokta yang jelas, 
l'akta memegang peranan penung dalam sctiap putusan haklrn. Oleh 
karena itu, dalam memuruskan perkara pasti memhutuhkan fakta hukum 
dart suaru pcrkara, Purusan hakirn akan adil jika berdasarkan fakta yang 
benar, Dengan demikian, hukum ttdak akan bisa diputus dengan adil jika 
fakta hukum udak ada. lni sangat berkattan pada berlakunya h11ku111 
pidana, atau yang Jebih dikenal dengan lsrtlah asas legahtas, 

Dalam konteks hubungan fakta hukurn dengan purusan hakirn, rnaka 
jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan arau dakwaan- 
dakwaan pihak penurur umum dalam perkara piclana menjadi terbukti 
atau tidak terbukti. Fakta hukurn mcrupakan sisl das sein sebuah putusan 
hakim. Tan pa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakirn 
(there arc not facts, no j11cf..qe's decision). 

Menurut Sudikno Mcrtokusumo, perneriksaan perkara oleh hakim 
pada urnumnya mengikuti hoberapa rahapan.' 
1. Mengkonstatir fakta-fakra, yang diartlkan sebagal menyimpulkan 

fakta-fakta atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tldaknya 
tcrdapat perisnwa konkret. 

2. Mcngkualifisir perlstiwa yang berarti mengclompokkan/ 
menggolongkan pensnwa konkret yang telah dllakukan pada tahap 
pertama, termasuk stau dlgolongkan pada peristiwa hukurn apa, 
[ika digolongkan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan/ 
pelanggaran clan jika digolongkan pada hukurn perdata apakah pada 
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Oleh karena nonna hukurn merupakan bagtan dari norma sosial. 
Dalarn hubungau ini, J.J.H. Rruggink menegaskan bahwa norma hukum 
(rechtsnorm) menunjuk pada proposisi rfari suatu aturan hukum 
(rechtsregel), sebab arri dart suatu aruran hukum itu harus dltaurkan 
pada isi normanya, dengan catatan: Pertama, isi norrna merientukan 
wilayah penerapannya. Keduo, isi kaidah bcrbanding terbalik wilayah 
penerapannya.' 

Uiantara beberapa bentuk pidana pokok, pidana denda mcrupakan 
[enis pidana yang sangat [arang dtiatuhkan oleh hakirn. Karena hakim 
lebih cenderung msnggunakan pcnjara atau kurungan (perarnpasan 
kernerdekaan) dalarn putusannya.' Padahal penggunaan pidana 
perampasan kemerdekaan terkesan "bores". bahkan dunia intcrnaslonal 
dcwasa ini relah memuiai untuk untuk sejauh rnungkin menghiudari 
penjatuhan pidana pcnjara dcngan menerapkan kebijakan selektif dan 
limitalif.' 

Beberapa hasil penelitian di luar negeri maupun di dalam ncgcri 
scpern yang dilakukan oieh Roger 1 lood, Hall Williams. l\.~I. [ackson. dan 
Sudarto secara umum diungkapkan bahwa ada tanda-landa pidana denda 
lebih berhasil atau lehih cfcktif dari pada pidana peniara atau kurungan." 
"Qiwelibet poenu. corporalis. quanvis minima, majorest quaelibc« poena 
pccmriaria" (bagaimanapun ringannya suaiu ptdana badan, akan lebih 
bcrat daripada pldana denda),' peribahasa latin ini menggambarkan 
hagaimana pandangan masyarakar mengenai kedudukan pidana dencla 

3 JJH. Brugging. Rejf~ksi Tenmr.g Hukum: Pengertiun-Pengertian Dasur Duiom 
Teori llufom,Alih Bahasa ArietSidharta, (Bandung: Citrai\ditya Bakti, 1995),h. 87-SS 

•1 Su~~iJOflO AR . p,,,:lxu1.-a1t ?k!o.,.a Denda dt /t:«JlitJ:tl. PJ«.J.k": [;.;r.,..-la s.t~agal Sa,W.:i A#t.nsa.:Jj. 
(1.l~r""...t: P.!pa; Suu.r Sit.WU. '2012), h.. 10. 

s Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan yang sclcktif dan limitatif dalam 
pcuggunaan pidana penjare.tidak hanya berani hams ada penghernatan dan pernbatasan 
pidana penjara yan~ dirurnuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi [uga 
harus ada peluang bag1 hakirn untuk rnenerapkan piduna pcnjara itu secara setek1if 
tlaa lin1italif. lni OCn:uti harus pula t1;1sediajeni.i/tindakan a1temattflain yang bersifat 
-'non·CUstodial". Ltha1 Oarda Nawawi ArieC Bunga Rampai Kebijufon Huforr: 
Pidunu, (Bandung. Cilia Aditya Be!ni, 2002), h. 234-235. 

6 l)\\.i l:nd11 Nurha~"'Jti, -si~ml Pidam Dtonda. d3J°NII Kcbij~\;",1(1 i~isla1i( di lr.d..v~~ia .. , Tc.ti! 
?10-i;w:n t'~j:ull.l l1m1J Hul.: ... 11\.. (~«~1,tr.g· ti:1iversitl( O:f'..cmce.x.o. 2C<l9}. h.. l 

7 Andi H~mzcli, S!stcm Pida11a don Pemida11M11 di lndones10, (Jakarta: Prn<laya 
Paramita, 199.)), h. 1. 

peristiwa hukum yang bersumberkan pada undang-undang atau 
pcrjanjian. 

3. Mengko11sri,usika11 pcrisriwa hukurn adalah tindakan hakim untuk 
menentukan haknya, memberikan keadilan atas suatu hubungan 
hukum antara peristiwa hukum dan subyek hukum, 
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3 Andi Hamzah, Sistem Pidana ... , h. 53. 
~ San.k!i p!da.11. mnl ,crab d1ktr1il scji'..; z:s.iun Xibi ~.luu {,t./c,:iJ/1~\l l~i;s1v!r.g), S. R. Su.nruri dm 

J'J.i.fg!WCtn ~!'-Wlpt:n;.. H:tbu'f'I f>e.JJI.:;:,ufa._ ~ h.. ~ t. 
iOAn<li Htun? . .nh, SisU.'nJ Pi<Junu ... , h. 14, 

Pidana denda tcrtuju kepada harra hcnda orang bcrupa kcwajtban 
mernbayar sejumlah uang iertentu. Di antara jenis-jenis pidana yang 
ccrdapar di dalam KUIIP jenis pidana derula rnerupakan pidana tertua,3 
lcbih rua dart pidana peniara, bahkan ada yang menyebut setua pidana 
mati.? 

Pana zaman kcrajaan Majapahit, sanksi pidana denda brasanya 
dikenakan pada kasus-kasuspenghtnaan arau pencurlan dan pemhunuhan 
binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar 
atau kccilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang 
dipcrbuat, yaitu dapar diperinci sebagal berikut: 1) berdasarkan kasta 
orang yang bcrsalah, dan kcpada siapa kcsalahan rersebut diperbuat; 21 
berdasarkan akibar y;,ng dldertta oleh orang atau hinatang yang tcrkena: 
3) berdasarkan perincian a11ggola yang terkena: 4) bardasarkan wakru 
berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan mat orang yang berbuat salah; 
6) hcrdasarkan jcnis barang/btnatang yang meniadi obiek perbuatan. 
Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menladt 
hamba atau budak dengan menjalaukan segala apa yang dipcrintahkan 
tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi rnaka serlap saat ia dapat 
berhenti menjadi hamba Dan yaJlf; herhak menerapkan berapa lama 
seorang yang bersalah itu mengharnba untuk melunasi hutang dendanya 
adalah raja yang berkuasa, :o 

Pidana dcnda juga dikcnal di bcbcrapa masyarakat rradlslonal di 
Indonesia. misal di daerah Teluk Yos Sudarso [lrian [aya) sescorang yang 
melanggar ketentuan hukurn adat dapat dikenakan sanksi anrara lain 
mernbayar denda berupa rnanik-manik atau beker]a untuk rnasyarakat. 

13. Pidana Denda dalarn Sejarah dan Pandangan Abli Hukum 

jika dibanding dengan pidana penjara. Sekallpun hams diakui pendapat 
yang mcnyoroti kelernahan atau segi negatif pit!ana deuda, yaitu lebih 
menguntungkan yang kaya, scmakin menempatkan pidana denda pada 
posisi yang le mah dibanding pidana penjara (pcrampasan kemerdekaan). 

Karena itu, perkembaugan murakhir dalam hukurn pidana 
khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana denda yang menjadi 
trend arau kcccnderungan dunia Internasionul adalah berkembangnya 
konsep untuk mencari altcmatif dari pidana pcrampasan kemerdekaan 
(alternative to imprisonment) dalam benmknya scbagai sanksl altcrnatlf 
(alternative sanction). 
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Di Tapanull, [ika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan 
kcluarga dari yang terbunuh mcnyerahkan untuk dijatuhi pidana mati, 
maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di Minangkahan, dikenal 
hukum balas-mernbalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga hams 
dicurahkan darahnya. llal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk 
Ketcmanggungan, cksckusl dilaksanakan di muka umum dengan cara 
ditikam." 

Di Bali, dahulu dencla dibedakan atas "danda" dan "dosa". "Danda" 
adalah sejurnlah u a ng yang diken .. kan kepada seseorang yang melanggar 
suatu kctcntuan (awig-awig) di banjar/desa, sedang tdosa' ialah scjumlah 
uang rerrenru yang dikenakan kepada krama baniar/desa apabila tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana 
denda itu rnaslh berlaku hlngga saat ini dan merupakan bagian dari 
jenis sankst adat yang tercantum dalam awlg·awig desa. retapihanya 
dikcnakan kcpada seseorang yang rnelakukan pelanggaran, dan bila 
rsrhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.U 

Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana 
adat tetap tidak mengalamt perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda 
(VOC) masuk wllayah Indonesia. Sejak itu clualisme dalam tata hukum 
yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli hidup di hawah 
kekuasaan hukurn adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan 
hukurn Belanda." 

Untuk mengatasi adanya dualismc KUHP yang berlaku di wilayah 
Indonesia, maka Pcmcrintah Rcpublik Indonesia mcngcluarkan Undang- 
Undang Nomor 73 Tahun 1958 (L.N.1958 No. 127) t<!nggal 20 September 
1958 yang mulai berlaku tanggal 29 September 1958 dengan menegaskan 
bahwa Undang·Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh 
Indonesia. Jadi tugas utama Undang-lJndang Nomor T!i Tahun 1 'J58 talah 
untuk rncmpersarukan kembali beberapa macam hnkum pidana materiil 
(mengadakan unifurmitus) t!engan rnemberlakukan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 19,16 untukseluruh Indonesia" 

Dengan berlakunya asus uniformitas hukurn pidana, uiaka 
penggunaan ptdana denda sebagai saran a penanggulangan tmdak pldana 
di bcrbagai masyarakat adat juga herlalm uniformitos, karcna sanksi 
pidana danda merupakan bagian darl stelsel pidana di dalam KUHP 
(W.v.S) yang masih tetap berlaku hingga sekarang. 

Namun perlu dicatat, keberadaan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 
1958 tidak bcrarti mcnghapus eksistensi hukurn pidana adat (termasuk 
sanksi pidana denda], melainkan ekslstensinya ietap diakui sebagai 

11JlU I> 1;,111. 
12 I.MadeWidnyru1a,Kapi1uSi'l~k1<>Hu.h.111Ad<11,(Bandung,Eresco, 1993),h. 19-21. 
1.3 U!s~Cht, Pc~lfgr.r.:a, ii'nrr, Hu.!:.1:m. , h. 22.3 
14/b:d h 1 
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t-.font:llCU pat!~ pangerttan "sistcm pcmidanaan", maka hakikat dart 
sis tern pidana denda adatah mencakup keseluruhan kercnruan pcrundang- 
undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan sccara 
konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana ( denda). 

Scbagai konsckucnsi logis dart karaktertstik tersebut, rnaka sudah 
barang tentu straregi kebijakan fungsionalisast/pencgakan ptdana denda 
berbeda dengan [enis pldana yang lain. Da lam kaitan ini Barda Nawawi 
Arief rnengatakaru" 

"Dalarn menetapkan kebijakan legislattf yang berhubungan dengan 
pclaksanaan (opcrasionalisasi/fungsionalisasi) pldana denda perlu 
dipcrtimbangkan antara lain mengenai: 

l. sistern pcnerapan jumlah atau bcsarnya ptdana denda; 
2. batas waktu pslaksanaan pembayaran denda; 
3. tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapar menjamin 

rerlaksananya pernbayaran denda dalam hal terpidana tidak 
dapat mcmbayar dalarn batas wakru yang telah ditetapkan: 

4. pelaksanaan pldana denda dalam hal-hal khusus (misalnya 
terhadap seorang anak yang belurn dewasa atau belum bekeria 
dan masih dalam ranggungan orang tua): 

5. pcdoman atau knrerta untuk menjatuhkan pidana denda. 
tS~ii:!edtdsn Ou.1a ~?l""!t\\1Ar~i, T€0ift-r.-Ol't P~mida.OY.,a-" • ll. lSl 

C. Sistem Pidana Denda 

Dengan tlemikian, cksistcnsi sanksi pidana denda ridak hanya 
yang rerrnuat di dalarn stelsel pidana K!JHP [Pasal 10 KllHP) mclalnkan 
terdapat pula di dalarn hukum pidaua adat, sesual keterapan l)ndang- 
Undang Nomor l Ort. 1951. 

hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Un dang· 
I.Jndang Nornor 1 Dfl.19~1.y;mg di dalam Pasal 5 ayat (:{) sub b bcrbunyi: 
•· ..... bahwa suatu perbuatan y;ing menurur hukurn yang hidup harus 
dianggap perbuatan pldana. akan terapi tiada ban<lingannya dalain Ki lab 
Hukum Pidana Sipil, rnaka dtanggap diancam dengan hukuman yang tidak 
lebih darl 3 (tiga) bulan pcnjara dan/atau dendaRp. 500,000,· (Llmaratus 
rupiah), yaitu sebagai hukuinan pengganri hilamana hukuman adat yang 
dharuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum .... Bahwa, Bilamana 
hukurnan adac yang dijatuhkan itu rnenurut pikiran hakirn rnelampaui 
hukuman kurungan arau dcnda yang dimaksud di aras, maka ... terdakwa 
dapat dikenakan hukuman penggantl setinggi IO (sepuluh] tahun pcnjara, 
dengan pengertian bahwa hukuman adat yang .... udak selaras lagi dengan 
zaman senantiasa diganti se-perti tersebut di atas" 
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17 At.di lf!.ln1il'\, t'uOO,,dmg.~-,, ltllkum nic!ar,a Btblr.l.tXJ Ntg(:la ... h. 16-r;. 
18lbld. h. !7. 

a. Kesalahan dlnyatakan dan dikonversi dalam dalam ptdana 
penjara menu rut hari: 

b. Denda harlan diperhitungkan sesuai dengan psndaparan per 
bulan terdakwa: 

c. Urang-urang yang ada sekarang dikurangkan: 
d. Jumlah iru dibagi jumlah hari da!am sebulan: 
e. [umlah y,rni; ditentukan dalam hagian a sarnpai dcngan d 

dikalikan 5ehingga diperoleh jumlah denda yang harus dlbayar: 
misalnya : . 

(A (300$): 8 (30)J x C: (100) = F (100$) 
-----'---'- 

Dari pendapat tersebur, kebijakan operaslonal pldana denda yang 
harus diperhatikan oieh para legislator erat kaitannya dengan masalah 
pembcrian kcwcnangan/kcbcbasan haklm dalarn rnengoperasionalkan 
pidana denda secara konkrlt, Seberapa besar kebtlakan lcgislatifmemberi 
kewenangau/kebebasan kepada haklm unruk mengopcrasionalkan 
pidana denda, jawabannya sangat tergantung pada sejauh mana 
pemahaman dan pcnghayatan para legislator mengenai aliran-aliran 
dalam hukum pidana. Apabila konslsren dcngan konsepsi liukurn Pldana 
Modern yang berorienrasi pada individualisasi pidana, [elas mcnghcndaki 
adanya kcbcbasan hakim yang lebih luas dalarn pelaksanaan pldana 
denda. Terlebih lagi mengingat kernampuan flnansial setiap pelanggar 
ticlak sarna, maka Invidualisasi pelaksanaan denda harus pula 
mernpertimbangkan kernarnpuan finansial terdakwa, •• 

teblh lanjur, peiaksanaan pidana denda yang herorlentasl pada 
mdlvldualisas! pidana dikcmukakan oleh Andi Harnzah" bahwa ada 
perkernbangan menarlkyang terjadi di negara Skandinavla (Finlandia dan 
Swedia), kernudian diikuti oleh Jerman. Austria. Perancis, dan Portugal, 
yaitu diperkenalkannya sistern penetapan jurnlah pidana pidana dcnda 
baru yang discbut denda hartan (day fine) dengan tujuan agar pidana 
denda iru menjadi adil, karena pcrhitungan bcsar denda didasarkan 
kepada pendaparau pelanggar perhari. Jadi perirnbangan sebcrapa lama 
orang seharusnya dipidana peniara dibanding dengan jika diganti denda, 
rnaka besarnya denda yang dlkenakan ialah berapa besar pendapatan 
orang itu per hari. 

Andi Hamzah melanjurkan, unruk mewujudkan denda harian 
individual yang didasarkan pada pendapatan pelanggar per hari, hakim 
menempuh cara-cara sebagai berikuc'" 
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Apahlla KUHP lnggris dan KUHP Singapore mengatur pclaksanaan 
pidana clenda yang dijatuhkan terhadap anak dalam batas-batas tertenru 
menjadi kewajiban orang rua/wallnya. Sebaltknya KUHP Perancis 
rncnetapkan kebijakan khusus. bahwa "the fine-day· atau "jour amande" 
tidak dapat dikenakan kepada anak-anak." 

Prinsipnya kchiJakan pelaksanaan pidana denda yang 
mengedepankan individualisasl pidana, menghendaki elastisitas dan 
nekslbilitas bagi hakirn untuk menetapkan jurnlah pidana denda, batas 
wakrn pembayaran denda, tindakan-tindakau paksaan yang dapat 

Aspck lain yang harus diperhatikan oteh para legislator dalam 
rnenetapkan kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorienrasl 
pada individulisasi pidana adalah pcngaturan hal-hal yang bersifat 
khusus yang berkaitan dengau keadaan si pelanggar/rcrdakwa, kebilakan 
demikian dipandang penting unruk rnewujudkan pemidanaau yang 
bersifat individual. 

Mengenai kebijakan pelaksanaan pldana denda, Barda Nawawi Arief 
mencontohkan sebagai berikut:19 Ada kcbliakan pclaksanaan pidana 
dcnda yang menarik dalarn hal-hal khusus yang tcrdapat di lnggris dan 
Singapore, yaitu: 

• r>i !nggris 
Antara lain ada ketcntuan bahwa dalam perkara yang menyangkur 
anak di bawah urnur 14 tahun, orang rua arau walinya dapat 
dtpcrtnrahkan untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada 
anak iru, kecuali pengadilan yakin bahwa orang rua atau wali 
tidak dapat dipcrsalahkan. 

• Di Singapore 
Ada ketentuan bahwa pengadilan dapat mernerintahkan agar 
denda, kerusakan-kerusakan atau ongkos-ongkos dtbayar oleh 
orang tua atau wall dari seorang anak arau remaja, kccuali 
penearlilan herpcndapar bahwa orang tua/walinya itu tidak dapat 
dipersalahkan atau tidak mcnyebabkan terjadinya pelanggaran 
yang dilakukan oleh seorang anak karena kelalaiannya 
mcmcllhara anak, 

Keterangan : 
A= [umlah pemlapatan per bulan 
B ~ Jumlah hari per bu Ian 
C = Jumlah hari sctmbang dalam pldana penjara 
f - [uuilah denda yang harus dibayar, 
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mcnjamin terlaksananya pernbayaran deuda, pelaksanaan pidana denda 
dalam hal-hal khusus, tetapi bukan berarti kebebasan hakirn itu bersifat 
mutlak ranpa ada batasannya, Dalam hal ini, ~fuladi" rnengatakan. 
"judicial discrcation yang tanpa pcdoman tidak dapat dibcnarkan. Yang 
dikehendaki bukanlah ilow to make sentences equn], but. in moki119 
se11umciny philosophies agree". Selanjutnya, Sudarto, "Agar hakirn 
dalam kebebasannya membertkan keputusan, ada batasannya maka 
harus dttctapkan pcdoman pemidanaan sebagai krlrerla objcktif untuk 
pcmherian pldana oleh hakim." 

Sccara rerperinci mengenai pedoman pernidanaan menurut 
Jescheck adalah keseluruhan fakra yang mc\ingkupi dclik yang harus 
dlperhttungkan tatkala mcmpcrtlmbangkan jcnis pidana yang akan 
dijatuhkan, bcrar rlngannya, clan apakah layak clijamhkan pldaua 
bersyarat [dan seterusnya). Tercakup di dalarnnya delik yang diperbuat, 
nilai dari kebendaan hukum yangterkatr.cara bagaimana aturan dilanggar, 
kerusakan !cbih lanjur, Sclanjumya Juga pcrsonaliras pclaku, urnur, jcnts 
kelamin dan kcdudukannya dalam masyarakat, Namun, juga mcntalitas 
yang dirunjnkkan (mlsalnya karakier berangasan), [uga rasa penyesalan 
yang mungkiu muncul <lan selanjutnya curriculum vitae maupun catatan 
kriminalitas [triminal record), residivis," 

Tcrkair dcngan urafan di atas, Barda Nawawi Aricf mcngajukan 
hcherapa kriteria arau pedoman dalarn menjaruhkan pidana denda, yang 
pada pokoknya sebagai berikut:" 

1. Pitlana denda baru dijatuhkan apabila: 
a. Dengan mernperhattkan slfat kelahatan dan nwayat hidup serta 

watak st tcrdakwa, pcmbcrian pidana denda kepadanya itu 
cuknp memberikan perlindungan kepada masyarakat: 

b, Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan 
yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pldana 
denda itu scndir! dapat rncncegah terjadinya kejahatan dan 
dapat mcmpcrbaiki si pelaneg;ir; 

c. Terdakwa dapat atau mampu membayar clan denda yang 
clijamhkan ridak akan mencegah terdakwa untuk memberikan 
ganti rugi atau rnengadakan perbaikan terhadap orang yang 
meniadi korban kelahatan: 

2. Dalam menetapkan jumlah dan cara pcmbayaran dcnda hendaknya 
meruperhltungkan suinber-sumber keuangau si terdakwa dan 
beban/besarnya pernbayaran yang akan dikenakan 
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1. Dalam arti umum ialah yang menyangkur pembentuk undang- 
undang, ialah yang rnenetapkan srelsel sanksi hnkum pidana 
(pemberian pidana in abstrncto): 

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau 
jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel 
sanksi hukum Pid;ina itu (in crmcr11to). 

[lka dikaitkan dengan "sistem pidana dan pamldanaan'' Andi 
Hamzah memberikan defenisi sebagai susunan (pitlana) dan cara 
[pemidanaan]." Sclain itu, pcngertian "sistem" sebagai prosedur 
(proses). maka pemidanaan dapat diartikan scbagat tahap penetapnn 
sanksi c.lengan tahap pemberian sanksl dalam hukum pidana. Sudarto 
menyatakan bahwa pemberian pidana in obsrocio adalah rnenerapkan 
stelsel sanksi hukurn pidana y-Jng menyangkut pembentuk undang- 
undang. Scdangkan pcmbcrtan pidana in concrete rnenyangkut berbagai 
badan ;'<Ing kesemuanya mcndukung dan mclaksanakan stelsel sanksi 
hukum pidana itu." 

G.P. I loefnagels!" berpendapat "serara fungslonat perwujudan suatu 
sankst pidana dapat dilihat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui 
rtga tahap percncanaan", yaitu: 

t. rahap penatapan pidana olch pcmbuat undang-undang: 
2. tahap pcmbcrian atau penjatuhan pldana oleh pengadilan; dan 
3. tahap pelaksanaan pldana oleh aparsr cksckusi pldana. 
Pendapat Sudarto dan Ho~fnagels di atas, menegaskan bshwa 

masalah perwujudan sanksl pidana dalarn hukum pidana merupakan 
suatu rangkalan kcbljakan yang berada dalarn sistem pernidanaan. 
Dengan kara lain, sistem pcmidanaan dalam tahap-tahapnya tidak dapar 
dipisahkan satu Sarna lainnya, 

arti: 
Socdarto" mcngatakan pembertan pldana ltu mempunyai dua (2) 

D. Penetapan Pidana dan Tujuan Pcrnidanaan 

Oengan demlkian pada akhlrnya dapat drkcmukakan bahwa 
kebijakan sistem pidaua denda y,mg benar-benar konscn tcrhadap 
beberapa faktor yang perlu diperhatikan di atas, tidak saja mampu 
mewujudkan kcbijakan penjatuhan pidana denda y- • mg individual. tetapi 
lebih dari tru dapat mewujudkan kcbijakan sistem pidana denda yang 
humanis, rasional dan fungsional dalam kenyataannya. 
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Pada zaman modern ini, ptdana denda telah banyak rnengalami 
perubahan. Sejak rerbenruknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
mendorong peuciptaan tindak-tiudak pidana oaru di luar KUHP dengan 
menggunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarans pidana 
untuk mcmpcrkokoh bcrlakunya aturan-aturan baru sebagal anusipast 
terhadap samaktn herkembangnya kriminaliras (kcjahatan barn). 

Meningkatnya penggunaan pidana denda dapat [uga dilihar dengan 
munculnya kecenderungan yang mencolok untuk memperbantukan atau 
mcngkaryakan hukum pidana [dcnda) dalam bidang hukum yang lain. 
Berkaitan dengan ini Wirjono Proiodikoro" mengarakan, hnkum pldana 
mempunyai tempat yang istirnewa dalam bidang hukurn )·,1ng lain, yakni 
hukum tata negara, hukum tata usaha negara (hu.kum administrasi 
ncgara) dan hukum pcrdata, 

Sementara Phllipus M. Hadjon" menulis, hampir pada pelbagai 
keteutuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utarnanya 
di bidang pemerintahan dan pernbangunan negara) selalu disertai 
dengan pemberlakuan sankst pidana, berupa pidana penlara, kurungan, 
denda dan scrnacamnya scbagal salah saru up;iya pemaksaan hukurn (low 
enforcement) terhadap pihak pelanggar. 

Penggunaan sanksi pidana denda di luar KUIIP [undang-undang 
pidana khusus) dapat diketemukan antara Jain pada: (a) Undang-Undang 
Nomor7 /DrtTahun 1955 ten tang Undang-Undang tentang Tlndak Pldana 
Ekonoml: [b} Undang-llndang Nomnr 5 Tahun 1 CJCJO tentang Knnservast 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemuya; (c) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Unda.ng Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan: (d) Undang-llndang Nomor 7 Tahun 1996 tcntang Pangan; (c) 
llndang-llndang Nomor 5 Tahun 1997 rentang Psikotropika: (f) llndang- 
Undang Nornor 22 Taliun 1997 tentang Narkotika: (g) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPLH; (h) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen; (i) undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (j) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 rentang Kehuranan: tk) llnrlang-lJndang Nnmor 
15 Tahun 200 l tentang Merek; (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Ptdana Korupsi; (m) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tcntang Pencucian Uang: (n) UU No. 32 tah1111 2002 renrang Penyiaran: 
(o) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; (p) UU 

29 Rohrna1Socmi1m,Pajak [}f tinjau Dari&g, Hu.wm,(B•nclung: Eresco, 1991 ), h.88 
30Philipus fi.-1. I ladjon, l'engantor llukum Adn;lnlstroJi /11do11esi(1~ tYogyakarta: 

Gejah :V!eda Univ.:,sily P,ess, 2001), h. 262-263. 

I::. Pidana Dcnda Kaltarmya Dcngan Tujuan Pcmidanaan 
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Andi Harnzah dcngan menyoroti perkembangan penggunaan pidana 
dengan, "Pada zaman modem ini pidana dcnda dtjatuhkan terhadap deltk- 
delik ringan, herupa pelanggaran arau kcjaharan ringan,'?' Scmcnrara J.E. 
Lokollo yang mengacu beberapa kepustakaan berkesimpulan, 

"perkembangan pidana denda tidak sa]a mengenai banyakuya 
pcnggunaan dalam penjatuhan pidana denda, akan tetapi [uga 
mengenai hesamya maksirnum dan minimum pidana denda, 
Penyebab perkembangan pidana dendaantara lain,yaitu mcmbaiknya 
secara tajarn tingkat kesejahteraau rnasyarakar di bldang material, 
kemampuan flnansial pada sernua gclongan masyarakat. Sebagai 
aklbat membaiknya tingkat kesejahteraan ruasyarakat membawa 
akibat pula pada perubahan watak atau karakter dari krirninalitas." 

No.12 Tahun 2003 renrang Pcmilihan llmum; (q) lJndang-lJndang Nomor 
23 Tahun 20M tentaug Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga: 
(r) undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
Dan (s) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pernberantasan 
Tindak Pidana Perrlagangan Orang." 

Meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda marupakan hal 
yang waiar; karena rnasyarakat itu terus berkembang, hukum pun 
bcrkcmbang memenuhl kebutuhan masyarakar, Seperti dikatakan 
Roeslan Saleh, hukum pidana mcnccrrnlnkan masanya dan bergantung 
pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, balk itu mengenai 
bentuk pernidanaannya, [uga mengenai berat ringan pernidanaan." 

S. Balakrlshnan dengan panjang mengatakan: 
"hukum pidana scdang berubah dan memang seharusnya 
memerlukan perubahau sesuai dengan pcruhahan masyarakat, Tldak 
hanya mengenai perbuatan apa yang dlnyatakan arau dtrumuskan 
sebagat suatu kejahatan tetapi [uga rnengenai apa yang seharusnya 
dijadikan ptdana untuk suatu kelahatan. karena gagasan-gagasan 
mengcnai pidana Juga tclah bcrubah sesuat dengan perubahan- 
psrubahan itu rerurama dalam hal pandangan hldup tcntang moral 
dan kernasyarakat.":" 
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Kecenderungan penggunaan pidana denda meningkat sebagai 
bagtan dart stratcgt kcbijakan pcmtdanaan yang dttcrapkan tcrhadap 
pcrkcmhangan krhnlnalltas, Barda Nawawi Arief meugatakan "strategi 
kebijakan pernidanaan <lalam kejahatan yang berdimensi baru hams 
memperhatikan hakekat perrnasa lahannya. Bila haktkarpermasalahaunya 
lebih dekat dengan masalah-rnasalah di bidang hukurn pcrckonomian 
dan pcrdagangan, maka lebih dluiamakan penggunaan sanksi tindakan 
tata tertib dan/atau tlen<la.'6 

Di sisi lain, menurut Sianturi, Pidanadenda meniurus kepadaprimum 
remedium, artlnya a lat pcnjera yang diutamakan, <Ii mana pcranan hukum 
pidana bukan lagi sebagai senjata pamungkas manakala bidang hukum 
lain sudah tidak mampu lagi mengarasi suaru permasalahan hukurn." 
Mulat!i mengingatkan, hukum pidana yang keras hendaknya digunakan 
secara hatl-hati dan selektlf baik dalam pcngaturan maupun dalam 
penerapannya, Hal ini mengingat pula slfar subsldlair yang menjadi ciri 
hukum pldana. Namun sebagai pengecualian, khususnya dalarn tindak- 
iiudak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara dalam 
bidang ekonomi terrnasuk korupsl, hukum pidana harus ramptl sebagal 
primum remcdium.'• 

J.E. [onkcrs mcuckankan, ada kecenderungan dalarn hukum pidana 
mortem 111e111amlang lebih cepat rnencapai tujuan pidana dengan 
menjatuhkan hukuman denda yang berar kepada st terdakwa dtbandtng 
rnenjatuhkan hukuman pidana pcnjara pcndck." 
Menurut Syaiful Bakhr]: 

"Kerenderungan leglslatcr untuk selalu menggunakan sanksi derula 
yang lingi:i di <lalam hukum posit if terutama dalam undang-undang 
admlnistrasi maupun undang-undang pidana di luar KUH!', telah 
memenuht efckjcra dalam pcmidanaan. f'ormulasi slstem penerapan 
jumlah bcsaran pidana denda, penanruan batas pemhayaran serra 
tindakan paksa yang menja.rnin terlaksananya pernbayaran denda, 
dan menghilangkan mekanisrne pidana denda yang tidak dibayar 
dengan pidana kurungan. Oleh karenanya, Iungsionalisasi pidana 
denda sebagal konkrerisasl ptdana modern dan humanistis segera 
dapat tcrlaksana metalui rangkaian potitik kriminal yang rasional, 
schlngga kemanfaaran pldana denda mempunyai dampak samping 
yang minimal, bila dibandingkan dengan pidana penjara, dapat 
direalisasikan". ,a 
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8erdasarkan uraian di atas, eksistensi pidana denda sebagai sarana 
pcmidanaan sudah tidak dtragukan lagi. Perkembangannya dapar dilihat 
darl maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalarn pcrundang- 
undangan pidana khusus dan pandangan positif para alili rnengenai 
penggunanaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang remit 
tcrhadap prospek sankst piclana denda. 

Setiap jcnis sanksi pidana apa pun benruknya, pada pnnsipnya 
mengandung kebaikan di saru sisi clan kelernahan di si.~i lainnya. 
Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajarn lebih condong meugarah 
pada kelemahan/keburukannya dibanding menyorotl sisi kebaikannya, 
Terlchih apablla itu mcnyangkut apa yang discbut "ptdana", yang oleh 
seu1entara kalangan selalu digambarkan sebagai pcrlakuan-pcrlakuan 
yang kejam. 

Kritik dart sorotan tajam berbagai darnpak negauf yang dihasilkan 
oleh pidana penlara. telah mernbawa pengaruh pada usaha-usaha 
mcncari altcrnatif pcnggantl pidana penlara, walaupun di sana-slni masih 
diperdebatkan juga tentang masih pcrlunya pidana penjara, 

Dalarn sejarah, sehenarnya usaha unruk menrari alrnr natif pidana 
penjara sudah sejak lama dilakukan di dalarn kerangka politik kriminal. 
usaha tersebut tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi juga dibicarakan 
dalam pclbagai kongrcs dan konferensi internasional. Hal ini tampak dart 
usaha Franz von l.isztdan Van Hamel yangmendirikan "Union International 
de Droit Penol' arau disehur juga 'lnternationale Kriminolistische 
Vereinigung' (Bahasa Jerman). Pada Konggres I di Brussel t.inggal 7 
dan O Agustus 1889, dikernukakan sebuah resolusi y,mg rnenghirnbau 
para ncgara peserta agar mengembangkan pelbagal atternattve co short 
custodial sentence." Di sarnping itu, tcrdapat pula pandangan ckstrim 
seperti gerakan penghapusan pidana penjara (prison oho/iiion) yane 
menghendaki hapusnya sama sekali pldana penjaro." 

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk mencari alternatif 
dart pidana kemerdekaan (attemauva to imprisonmant) dalam bentuknya 
sebagai sanksi alternative (alternative sanctions) yang melanda sistem 
hukum ncgara-ncgara di dunta, baik negara yang mendasarkan diri atas 
Sistern Hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun 
Tinmr Jauh tidak semara-mara dldorong atasan kemanusiaan saja. teia.pi 

;1 Muladi, Koptta Selclua .... h. l 33, Lihat puta; J.M. van Bemrnelen (Dio13h oteh 
De K raruz), Hukum Pidana 2: Hukum Penitensier, (Bandung: Bina Cipta, I ?86), h. 16. 

?2 /&:d. h.. 33.JJ Vtrbvi pi.-nglt1pu.1U1 pxfvu pcnjua fp,f1M ah<>llffon) in1 t<rllhat d-:ngan N,nya 
/n:,,1xs1i~tl C'91t1~,,:·~<c On Prisu:.lh.olirioo (ICOPAl ~W'lg Jisdenit<lluS..an pertasoo ~l=li f'3d1! buan ~tti 
198! Ji Toior.to. KJr..MJ: ~anr. ke·? ~ r--3rifi2l 24-2? Juni 1"8) di Amstt:rdf.m: datl L:t·3 _p1.dJ tcl111-n 
1987 di \fo-n~rea!, KUl..\±1. Pad3 kor.!tre-ru.1 kt·3 in! :!tll!h -pri.s':111 a6cltr:an .. ttl:!h di-u~!h m-er,;!di -pzru! 
abcllt:on-. SJ!J.i. 1:tu tokoli d~ ;ereka."i -;,.;,or, ~C(lli!i,n- ini ed!l!!h l'ro( H("nr,ui Sienc1 Std1..-:g d1 
Jn&m""i:! pc:nJat,i.3:t 11nt11'~ 11)Cng}~p1yo pf;.{..-;."l.l. pe11j:tra ,jil:tnu1\:J\:-M olth Prof Dt Huai., i:l.S.H S(Jak 
t,"\"111~ 1972 rt.ll.a.m tultunr,yo -~:t-;n;a 12n·p.1 Ptn,µt.1 ... 
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juga atas dasar perthnbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan 
ekonomi sehingga ridak rnengherankan apabila di dalarn pernbaharuan 
hukum pidana, upaya pcncarlan altcrnauf pidana pencabutan 
kcmcrdekaan terscbut menempati poslsi yang sentral di dalam stelsel 
san ksi pidananya." 

Dari segi ekonorni, tidak dlsangkal !agi bahwa pelaksanaan pidana 
peniara bila dihitung dari biaya yang mcsn dtkeluarkan (social cosiJ begitu 
bcsar; karcna dcngan dlpenjara seorang pelaku [rerpldana] harus dibiayai 
dan harus disediakan fasilitas baugunan-bangunan untuk meuernpatkan 
rnereka dalam lernbaga tersebur. Dan ini seringkali menimbulkan masalah 
keuangan bagi ncgara. 

Oitinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang sallng 
bertenrangan (nmbivo/ence) yang antara lain: 

l. Bahwa tujuan dari pidana penjara. pertarna adalah menjamin 
pengamanan narapidana, dan kcdua adalah mcmbcrikan 
kcscrnpatan-kesemparan kepada narapidana unru k dire.ha hilitasi; 

2. Bahwa hakekat dari Iungsi penjara terselml seringkali 
mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana clan pada 
akhirnya menimbulkan kerugtan bagi naraptdana yang terlalu 
lama di dalam lcmhaga, hcrupa ketidakmampuan narapidana 
tersehut unruk melanjutkan kehidupan secara prcduktif di dalarn 
masyarakat." 

Terkait dengan yang disebut terakhir, sekalipun peniara diusahakan 
untuk t11111b11h scbagai instrument reformast dengan pendekatan 
manustawi, tapi sifat asllnya sebagai lembsga yang hams melakukan 
rlndakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat 
ditinggalkan dernikian sala, Sehubungan dengan itu wajar kalau Bernes 
dan Teeters menyatakan bahwa pcnjara telah tumbuh mcnjadi rernpat 
penccmaran (a place nf co11tami11atin11) yang justru oleh pcnyokong- 
penyokong peniara dicoba untuk dihindari, sebab di tempar ini penlahat- 
penjahat kebetulan (accidental offenders), pendatang baru di dunia 
kejahatan (110vices in c-rime) dirusak melalui pergaulannya deugan 
peniahat-penlahat kronis. Bahkan personil yang paling balk pun telah 
gaga! untuk mcnghilangkan kcburukan yang sangat bcsar dari pcnjara 
ini.•> 

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari peuerapan pidana penjara 
adalah bahwa dengan ptdana penjara tersebut telah menyebabkan 
stiqmatisasi dan sttgmatisasl ini pada dasarnya menghasltkan segala 
bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi.""' 
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Namun, van Benunelen mengingarkan, ridak ada orang yang akan 
monyangkal bahwa terutama pidana penjara kerapkali mempunyai 
pengaruh stigmatis, tapi kita janganlah berlebihan mengenai hal ini 
karena itu disebabkan olch pcrbuatan si tcrhukum scndtrl." 

Keadaan buruk akibar penerapan pldana penjara, tcrnyata tidak 
hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja. Pidana psnjara 
[angka pcndck mcmpunyai akibat lebih buruk lagi, karena selain harus 
ruenerima seluruh kcmungkinan akibat burukyangdapat tertadl terhadap 
pidana penjara [angka panjang, maka pldana penjara jangka pendck 
tidak mempunyai peluang yang rnernadai untuk dilakukan pembinaan/ 
rehabilitasi dibanding ptdana pentara biasa 

Sehuhungan dengan pcncrapan pldana penjara pcndek, kesirnpulan 
yang dibuat oleh s11al11 "European Working Group" pada tahun 1959 
dinyatakan, bahwa. secara umum bilamana pldana penjara singkat 
dlperbandingkan dengan pidana penjara yang lama [penjara blasa), maka 
pldana pcnjara singkat mcmiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi 
tidakmemilil-.i sarupun aspck-aspek pcsltif dartnya." Argumen-argumen 
lain mengenai keburukan pidana penjara pendck sccara terpcrinci 
diajukan oleh Schaffrneister sebagai berikut: 

a. Rclasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau 
setidaknya tcrganggu: htlangnya pekenaan, gangguan terhadap 
hubungan keluarga, menyulitkan dibangunnya rclast-rclast soslal 
barn karena merupakan "hekas narapiriana": 

b. Waktu pernidanaan terlalu singkat umuk dapac mcmherikan 
pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk iueujalankan 
proses rcsoslaltsasl: 

c Perkenalan dengan penjara membuka kemungktnan rerpldana 
tercernar oleh pertakuan kriminal rerpldana lainnya. l.chih 
[auh lagi, dapat terjacli penjara ridak lagi menjadi sesuaru yang 
mcnakurkan bagi terpldana: 

d. Mcnghindarl penggunaan pidana penjara singkat dapat 
menghcmat pengeluaran blaya karena pelaksanaan pidana 
peniara dalam dirinya sendiri mcmakan biaya cukup tinggi; 

e. Biaya tinggi yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidsna pcnjara 
penclek int tidak sebaruling dengan efek pidana yang diharapkan. 
Sckitar dua dari riga terpidana yang dikenakan pidana penjara 
singkat dalarn waktl singkat setclah mercka dlbebaskan masuk 
peujara kembali; penjaluhan pida11a penjara singkat tampak 
sebagai "jalan tidak berujung·•_o ----~- 

4'l ?..1.'0!!?!t S"?.!:h. [),.Qt l~rnb- . .run f'!p••,•n1r":" Hn~,.,u f>•d:1<:11 , h iq 
·l8Sclulin~i<.1~1. th: ;.:o,re f;,Jht.idu,-rof ols s;y~Jtldsstrof {i'id-Jrx: &da.<1 Singi'..z,• J1t..:ga! Plda•xz (fi 

HOi:ru ltiar.r), d~«j,:mlh:O:a.n o!c:b Tns!!m P.t1..::al ~tixljo;i0, \~d·mi: CitraAdil)':l &J..ti. 1991). h. IS. 
49/b:d,h. !S.l6. 
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Dalain kerangka pemikiran di aias, maka pada rahun 1')86 Co1111cil 
of £rope mengadakan survey kronoloqi: tentang alternatif pidana 
kcmerdckaan di negara-negara yang menjadi auggotanya. Vari survey 
tersebur terungkap bahwa terdapat lebih [enis 7.2 (dua puluh dua) 
allernatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenaruya 
merupakan strafmodus pidana kernerdekaan darl pada sebagai strafsoort 
yang indcpcndcn, kccuali pidana pidana dcnda". 

Sebagai jenis pidana nou-kustodial. uiaka tidak mengherankau 
kalau pidana denda meniadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana 
pcrampasan kcmcrdckaan, karcna kcburukan-kcburukan terhadap 
penjatuhan pidana penjara [perampasan kemerdekaan/wstodiolJ ridak 
berlaku terhadap piclana denda yang mernpunyai kelebihan [kebaikan] 
dibanding pidana perampasan kernerdekaan, yakni: 

a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak 
menycbabkan srlgmattsasi, Anomltas rcrpidana akan tctap 
terjaga, karena kebanyakau dc>.ri rnereka takut untuk dikenali 
sebagai orang yang pernah mendekam dalarn penjara oleh 
llngkungan sosial arau lingkungan kcnalan mereka: oleh karena 
lru tcrpidana merasakan kcbutuhan untuk rncnyembunyikan 
idenritas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal: 

b. Pidana denda ridak rnenirnbulkan tercerabutnya terpidana 
dari lingkungan keluarga atau kehldupan sostalnya, clan pada 
umumnya torpidana tidak akan kchllangan pokcrjaannya; 

c. Dangan penjarunan pidana denda, secara ekonomis negara 
akau mendapatkan pernasukan berupa uang atau setidaknya 
rnenghemat biaya sosial iika dlbanding pidana peniara 
(perampasan kemerdekaan).51 

Kehalkan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana 
custodia! (perampasan kernerdekaan} rnaupun pidana rnali menurut 
Sutherland & Cressey, yattu pernbayaran denda mudah dtlaksanakan dan 
dapar direvlsl apablla ada kcsalahan: dan yang rak kalah panting hahwa 
pidana denda membuac lega dunia pcnkornanustaan." 

Munculnya kecenrlerungan pengei.11rnan pidana denda balk sebagai 
jenis pidana y,rng berdiri sendiri (imlepemlen sunctilm) rnaupun sebagai 
[enis pidana piclana alternatif pidana penlara jangka pendek semakin 
diperkokoh kedudukannya dcngan lahirnya kesolust PBB 110/45, 
tcrtanggal l 4 Desember l 'J')O atau sering disehur "The Tokyo Rules" 
yang menetapkan "Aturan stander minimum" atau "standard minimum 
rules· (SMR) unruk rtndakan-tlndakan noncustodial; Khusus pada "ta hap 

S.0:-..luiadi. Kap,"J~ Sel,ktc: , h. IJ'l. 
5 t J.~ R.errm:llnk, H::b•,.1 f,-d:.na ... h. >;,8). 
52Su:1:--:rlr,d &Crd-~)'. Th-! ('.,r.:rr.J 'fi:.ikL•r: f)r.1::m f'irltr:ba~i:..-1 (~rerjem.ll":L:31' okh Soed-jooo 

DJ, (Bmd,ng: 1.p., 1974). h. 487. 
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peradilan dan pcrnidanaan" mcnctapkan aturan bahwa pejabat yang 
berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebngal salahsatu [enis 
pidana non-rnstodial (Rule 8.2)." 

Pcncrapan secara konsisten alternatif pidana non-custodiot ada 
baiknya manongok KUHP Yunani. Dalam "aruran umurn'-nya dinyaiakan, 
bahwa pidana kustodial f\ bulan atau kurang dikonvcrsi meniadl deride: 
sclain itu ada pula aturan yang memberlkan kewenangan kepada 
pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara J.8-6 bulan ke 
pidana denda, apabila dipcrtimbangkan clengan pidana denda sudah 
cukup mencegah si 1>elak11 melakukan tlndak pida.na lagi.µ 

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenls sanksi pidana Jain 
pidana juga mcmiliki kelernahan/keburukan yang dapai berpengaruh 
pada daya guua/cfckttvitasnya sebagai sarana pernidanaan. Kelemahan- 
kelernahan permanen yang tcrkandung pada pldana denda. yakni: 

Pidana denda dapat dibayar arau ditanggung oleh pihak keriga 
{majikan, suamt arau tstrl, orang tua, teman/kenalan haik dan lainnya) 
sehiugga pldana yang dtiatuhkan tidak secant iangsuug dirasakan olch 
si terpidana sendiri, Hal mana mcmbawa akibar tidak tercapainya sifat 
dan tujuan pemidanaan unruk mernbina si pernbuat tindak pidana agar 
mcnjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pclaku 
lindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuarannya: 

a. Pidana denda juga dapar membebani pihak ketiga yang tidak 
bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksn rurut merasakan pidana 
tersebut, 

b. Pidana denda ini lebih rnenguntungkan hagl orang yang mampu, 
karcna bagt mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya 
pidana denda retap mcrupakan beban atau rnasalah, sehingga 
rnereka cenc1erung unruk mcncrima jcnis pidana yang lam yaitu 
pidana perarnpasan kemerdekaan: 

c. 'rerdapat kesuluan dalarn pelaksanaan penagihau uang denda 
oleh Jaksa eksekuror; rerutama bagi terpidana yang rldak dlrahan 
a tau ridak berada dalarn penjara.55 ------ 53 Rcsolusl PBB 4511 IO(The Tokyo Rules), secara umum rnenetapkan scperangkat 

prinsip-prinsip dasar {SMR) untuk mcngcmbangkan tindakan-tindakan 11011-<11s1odiul 

dalam rangka memberikan fteksibilitas yang lebih besar scsuai dcngan sit1lt dan berat/ 
ringannya dclik. personalitas dan latar belakang pelaku serta perlindungan masyarxkat, 
dan uniul. menghindari pengsunaan pidana pcnjara }'lng tidak perlu, maka si;tem 
per:idilan pidana harus rnenetapkan bennaC(!m·macam jenis tindakan non-custodial, 
mulai t~hap se~lum perarli•I (Pre-Trra/ Stage), tahop ~-erndilan d3n ptmida.,aan 
(Tri/and Sen!t'ncing Sta.~e) dan tahap settlah pemidanaan (Po,<t·Sentencing Stage). 
Lihar: J3arcJa Nawawi Arid,Sari Ku!iuh ... , b. 107-114; IIS-116. 

54 lhJd h. 56-Si. 
55 Stll!t.ffmci:.lcr .. , IL }2-13. 
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ssMarshall LI. Clinard 311d Peter C. Yeager, Corporate Crime, (New Yori<: The 
Free Press, 1980), h. 18. 

S7 &id.a }:awa .... i A1:c,r, J:opha ~!ilc.':1,. , I'\. J6 
58&\Ja:.!aishron, ?..i:/c;n,, ()jCr,1R,·,~d ,., /t't(/t<: &n:i! .~J'P'!C/$ ... dJ.l.an1 ;r,..J.r)w1·e !.ta:~1:al ~l'.'i:.S, No 6, 

(Tok,·a Fuchu· J.lp!tl: ~.-'if El. 197.l), h. 48. 

Dari heberapa kelemahan pidana dcnda yang paling banyak disorot, 
yaitu: apabila ditinjau dari segi keadilan serara nmnm ada suaru angg;ipan 
bahwa pidana denda lebih rnenguntungkan bagi orang yang mampu, 
Scrncntara dari scgi rujuan pcmidanaan peniatuhan pidana denda untuk 
orang yang mampu (kaya) dianggap ridak mcmiliki daya prcvensl khusus. 

Dalarn hasil penelitian Wulf Middendorf menyatakan. "penggunaan 
pidana pendek seharusnya dtkenakan untuk white collar crime (WCC).5• 
di mana pidana dcnda sering tidak mcmpunyai pengaruh"." Dengan 
kata lain, pidana penjara pandek merupakan shock treotment yang tcpat 
dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok accupntiono! 
crimC'), karena dari segi ekonomi mereka termasuk kelompuk yang 
mampu (bcrkclcbihan kckayaan/uang) sehingga penlatuhan pidana 
denrla terhadap kelompok ini tldak akan mcnimhulkan kcpckaan baginya 
atau konkrituya tidak ruencapai tujuan pemldanaan, 

Sama dengan Wolf Middendorf, 13alakrishnan pun rneragukan 
ctcknvitas ptdana dcnda yang dijatuhkan terhadap korporasi, 
Balakrishnan mcnyatakan, mcmang pidana dcnda itu sesual direrapkan 
terhadap perusabaan/korporasl, karena korporasl tidak dapat dijatuhi 
pidana penjara.Akan tetapi, denda saja udak cukup. Karena. sanksi yang 
berupa pidana denda tldak akan pernah dirasakan sebagai hukurnan. 
Anggapan bahwa dcnda schagal hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk 
itu perlu adanya keteutuan khusus.19 

Karena itu, dalarn kerangka kebijakan operasionallsasl pidana denda 
(khususnya tahap formulatif/kebijakan legis!atif) pemaharuan y-,mi: 
mcndalarn mengenai segi positif (kebatkan-kebalkan) dan segi negatif 
(keburukan-keburnkan] yang inheren terkandung pada pidana denda 
sangai diperlukan, yaitu f>erU1111a, bertolak pada sisi positif (kebaikan- 
kebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi 
bagt kebilakan lcgtslanf unruk lebih meningkatkan fungsi pidana denda 
scbagai sarana pemidanaan baik dalam kcdudukannya sebagat tents 
sanksi yang berdiri sendiri (independen snnctinn} maupun scbagal 
jenis pidana pldana atremanf pidana penjara jangka pendek; Kedua, 
pernaharnan yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan rlaya 
guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi signal sekaligus umpan 
balik yang harus dipcrtimbangkan uruuk menytasatl srrategt kebiiakan 
operasional pidana denda agar lehih berfungsi atau hckcrjanya lcbih 
efeklif dalam kenyataannya. 
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Daftar Kepustakaan 

Penetapan sanksi pidana denda ridak hanya yang tcrmuat di dalam 
stclsel pldana KUl!P [Pasal 10 KUHP) 111elai11ka11 terdapat pnla di da!am 
hnkurn pidana adat, sesual ketetapan U Un<lang-Undaug Nomor No. 
1 Del. 195 I. Selain itu, Pcnggunaan sanksi ptdana denda di luar KUH P 
dapat diketernukan juga pada: (a) llnr!ang-llndang Nomor 7 /Drt/1955 
rcnrang Undang-Undang teruang Tindak f'idana Ekonomi; (h) llndang- 
Unriang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati Dan Ekoslsremnya: (c) undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. 
Undang-Undang Nomor 10 Tah1111 1 'l'l8 renrang Perbankan; (d} Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (e) llndang-Undang 
Nomor 5 'l'ahun 1997 tentang Psikorropika: (f) Undang-Undang Nomor 
22 rahun 1 'l97 tcruang Narkotika; (g) Undang-Undang Nomor 23 tahun 
1997 ientang UUPI.H; {h) llndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsurnen; (i) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
rcnrang Telekornunikasi: (j) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kchutanan; (k) Undang-Undang Nomor 15 Tshun :wo l tentang 
Merek; (!) llndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Ilndang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcrnbcrantasan Tindak Pldana Korupsi 

llendaknya pelaksanaan pldana denda lebih mcngcdcpankan 
individualisasi pidana, artinya elastisitas dan Ileksibiliras hagi hakim 
untuk menerapkan jumlah pidana denda, batas waktu psmbayaran 
denda, rtndakan-rtndakan paksaan yang dapat menjamin terlaksananya 
pembayaran dr.nda. Kcbijakan sistem pidana denda yang benar-benar 
konsen terhadap beberapa fakror y.1J1g periu diperhatikan, tidak saja 
mampu mewujudkan kebijak:m penjatuhan pidana denda yang individual, 
tetapi lcblh dari itu dapat mewujudkan kebiiakan sistem pidana denda 
yang humanis, raslonal dan fungsional dalam kenyataannya. 

F. Kcsimpulan 
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Bencana gernpa dan gelomliang tsunami yang terjadi pada tanggal 
l6 lJcsember 2004 di Provlnsi Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi 
Sumatera lltar.i, tclah mcrusak hamplr seluruh sendi clan ratanan 
kehidupan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang tingga t di daerah 
pesisir dan terkena langsung dampak bencana tsunami. Kerusakan yang 
ditimbulkan tsunami [uga ikut berdarnpak kepada situasi clan kondisi 
harta bcnda, baik tcrhadap harta bcnda bcrgerak maupun harta benda 
tidak bergerak milik para korban tsunami. 

Besarnya jumlah korban yang meninggal atau hilang akibat tsunami, 
memungkinkan timbulnya keadaan dlmana sejumlah harra penlnggalan 
mereka seperti petak tanah di daerah-daerah yang terkena bencana 
tidak dlkcrahut lagi kcbcradaan pemilik dan ahli warisnya, sehingga 
menimhulkan pcrmasalahan hukum.Tcrhadap harta peninggalan dan 
tanah-tanah yang dernikian perlu ditangani dengan serlus dan hati-hati 
serta harus diselidiki dulu, apakah benar harta dan tanah tersebut tidak 
;ida pcmlliknya.1 

1 ·sagfr Manar., Penjualan ·df Lokaii Tsunami 1/arus Dilarang. Kompas. 0 
Februari 2005. h :;. 

A. l.a tar Bclakang Masai ah 

Oleh: F.M K. Alida r 



2 r-ai·.""3.Majc:lts Permui}·~,,,aratan Ulama (?,tPU) l'riY,inst Nar.;groc :\cch D-:Uu.s.~,irtt. ~cmo: 2 
Tohun 20051':a.ngsal 7 Feb, 0..11 t 2003, d.~t Not'IX'r 3 Tahu.n 21105 TJn.r,.g.;J 17 April 2ti:0$. 

3 SK. :<ep.;ila aadan ?~rta.n.1.h!n t;ailonal (BPI\) Komor 114 Th.hun 20-05 Tinu.ng ~tanual 
P~r.di\lbiran 7anah di Lokasl Bff,<"inA TS\!niimi di ~anggroe- Aceh OaruS's-clam d.m Su,natcra Utara. 

Kcpastian hukum hak milik atas harta bends para korban rsuuaml, 
menjadi permasalahan amat penting dan sangat krusial yang hams 
ditangani dengan balk nleh scmua stakebotder yang ada, Kepastian 
hukum menjadi instrurnen yangsangai penting bagi banyak plhak untuk 
dapat digunakan sebagal landasan hukum dalarn menguasai, melindungi, 
mengelola, dan hahkan mernlltkt suatu hak atas harta benda peninggalan 
korban tsunami. Lebih [auh darl itu, kcpasrian hukum atas segala bentuk 
harta peninggalan korban tsunami, khususnya yang ridak mcmiliki ahli 
waris arau ahli warisnya sarnpai saat ini tidak diketahui keberadaannya, 
perlu segera clipcrjclas statusnya agar segera dapat dirnanfaatkan dan 
diberdayakan oleh Bait11I Mal, untuk kcpcntingan umat Islam khususnya 
di Kota Banda Aceh, 

Keadaan ini pada awalnya telah dengan cepat direspnn nleh 
lemhaga MaJclis Perrnusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggrce 
Aceh Darussalam, dcngan rncngcluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2005 
Tanggal 7 Fcbruari 2005. di anrara isi Fatwa terse but adalah "Tanah dan 
harta benda yang ditinggalkan korban gempa clan tsunami yang tidak 
menlnggalkan ahll waris, adalah rnenjadi milik umat Islam melalui Baim! 
Mal serelah rncndapatkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah". Bunyi 
burtr fatwa tersebut kcmball dtpertegas dan dtulangi dalarn Fatwa Nomor 
3 Tahun 2005 Tanggal l 7 April 2005.' 

Senada dengan Fatwa MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
tersebut, Kepala Dadan Pertanahan Nasional (BPN) juga rnengeluarkan 
Surat Kcputusan Nomor 114 Tahun 2005 Tentang Manual Pendaftarau 
Tanah rli Lok-as! llcncana Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam clan 
Surnatera Utara, yang mcndukung Fatwa MPIJ Acch bcrkcnaan dcngan 
pendaftaran terhadap tanah-tauah yang tidak diketahui pemilik dan ahli 
warisnya pasca tsunami. 

Dalam Surat Keputusan Kepala DPN rersebut dinyatakan bahwa: 
"Dalam hal terdapat sebidang tanah yang tidak ada lagt pemiliknya dan 
tidak cliketahui slaps ahli warlsnya, yang dapat dislapkan hanyalah 
pembuatan buku tanah, sementara sertifikatnya tidak akan diterbitkan 
sehingga ada kejelasan status kepemilikaunya. dan tanah rersebur akan 
diserahkan pengelolaannya kepada Badan Baitul Mal"! 

Dalam Pasal 191 Klll dlnyatakan bahwa "Bila pewaris tidak 
meninggalkan ahli warts sarna sckali, arau ahlt warisnya ridak diketahui 
ada atau tidakuya, rnaka harta iersebur aras pumsan Pengadilan Agama 
{Mahkamah Syar'iyah. Pen) diserahkan pengua..saannya kepatia Baitul Mal 
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uutuk kepentingan agama Islam dan keselahteraan urnum." 
Berdasarkan ketentuan huknm y,rng rclah dturaikan di atas, [elas 

tcrhhar bahwa keseluruhannya memberi mandar kepada Raitul Mal untuk 
mengelola harta pcninggalan korban tsunami yang beragama Islam dan 
sampai saat ini belum ditcmukan ahli warisnya, balk itu terhadap benda 
bergerak rnaupun benda tidak bergerakyang terse bar di Aceh. 

llaitul Mal di Kata Banda Aceh direngarat banyak msnguasai harra 
benda korhan tsunami yang rtdak ada lagi pernilik dan ahli warisnya, 
m1111un peuguasaan aleh Batrul Mal tcrsebut mesti di teliti lebih jauh 
apakah sudah legal dan dilakukan sesuai dengan proscdur pcrundangan- 
undangan yang berlaku atau belum. Selain itu, perlu juga dikctahui 
tenrang faktor-faktor yang mcnjadi kendala !Jaitul Mal Kuta Banda Aceh 
dalam melakukan upaya penertihan dan pcndaftaran hak penguasaan 
dart pengelolaan alas harta-harta peninggalan korban tsunami tersebut, 
serta bagaimana solusi yang dapat ditempuh olah Raiml Mal dalam 
permasalahan lni di masa yang akan datang. 

Hal ini penting untuk ditcliti mengtngat pernanfaatan dan 
pemberdayaan harta peninggalan korhan rsunanu, harus dilakukan 
berdasarkan alas hak yang <lapat dipertanggm1gjawabkan sccara hukum 
dan proscdural yang benar. Agar dapat rnenjamin kepasrlan hukum 
baik hagi korhan tsunami dan/arau ahli warisnya selaku pemilik sah 
dari harta tersebut, maupun kepasrtan hukum bagi Baitul Mal sebagai 
pengelola harta agarna yang diserahkan amanah oleh undang-undang 
untuk menjaga kepentingan umat Islam khususnya di Kata Banda Aceh, 
(fari segala kcmungklnan yang tidak diinginkan terjadi ierhadap harra- 
harta peni11gealan korban tsunami tcrscbut di kemudlan hari. 

Berbagai temuan yang diperoleh darl studi ini diharapkan dapat 
mcmberi gambaran serta inforrnasi rentang legalitas dan upaya 
pcmbcrdayaan harta pcntnggalan korban tsunami yang dilakukan oleh 
Baitul Mal di Kota Randa Acch. Pada gillrannya penelitian ini dapat 
rnemberikan rnanfaat balk secara teorltts maupun praktis. Secara tearitis 
karya ini diharapkan dapar menghasitkan suatu remuan dan kesirnpulan 
yang dapat diperranggungjawabkan secara ilmiah, berkaltan dcngan 
lcgallras pcnguasaan dan pengelolaan harta peninggalan korban tsunami 
yang dilaknkan oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Pacla akhirnya 
diharapkan dapat digunakan dalam rangka pcngembangan ilmu hukum/ 
fiqh dan pranara sosial dimasa-rnasa yang akan datang. Sedangkan sccara 
praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Bai,ul Mal 
Kota Banda Aceh, u11tuk dijadikan hahan pcrtimbangan nantinyJ dalam 
membuat dan mengambil kebijakan khususnya berkaitan dcngan upaya 
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; lloiloni i\·lrtji Tahir; LlCJitul Alai: lnstttnsi KeH·nngt1n Negara Islam, (Kt111fn 
Lumpur. al-Rahmaniyyuh. J 982). h. 6-8. 

Secara literal, al-ma! bermakna senang, condong atau berpaling dari 
satu posisi kepada posisi yang lain. Sedangkan makna terminologi telah 
disebutkan para ulama yang tersebar di berbagai karya mereka dalam 
kajlan harta, Dari hcrbagai pcngcrtlan yang ada, menu rut Wah bah Zuhaili 
pengertian yang disebut Mustafa Ahamd az-Zarqa yang relatif sempurna 
tcntang makna harra, karena makna ltu sesuai dengan dimaksud al- 
Quran surat al-Baqarah ayat i9, yakni segala sesuatu yang dictptakan- 
Nya di bumi adalah untuk dlmanfaatkan umar manusia. Pandangan az- 
Zarqa itu adalah .r: , .. ~ .::.;),'...:.. ;,.,•~ ~ ..:.,i, .:;• ,§° ·"" J~·. (Sctiap matert 'ain yang 
mempunyai nilai yang bereriar di kalangan manusia]: •.)',,~,, "J\,,- ~~ ,, 
t,1_,,, ,,bl ,, ;,!..:.Y,, (Sesuatu yang dapat dikuasal, dapat disimpan serta 
dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan)." 

B. Konsepsi Harta Agama 

pemberdayaan harta agama padaumumnya, khususnya harta peninggalan 
korban tsunami yang ririak memiliki ahli warts untuk kcpcntingan dan 
kemaslahatan urnat. 

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan hukurn 
sosiolcgls.tcrutama tcrhadap aplikasi peraturan perundang-undangan 
berkaitan denganpenguasaan dan pemanfaatan harta yang ndak 
diketahui pemiliknya clan/atau ahli warisnya, oleh lambaga keagamaan 
yang diberlknn kewenangan hukum untuk itu yaitu Baitul Mal di Kuta 
Banda Acch. Data primer dipcrolch melalut wawancara terstruktur dan 
mendalam dengan responden dau informan, yang terdirl Kcpala dan Staf 
Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala Kantor Urusan Agama(KllA). Ketua 
i:!aitul Mal Gampong, Keuchiek atau Tokoh masyarakat garnpong, serta 
pihak terkatr yang dianggap mcngetahut informasi tentang keberadaan 
harra pcninggalan korban tsunami yang ndak ada pemilik dan ahli 
warisnya di gampongnya maslng-maslng.Sementara Data Sckundcr 
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupaperaturan 
perundang-undangan, buku-buku, majalah, literatur-literatur; hasil-hasil 
pcnolitian terdahulu, dan dokumeu-dokumen kepustakaan lainnya yang 
rerkair dengan masalah yang dibahas. 

Analisa data dilakukan dengan rerlebih riahulu mernaparkan data- 
data lapangan. dan data-data hukum herupa peraturan peruudang- 
undangan yang ada, kemudian dianalisis dan disajikan dengan metode 
deskriptif anallsis schingga dtperolch jawaban yang mendekatl kebenaran 
tentang aspek-aspek yang menjadi fokus kajian studi ini. 
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Sccara tcknis pcmbatasan makna harta dapatditentukan dengan dua 
cara Pertama, berdasarkan'ainiyah, yaitu harta itu ada wujudnya dalam 
kenyataan (a'yan) rnaka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manuasia 
tidak disebut harta, tetapi rerrnasuk milik atau hak, Kedua, 'urufiyah.yalru 
segala sesuatu yang dipandang harta o!eh seluruh manusia atau sebagian 
manusta, tidaklah manusia mernelihara sesuatu kecuali menginginkan 
manfaarnya, balk rnanfaat madlyah arau manfaat ma'nawiyah. 

Apabila dilihat dalam al-Quran, istilah harta (al-mal/al-amwal) yang 
disebut dalam 87 ayar.ada nga tujuan Allah mcmbcnkannya kcpada 
makhlukNya. Pertama, harta merupakan cobaan Allah kepada manusia 
dalarn rnenjalan kehidupan (,10:88 ,9:85 ,27:36 .9:55 .34:37 ,2:155 
26:88); harta sebagai kebutuhan hidup mauusia sehari-hari (33:27 .4:5); 
harta dipergunakan untuk masyarakat, agar tata kehidupan kebersauiaan 
mereka lebih balk (61 :11 ,49:15 ,9:·11). 

Ketiga tujuan iru bila dilihat dari segi sifat dan kehldupan rnanusia, 
poin kcdua dan kctiga sangat bcrhubungan erat. Harta berfungsl 
scbagai alat pendukung yang prcscndcn bagi kehidupan manusla. 
Posisi harta dalam kchidupan mcmilikl wadah pcngikat antar individu 
datam masyarakat, Oleh karena Itu, Allah swr, menetapkan harta yang 
dianuger;ihiNya diperuntukkan pada kepentingan sesama manusia. 
Alas paudangan itu, sebuah pandangan urnum diketnukakan. bahwa 
pada mulanya masyarakatlah yang berwenang rnenggunakan harta 
secara keseluruhan, tapi dikarenakan Allah ingin menguji seseorang, Dia 
menganugerahkan sebcgian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang 
mengusahakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.6 

Seperri harta yang dibcrikan Allah kepada Rasu!Nya (/ai1; 
ghantrnah, dan khumus ( f %). Kctiga hentuk harta ini, sebagtannya 
diberikan kepada pribadi kaum muslimin, seperti bagian ghanimah 
dan sebagian harta ) %. dan sebagian lagi menjadi milik Rasul. Unruk 
hak Rasul, setelah beliau meninggal akan dialihkan sebagai harta umat 
(harta agarna) yang disirnpan di Baitul Mal. Dalam perkernbangannya, 
kepemilikan harta dibagi kepada tiga maram; pernilikan individu iprivute 
property), pemllikan umum (collective propercy), (Ian pemilikan negara 
(stme property).' 

Kepemilikan umum dan kepemilikan negara merupakan rnilik 
bersama (urnat). Oleh sebab itu, dua kelompok ini cenderung disatukan. 
I lanya saia, kepemilikan negara mencakup seluruh rnasyarakar, 
scdangkan fasilitas umum kadang-kadang diharasi pada masyarakat 
tertentu. Pembagian harta yang bani disebutkan, bila dikolerasikan 

6 lsm;i'il Muhammad S;s,h (lsmuha.), dkk., Filsofut Hukum Ts/um, (Jakart:;i: 
Bumi Aksara. 1999), h.199. 

i Didin Halidhu<ldin, Agar HorUJ Berkah da11 Beruunbah, (Jakarta: r.erna 
lnsani), h. 21. 
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• 

a Imam al-Mawardi, Hukum ?ata Negara dan Kepcmimpinan dalam Thturon 
ls/nm, terj. Abdul llaY}~eal· K;m,midan Kamaluddin Nunlin, (Jak,ma: 2000). h. 3&8. 

9 brum .ll-~fz·,\~11i, HW.11r.: Ta.la :,'.:g-:ua. ... h.. J;; . 

Pad a masa-masaawa! Islam, sumber harta yang masuk kc kas Baitul 
Mal meliputi; 

a. Kliara}; yaitu cukai yang dikenakan terhadap tanah-tanah 

C. Sumber Harta Agarna dun Mekanisrno Pcngelolaannya oleh 
Baitul Mal Pada Masa J\wal Islam 

dengan beberapa pendapat lainnya maka harta kepemilikan um urn dapat 
disarnakan dengan harra agama, Pengelompokan ini dilakukan dengan 
mengembalikan fungsi harta kepada asalnya, yakni milik Allah yang 
dlbcrikan kcpada umar manusia secara kebersamaan, 

Sckcdar untuk dipaharni berikut dijelaskan pengeruan [cnis harta 
agama yang disebur di atas. Pertama, zakat merupakan suatu pemberlau, 
berupa hat ta tertentu dari orang kaya kcpada orang yang berhak 
menerimanya, sesuai dengan ketentuan syara. Harta zakat dlwajibkan 
kepada orang y.mg memiliki harta dcngan jumlah sebasar sampal 
nisab zakat untuk dibcrikan kepada orang-orang yang ditentuakan 
agama, Pembertan itu rncrupakan Ilana yang rnenjadi milik agama, dan 
dtsampatkan kcpada kelompok-kelornpok yang ditentukan agama, 

Kcdua, wakaf yakni harta yang diberikan dengan tujuan untuk 
dimanfaarkan bagi kepenringan umum dan kebaiikan dalam rangka 
mcncdekatkan diri kepada Allah swt. dengan menahan tindakan hukum 
orang yang berwakaf terhadap hartanya yang tclah diwakafkan, dan 
marart harra wakaf tetap utuh. 

Ketiga, hibah, yakni pernbertan yang dtlakukan secara sukarela 
dalam meudekatkari diri kepada Allah swrranpa mcngaharapkan balasan 
apa µ1111. 

Keemput, tanah yang tidak ada !agi pemillknya (ic/lJial Tanah yang 
tidak ada pemilik ada dua hentuk; ranah yang tidak ada pemiliknya seiak 
awalnya dan tanah yang tclah tiada pemiliknya. Tanah ini diambil allh 
o!eh negara dan dipergunakan bagi kepenringan umat," 

_ Kelima, fasilitas urnum, Imam Mawardi mernbagi fasilitas umum 
kepada tiga macam; tempat pertstlrahatan di padang paslr dan hutan, 
rernpat pcrisrirahatan di pinggir-pinggi,' lahan milik orang, dan tcmpat 
pertstirahatan di pinggir-plnggir jalan," Terrnasuk [uga dalarn katagori ini 
adalah hima [tauah yang dilindungi] dan air. api. sorta rumput, 

Keenom, Lahan/bahan tarnbang, yaitu hasil pertambangan yang 
di dalam bumi. Tanah dan basil tambang ml dimiliki nleh negara dan 
dlpergunakan bagi keperluan masyarakat. 
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Ke<ludukan Baitul Mal sebagai badan pengclola harta agama pada 
dasarnya dilakukan dcngan berpijak dari praktek pada masa-rnasa 
awal Islam. Pada masa Rasulullah rmsalnya walaupun belum dikenal 
istilah atau keberadaan lembaga Bairul Mal sccara formal, tctapi dalarn 

10 Iruam Gl·}·'ll\\lidi. .'1W:wn To.ra :/~jar,> b ll 1 

D. Keuudukan dan Mekanisme Hukum Penguasaarr/ Pcngclo- 
laan Barta Peninggalan Korban Tsunami yang 'I'idak Dik- 
etahui Ahli Warisnya oleh Baitul Mal 

Pada umumnya hanya terdapat satu saja lnstitusi keuangan dan 
pcmcgang amanah harta dalam Islam yaitu Banulmal.Harta-harra yang 
terkumpul dalam Baitul Mal merupakan harta negara dart dirniliki 
oleh sernua rakyat yang Linggal di ncgara tersebut.Battulmal menurut 
pandangan al-Mmvardi adalah tempat menriaftarkan mcncarat tcntang 
pcngumpulan dan penyaluran harta agama." 

Jika dilihat pcngcrtian yang tcrdapat dalarn Dictionary of Islam. 
Bai Lui Mal dimaksudkan sebagai perhcndaharaan negara yang menerima 
uang yang dipuugut oleh uegara Islam dari hcrbagai surnber seperti 
zakat, ghanimah, iizyan dan lain-lain. 

yang dimilikl olch orang-orang Islam, baik diperoleh tanha 
iersebur dengan peperangan atau pcrdamaian, yang mana tanah 
perolehan dari wilayah non muslim yang ditaklukkan tcrscbur 
tidak dibagi kcpada para pcjuang yang ikut dalam peuaklukan 
wilayah tersebut, melainkan dijadlkan sebagai harta negara dan 
dirnasukkan ke dalain kas dan dlkelola oleh Haitul Mal. 

I>. Jizyah; yaitu cukat (diri) yang dikenakan lerh:ic1ap non muslim 
[kafir zlrnml] yang tinggal di negara lslarn. 

c. Usyur; yaitu cukai yang dikenakan kc aras tanahyang dimiliki oleh 
orang kafiryang rnerneluk Islam tanpa melakukan pcperangan 
dan juga tanah yangdimiliki oleh pejuang Islam yang didapati 
dari rampasan perangyang dibagikan oleh khalifah. 

cl. Wukaf/Wusial; yaitu penyerahan ponggunann harta secara 
manfaat unruk kebajikan umatlslam. 

e. 1/arta/Kafarat; yaitu diksnakan terhadap orang y;rng melakukan 
kcsalahan syara' scpcrnmclanggar sumpah, nazar, jima' pada 
bulan Ramadhan dan melakukanzihar, 

f Hurta Zukat; yaitukadar yang tertentu dart harra tertcntu yang 
waitbdtbelaniakan kepada golongan-golougan rartcntu. Zal<at 
rucrupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh 
umar Islam [ika sudah memcnuhi syarat-syarat rertentu. 
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praktcknya ternyata Rasulullah s.a.w. telah mcrnbcntuk dan mengadakan 
lembaga kas ncgara, Hal fni tcrhukti dari hadis yang diriwayatkan oleh 
Bukhari yang mencerirakan bahwa Rasulullah s.a.w pernah mcmlnra 
kepada Rilal [sebagai khadam beliau). supaya membayar hutang harga 
seeker unla yang te!ah dibeli oleh Rasulullah." 

Pernah juga Rasulullah meminra ~fahmiyah sebagal pemegang 
amanah harra khumus (sP.perlima dari rarnpasan perang y.mg dimillki 
beliau/ negara] untuk mernbayar rnahar (mas kawin) dua orang dari 
pihak keluarganya." Bukti-bukti tersebut mcnunjukkan bahwa pada 
masa Rasulullah ada satu tcmpat khusus, sela!n dari rumah beliau 
scndiri untuk menyimpan harta khumus <Ian harta-harta lain yang sah 
dimiliki Rasnl11llah/11e3ara sebagai khazanah pada rnasa itu." Pada 
rnasa berikutnya. Praktek ini terus berkembang pada masa kekhaltfahan 
sahabat Abubakar, Umar, Usman, /\Ii, dan masa-rnasa sctclahnya." 

Di antara sumber harta agama yang dapat dikelola oleh Baitul Mal 
adalah zakat, infaq, shadaqah, wakaf wasiat, kaffarar, harta tak berwaris, 
harra amanah, hibah y<1ng diserahkan kepada Baitul Mal.'1 Berpnak dart 
pemahaman dsn praktek Baitul /\!al pada masa awal dan kcgemtlangan 
[slam itulah, kiranya tepatlah Majelis Perrnusyawaratan lJlama (MPII) 
Provinsi Nanggrce Acch Darussalam, mengeluarkan Fatwa Nomor 2 
Tahuu 2005 tanggal 7 Februari 2005. yang dianrara isi fatwa tersebut 
adalah "Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa dan 
tsunami ya11g tidak meninggalkan ahli warts, adalah menjadt milik umat 
lslarn rnelalui Baitul M.il setelah mcndapatkan pcnctapan dari Mahkarn~h 
Syar'iyah". Bunyt butir Fatwa rcrschur kernbaf dipertegas dan diulangi 
dalarn Fatwa Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 17 April 2005. 

Dalam Surat Keputusan Kepala DPN Nomor 11'1, Tahun 2005 Ten tang 
Manual Pendaftaran Tanah di Lokasl Bencana Tsunami di Nanggroe Aceh 
Darussalam dan Surnarera urara, d!nyatakan bahwa: "Dalam hal ierdapat 
sebidang ranah yang tidak ada lagi pemilik.nya dan tidak diketahui 
siapa ahli warisnya. y.rng dapat disiapkan hanyalah pernbuaran buku 
ranah, scrnentara scrrifikat nya tidak akan diterbitkan sehingga ada 
kejelasan status kepenulikanuya. dan tanah tersebut akan dlscrahkan 

l t ln,=111 Al·B-ukhln, SM..>t,i, 8:.,.it.hart. {Lal:.ort: r.p-. 1%2), h.. 195" 
1 Z lbnJ Sa".W. o,'-Taboqa, al Kt,!,r,. JlliJ IV, (Lddtn~c-d Sa.:hao, uh.J1 h. -+04l. 
13S ~t lfau.-;ul 7.a."":"..a.n, F..t'(>n(ll.,nU: Fur,;./1r;n c,,fA,-, Js!umk S!.:M (If,~ ca,;'y Upll'!Cnt."'t!), (Le10:?«r: 

l~leJT11i: l'oW1d:.uo;1). JY"Jl. h. lJ7. 
1 ·! :\bdulkhl\.lv..i H?ji P.~m. K.anup den PtN!r.iJr. Bt:irt:l ,\!al Ci l.c:ne>1 Ke~m:.'ang::n JJ.lam. dll!-"n 

bul-u "A",, ,-'rdh f,.,.,bnr.g:.non iku'rr,! .llaf .K~baftg,aan -. ?t-n)i.m!1r.g ~hn-1.Ar,bl HJ. Nlk }-{~ {~f!ll}'!L!, 
Kua!a Lump;;.r: t:.v.i:u1 Xef'.a.h.l.T.an tsl~'ll. 200J), h. 17.39 

1SLIM: J1;gl ~!um'r.nt&d Jt:n Abi Sa.)tl :l!-S,arakhii. A!-.\fllht.u:!., kl Jlt ,~~-esi1. }.iath..!-"ab s.,·~.:kli. 
tlh.J, lL !S. B:mdw~ j,Jg.:.:1 t!:ngm Yt:l".:fQmd~\\)', K/Jl1!~psJ .is!~ Da!. .. 01 .!.ft.fl.(;u.MJ .t.·.,,.wkir ....... "t.. 
(Su,aC'ar.r S~M Ur:,t,, 19%), h.137.~{ "!m~..egi 83:!u! ~{cl d"cltm K(::?;::Jl llllm kc-p,3d1 ~mp1t mz-:a:n: 
Ball\!/ ,lfai .:;l~J.:.1, Baii'v! .~!a! J[.J-,h dM K-harr.,t, lknt:r:' 1,('"lf (i/m,,,~J;, dell Rrk, d:.m B..a::ul ,',-!c! 1-:'c.:-ra 
T~rlar.:o.r. 
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lauh sebelum lahirnya Fatwa MPIJ ProvinsfN/\D Nomor2 dan3 Tahun 
2005, clan Keputusan Kepala BPN Nomor l i 4 Tahun 2005 serta Undang· 
Undang Nomor 48 Tahun Z007, proteksl terhadap kejariian scmacam ini 
telah pernah dinyatakan dalam lnstrksi l'residen (lnpres) Nomor I Tahun 
1991 Tentang Kompilasi Hukurn Islam di Indonesia. Meskip1111 lnpres 
terschut bukan dtkeluarkan untuk menangani permasalahan tanah 
dalarn keadaan darurat sepertt bencana tsunami, namun kiranya salah 
satu ketsnruan hukurn yang dlatur di dalamnya juga dapat dipakat untuk 
rnenangani rnasalan perranahau yang udak ada pemilik dan ahli warlsnya 
rormasuk dalarn keadaan luar blasa scpcrti tsunami. 

Dalam Pasal 191 Kill dinyatakan hahwa: "Hila pewaris tidak 
rneuinggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya ndak diketahui 
ada atau tidaknya, maka harta terscbut atas putusan Pengadilan Agama 
(Mahkama/J Syar'iyah. Pen) dise~ahkan penguasaannya kepada Baitul Mal 
uutuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. 

Dari beberapa ketentuan hukum yang telah diuraikau di atas, jclas 
tcrlihat bahwa keseluruhannya membcri mandat kepada Bailtll Mal 

pengelolaannya kepada Badan Batrul Mal". 
Selanjutnya untuk memperlancar proses pelaksanaan rehabilitasl 

dan rckonstruksi di Provinsi Nanggrce Aceh Darussalam dan Kepulauan 
Nias Provinsi Sumarera Utara pasca tsunami, pemerintah pada tahun 
2007 telah pu!a mengeluarkan sebuah Peraturan remerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) Noinor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan 
Perrnasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan kchabilitasi clan 
Rekonstruksi Wilayah clan Kchidupan Masyarakat di Provins! Nanggroe 
Acch uarussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumalera Utara, yang 
kemudian dltetapkan meniadi Uudang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 
pada tanggal 28 Descmbcr 2007. 

Ketentuan hukurn tentang pcnanganan harta peninggalan korban 
tsunami, yang dlatur dalarn uiulang-undang ini [uga senada dan seirama 
tlengan fatwa MPU Nomor 2 dan 3 Tahun 2005, dan Keputusan Kepala 
Bf'N Nomor I 14 Tahun 2005 seperti telah tli uraikan scbclumnya.Pada 
Bab Ill tentang Kepernilikan dan Pcngelolaan Tanah, Pasal 8 dinyatakan 
banwa: 

1. Tanah yang tidakada lai;i pemilikdau ahll wansnya yang beragama 
Islam mcnjadi harta agarna dan dikelola oleh Baltul Mal. 

2. Penetapan mengenai ada atau ttdaknya pemilik dan ahli wans 
serta pengelolaan tanah oleh Haitul Mal sebagaimana dlmaksud 
pada ayar (1) dilakukan oleh pengadllan. 

3. Permohonan Ponetapan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
ti a pat d iaju kan a 1 ch kc luarga, m asyarakat.atan p engu rus Bai tu 1 Ma I. 
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Salah satu pencapaian penting dari lahirnya Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2001 tcntang Otonomi Khusus Nanggroc Aceh Darussalam, 
adalah tcrbenruknya Sadan Baitul Mal melalut SK. Cnbernur Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Pernbcnrukan Organisasi <fan Tata Kerja Badan Bairul 
Mal Provinsi Nanggroe Acch Darussalam. Di sarnping lahirnya bcbcrapa 
Qanun Syari'at lainnya, dalarn rangka merespon keinginan rnasyarakat 
untuk melaksanakan penerapan syari'at Islam di Acch, 

Bairn! Mat yang dibentuk oleh Pemda Acch sama sekali berbeda 
kewcnangan, siruktur; rugas dan fungslnya dibanding dengan lernbaga 
serupa sernisal Badan Amil Zakat lnfaq dan Shadaqah {13,\ZIS) rang ada di 
Provinsi lain di Indonesia. Hadan Baitul Mal adalah lembaga khusus yang 
dibentuk olch Pemerintah Nanggroe J\cch l)arus~a!am, untuk mengurus 
segala macam bentuk harta agama baik yang bersumlier dari zakot, infaq, 
shatlaqah, wakaf, dana diyad, harta ya11g ticlak diketahui pemiliknya, 
bar.mg tercecer, dan segala macam bentuk harta agama lainnya. 

l:lcrdasarkan SK. Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 ters:eliut, 

E. Profil, Tujuan dan Sasaran Badan Baitul Mal Kota Banda 
J\ceh 

untuk mengclola harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada ahli 
warisnya, balk itu terbadap benda bcrgerak man pun benda tidak bergcrak 
milik korban tsunami yang beragama Islam. Keadaan ini mcrupakan 
sebuah berkah rcgulasl y,mg patut disyukurt umat Islam Indonesia 
khususnya masyarakar muslirn di Aceh, karena dcngan acfanya kerentuan 
hukum tcrsebut Baitul Mal relah dtakui oleh negara sebagai wadah untuk 
menampung dun mengcloia harra-harra peninggalan umat Islam yang 
tidak ada pemilik dan ahli warisnya, 

Dengan adanya ketentuan hukum tcrscbur, terllhat pula bahwa 
ncgara dengan sendirinya telah mcngakui keheradaan Baitul Mal sebagai 
ahli warts dari harta-harta penlnggalan umrnat Islam yang tidak aria 
ahli warisnya. Keadaan ini sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki 
al-qur'an dan hadits, sebagaimana telah dtbahas dalam kitah-kitab fiqh 
klasik karangan Imam Mazhab dan para pcngikumya. 

Unruk rnelihat lebih iauh tcntang peran. iungsi dan kewenangan 
Baitul Mal Aceh dalam mcngurus dan mengelola harta agama, khususnya 
harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada ahli warisnya, dapat 
ditelusuri dalam Qanun Areh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. 
Pada Hab lll baglan kesatu rentang ruang lingkup kewenangan Pasal 8 
ayat (l) huruf e dinyatakan bah, . va salah satu fungsi dan kewenangan 
Baitul Mal adalah: "Menjadi pengelola terhadap hartayang tidak dikerahui 
pemilik arau ahli warlsnya berdasarkan purusan Mahkamah Syar'iyah", 
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Setidaknya ada dua sasaran yang ingin dtcapat oleh Baitul Mal 
Kota Banda Aceh, dalam rangka mewujudkan vtst dan mtsmya Pertama, 
mensosialisasikan pengumpulan segala jenis harta agama kepada seluruh 
lapisan masyarakat, baik Pegawal Negeri, Palisi, Tentara, Pengusaha, 
Profesijjasa, Pedagang, Nelayan, dan masyarakat latnnya, Sekallgus [uga 
melakukan pendaraan yang maksirnal ierhadapsemua potensi pcmasukan 

kcmudian Juga dtbcnruk Badan Battul Mal di tiap Kabuparen/Kota yang 
ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melalul SK Bupati/Walikota 
masing-rnasing sesuai dengan perinrah Pasal 3 SK. Cubernur tcrscbur. 
Di Kora Banda Acch pernbentukan Badan Baitul Mal dilakukan dengan 
keluarnya SK Walikota Banda Aceh Nomor 15/t Tahun 200•, tentang 
Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Badan Baltul Mal Kata Banda 
Aceh. yang ditandatangani tanggal 30 [uni 2004. Pada rahun berikutnya 
ditctapkanlah pcngurus lladan Claitul Mal Kata Banda Aceh melalui SK. 
Walikota Nomor 2005/52/451.5 tanggal 16 Mei 2005." 

Dalam perkernbaugan selaniutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Pernerintah Aceh, y-dng kembali msmpertegas 
bahwa scgala macam bcntuk harta agama, baik zakat, wakaf infaq, 
shadaqah, harta penlnggalan yang ridak memilki ahli warts, dan bentuk- 
bentuk lainnya yang uapar rtigolongkan kc dalam harra agama dikelola 
oleh Baitul Mal (Pasal 191). Berpijak dari Undaug-Undaug Nomor 11 
Tahun :.!006 irulah kemudian Pemerintah Aceh meningkatkan status 
regulasi ten tang Badan Baitul Mal di Provins! Aceh, dari yani; sebelumnya 
hauya diatur dengan SK. Gubernur kernudian ditingkatkan menladt Qanun 
Nomor 10 Tahun 2007 ten tang flaitul Mal. 

Badan 13aitul Mal Kora Banda Aceh rnengusung visi: "Terwujudnya 
ummnt yang sodar ,:akat, pcngc/o/aan yang amanah clan mustuhik yang 
sejahtera". 

Berangkat dari visi tersebut maka Badan Baitul Mal Kora Banda Aceh 
rnengusung misi: 

a. xtcmbcnkan pelayanan yang prirna kepada 11111zakki dan 
mustahiq; 

b. Mewujudk.in sisrern pcngelolaan zakat yang rransparan dan 
akuntabel: 

c. Memberikan konsultasi clan advokasi dalarn bidang zakat dan 
harta agama lainnya bagt yang membutuhkan; 

d. MembP.rdayakan harta agama untuk kesejahteraan kaurn dhu'afa: 
e. Melak11kan pamhlnaan yang kontlnyu terhadap para pengelola 

zakat dan harta agarna lainnya: scrta 
f. Mengurus anak yang tidak rnerupunyai lagi wali nasab. 
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Harta peninggalan korhan tsunami di Kota Banda Aceh terdiri 
dari l1E>rhag:1i maram [enis dan bentuknya, ada yang berbemuk benda 
bergerak dan adapula dalarn bentuk harta tidak bergerak, Harta bergerak 
peninggalan korban tsunami mtsalnya perhiasan, kenderaan, rabungan 
(strnpanan) pada berbagai lembaga pcrbankan (Bank), scmcntara harra 
tidak bergerak berbentuk sepcrti tan ah <Ian bangunan. 

sampst dengan bulan Okrober 2013 saar pengumpulan data 
penelirian ini rlilakukan, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menerima 
dan mengelola harta peninggalan korban tsunami dalam bentuk harm 
bergerak saia. terdiri dari 2 jenis yaitu, harta pcninggalan korban dalam 
bentukstmpanan di Bank yang telah diserahkan o!eh masing-maslng Bank 
yang bcropcrasl di wilayah Kora Banda Aceh, sesuai deugan prosedur 
yang berlaku rtan berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah dan 
sesuai perinrah UU Nomcr 48 Tahun 2007. [umlah total keseluruhan uang 
si111µa11a11 korban tsunami yang tidak memiliki ahli warts di Korn Banda 
Aceh yang terdapat dalam kas Baitul Mal bila ditotal kcscluruhannya 
rldak mcncapat 1 Mllyar rupiah." 

Harta peninggalan ko1 bau tsunami berikutnya yang dititipkan dan 
dikelola Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah, harga pembayaran tanah 
yang terkena proyek pelebaran [alan dan dratnasc di Korn Banda Acch, 
yang pada saar proyck tersehut dikerjakan tidak diketahui perniliknya 
dao fatal! cidak ada ahli warisnya, Uang pernbebasan lahan yang diterirna 

l]fa>d. 
18 Ors. £ahh~1d6:n Ha~:!. Kepale &,itu! ~'.,1 Ko:., Banda J\C'th, \\~\\·Jnt:l.:-3 tfll~g"ll 9 Oktcber 20!.:~. 

I.Oi3.ra M--ul I J .C'V s.:d Pu.~ul )2 3(1 \VJO. dj xa.~10, 8!.itul ~1.11 Keu Banda Ac& 

F. Status dan Akibat Hukum Penguasaaan/Pengelolaan Hana 
Korban Tsunami yang Thlak Diketahui Pemilik dan /atau 
Ahli Warisnya oleh Baitul Mal di Kuta Banda Aceh 

harta agama, serta pemanfaatannya untuk kepcntlngan agama dan umat. 
Kedua, sasaran akhir yang Ingln dicapai adalah rercipranya suatu 

suasana yang produktif dan berkelanjuran, di rnana upaya pengumpulan 
harta agarna yang optimal akan dtmanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan ummat, uramanya untuk kepennngan masyarakat yang 
fakir dan miskin. Halk itu diherikan dalam hentuk dan slfat konsumtif 
ma11p1111 dalam hentuk produkrif yang diharapkan ke depannya akan 
meningkatkan ekonornt dan produktifitas umat serara merata, Akhirnya 
pada suatu saat nantinya aset Baitul Mal yang sangat besar [urnlahnya, 
akan dapat dimanfaatkan untuk kcpcnringan pendidikan, kcschatan, 
[aminan soslal, dam lalnnya hagi para diw'afa khususnya <Ian umar Islam 
pada un111m11ya.17 
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!3aitul Mal tersebut dalam bentuk titlpan sementara, berdasarkan Putusan 
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 60/Pdt. P/ZOlO/MS·Banda 
Aceh, yang merupakan putusan terhadap 10 kasus pembebasan tanah 
yang tidak dan/atau belum diketahui pemilik dan ahli warisnya pacla saat 
putusan terse but duetapkan, dan Purusan Nomor 73/Pdt. P /2010/MS· 
Banda Acch yang mcrupakan purusan rerhadap 12 kasus scrupa, 

Belakangan 12 kasus dari 22 kasus yang ierdapat dalam kedua 
putusan Mahkarnah Syar'iyah Banda Aceh tersebut diketahui kernbali 
pemiliknya, karenanya atas dasar putusan Mahakamah Syar'iyah uanda 
Aceh Nomor ?.10/Pdt. P/2010/MS-Banda Aceh. Rait11I Mal Kora Banda 
aceh telah rnengembalikan uang pernbayaran pernbebasan tanah ydng 
terkena proyek pernbangunan [alan dan drainase di Kota Banda Aceh 
tersebut." 

Scmcntara hcnda hergerak Iainnya seperti perhiasan-perhiasan 
(emss dan lain sebagainya], yang diternukan oleh relawan pada [enazah- 
jeuazah korban tsunami saat dilakukan evakuasl korban, sarnpai sejauh 
im ridak pernah diterima atau dititipkan oleh prhak manapun kepada 
Batrul Mal Kora Banda Acch, padahal [ika mcrujuk pada peraruran 
perundang-undangan yang ada harta-tersebui menjadi harta agama 
yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal.?\) Ketika ditanya lebih 
[auh, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan bahwa perhiasan- 
pcrhiasan yang ditcmukan pada korhan tsunami itu dtscrahkan kepada 
Mcsjid Raya Balturrahman melalui pengurusnya, oleh relawan yang 
menemukan dan mengurnpulkan perhiasan iersebur selama proses 
evakuasi kurban tsunami, 21 

Selatn harta bergerak, harta penlnggalan korban tsunami yang 
bcrbcmuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ditcngarai 
[uga hanyak rerdapar di Kora Randa Aceh. Kepala Baitul M;il Kota Banda 
Aceh [uga mangamini clan rnengakui bahwa harta-harta udak bergerak 
peninggalan korban tsunami, yang tidak memiliki dan/arau tidak 
diketahul keberadaan ahll warisnya Ini banyak rerdapat di Kota Banda 
Aceh. Karena wtlayah ini sangat parah diterpa tsunami dan penduduk 
(korhanJ yang memiliki harta henda tidak bergerak juga cukup banyak, 
cuma data mengenai hal ini ruernang belum dirniliki oleh Baitul Mal Kora 
Banda Aceh." 

Apa yang disampaikan oleh Kepala Bairul Mal Kota Banda Aceh 
terse but ternyata hcnar adanya, ha! ini disimpulkan dari hasil wawancara 
dengan Manshur Ahmad, S.Ag. dlmana beliau mengatakan bahwa 
beberapa lmeum Gampong pern..ih meny;1mpaikan perihal keberallaan 

19 Yl-'M,'<!rv:,1ra Drs. ~du.-id:fui H~ ll!n;gcl ') O!..tebe! 2013. 
20 ~·",.,~r.C.H<" °" S~ahu,Mi~ NA,-.,,,, r,~r-td Q. Oktci'icr 20 IA 
21 \Va',"ldrJC.ifa Ors. S!la.l<tuddin l la.un, ,an.ggal 9 Oktobtr 2013. 
22 V.'-a-.·ra"'""'7'.nt On . .S!!.l!lt.u.3du, Hw.an. U.igpl? Oktc,b.:1. io13, 



23 ~f~biJt Ahr:t!.d, S~i\g .. P~/d\V/K11. KU:\ Kee. Kctn Aten, sebelumnya p,e?ll::::h bettu~ di K~. 
~fct:ral:~. ~·.,, ... r1t!'C.Ua t.!llf,tal 8 Ol .. rihc! j/11 J eware Pukul IO ~Id ~cl:ul 11 10 di Kurrnt K~iA Kee Kuu 
Aum, Bllndl.A<:eh.. 

21 \V.t\\:ll:<Ua ~tanshur ,.\Junt..J. S. Ag .• WlcS!al S: (l;.t~r 201! 
2SV/;;•,·,•.1nc.)r.1 !);:; $;;;!!'..hurldil'J H~tJ. 1aJi?.t,'1 Q 0\-rr-be, 20!3 

Hubungan hukum antara subjck dan objek hukum dalam bcnruk 
apapun, secara yuridis harus dapar dibukrikan oleh subjek hukum (si 
pcmilik hak), karcna hubungan hukum terkait dengan hak kehendaan 
y,rng dlmungkmkan sudah perna 11 rerjadi sebelumnya atas benda rersebur, 
Pembuktian hak atas kebeudaan iui harus dibuktikan oleh subjek hukum, 
baik subjek yang memihki hak tersebur berupa orang [badan pribadi] 
araupun badan hukum. 

G. Faktor-Paktor Penyebab belum Dlajukannya Pcrruohonan 
Penetapan Hak Pengelolaan atas Tanah Korban Tsunami 
oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh dan Solusi Peuyelesai- 
annya 

dan permasalahan tanah korbau tsunami, yang tidak diketahui ahli 
warisnya di Gampong mereka kepadanya sebagai Pejabat Pernbuat Akta 
Ikrar Wakaf(PPAIW) di kantor KUA Kecnmatan." 

Manshur Ahmad mcnambahkan bcllau sangat khawanr dcngan 
keamanan dan status hukum ranah-ranah korhan tsunami yang tidak ada 
ahli waris, karena sampai sejauh ini belum terdata dengan balk. Ditambah 
lagl dengan perrnasalahan hilangnya data-data tanah wakaf harta agarna, 
yang sudah mcmiliki scrtlftkat wakaf sebelum tsunami meneriang Banda 
Aceh." 

Menjawab pertanyaan ini Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh 
rnengatakan bahwa, sebahagian atau beberapa persil dari tanah-tanah 
peninggalan korban tsunami memang dikuasai dan dikelola oleh Baitul 
Mal gampong, Karena kcbcradaan harta terscbut terletak di gampong- 
gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, walaupun diakui 
pula sampal seiauh ini penguasaan dan pengelolaan harta-harra rersebur 
belum merniliki alas hakyang kuat, karena belum menempuh proses clan 
prosedur penguasnan harta peninggalan korban tsunami sebagairnana 
yang dtamnnatkan undang-Undang Nomor 48 tahun 2007." 

Penguasaan oleh subjck hukum tcrhadap sctiap objck hukum, 
secara yuridis harus berlandaskan clan beralas hak yane sesua] dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlnku.Baik penguasaan 
oleh orang [badan pribadi), penguasaan oleh badan hukum, bahkan 
penguasaan oleh ncgara sekalipun tctap harus berlandaskan hukum dan 
pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 
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Begitu pula halnya dengan penguasaan dan pcngelolaan harra 
agama olch lcmbaga Baitul Mal, khususnya terhadap tanah-tanah yang 
tldak dlketahui lagi pemilik dan/atau ahli warisnya pasca terjadinya 
bencana gem pa dan tsunami. juga perlu nan wajib dimintakan penetapan 
Mahkamah Syar'iyah dan dilakukau pendaftaran hak kcpada Kantor 
Pertanahan Kabupatcn/Kota. Agar harta-harta yang dltinggalkan oleh 
umat Islam yang kemurlian menjadi harta agarna, mendapat perlindungan 
dan kepastian hukum yang rnaksimal dan dapat dlpertanggungjawabkan. 
Schingga terhmdar dari penyalahgunaan dan psnyelewcngan 
pemanfatannya, serra mcnghindari rcrjadinya klairn atau sengketa t!ari 
pihak-pihak yang tidak bsrranggungjawab di kcmudian hart, 

Sarnpai saat ini dari hasil peuelitiau di 6 gampong dalam 2 
kocamaran sample pene!itian diketahui banyak clari tanah-ranah yang 
tldak ada lagi pcmllik dan/atau ahli wartsnya, berada clalam penguasaan 
dan pengelolaan dan bahkan ada yang sudah dtrnanfaatkan oleh Baitul 
Mal unruk kepentingan urnat Islam. Kondisi ini sungguh-sungguh 
mcmprthnnnkan, karena landasan hukurn yang dimiliki oleh Baitul Mal 
yang notabcnc juga merupakan lcmbaga bentukan pemerintah, yang 
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menguasat dan mengelola 
tanah-tanah tersebut udak melaksanakan arnanat undang-undang. 
Padahal ini ttdak bolch terjadl, karena rnenyaugkut dengan harra umat 
yang harus mendapat pcrllndungan hukum serta dikelola dengan baik, 
untuk menjamin kepemingan umat dan agama Islam dikernudian hari. 

Menurul Kepala Baitul Ma! Kota Banda J\cch kewenangan 
penyelesaian perrnasalahan tanah-tanah tak bsrruan ini, sudah 
dlltmpahkan scpenuhnya menjadl tanggung jawab dan inisiarif Baitul Mal 
Gampong mastng-masing untuk mclakukan mekantsme pengajuan hak 
penguasaan clan pengelolaanuya.Baik untuk mcrnlnra pcnerapan kepada 
Mahkamah Syar'iyah tentang status tanah korban tsunami, yang tidak ada 
lagi pemilik dan/atau ahli warisnya tidak diketahui lagi, maupun untuk 
mengajukan perrnohonan pembuatan buku tanah yang demikian kepada 
Kantor Pcrtanahan Kota Banda Aceh.16 

Kebliakan Bairul Mal Kora Randa Acch tcrscbut, sampai sejauh 
mi narnpaknya belurn rnernberikan dampak apa-apa bagi proses 
perlindungan hukurn secara formal sebagairnana diamanatkan peraniran 
pcrundang-undangan, rcrhadap tanah-tanah korban tsunami yang 
ierdapat di gampoug-gampong di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, 

Faktor penyehab belum adanya salu persil pun t,nrnh yang tldak ada 
lagi pcmilik dan/atau ahli warisnya, dim in ta penetapan tlan tlitlaftarkan 
oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar'iyah dan Kantor Pertanahan 

l'fa'iGl!ASAA.'I UAN l'tNG£LOUAN HARTA PENr-lGC:\L,\N KORB,\N TSUNAMI !OS 



Baiiul Mal adalah sebagai bertkut: 
1. Kemungkinan alasan portarna helnm didaltarkannya harta 

pentnggalan korhan tsunami oleh Baitul Mal Gampong, adalah 
karena pengurus Baitul Mal Gampong belurn mengerahut ada 
peraturan perundang-undangan mengcnai hal ini, sehingga 
sosiallsasi mutlak dtperlukan. 

2. Belum adanya kata scpakar dan kesamaan persepsi diantara para 
pengurus Raltul Mal Gampong dan rnasyarakat serempar, ten tang 
perlu dan pentingnya dlnjukan peuctapan status tanah korban 
tsunami untuk menjadi milik Bairul Mal Gampong. 

3. Teriadtnya dualisme pengelola harta agarna di iiampong [uga 
mcnjadi kendala rersendiri, Ada Gampong yang pengurus l3aitul 
Malnya lanesung diketuai oleh Tgk lmeum Gampong/ Meunasah, 
ada µula Gampong yang menetapkan pcngurus l!aitul Malnya 
bukan dart unsur lmcurn Gampong, tetapi cfari unsur lain misalnya 
tokoh masyarakar. 

4. Pcngurus Baitul Malrnerasa ragu dan belurn yakin dengan status 
tanah tersebut, Karena sangat dlmungklnkan ranah terscbut 
sudah pernah dllakukan peralihan hak, kcpada pihak lain oleh 
si pemilik ranah rcrscbur bcherapa waktnsebelum terjadinya 
rnusibah tsunami, namun si pemilik barn yang kernungkinan masih 
ada atau ahli warisnya kernungkinan dapat ditemukan. belum 
dapat menunjukkanbuktt-bukrt kuat tenrang adanyapcralihan 
haktersebut 

S. IJaitul Mal gampong atau lmeum dan perangkal pemerintah 
Gampong enggan melaporkan harta tersebut kepada Bairu! Mal 
Kota, karena kalau dilaporkan mereka masih memahami harta 
agarna tersebut akan diambil dan dikclola olch Baitul Mal Kora 
Banda Aceh. Aktbamya sampai saat ini Baitul Mal Kora Banda 
Acch bclum memiliki data yang akurat. tentang berapa banyak 
jumlah harta-harta tidak hergerak peningggalan korban tsunami 
yang tersebar di gampong-gampong dalarn wilayah Kota Banda 
Aceh." 

6. Korban tsunami yang memiliki tanah dan mcnctap di wilayah 
gampong yang ditcliti scbaglannya adalah warga pendatang, 
Sch!ngga sangar dlmungkinkan masih ada ahli waris dari daerah 
asalnya, yang di kemudian hari akan datang untuk mengambil dan 
rnerninta kembalt tanah tersebur, karcna mcmang secara hukum 
rnerekalah yang paling berhak atas semua harra peninggalan si 
korban termasuk tanah. 
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Untuk menyelesaikan perrnasalahan hukurn agar sernua harra 
pcmnggalan korban tsunami, yang bcrada di bawah penguasaan dan 
pcngclolaan Bairul Mal tctapi bclum mcmcnuhi proscdur yang legal, 
inaupuu harta y,nig belum dikuasai dan dikelo!a Baitul Mal maka ada 
beberapa sulusi yang dapat ditempuh yaitu: 

l. Baitul ~lal Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota segera 
rnclakukan sosiallsasi yang merata kepada semua pengurus 
Bairul Mal y:rng aria di ringkat hawah, mcngingat pcntingnya 
dilakukan segera penelapan dan peugurusan hak pcngclolaan 
terhadap harta-harta peninggalan korban tsunami yang berada 
di wilayah Kota Banda Aceh secara legal. 

2. Baitul Mal khususnya pada ringkat Gampong yang mcmiliki 
pengurus dalarn prakteknya ierhadap penguasaan clan 
pengelolaan harta agarna, disarankan segera rnengakhir: dualisme 
pengurus Baitul Mal di gampong terse but. 

3. umuk mernastlkan kcbcradaan pemilik dan/atau ahli waris 
korhan tsunami yang penrlarang, kiranya Baitul Mal garnpong 
segera menelusuri hal tersebut ke daerah asal korban. Rita dalam 
waktu tertenru tidak ditemukan ahli warisnya rnaka segera 
saja diajukan permohonan pcnerapan tidak ada ahli waris dan 
pcngurusan hak pcnguasaan dan pengclolaan oleh baitul ma!. 

4. Terhadap permasalahan biayd pengurusan penetapan Mahkamah 
dan hak pengelolaan kiranya dapar segera dimusyawarahkan olch 
seuap jenjang pengurus baitul rnal, dhnungkinkau [uga untuk 
melakukan pendekatan dengan Mahkarnah Syar'iyyah dan BPN 
untuk mcnggratlskan biaya pcngurusan terse but, atau dapat iuga 
diusuikan kcseluruhan biaya iersebut dimasukkan da!am ;\Pl:!D 
Kata Banda Aceh. 

I 
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I . 7. Riaya pengurusan penetapan Mahkamah Syar'iyah dan 
permohonan pembuatan buku tanah tenru [uga memhutuhkan 
btaya, sedangkan sumber pembiayaan untuk itu belum ada 
dalam kas Baitul Mal Gampong/Kota.llcgiru pula dcngan waktu 
pengmusan yang kernungklnan akan sangat Jama dan mereporkan 
bagi pengurus Baitul Mal, seperti rnisalnya mencarl waktu y~ng 
pas untuk menghadtrkan saksl-saksi dalam sidang pengadilau 
clan lain sebagainya. 
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Daftar Kepustakaan 

Dari uraian di alas dapat dislrnpulkan bahwa tegaltras penguasaan 
dan pengelolaan harta peninggalan korban tsunami yang tidak diketahui 
pcmililc dan/arau ahli wartsnya, oleh lJaitul Mal di Kota Banda Aceh 
sebahagiannya sudah mcmcnuhi kctcntuan hukum yang berlaku. 
teruiama penguasaan rerhadap harta bergerak pcnlnggalan korban 
tsunami dalarn benruk sirnpanan tli Bank dan harga pembebasan 
lahan yang terkena proyek pembangunan [alan dan drainase di Kota 
Handa Acch. Hana pcninggalan korban tsunami dalam bentuk yang 
udak bergerak seperti ranah, sampai sejauh ini hclum dilakukan upaya 
hukum uruuk mengurus penetapan tidak diketahui pemilik clan/atau 
ahll warisnya oleh Baitul Mal di Kola Banda Aceh kepada Malrkaw~h 
syar'tyah Banda Aceh, Karena itu, tentu pengurusan buku tanah kepada 
Badan Pcrtanahan dcngan scndirinya juga belum dllakukan. IJengan 
demikian dapat dislmpulkan bahwa pcnguasaan harta pcninggalan 
korban tsunami dalarn beruuk harta tidak bergerak balum sexual dengan 
ketentuan hukurn dan perundang-undangan yang berlaku kalau tidak 
mau dtkatakan penguasaan/ pengelolaan tersebut dilakukan oleh Baitul 
Mal sccra illegal. Kcndala yang dihadapi Baltul Mal di Kora Banda l\ceh 
dalam permasalahan ini dlanraranya, kurangnya sosialtsasi pcrundang- 
undangan tentang penguasaan dan pengelolaan harta agama khususnya 
peninggalan korban tsunami, berbedanya pemahaman pengurus, 
dualisme pengurus/pengelola, dan koor<linasi yang lernah baik antar 
lcmhaga Haitul Mal sccara vertikal, maupun koordinast antara Baltul Mal 
deugan insransl rerkalr lainnya seperti Kemcnag, Mahkamah Syar'iyah, 
clan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kata Banda Aceh misalnya [uga 
ditengarai menjadi salah satu kendalanya. 

H. Kesimpulan 
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Ranyak permasalahan perwakafan yang ada dalam masyarakat 
sekarang ini masih menjadi masalah yang rumit, dlantaranya manyangkur 
masalah keabsahan satatus wakaf memeriukan kajian yuridis terhadap 
kcabsahan status wakaf, yang scmakin lama semakin banyak persoalan, 
balk perumahan, perluasan jalan umurn, tempat ibadah, tempat 
pendidkan dan laiu-lain. Pada mulanya, sebaglmana dikerahul tidak ada 
hukum positif sebagai ketentuan khusus, kecuali lafadz clengan lisan 
saja di depan imam mesjid, pada rnasa iru, dan disaksikan oleh beberapa 
orang. maka wakaf di anggap sah. 

Realita yang tcrjadi dalam masyarakat waqif hanya melafadzkan 
kata-kata mewakafkan suatu objek kepada imam masjid, dan disaksikan 
oleh beberapa orang saksi dlanggap sah. Tanah yang dlwakafkan itu 
peralihannya tidak disertai bukti pemilikan tanah. Dikawatirkan tanah 
tersebut suatu saat kemungktnaan di gugat oleh ahli warisnya, bahwa 
tanah yang dlwakafkan olch orang tuanya iru tidak sah, karena ndak 
mempunyai alat bukti yang kuat. Sedangkan saksi-saksi sudah tidak ada 
lagi, disebabkan berbagai foktor ketiadaaannya. 

Adapun tanah yang telnh diwakafkan. dalam i\kta lkrar Wakafnya 

A. Pendahuluan 

Oleh: Arilln Abdullah, MU 

PERUBAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH WAKAF 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN 

ACEH TENGAH 



untuk keperluan pendidikan. sekarang telah dibangun [alan raya. Tanah 
yang dulunya diwakafkan untuk ternpat ibadah.sekarangberubah menjadi 
dermaga kapal, tanah yang ikrar wakafnya untuk tempat perkuburan 
11m11m, sekarang berubah mcnjadi tcmparpcndtdtkan. Pemanfaatan tan oh 
waknf yang tidak sesuai dengan ikrar waqif terjadi dalam masyarakat, 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. pada 
Pasal 3 disebutkan "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" 
tanah yang telah diwakcf kan harus sesual dengan niat waqif.1 

Tanah wakaf mcrupakan pcralihan hak prlbadl, hak millk, atau 
badan hukum rerrentu, rtialihkan menjadi hak wakaf tujuannya untuk 
keperluan sosial, ibadah dan keperluan umum Iainnya. Perwakafan 
tanah seiring kemajuan terjadi dalam masyarakat, dilakukau di depan 
nadir atau badan yang berwenang dalarn Pembuat:m Akta lkrar Wakaf 
(/1.IW), di tlap Kantor lJrusan Agama (KUJ\), berwenang membuat Akta 
lkrar Wak;:if (A!W) bersama dangau Badan Perranahan Nasional (llPN}, 
Akta dibuat setelah dilakukan pengukuran barsama dengan waqir, nadir; 
pegawai 13PN dan pegawai K-UA untuk rnelakukan pengukursn tanah yang 
diwakafkan, sebelum dibuar Akra lkrar Wakaf (AIW). 

Permasalahan sckarang dalam masyarakat, khusunya Aceh Tengah, 
hahwa peruntukan (peralihan] tanah wakaf tidak sesuai dengan tkrar 
wakaf, sehingga di;1neeap sebagal pelanggaran clari syarlar dan scbagian 
kalangan rnengangap ha! tersebut tidak wajar, Hal ini dipandaug 
bertentangan dengan alas hak yang terdapat pada Undang-Undaug 
Nomor •H Tahun 2004 Tentang Wakaf. Studi ini ingin rnengka]! tentang 
status perubahan atas pcmanfaatan tanah wakaf scsum dengan hukum 
yang berlaku, dan ksdudukan hukum ranah wakaf yang relah herubah 
peruntukannya di Kabupaten Aceh Tengah. 

Kajian ini rnenggunakan metode pendekatan yuridis normuiif dan 
yuridis sosioloqts. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara 
ccrlcbih dahulu mcnclltl pcraturan pcrundang-undangan yang relevan 
dsngan permasalahan yang diteliri, Dengan kata lain, pendckatan normatlf 
adalah meneliti bahan pustaka atau data sckundcr yang mencakup bahan 
hukum primer; sekunder dan tertier.2 

Pendekatan yuridis sosioloqis, digunakan untuk meneliti mengenai 
keberlakuan hukum itu dalam aspek yang konkrit. Untuk adanya 
sinkronisasi data dalam pcnclitian, maka langkah-langkah yangditempuh 
adalah mendekati data sekunciet; kemudian dilanjutkan dengan pcnelitian 
terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyar.:lkar.' Hal ini 
diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif atau tidaknya berlaku 
snatu anu:ao hukum sangat dipcngaruhi oleh bcrbagni faktor seperti 

t r c:mbua..n N~µ-a._ ~.,41 ubu 2C<l4 unu..,i;\\'lilf 
2 So,:;jooo So,.:.k::n:o. Ptr:g::.."!rar Pv.tlir::m .'l:t~m. CeLll!. O:th:ia: Ut-~:-C'is. J9$6), h. 52. 
3 ib!:i. h. :2~ 
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Wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bsnruk masdar dari kata 
kcrja atau/i'il wakafa.Ii'tt ini adakalanya mernerlukan objek "muut'tuid" 
ada kalanya ridak memerlukan objclc "iozim" lstllah wakaf berasal dari 
"waif" arlinya: rnenahan. [adi wakaf ialah menahan suatu barang dart 
diiualbehkan atau diberikan, dipinjamkan oleh pemillknya, gun a dijadikan 
manfaat untuk kopcntlngan tcrtentu yang diperbolehkan oleh syara' 
serra retap beruuknya, dan bolch dipcrgunakan, diambil manfaatnya uleh 
orang y-.ing ditentukan [menerirna wskaf) atau umum.' 

Waqf jarnaknya awqu], artinya menyerahkan harta mllik dengan 
penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan scsuaru 
kepada lcmbaga Islam. Pcngcrtlan ini apablla clikaitkan dengan pegerrlan 
wakaf dalam llmu rajwid yaitu tanda bcrnenu dalam bacaan al-Qur'an. 
13egitu juga apabila dlhnbungkan dengan masalah ibadah haji. yaitu 
wuquf, maka berarti berdiarn diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 
Ozulhijjah. Adapun rnaksud menghentikan, rnenahan, maka wakaf disini 
berkcnaan dcngan harta dalam pandangan hukum Islam sering disebut 
ibadah wakaf aiau ltahs.6 

Wakaf rnenurut bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang 
lain untuk dijadikan hak bersama, karena kepemilikan ditahan olch orang 
lain, sepcrti menahan hewan rernak dan tanah clan segala sesuatu,? 

Dcfinisi wakaf mcnurut etimologi adalah menahan harta dan 
memanfaatkan hasiluya di jalan Allah,atau juga bermaksud menghentikan 
seperli telah disebutkan di atas., Makn;i mcnghcntikan bahwa 
mernanfaatkan keuntungannya diganti untuk kehaikan scsuai dengan 
tujuan wakaf menghennkan segala aktiviras yang melekat pada harta 
rersehut sepcrti mcwariskannya. menjualbelikannya, menghibahkannya, 
maka sctclah tcrjadinya wakaf, hak-hak tersebur tidak boleh lagi 
dipergunakan 11nt11k keperluan prihadt, tapi hanya bisa dipergunakan 
untuk keperluan agama sernata-mata." Sedangkan menu rut syara' wakaf 
berarti rnenahan harta dan memberikan manfaarnya <li [alan Allah," 

4 JMf. 
S l'-1-oh An\,,:;r ... !,,l:,a <J11Y.1!a,l .. J.f11i$al!Jhal Faro ·,;, (Ht,. Jut~)~,:, - ~.i.u Sudl!S1'0CI, P,;Jcok-Pok<.Jl 

HWum /skim. ( J.;1;~.,· R(f\t~i C'l(IU, lc»2) h .i94 
b h;illl. }sab.s ~t:.u a,\Jb.s b~1j'3 dip,:.r,gUNiln l~:.r.p.n mlb"}"'l!ilil Afril'l l"~.JJ3 y'11lg bt.'n11>th-,b 

~1!10.i. d-..~g3...-, :?."'ti m{Mh:UL Abeu! H~:m. lft!K' . .t!:'i frr.scl..-rf::,r dJ fndtir;l!!.Yt. (}.:!;:1.n.r Ciptl!a: ?rt.~. 
i,'.:'\.), h Jl. 

7 ~1ahtuu-J bin Unnr111-U:m~kh~s),'Mi, A~ !Jo/~:,.. (tLp.: AuJJJAuf&Mhu. 193)}, h. S.07. 
8 Abdul l!tlim. h. S. 
9 ~))'1d Sitiq. f~t,) S:..-:11~,':. (}~Ef",.;i; 1-'ena Pu:1.l!.1\k.s~sa. 20C6). h. ,1:r1 

B. Konsep Walrnf dalam Islam 

perubahan yang terjadi dalarn masyarakar, perkcmbangan kebudayaan 
dan laln-latn.' 



lkrar wakaf bcrtujuan untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah, 
yang diwakafkan, maka hams dihuatkan Akra lkrar Wakaf olch Kcpala 
l<UA (Kantor Urusan Agarna] sebagai Pejabat Pembuat Akra lkrar Wakaf 
(PP,\IW) di tingkat Kecarnatan. Dalarn Pasal 17 Undang-Undang Nomur 41 
Tahun 2001, tentang Wakaf, pada Pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa. "ikrar 
wakaf dilaksanakan oleh waqil kcpada nadir d!hadapan PPAlW dengan 
disaksikan oleh ?. (dua) orang sakst, ikrar wakaf ini dinyatakan dalam 
bentuk lisan maupun tulisan, clan di Impelernentasikan dalam henruk 
lkrar Wakaf oleh PP/\lW, dernikian pula pembuatan Akra lkrar Wakaf 
(AlW) dianggab sah apabila dihadin oleh 2 orang saksl, yang disertai 
dengan surat bukri pemllikan tanah yang akan diwakafkan, arau surat 
keterangan kepala Des;,, dalam pasat 38, Peraruran Pemerintah Nomor 
42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 l Tahun 
2001, tentang Wakaf Pendafataran harta benda wakaf tidak bergerak, 
berupa ranah dilaksanakan berdasarkan Al\V atau PPAIW: Pendaftaran 
Tanah Wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional (llPN) Kabupatcn/ 
Kola uni uk niemperoteh sertlfikat y,rng dimuat dalam pasal 10 Pcraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 

Menurur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
disebutkan bahwa "wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk 
mcmlsahkan dan/atau mcnycrahkanscbagian harta bcnda miliknya untuk 
dlmanlaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertontu sesuai 
dengan kepentineanny;, guna keperh,an ihadah dan/Mau kesejahreraan 
iunuru menurui syariah. Oalaru Kompilasi Hukum Islam (f<HI) Pasal 
215 Ayat (1) "wakaf adalah perbuatan seseorang, kelompok atau badan 
hukum yang momlsahkan scbagian hak miltknya dan melernbagakannya 
untuk seiama-lamanya guna kepcntingan ihadah atau kcperluan urnum 
lainnya sesuai dengan ajaran lslam" 

Tujuan dan fung:,;i wakaf menu mt Uudang-Undang Nornor 41 Tahun 
2004 pada pasal 4 rnenyarakan bahwa "wakaf bertujuan memanfaatkan 
harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya" Pada Pasal 5 menyatakan 
bahwa "wakaf befungsi mewuiudkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakaf untuk kcpcntlngan ibadah dan untuk mcmaiukan 
kesejahteraan umum", sedangkan fungsi tanah wakafmenurut Kompilasi 
H11ku111 Islam (KHI) Pasal 216 menyarakan bahwa "mengakalkan benda 
wakaf sesuai dengan tujuan wakaf". 

i\dapun dasar hukum wakaf yang paling utama terdapat dalam al- 
Qur'an yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 262: 
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Para ulama memahami ibaclah tersehur schagat ibadah wakaf, Wakaf 
dalam hadis Rasuuluilah Saw. bnnyaksekali diteruukan lebih kurangada45 
hadis yang berkenaan dengan wakaf, Sebagai sumber ketiga yaitu ijtihad 
ulama, (interpretasi para ulamafiqh] yang tcrdapatdalam kltao-kltab fiqh. 

10/bttl 
11 ibid 

Artinya: Hui orang-orang yang bertman, rukutah kamu, suiudloh 
kamu, sembohioh Tuhanmu dun perbuouah kehajikan, supaya kamu 
me11clo1mL kemenangan.·•!l 

Q.S. al-Hajj ayat 77: 

Artinyu: Kumu sekali·kali ttda« sampai keptuia kebujikc111 (yang 
serupurna], sebelum kamu menatkuhkun sehahaqion harta yang 
kumu cintoi. dan opo sajn yang kamu nofkahkan Maka Ses1111gg11hriya 
111/ah mengetahuinya~ 

• • ~ ; •. • • t • •' 1•• . I: ~ • ,• I. ~ j '·' •. 
,:}~ 4~ ..,;.!i ;}l ;, ~ ',• \,;;_-:; ..... .:.,.;.:t. l:. '..ii!J ;-,>- N1 \!i.:J ·l 
,·. .: .y '<, J • ..,. ...... .. .., ~ U' »: .,.. ..... 

Q.S. Ali-Imram ayat 9"l: 

Arrinya: Hai orong-omng yang bcrima11, n·afkahkanillh (di ja/011 
Allah) seba.qian dati husll 11saham11 yang boik-batk: don sebaqlan dari 
apnyang kami keluarkan dari bwni untuk kumu. danja119a11/ah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu mencfkahka« daripoilanyo, 
podoha! lcamu sendiri tidak mau menqumbilnyo melainka11 dcngan 
memincirrgkan mata terhadapnya. dan Ketohuilah, bahvra Allah 
Maha Kaya iugi Mcrhu Terpuji. "1¢ 

Q.S. al-Baqarah ayat 26: 

.4rlinya: Omng-orang yang menafkabkun bartauyo di jalon Allah, 
Kemudlan mereka titlak. mengilingi opa yang dinafkahkannya itu 
dengan menycbut-nycbuc pcmberi!lnnyu dun tle11ga11 tidok menyakiti 
(perasaan si penerimo], mereka mempera/ch paha/a di sisi Tlilwn 
mereka. tidak ada kckhawatiran terhmiap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih /111ti." 



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratnran Oasar 
Pokok-l'okok Agraria (UUPA) 2~ September 1960, pada bagian XI pada 
Pasal 49 Ayat (3) mcnyarakan bahwa: ranah untuk kepenringan suci dan 
sosial. Perwakafan tanah milik diarur dcngan Pcraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 28 T,d11m 1977. berkeuaan dengan Perwakafan Tanah Mllik. 
Sedangkan perwakafan selain tanah milik belurn ada diatur didalamnya. 

Peraktek perwakafan tanah yang biasa dilakukan dalarn rnasyarakat 
dilakukan di depan nadir bahwa waqif akan mewakafkan tanahnya, 
Nadir akan rnelapor kcpada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), 
dari KUA Kecamatan akan dilaporkan kepada Kantor Dcpartcmen 
Agama Kabupaten/kota. Kemutlian di daftarkan ke Kantor Perranahan 
Kabupaten/Kota untuk pensertifikatan tanah wakaf untuk rnemperolah 
kekuatan hukum yang sch, 

Pelepasan dan pcrallhan tanah wakaf dilakukan hanya untuk 
keperluan yarig sifatnya umum dan harus mclalui izin dari Menteri 
Agama. Republik Indonesia menyangkut pcrubahan penggunaan tanah 
wakaf maupun yang tidak sesuai deugan lkrar Wakaf 

Ada beberapa persyaratan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pasal 217 yaltu: 

I. Badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa clan 
sehat akalnya serta oleh hukum ridak tcrhalang unruk melakukan 
perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan 
bcnda hak miliknya dengan rnemperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

2. Dala111 lial benda-henda hukum, maka yang bcrtindak untuk dan 
atas narnanya adalah pengurus yang sah menu rut hukurn 

Di negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mcngatur 
tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf. Kompilasi llukum Islam (Kiii) clan peraturan Pernerintah Numur 
42 Tahun W06 Tcnrang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf. 

Menurut Pasal 22 undang-undang tersehut dinyatakan bahwa, 
dalam rangka rnencapai tujuan clan fungsi wakal~ harra henria wakaf 
hanya dapar dlperuntukan bagi: 

1. Sarana dan kcgiatan ibadah. 
2. Sarana dan kegiatan pendldikan. serta kcschatan, 
3. Bantuan kepada fakir rniskiu, anak yatim piatu, anak rerlanrar; 

beasiswa. 
4. Komaiuan dan pentngkatan ekonoml urnat dau/atau 
S. Kemajuan kcsejahrcraan umum latnnya yang tidak bertentangan 

dengan syarl'ah dan peraruran pcrundang-undangan, 
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ll Kompilaii HuJ..wn hkun 
1'3 Lerubaseu }.'~2-.).l.3 Nvrr1,:;.r ·11 Ta."iu.-. 2~ T~nu;.g wakef 

Dae rah Aceh Tengah pada urnumnya. Kecarnatan Bebesen, Kecamatan 
Pegasing dan Kecarnatan Kute Panang, pada khususnya ierdapat 
tanah wakaf yang telah beruhah arau tidak sesuai dengan lkrar Wakaf. 
pcrubahan tersebut terjadi baik disengaja arau tidak. Ada perubahan 
tersebut karcna untuk kepentingan Umum dan Tata Ruang Kora. llal int 
ada diatur c1-alam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tcntang wakaf 
Menurul Pasal 49 ayar 2 Pain a bahwa "perubahan hart-a benria wakaf 
tersebut digunakan untuk kepenringan umum sosuai dengan Reucana 
Tara Ruang herdasarkan ketentuan Peraturan Perundang·Undangan dan 
tidak bertentangan dengan prinsi syarlah" Pada slsi lain tanah wakaf ini 
telah kabur atau tidak [elas lagi status tanah terse but, disebabkan tanah 

C. Perubahan Pemanfaatan Tauah wakaf 

Pasal 44: 
1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadir 

dilarang melakukan perubahan penukaran harta benda wakaf 
kecuali aras dasar izin tertulis dari Badan Wakaflndonesia 

7.. lzin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibenkan 
apabila harta henda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan 
sesuai dengan peruntukkannya yang dinyatakan dalam ikrar 
wakafl3 

Pasal 41: 
1. Ketentuan sebagimana dlmaksud dalam pasal 41 huruf (f) 

dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 
digunakan untuk kepentingan umum scsuai dengan rencana 
tata ruang kota berdasarkan keteutuan peraturan porundang- 
undangan ynag herlaku dan ttdak bertentangan dengan syariah 

2. Pelaksanaan kerenruan sebagaimana dimaksud pada ayat l 1) 
hanya dapat dilakukan setelah mempcrolch izin tertulis dari 
Menter! atas pcrsetuluan Badan Wakaflndonesia 

3. Hana benda wakaf yang sudah berubah starusnya karena 
ketentuan pengecnalian scbagatmana dimaksud pada ayar (1) 
waitb dirukar dengan harta henda yang manfaat dan nilai iukar 
sckurang-kurangnya sarna deugan harta bcnda wakaf semula 

3. Renda wakaf sebagaimanadimaksud dalam pasal 215 ayat 1 hams 
rnerupakan benda milik yang be bas dari. segata pemhcbanan, 
ikatan, sitaan dan sengketaan.12 



1. Pengganllan Barang waka] 
Pengganrtan (ihrlnl) adalah mcnjual barang wakaf unruk membeli 

barang lain sebagi gantinya, sedangkan istibdot adalah mcnjadikan 
barang lain sebagat pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Namun 
dalam pcraktiknya tldak scdikit para ulama berbeda pandapat dalam 

14/b.rti. 
t5Ju.kn:S ~001>,r t1 l'o_j.t1.g·Ur.clar!g NO".'Nlr·l l T~.un 2t0.t 
16 ~1'1'!'-pil~! I fukum l!Ja.'1\ 
17 \Vahib Zllh.tlly, ol·f1qh at.iJi'a.,i "a Ad1!a,·ar.u ..• h. 15 l. 

Menurut pcndapat Abu Hantfah. harta y;ing telah di wakafkan 
menu rut mazhahnya tctap berada pada waqlf dan boleh di tarik kembali 
oleh si waqif Jadi harra iru 1i1fak herplndah hak mlHk, hanya hastl atau 
marnfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf, Dalam hal ini imam 
Abu Hanifah rnemberikan pengecualin pada tiga hal, yakni wakaf unruk 
mesiid. wakaf yang ditenrukan keputusan peuggadilau dan wakaf waslat'". 

rersebut telah di wakafkan sudah lama, dan tidak ada saksl yang bisa 
mcmbuktikan bahwa tanah tcrsebut tan ah wakaf." 

f'Pxrnkar;rn ranah wakaf'parta kenyataannya rnasih rerjadt, karena hal 
tersebut disebabkan ketidaktahuan masyarakat, pertukaran ranah wakaf 
tersebut hanya berdasarkan kepada musyawarah Desa antara Imam, 
kcpala Desa, Tokoh masyarakat, dan masyarakat, dalam menentukau 
peruntukan tanah wakaftcrscbut Akan tetapl hal ini terjacli mempunyai 
alasan. bahwa prn.~es pengurnsan arau perubahan Akra lkrarwakafterlalu 
lama clan berbelit-belit. lnilah salah saiu yang menychabkan masyarakat 
mengambil lalanpintas dan tidak sesuai dengan lkrar Wakaf 

Pcramran Pemcrimah Nomor •12 Tahun 2006. tentang pelaksanaan 
\Jndang-undang Nomor 41 Tahun 2004, temang Wakaf, pada Pasal 49 
manyatakan bahwa "perubahan status harra bcnda wakaf dalam bentuk 
penukaran dila1-ang kecuali riengan izin rertulis dari Mcntcri berdasarkan 
perrirnbangan Badan Wakaf Indonesia (BWl)11 

Mcnurut Kompilasi ilukum Islam (KHI), pada Pasal 225 Ayat 
(1), mcnyarakan bahwa "pada dasarnya terhadap benda yaug Lelah 
diwakafkan tidak dapat dilakukan porubahan atau penggunaan lain dari 
pada y;rng dlmaksud dalam ikrar wakaf" pada Ayar (2) "penyimpangan 
dari ketentuan tersebut dalaru Ayat ( l). hanya dapar dilakukan tcrhadap 
hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu rnendapat persetujuan tertulis 
dari Kcpala Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan saran dari Majlis 
!llama Kccarnaran sctcmpat dcngan alasan: 

1. Karena tidak scsuai lagi dcngan tujuan wakaf seperti yang di 
ikrarkan oleh waqif 

2. Karena kepentingau umum'! 
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Z. Hukum l'en9911nticm Bara119 Waka/ 
Kita rclah mernbahas tiga karagcri penggantian wakaf berkairan 

peneniuan syarat olch waqif atau ketika waqlf tidak mensyaratkau 
sesuatu. Ketika waqif ridak rnensyaratkan penggantian harang wakaf, 
hahkan ta melarangnya. Coniohnya saya wakafkan tanah ini dengan syarat 
liliak boleb menjual atau mengantinya, dalam hal fni seorang hakim boleh 

18~folrmt1n1i Abid AbdoJllth Al·Kebl.n Hit<l.'r.t ,fei~:: (J;,\.l;at1\l- f).•Hr·.ptt O~.uaf~ Rc-p•J.tli.k. do.n 
IIM,J,l, 1C(-I), h. _;~ 

19/b!d 

Dalarn tahapan hcrikutnya tanah wakaf ya11g istibda/nya 
(pcngganttan) antara lain: 

a. Sctelah penggantian yang pertama waqif tidak diperbolehkan 
mengganti barang wakaf untuk kedua kalinya, karena syarat 
penggantian sudah habis, kecualt ia menyebutkan hak mclakukan 
istibdalnya biasa dilakukan bcrulang-ulangkali, 

b. [ika waqif berkata saya mcwakafkan tanah ini, dan di suatu hart 
bcrkata lag], saya berhak men ju al tanah wakaf ini guna memhel! 
tanah yang baru lag!, wakaf tersebut batal karena tldak menyebut 
tanah yang penggantinya tadi apakah di wakafkan arau ndak 

c. [ika waqif mensyararkan pcnggantian tanah wakaf dengan tanah 
maka ia ridak berhak rnenggantinya dengan rumah atau yang lain 

ti. Jika waqif mcnsyaratkan penggantian untuk orang lain beserra 
dirinya, maka waqif berhak melakukan penggantlan ttu, 

e. [ika waqif mensyaratkan dalarn wakaf meniualnya dan 
rnenghlbahkan harganya rnaka hibah tersehur sah l 9 

perrukaran tanah wakaf 
Dalam mazheb Hanafiyah penukaran dan penggantian adalah 

boleh, kebijakan !ni berdasarkan kemaslaharan yang menyertai peraktik 
tersebut. pernbolehan ini bcrdasarkan dari sikap kerolcransian yang 
dianut oleh rnazhab Hanafiyah, menurut mereka penukaran boleh 
dllakukan olch siapapun. baik waqtf, hakim, tanpa menilik jenis barang 
yang rliwakafkan. 

Apalagi dalam literatur kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi dapat 
diternukan bahwa ibdal (pcnukaran) dan istibdat (pcnggannan) 
diklasifikaslkan ke dalarn uga katagori ncrdasarkan kehendak waqif 
sebagal herikut: 

1. lbilul (penukaran) disyaratkan oleh waqif 
2. tbd»! (penukaran) tidak dlsyaratkan oleh waqif 
3. lbda/ (penukaran) tidak disyaratkan oleh waqi], sedangkan 

mauquf maslh dalam keadaan tcrurus dan berfungsi, tapi ada 
barang pengganti yang lebih menjanjikan." 



20 !bid. h. ;67 
21 lbu! 

3. Syarat Pcnggantlan Tana/I wauo] 
Scjumlah ulama Hanaliyah yang mengesahkan penggantian barang 

wakaf mendapatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi da!am 
pelaksanaannya, yaitu: 
a. Penjualan ttdak belch mcnga.ndung unsur penipuan 
b. Pcngclola wakaf ridak boleh menjual barang wakaf kepada orang lain 

c. Barang pengganti harus barang yang ttdak bergerak 
d. Penggantian rumah wakaf harus dcngan rumah wakafyang lebih 

baik dart yang scmula, 

mcngganti benda iersebut dengan pertirnbangan kernaslahatan" dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200'i tentang wakar pada Pasal 49 
tersebur, 
a. Perubahan status harta benda wakaf dalam benrnkpenukaran dilaraug 

kccuall dcngan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertirnbangan 
BWI 

b. [zin terrulls dari rnenteri sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat diberikan dengan perttmbangan scbagai berlkut: 
• perubahan harta bcnda wakaf rersebut rersebur digunakau untuk 

kepcntingan 1111111111 sesuai dengan rencana urnurn tata ruang 
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengau prinsip syari'ah 

• Harta benda wakaf ttdak dapat dipergunakan scsuai dongan ikrar 
wakaf atau 
Pcrtukaran dilakukan unruk ksperluan keagamaan secara langsung 
rlan mendesak 

c, selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iztn 
pertukaran harta bend a wakaf hanya dapat dlbcrtkan Jika: 
• harta benda penukaran mcmiliki scrttikat atau hukti kepemilikan 

sah sesuat dcngan pcraruran perundang-undangan 
• Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sarna 

dengan harta benda wakafsemula.21 
,I. Nilai clan mafaal harta benda penukar sebagatman dimaksud pada 

ayat (3) huruf b dttetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan 
rekomendasi tim pcnllai yang anggntanya sendiri dari uusur: 

pemcrintah dacrnh kahuparenykota 
• Kantor pertanahan kabupatenfkota 
• Majelis ularna Indonesia 
• Kantor deperternen kabupaten/kota 

Nazhir tanah wakaf yang bcrsangkuran 
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4. Men9ga11li Rarang Wa/<0fyan9 Rergcrak 
Kebanyakan fuqaha dari mazhab Maliki memperbolehkan mcnggantt 

barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahantan. 
Pendapat ini terrnasyhur dalam riwayat Imam Maliki. Dalarn hal ini, al- 
Qurasyi memtatwakan "[lka barang wakaf mcrupakan barang bergerak 
dan tidak bisa lagi dirnanfaatkan. Seperti pakalaan yang rusak atau kuda 
yang sakit, Maka barang rersebut boleh dijual dan dibelikan barang 
sejenis yang blsa diambil manfaatnya?' 

Dalam kirab ai-Mudawanah'? dijclaskan "kamu berkata: bagairnana 
pandangan anda tentang blnarang wakaf flsabitilah (unruk bcrpcrang) 
yang lernah dan sakit-sakitan, juga pakaian wakaf yang relah rusak. Imam 
Malik berkata: jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan Allah jadi 
lcmah clan saklt-sakltan, kuda itu boleh dijual untuk rnendapatkan kuda 
lain yang sehat clan kuar. 

Bahkau dari kalangan ulama mazhab Maliki aria yang melontarkan 
pendapat lebih ektrlm mereka menyatakan, [ika barang wakaf 
mcrnbutuhkan btaya perawatan yang seharusnya diarnbil dari Balrul 
Mal, scdangkan kasnya kosong, maka barang tersebut harus dijual tlan 
diganr! dengan harang yang tidak mcmbumhkan biaya pernwatan. 
Contohnya ketika kuda perang yang dlwakafkan fisabililah ( dijalan 
Miah) mernbutuhkan biaya perawatan dari Baitul Mal, sedangkan hiaya 
perawatan scdang kosong. Kuda nu boleh dijual dan dibelikan senjata 
yang ridak memhutuhkan biaya pcrawatan terlalu besar; Ilukum ini 
berlaku dengan cararan fungsl barang pcngganti harus sama minimal 
menyerupai barang wakaf asli, seperti seniata yang mempunyal Iungsl 
hampir sama dengan kuda perang." 

Mazhab llambali memberikan batasan pengizinan menjual clan 
mcnganti barang wakaf, yaitu kettka dalarn kondlsi darurat dengan le tap 
mempertimhangkan kernasalahatan. 

Hukurn asal penjualan ranah wakaf adalah haram tctapt, hal ini 
dibolehkan dalarn koudisi darurat demi meujaga tuiuan wakaf, yaitu agar 
barang wakaf dapat dlmanfaatkan o!eh umat, [adi, penjualan barang wakaf 

i?lt.td h. 10 
231:'1.. h. JAL 
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Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras 
pcnggantlan barang wakaf, namum mereka tetap rnernperbolehkannya 
pad a kasus tertentu, dangan memhe<lakan barang wakaf yang bergerak 
dengan yang tidak bergerak. Berikut ini akan dijslasakan pcndapat 
mereka: 



5. syarat Penggantian Barang Wakafyung Berqeruk. 
Untuk pcnggantian barang waka! yang bergerak ularna Malikiyah 

mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak btsa dlrnanfaatkan 
berdasarkan syarat-syarat, boleh menjual huku-buku wakaf yang berisi 
bermacam-macarn disiplin ilmu jika sudah terlihat usang. Namun 
sebaliknya kita tidak boleh rnenjualnya selama masih bisa dlpergunakan" 

Kalangan ulama Malikiyah memberikan toleransi yang luas 
dalam pcnggantlan/pcnukaran barang wakaf yang bergerak, Conteh 
ruemperbolehkan memindahkan rlang-tlang dart satu masjid yang tidak 
mungkin direnovasi lagi ke masjin yang lain." 
6. Mengganti Ba rang Wakafyan.cJ tidak Berqerak 

Para ulama Mallkiyah dangan tegas rnelarang pengganlian uarane 
wakaf yang tidak bergerak, kecuali dalam kcadaan darurat yang sang.it 
jar;rng u!am;i Malikiyah seµakat µenjualan masjid yang diwakafkan itu 

25Abdsi Hiilm. h. 1;. 
26~{W1--nmld ,\bid :\OOullak • il J6!i 
27 /(ltd h 1Gli 

tidak benarkan selama tidak dalam keadaan darurat. Ulama Hanabllah 
menetapakan yang berhak melakukan jual-beli dan penggantian harang 
wakaf hanyalah haktm, apablla ditujukan untuk kernaslahatan urnum, 
namun jika wakaf dirujukan untuk orang-orang tertentu, maka yang 
berhak melakukan penjualan dan penggantian tersebut adalal; nazhir 
yang telah diteutikan dengan tetap meminta izin dari hakim 

Bila penjualan barang wakafadalah demi kemaslahatan 1111111111, maka 
nazhir yang telah ditentukan yang berhak menjualnya, demi langkah 
psncegahan, sebaiknya nazhir [uga harus mendapat izin dari hakirn. 
Perrimbangan yang tiipergun::ikan ulama Hanbali dalam mcmberikan hak 
kepada nazhir untuk menjual c!an rnenganukan barang wakaf, jika wakaf 
dipcrunrukkan untuk orang tertentu, adalah karena mereka meyaklni 
bahwa kcpcmllikan barang wakaf adalah kepada penerima wakaf [ika 
tidak aria nn7./iirmaka yang bcrhak mcngurus penjualan don penggantian 
wakaf adalah hakim 

Ilka barang wakaf dijual rnaka hasil penjualan harus dihclikan barang 
lain yang memanfaatkan diberikan kepada penerima wakaf baik barang 
pengantl sejcnls dengan barang wakaf yang pertarna ataupun tidak, sebab 
yane rerpenting hukan jenis barangnya, malainkan rnanfaatnya 

Sernentara menurut imam Syafi'], harta yang diwakafkan rerlepas 
dari si waqif menjadi milik Allah dan berarti menahan harra unruksclarna- 
lamanya, karcna ridak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya 
seperti yang dlbolehkan wakaf yang dttentukan [angka waktunya seperti 
yang dibolehkan imam Maliki, maka yang disyaratkan pula benda yang 
tahan lama, tidak cepsr hahisny;i," 
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7. Barutu; Y<lllH Tidak Bisa Dimunfuutkun 
ruqaha Malikiyah membaginya ke datam dua katagorl. Pertamu, 

narang yang ridak hergcrak tidak hisa dlmanfaatkan. Namum di kemudlan 
hari masih ada harapan dapar dimanfaarkan dan seandainya bcnda itu 
dibiarakan sernentara waktu ridak akan rusak, dalam kasus seperri ini, 
mereka sepakat benda itu tidak boleh dijual. Kedua, barang yang tidak 
bcrgcrak tersebut tidak dimanfaarkan !agi dan tidak btsa diharapkan 
akan herrnanfaat kembali, atau akan mengakibatkan kerusakan [ika 
dihiarkan, cialam kasus seperti ini, dikalangan ulama Malikiyah tcrdapar 
dua pendapat yaitu: 
a. Benda tersebut rnutlak ridak boleh dijua_l ataupun diganti, seperti 

yang difatwakan oleh imam Malik bcrkata dalam Khurasyt dijelaskcn" 
"heuda wakafyang tldak bergerak tidak belch dijual mesklpun dalarn 
keadaan rusak", dibagian lain beliau herkara demikian juga "tidak bolch 
menjual seperempat yang rusak dengan seperempar yang tidak rusak", 

b. Kita hams membedakan apakah barang wakaf tersebur berada di 
dalam atau luar kota, baru dapat mcmbedakan hukumnya: 
l. [ika barang itu berada di dalam kota, sernua ulama Maliklyah 

melarang penjualan atau penggantiannya, hal ini dikarenakan 
barang yang be rad a dalam kota kernungkinan dapat diperbaiki3 l 

2. [ika terdapat di luar kota, barang im dapat dijual menu rut pendapat 
sebagian ulama Malikiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh lbn al· 
Qasim yang mcngqiyaskannya dcngan masalah pakatan yang telah 
usang32 

Di samping rnelarang penjualan baraug wakaf yang relah rusak, 
ularna Malikiyah iuga rnelarang penggantian dengan barang lain keuka 
sudah rusak" lbn Rusyd bcrpendapat lain beli:rn berfatwa, "jika tanah 

dilarang, sclaln itu harang yang tidak bcrgerak sepcrti rumah dan toke, 
kecuali ha! darurat seperti perluasan masjid, perluasan jalan umum, jlka 
keadaan mernaksa, dan al-Harwali dalarn kitab Syurh al-Risulult menulis 
"scmua ulama mcnctapkan konscnsus bahwa peniualan barang wakaf 
tidak dlbcnarkan selama masih bermanfaat, 23 

[adl, seorang pemimpin berhak memaksa pemilik rumah atau 
pengelola wakaf untuk menjual wakafnya demi kepenungan bersarna 
imam uardt dalam kitabnya mcnults" pcmaksaan itu tidak bisa dikatakan 
sebagai ghashah (mengamhil tan pa izin). 
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wakaf ridak dapar rtlrnanfaarkan dan sulit untuk dlscwakan, maka 
diperbolehkan untuk mengaruinya dengan tanah lain herdasarkan 
kepurusan haklrn" 

Dari pemaparan di aras ulama Mallkiyah memperbolehkan 
pcnukaran barang wakaf yang tidak bcrgerak demi kepenttngan umum. 
Masatah pangganrtan harang wakaf, kalangan ularna Syafl'tyah dtkcnal 
lebih berhati-hati dibanding dengan ulama mazhah lainnya, hingga 
rerkesan seolah-olah rnereka mutlak melarang isubdal (penggancian) 
dalam kondisi apapun. mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat 
berindikasl penyalahgunaan harang wakaf 

Narnun deugan ekstra hau-hati mereka terap rnembahas masalah 
penggantian beberapa barang wakaf y,mg bergerak. apabila kita mernjuk 
kltab-kltab mazhab Syafi'ryah kita akan menemukan bahwa pembahasan 
pcnggannan barang wakaf hanya bcrkisar seputar hewan ternak yang 
sakir, po hon kunna yang tclah kering, atau batang pohon yang telah patah 
dan menimpa ke rnasjid sampai hancur, dimana manfaat scmua barang 
tersebut hilang sarna sekali, sejalan dengan ilu perbedaan pendapar 
tersebut dapat diklasifikasikan <la lam dua kelornpok, Kelompok J>erwma 
mclarang penjualnn barang wakaf dan atau rnenggantinya, barang 
rcrscbur harus dihiarkan diambil manfaatnya sampai habis. 

Pendapar keduo membolehkan penjualan harang wakaf dengan 
alasan tidak rnungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki w:iqif.,.. 

Iman Syairazi "[ika kita mengizinkan penjualan barang wakaf maka 
nllat harganya dtsesuaikan dengan kondisi barang yang ada" ulama 
Syafi'iyah mcnsyaratkan, uang yang dtdapatkan dart hasil penjualan 
barns digunakan unruk membeli barang wakafharu sehagai gantinya3; 

Pemlapal ularna Syafi'iyah tentaug peujualan barang wakaf seperti 
yang dtsebutkan di atas berlaku [ika wakaf berupa benda bergerak, 
mayorttas mereka mengunggulkan pendapat pertama yang rnenyatakan 
barang tcrscbut tctap scbagai wakaf, walaupun sudah rusak, 

Mengenai hukum harang wakaf yang ridak bergcrak tidak rnungkin 
hilang manfaarnya schingga tidak botch dijual dan diganti, namun 
dalam penelitian yang pernah dilakukan. rerdapat perbsdaan pendapat 
diantara rnereka dalarn masalah wakaf'tanah yang dipastikan lidak dapat 
dtmanfaatkan lagt, dalam kondist int yang diunggulkan adalah penclapal 
yang mclarang pcnjualan dan pcnggantian 

Sebagaiman ulama Malikiy,,h, boleh tidaknya penggantian barang 
wakaf, ulama Hanbali lidak membedaka11 antara barang bergera.k dengan 
yang tidak bcrgerak bahkan mereka mengambil hukum penggantian 
benda tak bergcrak dari dalil yang mercka gunakan untuk menentukan 

12-l ME.\=U lJtSKONSTRUKSI HUKUM DAU\M !'RANA TA SOSW. ISlA~! 



36/h,J 
37Cn.Wl;·U:1dlr.g Nomo:-41 TaJvm ~ 

Tanah wakaf yang tclah hcrtukar pcnggunaan terdapat dllapangan, 
tanah wakaf lnt di pertukarkan, karena tan ah tersebut tidak scsuat dengan 
yang diinginkan atau kurang strategis untuk hal terrenru. Misalnya untuk 
pernbangunan rnasjid, karena tidak sesuai dengan iingkuugan sekitar 
masjid, maka dtrukar ke ternpat lain. Seperti yang terdapat di Desa 
Tawar Miko Kccamatan Kntc Panang, lkrar Wakafnya untuk rnasiid, 
kenyataan sekarang dibuatkan untuk tempat Pengajian al-Quran. Ui 
Desa Sabun Kecarnatan Kure Panang, di lkrar Wakafoya untuk masjid 
sekarang di [adikan ternpat pernakaman umurn, di Kecarnaian Pegaslug, 
ucsa Uning tanah wakaf dalam rkrar wakafnya untuk pernbangunan 
rempat pengajtan al-Quran sekarang scdang dlbangaun lalan raya, Pada 
Kecarnatan Bebesen, Desa Bebesen. Tanah wakaf diwakafkan olch orang 
tuanya dibatalkan lagi oleh ahli warisnya. deugan alasan ekonoml. 

Tan ah Wakaf tersebut secara hukurn iidaksah penggu naan nya karena 
dilakukan hanya berdasarkan rnusyawarah Desa, bukan berdasarakan 
pada Pcraturan Pcmcrinrah Nomor 4l Tahun 2006 rentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 7.004, tentang wakaf, pada Pasal 49 
rnenyatakan bahwa "perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk 
penukaran dtlarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan 
pcrtlmbangan uwr. 

Menurut Peraruran Perncrintah Nomor 42 Tahun 2006, tersebut 
di atas bahwa pcnukaran harta bcnda wakaf dalam bentuk penukaran 
dilarang, dengan pengecuallan harus aria i7.in tcrtulis dari Menter! yang 
berwenang dalarn rnasalah pertanaharr." 

Dalam Kompilasi llukum Islam (Kiii) Pasal 225 ayat (1), menyatakan 
bahwa "pada dasarnya tcrhadap benda yang telah diwakafkan ticlak dapar 
ditakukan perubahan arau penggunaan lain dari pada yang dimaksud 
dalarn ikrnr wakaf" pacla ayat (2) "penyimpangan dari J.:erenruan rersehut 
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-11al tertenlu setelah 
terlebih dahulu mendapat pcrsctujuan tertulis dari Kepala Kantor Urnsan 

D. Kedudukan Hukum Tanah Wakafyang bcrubah Pcnggunaan 

hukum penggantian benda bergerak." 
Sebagal contoh. mereka menganalogikan bolehnya rnengganti 

barang wakaf selain kuda, balk dari [enis benda bergerak maupun 
tidak bergerak, dengan mendasarkan ijma' yane memperbolehkan 
penjualan kuda wakaf yang sudah rua, dan tidak bisa dig11nakan lagi 
untuk berpcrang, kcndanpun masih dapat digunakan untuk manfaat lain. 
Seperri mengangkur barang arau scjcnisnya. 
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Daftar Kepustakaan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikcmukakan sebelumya 
tanah wakaf di Aceh Tengah serara hukum Islam relah terlaksana, namun 
sccara adrntmstrast negara belum terlaksana dengan maksirnal. Tanah 
yangtalah diwakafkan untuk keperluan tertentu tidakboleh dipergunakan 
apabila ridak sesuai dcngan ikrar wakaf, namun ada pengecualian tanah 
wakaf'bisa dipertukarkan untuk kepentingan Rencana Tata Ruang Umum. 
Tanah wakaf yang Lelah berubah penggunaannya tidak mempunyai 
kckuaran hukum dalam pernbuktian. Salama belum didaftarkan ulang ke 
Kantor Badan Pertanahan Nasional. 

E. Kcsimpulan 

Agama (KUA Berdasarkan saran dart Majlis lllama Kecamaran serempar, 
perubahan status tanah wakaf tldak sah karena hukum yang mengatur 
dernlkian, menurur hnkum Islam tan ah wakaf harus sesuai dengan niat 
dari wuqifdan sesuai dengan lkrar Wakaf. 

Memperhatikan pada batasan wakaf >oang tclah dtkcmukakan 
olch ulama-ularna fiqh, pada prinslpnya tidak lerjadi perbedaan yang 
prlnsipil, hanya saja perbedaan dalam menentukan unsur-unsur yane 
harus dipenuhi y,mg terjarli perbcdaan, apakah harta yang diwakafkan 
itu rnasih berada dalain hak kepemilikan si woqif atau ccrlcpas kepada 
yang menerima. Tapi, sebagimana yang telah dirumuskan ulama-ularna 
di Indonesia Jcbih mcmilth pendapat yang menyatakan bahwa harta yang 
Lelah diwakafkan itu mcnjadi lcpas dart pemilik sernula, menjadi milik 
Allah Swt. atau umar Islam. 

Menurut Pasal 226 Kornpilasi Hukum Islam (KHI), Bahwa 
"Perselisihan benda wakaf dan nadir dapar rli ajukan kc pcngadilan 
Agama scrcmpat scsuai dengan peratuaran yang berlaku", 't 
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1 la:timah luJ-J'ud e&t& [eots nu)".stJit a tau kc-jahatan be.sir yang rr.t:lipuU tlrtiJ. qodAab. 01(11u1u 
Khanur. peneertan, µ.trampoioi.n, pemberentakan din mwt.id r.i.iag sud,:h direntukan bentuk 
ancaman huk'"11nannya datam a1,Qut'.:ir. dau h.1.dis !'cJ.bi ss», don merupakan h3k Allah, an'lrrja t:dak 
belch di g.l!!~u guza.t ap.a j'Jng ttkth dite:.,~k:\n•r;y:i dalam kedua S1 tersebut, Llh:lt :~bdul Qadir 
'Aud.:?h, !li·iCSJ-,,' al.Ju'JQ't ol-lrfam .t(uqarar,a_:, bf a{-Qo~n aJ .. ,>M'l. Jui ti, (Btiirul: ;.tuct.sas.tlt al· 
R!salah), h. 19. 

Allah swt, menclptakan manusia dileugkapi dengan akal fikiran 
untuk mcmbedakannya dcngan makhluk lainnya. Dengan akal itu pula 
manusia dapat mcmbedakan mana pcrbuatan baik dan buruk, Namun 
demikian tidak sernua manusia menggunakan aka! dan fikirannya sesuai 
dengan kehendak ajaran Islam, seharusnya ia melaksanakan pcrintah 
tctapt menmggalkannya, seharusnya ia meninggalkan yJng dilarang tetapi 
justru mclakukannya. Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum 
Islam adalab zina yang tcrkadang dilakukan oleh orang yang lemah kadar 
keimanannya kepada Allah Swt. Zina merupakan salah saru bentuk dari 
jariuwh luulud' dalam fiqh jinayah. 

Zina adalah melakukan hubungan seksual anrara lakl-laki dan 
perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan 
zakar kc dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri 

A. Pendahuluan 

Olch: Misrnn, M.Ag 

EKSISTENSI BILANGAN PENGAKUAN SEBAGAI 
ALAT BUKTI ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI 

DAN SYAFl'I 



2 Abdul A.:.i:t 0.1h.lan.. Er.siklaµ.!i hl:m. JiJid 7. UilY.:m;i: l'"\ui: van Hccvc, 2005). h. 365.1 irot 
IU6.! Aht1".3d '.'l.1:dj ~lu.sli-ch. Hub.:.--.:: Pi±r.a !.!!am, (.!#...!11il: S:nJ!' Gr.1.fika, .20-05). n. 6 

3 Ahcl al·'A-1.iz 'Amir mendcftntsikan, hukuman ta'zir adalah Jar/mah yani; 
tidak dttenrukan bentuk hukurnannya seam, jdas oleh IIGS, baik al-Qur'an 
maupun hadis Nabi s~w.Jarimah rn'zfr merupakan hak Allah atau masyarakat, 
yaitu tlap-tiap perhuatan maksiat yang tidak ada padanya halt <Ian kaffarah. 
Dari delinlsi tersebur dapat dtpahaml bahwa, hukurnan lerhadapjarimah ta'zlr 
tirlak dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi Si!W., baik [ents maupun bentuk 
hukumannya, Di samping itu i"!!" rnenurut 'Ahrl af·'Aziz 'Amil' jarimah ta'zir 
merupakan hak Allah atau manusla/hak hamba, Lihat Abd al-'Aziz 'Amir, .41· 
7a'zir ft al·Syari'ah ot-lslumiyoh, (Kairo: Dar al-Fikr aJ. 'Arabi, 1976 J. h. 38. 

4 lbn Rus,;d, n.:di,;'a.l: c.!-.'.f:;;:uh:d. 'ferj.Ahdi.:.:-rahmzn dan Hans /'..bc:illt.h:, (S(':n..:u:ang: Asy·S,"!(J: 
1990}. ~-629. 

Untuk menentukau seseorang telah melakukan zina harus rerlehih 
dahulu dihuktlkan di pcngadilan. Ulch karena lru hakirn rnempunyai 
persn penting 11tn11k melihat dan mcnilai bukn-bukn yang mengarah 
kepada seseorang telah rnelakukan zina. Adapun alat bukti zlna adalah 
keterangan saksi [syahadah] dan peugakuan (iqrar).• Namun yang 
mcnjadi fokus kaftan dalarn tulisan ini adalah alat bukti psngakuan 

Artinya: Pcrempuan yang berzina dan laki-laki yang berzinu mak« 
derotnh ttnp-tiap senrang dari keduanya scratus kalt dera. 

Ayat di atas melarang mondekari zina dengan berbagai bentuk yang 
mengarah kepada terjadinya pcrbuatan zina, seperti khalwat (berdua- 
duan antara laki-laki dan peremp11an 11011 rnuhrim di rcmpat yang sunyi. 
[arimah khalwat termasuk k~teeori jarimah ta'zir,' Namun apabila sudah 
tcrlanlur rnelakukan perbuaran zina, rnaka ketentuannya akan bcnrbah 
menjadi jar1mah hudud yang ketcntuan hukumannyasudah jelas di dalam 
al-Qur'an. 

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dlcambuk serarus kali 
berdasarkan Iirman Allah swt. surat an-Nur ayat 2: - . .. .. ''• J,O# fJ,..• •.. .;, -C-i .J "" 

0:..u_;. ~L. 1 · ,,._. .t,;.•,. \::. lJ-1.l.:-U. ;1)1, ..:::,1.11 
;' . ... ~ .. $.. ...... .,. . ..._,, ..,; -, r 

ilrti1wa: Dan jan,qan/ah kamu mendektui zina, Sf!S11nggulmya zino 
itu adalab satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (ywig 
membc1wu kerusukau} 

rnengundang syahwar.' l.ar:rngan zina ditegaskan Allah Swt, dalam 
flrman-Nya surat al-Isra' ayat 32: 
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1. Asns legnlitns 
Asas legalitas merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang 

Hukmn Pidana {KllHP). l.cgalitas berasat dart bahasa latin dari kata 
benda lex yang berarti "undang-undang": arau ctarl kata [adtanya /cgalis 
yang berarti "sah" atau "sesuai dengan undang-undang". Asas legalttas 
berarti "dasar keabsahan menurut undang-undang. Secara terminologis 
asas legalttas adalah dasar pokok dari segala keteruuan hukum µidana.• 

Asas lcgalitas dalam Kitab Undang-Undang llukum Pidana (KUHP) 
adalah asas yang menyatakan bahwa ridak ada tindak ptdana dan tidak 
ada hukumau sebelurn ada aturan :r<111g mengaturnya.' Oalam hukum 
positif asas legaluas dikenal dengan istilah • Nullum Delikrum N11/ln Paena 
Sine Prevta Lege Peonali~6yang berarri tiada delik tiada hukurnan sebehun 
ada ketenruan terlebih dahulu. 

Muljatno pakar hukum lndoncsia memberi pengertlan asas legalltas 
(principle of legality) adalah asas yang mcnentukan bahwa tldak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancarn dengan pidana jika tidak dltcnrukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan," Menurur Abc\oel Djamali, 
asas lcgalitas artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraiuran 

5 ~iono danAbJu.rrahrnan. /.!~1t-..:k Pf'neli'lfon .l.f,~ u m.Cet. 2 U.:.!.r.ut;;. Rinek;; (ipt,;., 201)3).h.SG.. 
6 Er..s:!!op.:d, HW..r .. <4 !~!arr., Illld I, Cet. J\I, (lak,;r;t: lc-htiat ll3ru \'.3.n !lot·:~. 2000). t- .. 128. 
i l.th~t l<li.:!h Un:t:ing·Unda.,.s Hukum P:dan3 (!<Ull!'), Bu}:-J Ke1~-:u (Aturan Cmum).1:Sab I. l'a.sal 

I ayat (I]. 
8 Linat fl.. SoeSlJo. hfr.a~ l,;'('l{Ul,,g.(..',waJtg Ht:h.m: Ptd~w (lr{l,fl'?J x.-f<, K~t.•r.r·u·,A'o,,~r..!O,.,>)YJ 

U'nJitrp Po sol G.<1'11 Pas,,( (Bogor. Po-likia, t 988), h. 2i. tO> ... u juga Tope, Santo..~. A!~r.ua.~ lluAum 
Pf:ial'.o l.<la,-x (Bandung: Al-S}"amll Pre:U d.an Gr.f!J:a, 2000). h.. 114. 

9 Uulj:nr.o .. .O.:.s-G...r.lS H:.:.~"r. Ptd.::::;, CeL V, lfil".irtil: Kind-::=1 Ct;:,ta. !993), h. 23. 

Scbagai landasan teoritis kaitannya dengan tulisan iui, ada beberapa 
hal yang penting untuk dijclaskan lcbih dahulu, yaitu asas legalitas clan 
ieort pembukrian yang akan diuraikan scbagai bcnkut: 

B. Dasar Pembuktian dalarn Pidana Islam 

(iqrar), karena dalam ha! ini terjadl perbedaan pendapat mazhab Hana fl 
dan Syafi'i. Sedangkan pada alat bukti keterangan sakst udak terdapat 
ikhtilaf fuqaha. Dart masalah di atas, penulis tertarik untuk rnenelaah 
lebih lanjut tentang bagairnana perbedaan kedua rnazhab tcrsebut dalarn 
rnernahami bilangan pengakuan sebagai alat bukti zina. 

Tulisan ini termasuk katagorl penelitian kepustakaan (library 
Research) atau data-data skundcr.t olch karena itu pengumpulan data 
adalah deugan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka sebagai 
sumber data sesuai dengan kebutuhan, Sumner data yang dimaksudkan 
dalam rulisan ini adalah berupa literatur yang terkait langsung dengan 
[udu l tu lisan ini. 
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10A1.nJ~·I ~n:.tl1,. P:11tr.J."f:.ar Hutr.-., /,··,:./c'f"<.}'!V.. Cet, VJ. (f.,k.,r:x )bj., Cr.,fi:ido Persada, 1996}, h. 
161. 

1 I "Abd aJ,Qadfr Av:dah.. :U-TtlS')Ti' . h. 1 lS. Lthii JUll Sa'id HiW",W.J ,il-/Jl<"J», , h. 6-10. 
12\Vihb.$h al·luhs:ytLAl-f"7qh a!-/J!.Jn;1 1,·a .frfl.':.0/u,'r. hhd VJ. (0.11JJ.J.Skt1s· Oar .,!.fikr, P~-AA), h, 

5327. 
13 /b.t. hlrn. 3145. 

Dari baraan yang ada. prinsip legalitas ini diterapkan paling rcgas 
pada jarimah hutlutl, dan qishush-diyyu: secara rnutlak, karena telah 

Artinyu: Tidak ada hukuman bagi petbuutun ma1111siayang beroka! 
sebelum adanya nos. 

Dan juga kaedah: 

Artinya: Tidak tula jarimuh dan tiduk udu hukuman kecuol! teloh ada 
nasnya. 

wahbah al-Zuhayli juga menyatakan kaedah yang berbeda sedikit 
pada lafaznya, narnun mcmpunyat pengcrnan yang sama: 

,lrtinya: Tidok ada Jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ado 
/111ku11ta11 tanpa adonya nos. 

terlebih dahulu rnenyebut perbuatan yang bersangkuran, sebagai suaru 
delik dan yang memuat suatu hukurnan yang dapat dijatuhkan atas delik 
itu.!O 

Dari heherapa definisi terscbut dapat dtslmpulkan bahwa, yang 
diruaksud dengan asas legali:as adalah asas yang mcnyarakan suaru 
perbuatan arau aktivitas tidak dianggap sebagai rinriak pidana disertai 
dcngan hukuman bagi yang melanggaruya apabila tidak ditetapkan 
scbclumnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang, Dengan kata 
lain pemyataan suatu perbuatan schagal tindak pldana dan hukumannya 
harus dllaudasi deugan ketentuau uudang-undang. lJntuk hal ini harus 
terlebih dahulu ada ketentuan sebelumnya yang menyatakan suatu 
pcrbuatan uu merupakan nndak ptdana, 

lstilah azas lcgaliras tidak dtrcmukan dalam fiqh jinayah, karena ta 
herasal dari hahasa latcn. Narnun dalam fiqhjinayah terdapat beberapa 
prinsip kaedah pokok tersendiri yJne herkaltan dengan asas lcgalltas 
sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah: 
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Artinya: Syari'ah teloh menctapkan kaedah "banw« tidak ada 
jorimoh don h£1kumonnya tonp« adanya nos pada jarimah ta'zir: 
karena secara logis kaedan tersebul merupokon kaedoh dosar 
dalam syari'ah. Reolisas! kaedah rersebc1t tidak terbatas hanya pad a 
jurimali hudud da11 qisnash-diyyoh, namun secara lebih luas terkait 
denqan jarimah tu'zir karenu kemasluhotan umum. Sifot: jarlmah 
ta'zir memmtut perluasan makna bcrdasarkan pertimbunqan 
hukuman dan ketultum. 
Perluasan makna ini terjadi karcna pada jarimah ta'zir ini tic/ak 
ditentukan butas uncatnau hukumannyo secara posti. 0/eh karena 
icu seorang qadi bolcii mcmilih bukuman yans; tepal puda setlup 

1-',':\t'C! ol·QJdir'A\•:;:t;;h,.~! Jit.s-l,.:· , h.126. 
15 Ibid 

;_,,.111 -~.J~.! t.... ~_.....; • ;.:\ ·~..Ja . .:1.1,, .:.;;;J 1. 1-...!·. -::i...:.ij'. r·'~<> .. \ , ),A,,.!\ ;.1 1L ,._i..~ 
l,.,J•• • •........ • J • • I I • .,; V ., 0,. \ I' v- I 

..... :::!., c..w, ;.....L.J.\ ;;~ ,L..1> J\ -:}~l l\r. .j ;;~~I ~ u ~.r=J\ ~i I.:\,(\):.\~: J 
, .. J.='1~'1 .; ~)-\ J.__. J.;} ,J ;'"" 11 .......\c;\ J :~~ti , .. /--.. u\.:. ~~ L>-1!' c:-J1 \h 1,;,.;;::,; .;:)-'~·. 

,;)'d'1 . . 
· · · .. ~ S::. • • •, ·1 · t • '/ ·'/ • • <· L>. I :, 1.,.,,1 • "4..:.; ... ""'~ ~ .. ..:-:,, :--... ;;y · ,:;·.JJ~·;..l· t ,f':'.,_., """:~ -., ,.,,14, ..... .; l.f C"f--1 ~..;.,) 
• Q 1 •• w'i:tlli • 1! 1 ·l\ "j • 1 o •; • I I \ I<" • ,•lo\ • • ,. »s ... ~ -r ..)\J,;:.:: - •""!...!.;.! ... ~wu.; f #J:' .;J JJ~I ('ft u .j.> r ~·~ ~r :).l,j• 

•• ., : •••. , , o/'• ,, ·11 I ,. , • • • 1 · •• · <. •• '"I· • ,, . v. 
~ .::,~\t.JJ) I :+I> "9,_;...:.1- ( #~ ~~ _..$,#_ ._~'::,W' ..:.~ £.Ly. :.,• ~,,;, )U. 4-.r-,; rf:- ..),-~ ) 

~ •,\. ;.,.i-Jj . . ~ u~ .,., 

i.e.., .. ~, J.t- ... :~ .. /i 0\ ~ ,.:)~j'i:i u:j\ /\)..\ .» ~ 1.\J~ ~~·'y ·'~.,4-\ yl-. ul; c:-Ji1 '~J 

•! -<~ t: .. ~ 1.Ji:. 'v~ .;) vz.<.. ""~ \ V'6"¥ ..... ~·. 1~~-... ~~ 

l)al;i,n penjalasannya 'Ahd al-Qadir 'Awdah menyatakan: 

,lrticya: Tidak ada jarimah tanpa ada nas padaj£1ri111alt la'zit: 

dltcntukan bentuk dan kadar hukumannya dalam al-Qur'an dart hadis 
Nabi saw, [adi yang dlmaksudkan asas lcgalitas dalam fiqhjinayah dapat 
dikatakan hukuman berlaku setelah direrapkan dengan dalil atau nas. 
Dengan derniktan ridak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya 
bagi kcnga katcgori jarimah di atas, 

lintukjarimah ta'zir, 'Abd al-Qadir 'Awdah menuliskan kaedah yang 
berbunyi: 
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Kewajiban pembuktian lni akan rnenghindarkan gugaran-gugatan 
dusta, yang le mah dan gugatan-gugatan yang asal-asalan (tidak sungguh- 
sungguh). lni mcrupakan kacdah umum, sekalipun kernungkinan acla 

l6CD .~!ak:a:,.~ fJ!-J!cdiL~ a:'·SJ\~if. HR. ~·lusU1n t!Jll Sahth .,l-Rukh,11"'., ~o. Hadrth 4-423. 

Artinya: Dari lbn jurayz dari Jbn 'Abbosdari lbn Mal/aykah Rasulul/ah 
saw. bersabda: Apabilu kepado orang-orang in, diberikon menurut 
a pa yang mercka dakwakan tentu oranq-oratu; lain akun me11yyuyC1I 
darat: o.rnng-nmng don harm bendanya. Akan tetapi bukti-bukti 
dibebankan atas pen,q,qC1.(J(1t sedanqkan sumpon dtbebankan otas 
rergugnt 

2. Teori Pembuktian 
Pembuktian di rnuka pengadilan merupakan hal yang terpcnting, 

sebab pengadilan dalarn rnenegakkan hukum dan keadilan ridak lain 
bcrdasarkan pcmbukrtan, [adl pembuktian adalah ha! yang sangat penung 
bagi peradilan, schagaimana yang dlkarakan dalam hadis: 

Berdasarkan uraian 'Abd al-Qadir 'Awdah rersebut, bahwa 
penerapan asas legaluas parta jarimah hudud, qishash-dtyyat: berbeda 
dengan jarimut: tu'zir. Perbedaan ini terjadi karena hcrbcdanya bcntuk 
dan peneuruan ancaman hukumannya. Pada jarimoti lwdud dan 
qM1ash-diyyah tclah dlbarast sccara jelas, baik bentuk jarimah maupun 
hukumannya oleh nas al-Qur'an dan hadls Nabi Saw. Sedangkan jarimah 
ta'zir hanya oerdasarkan petunjuk nos secara umum. 

Dari uraian di atas. dapal disimpulkan hahwa, hakim dalam 
mcmuruskan suatu perkara harus mengedepankan azas teealims, rlengan 
mampcrhatlkan scmua aruran-aruran apakah benar sudah sesuai dengan 
aturan dan prosedur yang telah bcrlaku. Ocngan demikian, apabila sudah 
ada keteutuan yang mengatnr suaru rindak kejahatan, baru kemudian 
hakirn merneriksa pelaku keiahatan dengan alat bukti yang sudah 
dtterapkan. Salah satu contoh adalah pelaku zina yang hams rlihuktikan 
di depart pcrstdangan. 

jnrimnh dori beberopo kumpulan hukuman ta'zir: 1/akim berhak 
merinqankan atcw memberatkun hukuman. 
Dan terjadfnya per/uoson makna pada jarimah, tnaksudnya tiduk 
perlu memupurkutt ,ws secara khusus, akan tetapi pcncntuannya 
cukup berdasarkan nos secara 11m11m. · 
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19 Sohhi ~fahm.\<.~i,i, r:alroJM...., h.321. 
20 Ro!ban RAsy!d, /,"ch,rn Mora • h. lH· 145. 

17$ubhi. M,"'lhou<.s:u~i. Ftil.,;a/1,J, 11/,U,,.\Tl'fi d1'-fs!a~ ;erj. Ahmad S-.:dJono, (B.a..rAung: al-~13"arit. 
19nJ, ~. 334. 

18 Roihan A. fb.s},d. H~kwn ~cata ftrcdtlan Ag~. (Jakart.1: R..!J~ G:-.1flndo Persatl.1. 2002), h. 
138. 

cacatnya. sebab kadang-kadang ada gugatan yang walaupun si penggugat 
di pihak yang bcnar ndak dapat mcmbuknkan kebenaran gugatannya. 
Anggapan kebenaran bag! kererapan perkara mcmang demiklan. 
sekalipun rnungkin perkara itu didasarkan alas sualu bukti yang pada 
haklkatnya adalah suatu kesarnaran yang dipalsukan. 

llnkti menurur istilah hukum Ialah hujjah atau alasan yang kuat 
unruk memperoleh kejalasan perkara dan mclahirkan kebenaran. lni 
rnerupakan definisi yang dikutip oleh Sob hi Mahmassani dari al-Majallah 
Pasal 1676.11 

Kemudian yang dimaksud dcngan membukttkan adalah meyakinkan 
hakim rentang kehenaran dalil atau dalil-dali! yang dlkcmukakan di muka 
sulang dalam suatu persengketaan." [adi pembukrian itu hanyalah dalam 
hal adanya perselisihan sehingga clalam perkara ierhadap hal-hal yang 
tidak dibantah oleh pthak lawan tidak memerlukan pembuktian. 

Subhi Mahmassani rnenyatakan mcmbukukan suatu perkara 
artlnya meugaiukan alasan dan memberikan dalil sampal kepada batas 
meyakinkan. Meydkinkan ini ialah apa yai\f; menjadi ketetapan arau 
keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu." Untukpembuktian itu, 
para pihaklah yang akntberusaha mencarinya (alat bukti), rnenghadirkan 
atau mcngctcngahkannya kc muka pcrsidangan, tidak usah menunggu 
dimima oleh siapapun, 

Ditinjau dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan], 
alat bukti artlnya adalah alat atau upaya y~ng bisa dipergunakan 
oleh pihak-pthak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka 
pcngadilan. Kcmudian ditinjau dari scgi pengadilan yang memeriksa 
perkara, alat bukti arrinya alar arau upaya yang bisa dlpergunakan oleh 
hakirn untuk mernutus perkara, Jae.Ii alat bukti tersebur diperlukan olch 
pencan keadilan maupun pengadilan. 

suam perscngketaan arau perkara tldak bisa diselesaikan tanpa 
adanya alat hukri, artinya kalau gugatan pcnggugar ttdak berdasarkan 
bukti, maka perkara tersebur akan dlpurus juga olch hakim tctapl dengan 
menolak gugatan kareua tidak terhutki. 

Di dalam kitab-kitab fiqh, mayoritas jiiqnlia'inenyehut a lat-a lat bukti 
dengan al-aayyinah, hat ini sesuai dengan hadith Rasulullah "al-bnyyi11nh 
'ala at-muddo': wa al-yam in 'ala man ankara". Ada pula yang rnenyebutnya 
dengan a/-hujjah, al-dolit, ot-burhan, tetapt yang tiga terakhir ini tidak 
la-ti1r1 dipakai.io 
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2!~Juhc:nm:J S:tlat?: al·~!c:ill<.ur. !J!-Qoa'a fi m'-f.5iu...-,, 1x;j l,r:r.uJ AM .. {Sur.,{1 .-;.y.,: Rin., llmu, 
1993).h.104 

22 M~\mud S.aedon A Othman, l/n&,-.r.g-1.·r.dc.ng Ke:tri::ntan !J!a.c: lKt.:.ala Lumpur. De\'ta:, 8i.ia,ji 
di.1 Pi.tSU~.l. Z003), h. 41-42 

2~ Sa)'"t"d S:kand:tt Shi."\ H.:utt'Cf. l'r.do.rrg,r.,.~d.,11g !..~1~rc.<1g::n /$!t11t1 (rerj. Bld.1?ah Kh..!Ud d3n 
H.1ikL;h Mnh.1mm.1d Jamlij, (Sel.ar.gor: P~fanduk ?ublkatJ.-'11, 2003), h. 2 

Menurut mazhab Hanafi iqrur didefinislkan sebagai pamheritahuan 
atau pengakuan hak orang lain ke atas diri sendiri. Lebih laniut 
pcmberitahuan tentang pendakwaan suatu hak atau kepentingan untuk 
kepcntlngan orang lain kc aras diri orang yang menuntur pengakuan 
melalui lafaz yang rerrenru." Seriangkan mcnurur rnazhab Syafi'! iqrar 
ialah peugakuan dan penghindaran penafian. Dengan persyararan yang 
lebih komprehensif iqrar dideflnisikan sebagai mernberi testimoni yang 
berhubungan dengan hak atau runrutan terhadap orang yang memberi 
kctcrangan, dan inf dlscbur dcngan pcngakuan." 

Oleh karena iqrar merupakan suatu pcmbcritahuan yang blsa 
jacli benar dan bisa jadi dusta Dengan demikian suaru pengakuan itu 
mengandung dua kemungkinan renrang bcnar atau tidaknya tcrjadi 
suatu peristiwa yang diakui tersebur. Meskipun demiklan, psngakuan 
retap dapat dijadikan sebagal alat bukti zina berdasarkan dalil aqli yaitu 
pcngakuan dapat dikatakan mendekan kebenaran dan rnungkin saja 
rerjadi, daripada dikarakan hahwa pcngakuan rcrscbut hanya berupa 
kedustaan belaka, Sebab seseoraug yang membuat pengakuan sulit 

C. Rilangan Pengakuan Alat Bukt] Zina rnenurut Mazhab Hanan 
dan Mazhab Syafi'i 

Menurut lbn al-Qayylm sebagaimana dikutip oleh Muhammad Salam 
al-Madkur, bayyinah mcllputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan 
meujelaskan kebenaran sesuaru, dan orang yang mcngartikan bayyinah 
sebagai dua orang saksi, belurnlah memenuhi yang dimaksud. Kami sarna 
sekati tidak menemukan di dalarn al-Qur'an yang menyatakan bahwa kata 
bayyinah bcrarti dua orang saksi, tetapi arti bayyinah di dalarn al-Qur'an 
adalah al-hujjali (dasar atau alasan): al-Dolii; al-Burtian (clalil, hujjah 
atau alasan), dalarn hentuk mufrad dan jamak. Demikian juga sabda Nabi 
saw. ai-buyyinun 'ala al-muila'i; bayyinah itu (wajib) bagi penggugat atau 
pcnuntur," 

Dari uraian di atas.dapat dipahaml bahwa penggugat atau penuntut. 
untuk membukrikan gugatan atau dakwaannya, ta hams rnenghadirkan 
buyyinuli (alat-alat bukt i) untuk membuktlkan bahwa dakwaannya adalah 
benar; sedang di antara bayyiru1/1 itu adalah dua orang saks], Muhammad 
Salam Madkur dalam hal ini tidak menyebutkan serara implisit dua orang 
saksi tcrscbut scbagni alar bukti pada jarimah tertentu. 



f 

I 

2'1: J.l·Zi..h.lih, Fiqh Ptrr,nd;)r.g.,v-<1:uig,...,, Js!am._ Jilid VJ, (ttrj. Ahm:1d Sh:i.'lboriSalatmn). {SeJangor. 
De;•;Jn ~t..ka d.Jn 03.ru.$.3, 1 q-91). h. 67s4: 

ZSSa."rrir AHya:'i. Bf:r.cA, .-·kf·Dtr.:lc.l: ire o!·'Jr.-1ho i,a a!- 'f../if fi c,J.J,!a~. (terj Asrnuni S<liih,1n 
2amakh~yan). {Jakarta "inr.ur: ?ustaia uJ~(\au1.s..1r Gn1p, ?.lln4), h. 454. 

26/b.d 

untuk dtragukan keberadaannya dan ketcrlibatannya.cfalam perkara yang 
diikrarkan untuk ditanggung risiko oleh dirinya. 

Oleh karena i111 dapatdipastikan bahwa orang yang benqrerterhadap 
suatu perbuatan yang dilakukannya, tidak mungkin pengakuan tcrsebur 
hanya suatu iqrorpalsu atau dusta dan dilirnpahkau t;inggungjawah atau 
risikonya kepada orang lain. uengan demlkian rnaka kesaksian berupa 
pengakuan secara logika mengandung kcbcnaran yang ndak mungkin 
ada keraguan." 

Untuk diakut keakuratan iqrar seseorang, maka disyaratkan hahwa 
pengakuan tcrschut dilakukan tanpa adanya ancarnan atau paksaan. 
Persyaraian tentang harus tanpa adanya paksaan atau ancaman tersebut 
[uga dlkuatkan oleh pendapat Umar lbn Khattab, yang artinya: Sungguh 
seseorang tidak aman terhadap dirinya jiku kumu /oparka11 atau kamu 
pukul atau kamu ikat.B Kalimat "kamu laparkan" mengamiung makna 
bahwa orang diancam ririak akan dlbcrt rnakan aru minum sehingga 
rnengakibatkan fisik menjadi lemah dan hahkan dapat mengakibatkan 
matt secara perlahan-lahan. Dernikian juga makna kallmar " kamu 
pukul dan kamu tkat" memilild rnakna yang hampir sama, namun daya 
intimidasinya lchlh kuat, Orang yang diancam untuk dipukul atau diikat 
ten tu tidak mapu berfikir secara logis, yang dlpikirkan adalah bagairnana 
meniaga diri agar tidak celaka, walaupun harus berpura-pura rncngaku 
terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya meskipun sebenarnya 
ia tidak mclakukan sama sckali seperti yang dituduhkan. 

Diriwayatkan dari hakim Syuraih, bahwa ketika mengadili seorang 
pembantu yang dituduh mencuri, heliau tidak mau menerima pengakuan 
pembantu tersebut yang ielah dipukul oleh majikannya, hingga dla 
mengaku babwa dla mencuri harta maiikannya, Qadhi Syuraih herkata, 
"Scsungguhnya dia pcrnbanrumu, maka aku tidak akan menjadikan 
pengakuannyasebagai hukti", Syuraih mcmtntasaksrlamnyadart penuduh 
dalam hal ini adalah majikannya yang meuuduh tolah mcngkhianati dan 
mencuri harra mihknya." 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya 
pcngakuan itu baru dapat dijadikan sebagai aJal bukti apabtla dilakukan 
secara suka rcla olch si pelaku dan berada pada posisi sebagai orang yang 
telah melakukan kejahatan rerscbut. 

Lebfb lanjut pada kasus-kaso~ jinayah yang mclibatkan lebih 
dari satu orang, seperti pada kasus zina. Dimana pihak satu mcngakul 
pcrhuatannya, scdang yang samnya lagi mengin:,;karinya. Dala111 Ital ini 
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Dalarn hal iqrar atau pengakuan sebagal alat bukti zina tidak 
diragukan kigi ekststenstnya Semua fuqaha sepakat bahwa pengakuan 
adalah salah satu alat bukti da!am fiqh jinayah. Namun fuqaha mazhab 
berbeda peudapat dalam jurnlah bilangan pengakuan sebagai alat bukti 
zina. Di antaranya adalah mazhab llanafi dan mazhab Syali'i yang akan 
diuraikan scbagai bcrikut: 

27 P.~oh1mmtd $. EA·Av:a, f--ttda.·~,a., da:'c::r: l./r:dmtg-Und!J.<1g lsJa.,,.;.. (Ku.a!a Lumpur. Dewan Bahasa 
clan Pu,tal<a. Vi'J'I). h. l'J3. 

?SJ!;~.J 
291t.id.,?... 227 

U. Pandangan Mazhab Hauafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Bi· 
langan Pcngalcuan (lqrar) scbagai Alat Rulcti Zina 

fuqaha rnazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang mengaku bersalah 
harus tetap dihukum berdasarkan pengakuannya tanpa memperdulikan 
pcnafian kctcrlibatau pihak kcdua." 

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sendiri berbeda pendapat 
dengan pengikumya. ia berpendapat jika ada dua orang mengaku 
telah berzina, narnun ketika di persidangan salah satu dari keduanya 
mengingkan arau menarik kembali pengakuannya, maka dalam hal ini 
kcdua pclaku tadi tidak dapat dihukum. Alasan yang dikcmukakannya 
oahwa kesalahan tersebui tidak mungkin dilakukan oleh saw plhak saja, 
dan jika kesalahan satu pihak tidak dapat dibuktikan. maka pihak kedua 
lebih rnudah pengakuannya dtbatalkan oleh hakirn. Sehingga dengan 
dcmlklan keduanya bcbas dari hukuman terhadap kesalahan yang relah 
mereka lakukan, yakni zina. Rerbeda dengan mazhab Syafi'I, mcrcka 
berpendapat hahwa orang yang mengaku telah berziua tetap dihukum 
sesuai deugau pengakuannya di hadapan hakim, tanpa metnperdulikan 
penafian keterlibatan plhak lamnya." 

Abu Hanifah juga mcngharuskan bahwa pengakuan hams dtlakukan 
dalam sidang di pcngadilan.jika pcngakuan dilakukan di luar pcrsidangan, 
maka pengakuan rerscbui ridak dapat direrirna sehagai a lat bukti, karena 
kemungkinan pengakuan tersebut beuar adanya, dan keinungkinan bisa 
jadi salah, atau hanya main-main atau berpura-pura," 

Uari uraian di atas dapar dipahaml, tcrjadl perbedaan pendapar 
Imam Abu Hanlfah dengan pcngikumya scndiri dan dcngan mazhab 
Syafi'i dalam ha! ada plhak yang menafikan atau menari!< pengakuannya 
kernbali ketika di persidangan. Menurut Syafi'i dihukum hauya orang 
yang mengaku saja, sedangkan pihak lain yang menafikan pengakuannya 
ttdak dlhukum, sernentara menurut Abu Hanifah, apabila salah seorang 
dart dua pihak yang menafikan pengaknannya, rnaka kcduanya tidak 
dapat dihukum demi keadilan. 
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Artf11ya: Vikatakan bahwa: hnl ini menunjukkan buhwa terdapot 
perbednan antara pcngakuan don kesaksinn. jika anda berpetuiapot 
bnhwa penqokuo» itu soma kedudukannyu de119m1 kesoksian, 
maka menoapa anda memluga bohw« pencwi itu mengakui sekaii 
tofu dipatong rangannya, clan bagaima11a anda berkata se/1i11gga 
menqukui dua knti. Jika dia mcngakui denqan lrak kP.pada sescorang 
Jakl·laki satu kali lulu twdo benorkon baginya selamunya lalu onda 
teiapkan satu ka/i pengakuan aduiat: /ebili kuat daripada bukti dan 
sr.tu kali /ebili /emnh. lmnm Syafi'i bcrkutu: "titlak/ah pengakuan itu 
satu jala11 dari bukti, bahkan a/-7.u/Jri meriwayatkan bahwusam\va 
ses1:ornng mengakui di sisi Nabi saw. empal kali: lbn a/-Musayyab 
meriwavatkan bu/nvusuJUty<l in mengakui berkali·ka/i /0/11 nabi 

30 ~fuhammad S1U:n sl· 'Av,.., .. -a, f, 'L'm at-::1;~1;,,r:.Ju:.:·1 aJ.fs!(:n::. LK1i:-o: Oar e!,M.,· JJif. 1 ~~9), 
~.29L 

Jl A!li r\bdill,1.'1 Mub:imm3d bin ldrlt a!-Syafi't, o!-Ur,~~!. jui. 6. (i;h..non: 0.lr al·KJtab al·llr..f;,')'3h, 
tt), h. 18'!. 

j; .:....rj !}J (:,1t.:. r~ (..;~ :~ .~,) ~~ ,\ .::.~,, ._;1;£:;, ,:r;l Jj\ ~~ ..!)!-)( \.),f> :J.:,i 
• 1 i \ I,. '1 • I l ._,. ' · I 1 • '' • j · ") ·< · ' · · · , ~I ~ •""" -•j •,/' .....-.; .r: ~.:~: V. ,.;,,~~"~ .JJJJ.. Li·-->-- ~ ~ , •(:::;' "r --:1~ J; 

~'\..)l,.~;_~I ·~ .. ,\..l~~ ·,•J',4')! ~:.f,j:o_,t.._.a\iv- .. ,i:j, -......Qj\J'1~~,;_~ - y.,. , ..... .J •• •• ,,J .,. • -., • .... , .,. ,. ..... J ., . • ,, 

fl r'> :,.; \,\,. J~\ ',)i ~i ,J <,, ~ J :hl; .;:.~ ... !-! .• \}..... • -J;. ~\, ~ .~\.;;.s; ~;~\ 
..,. • ,, .,. , ,, • • • • ....-, ...,, - .J ...:.! ~ ~ ..... ...... .; • 

'".-.1.;. I...:: ,..*uh ~!W.. ~"')..... "l"i J~\ v;; ~; .<(\.;~, .1.~.)~ ' - . ... .. ' . .. '-' . 

2. Mazhab Syafi'i 
Di atas sudah diuraikan penrlapar mazhab llanafi tentang jumlah 

bllangan iqrar sebagat alat bukti hams dincapkan sampai ernpat kali. 
Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapar iqrarsebagai alat bukti 
zina cukup diucapkan satu kali saja sudah dapat ditetapkan bahwa orang 
yang mengaku berzina benar telah berztna dan dapat dijatuhi hukuman 
had zina, yaitu dihukum eambuk sebanyak seratus kali bagt penzlna 
ghairu muhsan. dan di hukum rajam bagi penzlna muhsan. 

Untuk lehih jclasnya berikut ini adalah pcrnyataan Imam Syafi'i 
dalam kitabnya al-llmm: 

1. Mozlrab Hanafi 
Menunll Imam Abu Hanifah clan pengikurnya berpendapal 

bahwa, pengakuan baru sah sccara hukum dan dapat diterlma sebagai 
alar huktt ztna apabila pengakuan rerscbut diulangi sebanyak empat 
kali. Pengulangan pengakuan sampai empat kalt, rnazhab Hanaf 
mengqiyaskannya dengan alat bukti syahadah [saksi), yaitu hams .ada 
cm pat orang saksi yang menyakstkan berlangsungnya perbuatan ztna, di 
samping tru mazhab I lanafi juga berpcgang pada had is fi'li dalam kasus 
Ma'ii yang telah mengaku berLina.30 
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32~.!..bdul Q~lr 'A'J!lah. t:r.1r~!optC: 11.:hrm Pid.:_r,a hfa, . .,, u·rj. J.t. H ... ~o!l Ba.sri dkk., (Sogor: 
~luasarah al·Ri.sa!ah), h. nA. 

33 ltrcam i•halln1t Shahlh ~.fusHm, fiHd Hf, (i\afro: Dar a!-H2chs. !~95}. h. 131S. 

:J'li ,$\;!1..:; ..... ,..J.l u\ .- 1 I • ~L:. .iil L, .ii1 J',-1, ·- t 11 ··•. l J. i~ :, f_; ,1\,; ... »: ._i ·.;, . .. ,.,....., ... . .,, .; .;~ v - ,,.., y. .... 

-~ ~ ..; ~U . .:-lJ: , l\ '.t~l J ._, 1.. ~·J, t.i..i .~':J ;Q; ~ .v- .; $j.! .~; . H !~\ j,_.. \· ,.._, ...... .r ~., ........ J.>• - v-- .... ., _,, __ .,., 

~; :J~ (- J ~\,; .ill J-', i...~I a:.:.) • .,:.I;~ t;;\ ~1-....b j=. ~ '!).;,..:..•:.,-ti~ •-:k- ~,) J! 
JI;:.: .. ;':",'~ \~j\ : .. L . I,;,.~ ~l . L,,. ~j JI.ii ... .J .JU i~\ 'I..;) :Jl ''J :J1'J ~ ,..!.,:-- 

_, • .,. \ i • v - ' -· ........ 
/ . . Yr i)~' ,.;,:_;;, '~·,J .... J~ .i.:.:~ .. J ~ ... ..;.-": .. :..::> ~Ju .)1.y .:.:: ...... 'c: t- :.:· J. .. ":'..:.'j ~'+! .:~\ 

~(,-.. ''))) .,u,_.; ;).~ ,US:-.,!; 

L Sebab-sebab Terjadi Pcrbcdaan Pcndapat Ma,,hab Hanafi dan 
~fa.ihab Syafi'i 

Terjadinya pcrbcdaan pendapat tH kalangan fuqaha, rcrurama 
fuqaha mazhab hukan menjadi rahasia umum lagi. Salah satu contoh 
perbcdaan tcrsehut adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i ten tang 
iqrar (pengakuan] sebagai alat bukti Zina. Pcrbedaan merekaadalah pada 
jumlah bilangan iqrar (pengakuan) yang harus diucapkan sebagnimana 
I elah diuraikan di atas. 

Selanlurnya akan dluraikan sebab-sebab perbedaan pcndapat di 
kalangan rnazhab Hanaf dan Syafi'i tentang bilangan iqror (pengakuan) 
sebagai alat hukti zina disertai dalil-dalll yang mereka kemukakan sebagai 
landasan atau pegangan pendapat mcreka masing·rnasing. 

Terjadi perbedaan pcndapat di kalangan rnazhab Ilanafi dan mazhab 
Syafi'i dalarn hal rcrscbur, karena berbeda hadts-hadis yang dijadikan 
dasar hukurn iqrar (pengakuan) sebagai alat bukti zina. Umuk lebih 
[elasnya di bawah ini akan diuratkan hadis-hadis yang digunakan sebagai 
pcgangan rnereka dalam berpcndapat yairu sebagai berikut: 

r>asar hukum mazhab Hanafi ioror (pengakuan] sebagai alat bukti 
ztna adalah had is: 

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa, pengakuan tldak harus 
dilakukan di dalam peugadilan, tetapi bisa dtlakukan baik di dalam atau 
di luar pcngadilan. Akau retapi, para sakst y.mg monyaksikan pengakuan 
di luar pengadilan harus mcmbcrikan kesakslannya ketika proses 
persidangan di pengadllan." Hal ini berueda dengan pendapat mazhah 
llanafi yang mengharuskan bahwa pengakuan itu dilakukan di dalam 
pengadilan scbagaimana ielah diuraikan di atas. 

sm•1. menolaknya don beliou tidak menyebutkan bilangannya, ha/ 
tnt dlkarenokon pada awal Islam manusia be/um me119et11h11i <Ian 
memolwmi hal-halyang seharurnya sanqot. pellling bagi mereka. 

l 10 ME.'IAIIAMI 1)1:SKONSTRUKSl HliKUM IJAL·\M PRA.\lATA SOSJAL ISL<\J<I 



3-4/bid..,h. rsrs. 
)S lmam ,\bu 0..)ud.5',,,.-: -t , U,u Dcr.1,/, ji1id H; (Reiru:: 0.1r .11·R.~19?fi)..;....~"!.. 
36/~'id 

Artinya: Dari lbn Abbas meri\'Jayatkan: Ma'iz pcrnah men_qhadap 
Nobi saw. don me119nk11 telah berzina dua kali, /a/u nabi saw. 
menyuruhnya keluar. Ketnudian diu clatwig /agi mengaku telah 
herzlna duo koli, kemud/011 Rasutulloh sa·,v. berkata: karena engkou 
teluh bersumpali terhadap dirimu sendiri empat kali, maka sekarang 
(hai para sonabat} bawatat: dia lalu rajatnluh. (HR. Abu f)aud) . 

.;J.~~ t .. ;JG c{i& 1 .;_~I,; t. o>t) ~·,• •,, ~Ll Jc,. L, ) .....:!,;;. }~\ . t_,,, . ...;;... .', -~ ,.. _; 
• .;; ....... • ..... .... • .> ! • v ...:. ,..,. ..... - - 

• • + • 

I ' ) . " . ' ' • ' \.. . . "' ,,, •• ' • . . .· ••• . < JY. ••J) ·(': ..... , ~ r~ •..J<J~-- (:}' ~ ~ r: ,,J..t •i.:)U-V ~.)ts;; ---..r.JJ ..:.i ..- ~ - -- - 

Kemudlan harlis yang diriwayatkan olch Abu Daud: 

.4rti11ya: Dari [abir lhn Samurah ra. re/ah berkata: soya melihat 
,\.la'iz lbn Malik diluulupkun kepodo Nob! saw. tubuhnya pende); 
buah bctisnyo besar. Dia tidak menggunakun kuin seletulunq. Dia 
memberikan pe119ak1Mn sebanyak empot kalt bobwo fa bersalon 
tclah melakukan zina. Rasuluttuii sa111. berkuta: Mw19ki11 enqkau 
ha11ya menciumnya saja. Via mcnjawab: Demi Allah tidak, saya 
beuar-benur telul: berzina. Rasulutlah menjatuhkan hulmman raiam 
terhadapnya. (IIR. Muslim) 

,J&i .t:-d ~) r.,. ·I- J 1o.:" ~\ J.~ v.jJ· J: '"-: ;'co: ,.:J) .• :.:: ]>" L4 :J'~ ;r..., .:.o:A :,;-, 
~ ~ .j_'..JJ :;- J ·-="'· ~' ~ ~\ JrJ J.;; •JJ .:\ :..:i\.,.,. r.y' ~ J:. ~ .~G1 4- .... ..-:! 

"( ~ •• • ••. ) ·"-""=} .;.·'i, J) J,j 4~\ • .J:1 0 '1 :JI; 
; .,.,, -4 • # 

Arti11yu: Dari Abu Hurairoh ra. berkota: ado seorong laki-lak: 
menghadap Rasu/ul/ah saw. di masjid don berkuta: Ya Rasulullah! 
Sesurrggulrny<l akt1 benar·bennr teln/J herzina. Kemudian Rasulullah 
saw. bcrpa/in._q, sehin.q,qa orang tersebut me11gu/ar19inyo sompai 
empnt kali, Mnko setelat: bersumpah empat katt, ia dipang,qil olen 
nabi saw. beliau bertanya: upukul: kutnu me119idap pe11yokitgi/a? Dio 
menjawab: Tidak. Nabt bcrtanya /agi: apa.~ah kamu berdrm muhsnn? 
Diel meniawab: Ya. Nabi saw. menyuruh para sanobo: bawa/ah dia, 
/a/11 rajamiah. /bn syihab berkata: Ada seoranq mendenpor dari [obir 
bill Abdullah memberitahuka11, kamt merajamnya di nwsa/la. Tetapai 
ketika batu-batu lemparan i!U melukuinya, in lari lalu kami tang/cap 
di Harrah, kemudia,1 kami rajam, (sampai mati). (IIR. ,Wc1slim). 
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Berdasarkan hadls-hadls yang menjadi dasar pendapat mazhah 
Hanafi di atas, dapat dipahami bahwa iqrur (pengakuan) rnemaug hams 
diucapkan sarnpai em pat kali sehlngga barn dapat dijadikan sebagai a lat 
bukn ztna dan pelakunya dihukum dengan raiam, yaitu dilempar batu 
sampai meninggal dunia. Dari hadis di atas juga dapat d!pahami bahwa 
hukuman rajarn tidak harus dipaksakan pclaksanaanya. Dengan kara lain 
apabilasi pelaku zina melarikan diri dari ternpat ekskusl hukuman, maka 
biarkanlah <lia lari, tidak perlu dikejar lagi sebagaimana isyarat nabi saw. 
dalarn had is tersebut 

Oi samping hadts-hadis di atas yang dijadlkan pegangan mazhab 
Hanafi, mereka juga herpegang pacfa qiyas sehagaimana tclah diuraikan 
di alas, selain ilu mereka juga berpegang patla ah-ar sahabat: 

I..._) 0 J)~ 01 )- ) ~ j·1 LJ\_, ..!-··~ }i.t 1~ l.~!j .(:;.~\,;( I~\ ,:;l ~ :/! i J.· J!j 1..>,.)J 

,,..3\ tL ~ "-:b .fi:i ~ v-:=JI ~· :~.:..-· ,.:; . .J": ~ :.,_.• .... '.)~ \~ , )- J "-:'e .J_l v'-" l,:\ J,_.) .!l.1:,.1 

Artinya: Dori Buraidoh menerunpkan: "Kamipara sahabat membohas 
bahwa andaikato Ma'iz ibn Malik in! kcmba/i ke rumalmya sesudah 
dia memberikan pengakuan sebanyak tiga kali, ten tu Nab/ saw: tidak 
ukun merujamnyu. Nubi saw. baru merujumnyu setelatt dill r11e11guku 
bcrzina pada kalt yang keempat. (J-IR. Imam Ahmad). 

Ha dis yang semakna juga dlrtwayatkan oleh Imam Ahmad: 
~~ ... 1_ .l\!k~ •• .eJ ••. \~ LJ~i.e..J.\ °'-~\J-,.._,',;;,:;~~(:rr:.t.c .. ~;\ .. . .,u...,...-.y ....... ..J.( 4 u ,,.,.,. ~---...,...,.. 

I \ l ) ' \' , I·\ ' • ' • ,1, '1 • I \.l..o- ., J) ..... ~ 'r • .!.!, '.,,,";) ..:. J "·"~> r ._.'.;. '-' ~ ~ .. ~: )."'- 

Artinya: Dari Buraidah juga meriwayatkan: Kam! para sahabat 
Rosulullah scmr. membicarukun, sekiranyo Ghomidiyah don Ma'iz 
ibn Malik, terns pu/a119 kc rumahnya mereka tak kembali sesudah 
memberikan penqakuan, tentu Nabi tidak akan mencari mercka. 
Nubi merajum mereka sesudah mereku memberikan penqakuan 
sampai empat kali. (HR. Abu Vaud). 

Artinya: Dari Jbn Abbas meriwuyatkun, Nabi saw. bertanyu kepudu 
Ma'iz ibn Malik: Apakah benar berita yang aku dcngar tnenqcna! 
diri engkatt? Mo'ii: menjawob: berita nieJ19Penai diri soya? Nabi 
berkato: Aku mendenqor en,qkau telah berzina denqon pembantu 
ke/uargafelan. Dia menjawob: benar. Kernudian Ma'i: mengiqrarkan 
perbuutun suluhnyu emput kuli. Nubi memerintohkon agar dia 
dirajam, don perintoh itu dilcksanakan. (llR. Abu Daud). 

. • < . } ..!&~- .:.'! .;t-L· J i.z.: .. .l.;1) ul ..!..:~ )- J '-}:. ~i ....,L~ .:..\\ J.,. ... J y~\ L :JG l :..1 ;.1. . .,: :.f'J 
>(,)~ .,, t!)J) .~\)! .I."'! l+"'=') la~.~ f 1~,jG~ ..1.u l~J ( ~ J~ ,\ ·t.;i·~~~.;.,.: b) 

1~2 ML\L'-IIAM!Of:SKONSTRl)!(SI IIUKUM OALAM PRA/,ATA SOSIAl.l51AM 



J\rcinya: Dori Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sesungguhnya dua 
oro11g Iaki-taki berlengkar cli hadapan Ros11h11/ah snw., don telah 
berkata sa/ah seoranq dar/nya: \fohai Rasulullal: seS!lngguhnya 
a11akk11 telol, berzina dengo11 seom119 11erempua11. Dan 'Nabi saw. 

38 'Ab,5ul Qa<jlr ~udah, a!-TMJTi 'r:J-Jtr.a 'L., h. 432. 
3i; lsrr.an bin M\Jh.irnma.Jiyah.S:,rw1t al-TI,ml:i, JIJ.I 111. (~c.-1rul: Dar al-flkr. l<J9i;}, 1L 118 

Selanjurnya hadis-hadls yang dijadikan dasar hukum pemlapat 
mazhab Syafl'i adalah sebagai berlkut: 

Hadis yang dlrtwayarkan oleh al-Ttrmizl: 

Dari uraian di alas dapat dipahami uahwa mazhab Hanafi, bahkan 
Abu I lantfah sendiri sebagai tokoh utama dalaru rnazhab ini rnenggunakan 
a tsar sahabat dalam argurncnrasinya dalam ha! bahwa iqrar sebagal a lat 
hukti zina harus dtulang sampai empm kali, dan iorar rncsti dilakukan 
di hadapan hakim atau persidaugan di pengadilan. Apabila proses 
pengadilan dapat mernbuktikan pelaku zina dengan iqrar yang dlucapkan 
sampal empat kali, maka hukuman dapat dijatuhkan kepadanya sesuai 
dengan kcrentuan yang sudah ada di dalam nl-Qur'an, yakni dihukum 
camhuk sebanyak serarus kali bagi penzinaghairu muhson, dan dlhukum 
rajarn bagi peuzina muhsan. 

Artinya: Abu Barozoh al-Aslami meriwa-yackan bahwa 1\bu Bakar ra. 
teluh berknta kepada leluk! yang menqaku berzino iw. "sekiranya 
cngkau menqaku scba11yak empac ka/i, niscaya Rasulullah sew 
akan menjatuhkon hukumon rajom kepodamu'; Perkataan ini dapac 
diiadikan dalil daripada dua keadaan: Periamu, Bahwa Rasu/111/ah 
saw. Te/ah mw9iqmrka1111ya di atas pengakuan leiaki im dan 
Rusu/ saw. tiduk. mengingka.ri perbuatun terseb11L don iqrar belicw 
itu sama seperti perkacaannya sendlri, kareno beliau itu tidaklah 
menqiqrarkan perkura yang sato». Keduo, Abu Bokor m. telah 
menqetohui bahwa itulah yang dihukumkan Rc:suluf/a/1 saw. jika 
tidak beqitu sudah tentu/a!J betia» tidak akan membuat pernycwwn 
tetsebut. Oleh kareno iw iqrur wajib diri/cmg-uln119 sumpni empat: 
kali, jika kurang dart itu, maka tidak dian,q_qop sebaqai ulat 
bukti. 

EKSIS1"£.'lSl SJI.A'.'<GAN l'ENGAKUAN SEJIAGAJ Al.AT 8UKT! Zh'i.-\ 143 



Dari hadis-hadis yang menjadi dasar hukum pendapat mazhab 
Syafi'l di atas, dapat dipaharnl bahwa bilangan lorar (pPng;;lman) sebagai 
a lat bukti zina cukup saru kali sudah dapat menguarkan bahwa seseorang 
bersalah tclah melakukan zma, sehmgga pelakunya dapat dihukum jilid 
seratus kall bagi penzinaghairu muhsan (bujang/g.:?dis) dan dirajam bagi 
penzina muhsun (telah kawin), 

Dalam hadis riwayat al-Tirmizl. kerika Rasulullah saw, mongatakan 
kcpada unats "Pcrgi/ah kamu keptula wanila itu. Jika remynta ia mengoku, 
maka mjamloh dia", Dal am kalimat Beltau tidak disebutkan atau tidak aria 
isyarat bahwa pengaknan iru harns cmpat kali. Bcliau menjatuhkan hud 
zina kepada wanita [uhaniyah iersebut meskipun pengakuannya hanya 

iOlb,-1, lo. 1?.~ 
-41 Imam Abu Da:ud, Sl.ir:<Jn ,'fb:, Oc...d. jiJid JJ. h~'35.; 
42/bid. 

Artinya: Dari Jabir tbn Abdillah menyawkan bahwa sesungguhnya 
seom119 laki-laki berzina denqon seoratu; perempuan. Lulu ilihukum 
dicambuk. Tetupi kemudian Belinu diberitahu, bahwa tctaki cersebut 
adalah muhshan (sudah kawin), /a/u Nubi saw., menyuruh untuk 
merojomnya, sehinggn /elaki itupun dirajam. (HR. Abu Daud). 

Artiny«: DMi Snhol hin Sa'ad merh•layatka11 bahwa seoranq laki-luki 
datan.g kepada Nabi sav1., dan berkota: Soya re/ah bcrztna dcngan 
seoranq perempuau (dan disebutkan n,mw perempuan itu}. Nabi 
bertanyn kepuda wanito itu ten tang opayong disampotkan olehleloki 
itu. Pcrcmpuan itu menqinqkurinyu. Kemutlian Nobi tuenjatuhkan 
hukuman had kepada ielak! yang menqaku tersebut, beliau tidak 
me11_q/111iw111 ,•1a11itaya119 me11gi119kori tadi. (HR. Abu Daud). 

Hadis yang dtrlwayatkan olch Abu Daud: 
L~i ,..L j; , t~~- 1 ;~··\ Jj ~ J;) :Jt.J )- J "-:~ j1 vl.:, s!t J\ .. l> ~; ,j\ .:...-- :.t _4- .:_;. 

··(,J', .,.t ,1~) .\f,;) "~ .,.:.,fo :J:, i., 1;.G ,,_.,,.,; .~11 J: t'- s ,.,i. . .J:1 J.,, 

.4rti11ya: Dari ibn Umar mcriWayatkan bahwu nabi snw., pemnh 
merajutn /aki-/oki dari koum ya/Judi dan scorang perempuan Yehudi. 
(HH. Tirmtzt). 

berkato: Pergiloh wahai Unais kepada wanita tersebut, sekiranya iliu 
menqaku, maka rujamlah ilia. (HR. Tirmizi}. 

"'(.;i. Ji' :\ ,>;) )~.!:: : l,f~ .. ~ ""': J )_ J ~Jt:- ~\ ..... t.o u..:.ll i:;1 : ./ .:.:',\ :..r . ' . 
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Sebagairnana telah diuraikan di atas. terjadi perbedaan pendapat 
antara rnazhab Hanafi dan Syafi'i tentang [umlah bilangan pengakuan 
zina scbagai alar bukti. Mereka sama-sama menggunakan hadis 
masyhur untuk mcndukung pendapat masing-rnasing, Namun mereka 
meaggunakan had is yang bcrbeda sebagai dasar hukum cialam pcrsoalan 
;'.i)Og sama yaitu pengakuan sehagai alat bukti zin.i. 

43AbduUiih bin Shalih Ali ~csan1.. [~f's,,- r.}.3.',1..-x Sy,arh l.!:t1:-d::.1 ;l/,.(1-,ka"'- u:r1. K-=thur S'Jh.anii, 
Ulkaru: U,rul Falah, 2003).h. E87. 

•11 !m3Jtt 1-iuhaUl.!lt:trl J;S}'·Sraubnl, A'adul Au.'hDt S}'tl'h .l.!ul'Jla{"'1 vl-,Ul,u, ,1,!u: ~hJ!/£t Sc;,:,*1 Of· 

AJ..;,u,.. ju:r~ VH, {Terf.Adlb lli!ci ~1\1.sthifi}, (S<tmarang: r~S)'·Syifa, 1 ~94), h. 573 
45AbduUih Abdurrahm.cn, ToudJ,:h a(-Ahl.::.n: r,;ir. llWi;g,h C.!·.',fcra.'T'J., ttn. Thah!nn !upJrtJ~ 

UaJ. .. rta.: Puss,~..:, l°.Uillll. 2007). h. 26.q 
•i6SJ:,'ed S1Jr .. 1nd.,r Shah l!1n.e-er, Un"'...:u:g.:w.ta,,g ... f'_ S9 

E. Analisis 

sekali saja." Dalam hadls yang menerangkan kasus dua orang Yahudi 
rnengaku kepada nabl saw, berbuar zina [uga tidak ada isyarat arau 
perintah dari Beliau bahwa lorar (pcngakuan) hams diulaugi sampai 
cmpat kall." 

Pada hadis Ma'iz yang dijadikan pegangan mazhab Hanaft, al· 
Anshani menjelaskan. bahwa Nabi Saw, bertanya "upakah engkau 9i/a"/" 
lalu Nabi saw, menyuruh seseorang untuk mencium bau mulutnya unruk 
mcncntukan apakah Ma'iz dalam keadaan mahuk atau tidak, Begitu [uga 
Beliau bertanya dcngan pertanyaan yang lain rtdak lain maksud Beliau 
adalah untuk memasrikan kcbenaran pengakuannya karena khawatir bila 
teriadi syubhat. Had is ienrangseorangwanita dari Dani al· J uhainiyah (yang 
dijadikan pegangan rnazhab Syafl'i). Wanita rcrsebut bertanya kepada 
Nahi "apakah cngkau ingin menyuruhku unluk mengu/angi penqakuan 
sebagaimana yang engkau takukan kepadn Ma'ii?". Kcnyataannya Nabi 
tidak menyuruh demikian. Dcngan demikian tidak disyararkan icror 
(pengakuan) diulangt sampat empar k~li.'5 

Puqana yang sependapat dengan dengan mazhab Syafi'i adalah 
mazhab Maliki dan Zahiriyah." Mereka bsrpendapat bahwa iqrar 
(pengakuan) sebagal alat bukti ztna cukup sekali saja tanpa pcngulangan 
sarnpai empat kali dengan alasan antara bin pertoma; bahwa wanita 
Ghamidiyah dalam hadis itu tidak membcrtkan lcbih dari satu peugakuan 
di hadapan Rasulullah saw. Ketluu; Tindakan Rasulullah berkali-kali 
menanyai Ma'iz ibn Malik adalah untuk menghlndarl syubhat (keraguan), 
karena boleh jadi Ma'iz tldak war-as atau mabuk karena minum kharnar 
ketika ia mengaku berztna. Ketiga; Hadis tentang Unaisyangdiperintahkan 
oleh Rasul saw, tidak rueuenrukan hcrapa bilangan pengakuan wanita 
yang dianggap telah berzina. Rasul saw, hanya mcngatakan kepada Unais 
"jika wanita itu menqaku, maim rajamluh dio". 
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Terjadi perbedaan pendapat imam 1\bu l!anifah dengan mazhab 
Syafi'i dalam mcmahami konscp pcngakuan scbagai alat buktl zina. ha! 
yang menrlas.ir perbeciaan kerlua mazhah ini adalah dalam mcncntukan 
bilangan pengakuan. Menurut mazhab Hanafi dan yang sependapat 

F. Pcnutup 

Meskipun rnazhab Hanafi dau Syafi'i berbeda pendapat tentang 
nimlah bilangan pengakuan alat bukti zina, namun penulis mendukung 
kcdua pendapat tersebur dcngan mellhat kondisi kasus yang ditemukan. 
Apabila kasusnya mcragukan, maka pendapae mazhab Hanafilah yang 
dijadikan sebagai dasar hnkurn, yairn pengakuan itu harus diucapkan 
lebih dari satu kali. 

Apabila kasusnya tidak ada keraguan atau syubhat, maka pem!apal 
mazhab Syaft'ilah yang dijadikan sebagai dasar hukum. yaitu pengakuan 
ltu cukup satu kali ump sudah dapat dijadlkan sebagai alar bukti zma 
dengan syarat orang y;ing mengaku itu ridak ada 1111s11r kelupaan (lupa , 
ingatan karena rnabuk) dan keterpaksaan (dipaksa orang lain). Alasan 
yang dikernukakan oleh mazhab Syafi'i tentang hadis-hadis )•ani; dijadikan 
dasar mazhab Hanafi nampaknya logis dan dapat diterima oleh akal, 
Di antaranya hadis tcntang kasus Ma'iz. Ma'iz mengaku berulang-ulang 
adalah untuk memasrtkannya kalau ia riciak dalam keadaan mabuk atau 
gila. Begitu juga dengan hadis yang lainnya dalarn kasus ini si tersalah 
mengaku sampai empat kali baru didengar oleh Nabi saw. dengan tujuan 
supaya tidak rerjadi kekellruan atau keragu-raguan dalam menetapkan 
hukuman. Narnun apabila dalam suatu kasus itu tidak rerdapat keragu- 
raguan arau orang yang n,pngaku itu warns, tidak mabuk dan tidak 
dipaksa, maka pengakuan ilu cukup diucapkan satu kali saja. 

Kedua pendapat rnazhab tersebut dapat diterapkan sesuai dekan 
situasi dan kondisi kasus yang diremukan, rnengtngat dalil-dalil yang 
dijadlkan dasar hukum kedua mazhab ini adalah sama-sama hadls Nabi 
saw, yang ridak terjadi ta'orudh ot-ndttton (pertentangan antara dalil), 
hanya saja hadis-hadis yang menjadi pegangan mazhab Hanaf tP.rjadi 
ikhtilaf fuqaha dari segi rnatannya, ada yang rnenyebutkan bilangan itu 
hanya sampai dua kall, ada yang nga kali dan ada yang berpendapat 
sampat empat kall, 

Dengan demikian ekslstensi [umlah bilangan pcngakuan sangat 
dueruukan oleh kebutuhan hakim dalarn memhukrtkan kasus zina. 
Apahila hakim sudah y;ikin rlene,in pengakuan sam kali, maka pcngalrnan 
itu cukup tliucapkan satu kali saja. Namun apauila dengan salU kali 
pengakuan belum menunjukkan kepastian bagi hakim, maka pengakuan 
itu harus diucapkan lagi sampai mempcrolch kepastian hukum tetap. 
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Daltar Pustaka 

dcngannya berpendapat pangakuau harus diucapkan sarnpai empat 
kali barn dapat diterima sebagai alar bukti ztna. Scdangkan menurul 
Mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya berpendapat iqror 
cukup diucapkan satu kali saja sudah mernpunyai kekuatan hnl..,1111 tetap 
scbagai alat bukti zina, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi 
had ztna. Pcrbcdaan lainnya adalah jika ada pihak yang menaftkan atau 
menarik kembati pengakuannya kenka di persidangan. Maka mcnurut 
Syafi'i dlhukum hanya orang yang mengaku saia. sedangkan pihak lain 
yang mcnaflkan pengakuannya tidak dihukum, sernentara rnenurur 
Abu Hanifah, apabila salah seorang dari dua pihak yang menaflkan 
pengakuannya, maka keduanya tidak dapat dihukurn demi keadilan. 

Dali! yang digunakan olah mazhab Hanaf dan Syafi'i unruk 
mcndukung pendapatnya adalah hadis Rasulullah saw. Namun hadis yang 
digunakan oleh Mazhab I lanafi berbedadengan had is yang digunakan oleh 
mazhab Syafi']. Schingga dcngan perbedaan pengambilan hadis tersebut 
terjadilah perbedaan pandangan di anrara kedua rnazhab. Di samping 
itu, mazhab I lanafi menggunakan metodc q(Yas dan a tsar sahabar dalarn 
mcndukung pendapatnya. 
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Awalnya penulis berplklr apa scbcnamya perjanjian pranikah ini 
pcnting? Bukankah ketika seseorang mnlai mcngikatkan dirinya dalam 
suatu pcrnikahan berarti sudah memiliki tujuan yang sama, Apa ha! 
ini perlu masuk kc dalam hitungan persiapan pernikahan? Ya mungkin 
sedikit agak asing ditelinga pcnulis. Hal ini meruang dianggap tidak btasa 
di Indonesia sehingga rnasih banyak yang ragu untuk memiliki Prenuptial 
Agreementatau perjanjian pranikah. Di <la lam scbuah [umal, artikel dalarn 
satu majalah dijclaskan bahwa Prenuptial Agreement adalab sebuah 
pcrjanjian pemisahan harta dan utang antara suami dan isteri dan harus 
dibuat sehclum tcrjadi pernlkahan. Keputusan untuk memilik\ pre1111p 
tergantung kepada keputusan kita dan pasangan. Kesulitannya prenup 
ini mernang bukan bahan pemblcaraan paling diminati bagi pasangan 
yang sedang dimabuk cinta kareua ini hisa jadi pcrkara sensitif, salah- 
salah pcrnlkahan dapat ridak terjadi karena salah satu pihak merasa 
tersinggung soal prenup. 

Ada beberapa miskonsepsl yang salah soal pre1111p.Belum meuikah 
sudah slap-slap berceral, rasa-rasanya seperti memperslapkan 
perceraian sebelum menikah, itu pikiran awal yang muncul dtkcpala 

A. Pendahuluan 

Olch: Siti Mawar, S.Ag., M.H 

EKSISl'ENSI PRENUPTIAL AGREEMENT DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP SUAMI ISTERI 



penulis. Tidak waras, tentu kita tidak rnenyiapkan perceraian schelum 
menlkah, Tetapi siapa yang bisa melawan alarn. Meninggal itu urusau 
pasti, tlnggal waktu, jika salah satu dart kita dan pasangan meninggal 
dunia, urusan yang mcnjadi penting adalah warisan, dan kounrungan 
Prenup disini adalah dapar memperjelas mana harta millk suami mana 
harta milik isteri. Dengan card ini harta warisan yang akan dibagi 
hanyalah harta orang yang meninggal, pasangan yang masih hidup terap 
dapat mcmanfaatkan harra miliknya sendiri. 

Tidak scsuat dengan Agama, di artikel yang penulis baca [uga 
dijabarkan kalau Agarna udak melarang prenup. Contohnya dalam agama 
Islam yang mengajarkan agar harta isteri dipisahkan dari harta ksluarga. 
Pcmbagian harta ini sejalan dengan prinsip prenup. Preaup ini bahkan 
ridak mcnutupi kewajtban scorang iseeri atau suami untuk menafkahi 
isleri dan anak-anaknya, Scorang tstcrt berhak atas penghasilan dan 
hartanya sendiri, kecuati memang dia ikhlas memhantu kcluarganya, 
dalarn hal membantu suami menafkahi kehidupanuya dan anak-anaknya. 
katau sudah cinta harusnya tidak ragu lagi, ketika rnembahas seal 
prenup pcnulis rasa tak ada masalah, lustru itu, kalau sudah cinta 
mengapa harus takut bcrdiskusl seal prenup: Tapi memiliki prenup atau 
tidak adalah kepurusan pasangan tcrscbut. 

Keuntungan yang bisa didapat dengan memmh; prenup. Pasangan 
tersebut akan mengatur kepemilikan terpisah atas harta dan utang 
yang ada, Kclebih:m utamanya adalah, [ika suami memiliki utang, serara 
hukum isteri tidak mcmiliki kewallban unruk turut serta melunasi 
hutang rersebut, Arrinya, prenup melindungi dari kcmungkinan tuntutan 
pelunasan hutang. Kekurangannya adalah, ada kemungkinan pasangan 
dengan prenup cenderung saling tertutup rentang kondisi keuangan 
masing-masing. lni blsa menjadi masalah dikemudian hari jika pasangan 
tcrscbur tidak mcmpcrsiapkan hldup yang diialan! ini secara bersarna- 
sama, 

Bagaimana rleugan yang sudah terlanjur menikah tanpa prenupl 
Juga ridak ada masalah, Ana banyak pasangan di ncgcri ini yang hidup 
nyarnan tanpa prenup, namun pasti ada kousekwensinya. Tanpa prem1i1 
artin}'a pasangan memilki harta clan utang secara bersama-sama. 
Kclebihannya yaitu pembicaraan soal uang t!dak menjadi canggung !agi 
karena semuanya milik bersama, Jika salah salu mcninggal, harta bersama 
ini harus dibagi dua, setengah 1111111k yang masih hic1up, serengahnya lagi 
dibagikan kepada ahli waris. 

Kclcmahan pernikahan tanpa prenup, pasangan turut 
bertanggungjawah atas urnng yang dimilikl pasangan. Jika tcrnyata suami 
kabur t!au 111e11i11ggalkan ttl.ang dalarn jumlah besar untuk mcnghlnda1i 
debt collector, karena tit!ak memiliki pre1111p isteripun secara liti!n1111 
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Aninya: Wahal nak, f11f ayahm11, dan ini ibumu, maka raihlnh 

Fase anak telah bekerja/mandiri. Imam Syafi'i berpsndapat bahwa 
pengurusan anak (hadanah J tidak ada batasan yang jelas kapan 
berakhlmya. N::imu11, apabila anaksudah dewasa arau sudah mulai dewasa 
atau sudah rnulai rnengerti, diberi hak untuk mengadakan pilihan unruk 
diasuh atau dlrawat oleh bapak dan ibunya, meski pilihanny-a jatuh pada 
ihunya, tctap menjadi bcban ayahnya. Kctcntuan mengenai hak memilih 
bagi anak ini berdasarkau olth hatlis Rasulullah Saw: 

Artinya: Dari Abdullah bin umar; bal!wasannya seoranq perempuan 
menqadu kepada R(lsufolllci/1 saw.,''Wahni Rasululloh, sesunggulmya 
anak tn! akulah yang mcngandungnya, susuku tempat menumnya 
dan pnngkunnku cempat duduknya. Seda11glca11 ayah11ya telah 
men,eraikcm aku, lulu dia bermaksutl menceraikan dia dariku" 
Rasulullah Saw. bcrsabda,"Hngkau lebii: berhak atas anak.nw selama 
engkau belum menikoh /agi." (H.R. A/Ju Doud: 1938 dari Abdullah bin 
'1\111,; Ahmad: 6•130, don disahkan oleh al-Hakim) 

l...s;,:) .,\.. 1, 4 ..:,~. 0(\.l.::= v~.\ .:.J •J:~ J..,-; \: Jl ~·\ (.)\ Jl ~.co,'-?.:., c) J"" .:<; .. 11_.~ :.r 
~l ..:...:, : (- .. \ '-:le, .Jl J.'-') l~ J1~ ·d· ",!,ft<} ~~.,i.., l>:.:.~ ;11\ .:iJ (;,_,..,.. ~ l,,)Jf"),:ti. ... - ·! 

ci"-(.;; /1.. '! 

harus turut sorta mclunasi hutang terse but. 
Perjanjian pranikah dipcrbolehkan mcnurut hukum yang berlaku 

di lndonesia, sepanjang isi perjanjian itu tidak berteutangan dengan 
hukum, agama, dan dtlakukan atas dasar sukarela dan tan pa keterpaksaan. 
Bila dalam proses pcnandatauganan porjanuan ada unsur pernaksaan 
terhadap satu pihak, maka secsra hukum perjanjiian pranikah tersebut 
dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal- 
hal yang diatur dalam perianjlan pranikah tidak sernata-mata persoalan 
harta. Mcngcnai hak asuh anak ha! yangperlu dlperhatfkan dan dipikirkan 
oleh kedua pihak adalah anak. Meskipun telah herccrai, pcmoltharaan 
anak/hadanah diusahakan sarna dengan ketika belum bercerai. Aspek 
pemeltharaan anak melipurl btrnbingan, pengawasan, pendidikan, dan 
kcburuhan anak bcrsifar lahiriyah. Kctika fase anak masih kecil ibu 
mcrupakan orang yang paling bcrhak atas pcmeliharaan anak/hadanah 
apabila terjadi perceraian. Hal itu cukup beralasan sebah ibu adalah 
sosok paling dekat densan anak-anak, ibu pula yang melahirkan serelah 
mengandnng selama sembtlan bulan dengan susah payah, clan memberika 
air susunya, dan rncnjaganya slang dan malam. Jlal ini didasarkan pada 
hadis Nahi Mnhammad Saw. 
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Pernbaglan peran anrara suarni dan Isterl, konstruksi teologis dan 
hukum positif di Indonesia secara ekplisit membedakan peran suami 
isteri secara diametral, suami diposislkan sehagai kepala kcluarga 
dan pencari nafkah dan isteri diposisikan sebagai lbu rumah tangga 
dan penyelenggara kegiatan rurnah tangga sehari-hari, Konsekuensi 
dart pcmbakuan pcran rersebut adalah tereduksinya kesempatan 
perempuan unruk bernktifitas dan heraktualisasi di ruang publik. Pada 
perkembani;annya, para isteri tidak lagi hall}'<\ beraktifitas dalam niang 
domestik-reproduktif, namun sudah mulai berkarier di rnang µub!ik· 

Ardnya: Dari Bara'a bin Azib ra bahwasanya Rusuiullah SAW 
menetapkon anak 11erempua11 Hamzoh kepoda saudara perempuan 
ibunya, lulu beliau bersubtla : saudura ibu itu seunqkat. dengcm 
ibu. (HR Bukhari dan Ahmad ju,qa meriwayatkan 1/adis dari Ali, 
Rasulullah bersabda: Anak perempuan itu bagi saudora ibunya dan 
bibi itu seperti ihu. 

Fase anak perernpuan yang tidak ada orangtuanya, rerkadang 
scorang anak pcrernpuan dlunggalkan oleh orang tuanya misalnya kedua 
orang tuanya meninggal, maka pcmeliharaan anal</hadanah untuk 
ha! seperti ini sebaiknya diserahkan kepada saudara perernpuau ibunya. 
Sebagaimana riwayat: 

r'l'i i}?. j~I:!.\: Ji:J; ~:!Ji i? ~l J ...>~ }--; .y.; 1::,•. J- ._,~1, !J\ ~\ r$"'.) ~ .. t~ ~' ~~":~ :._~ 

iJ!\~ ~.;G,-1 ~\:11,~';. .:.;s; ~,~\:: Ji.:; J:. ~~ ..:;- ~ !J 1.S}~\ ~;- .. ~i 

Artinya: Dari Rafi' bin Si nan ra bahwa ia teluh masuk Islam, rw1111111 

isterinya menentanqnya. ,',faka Nabi Saw niendudukkan keduanya, 
lotu mendudukkan anaknyo dinntaro mereka berdua, lalu Beliau 
berdoa: Ya Allah berlloh anak ini petunjuk, lulu anuk itu menqiku: 
ayohnya don ayah me119ambilnya.( HR Abu Dawud disohkan oleh 
Hokun. 

Fase anak kecil namun orang tua lain agama. Pada fase ini, jika 
sekiranya terdapat salah satu orang tua apakah ibu atau ayahnya 
kemudian memutuskan keluar dari agama lslam. maka anak itu pula 
diberi kesempatan memilih maria yang disukai bcrdasarkan hadis Nabi 
yang dlriwayaikan oleh Alm Dawud: 

~~ r)1 )-:! ~ l,:.•1 lJ..:, u~I .w!.,. µ ·,.} J._,,1 ~~\: ('-' <CJl..;.;. ..:,:\ ...... ~.) ._;.L. -r: t~ f 
.. ~ti, '-j\ Jl JJ ,~....:.~ ~l :!:J ~·' JI J1 ~ ~"I _w!J ~~~....,.,I 

tangannya manayanq enqkau kehendaki, lalu anak itu meraih tanqan 
ibunyo lalu pergi bersantanyo (HR.Ahmad rsahihkan Tirmidzi ). 
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Di negara kitayaug masih mcntuniung tinggi adai kerlmuran, menjadi 
persoalan ketika salali seorang calon pasangan berni:at rnengaiukan unruk 
membuat ocrjanuan pra nikah. Perjanjian pranikah menjadi suatu hal 
yang tidak lazlm dan dianggap tidak biasa, kasar; matcrtahsuk, [uga egois, 
tidak eris, tlrlak sesuai dcngan adar tirnur dan lain scbagainya, Karena 
pernikahan dianggap sebagai sesuaru yang sakral, maka pcrjanjtan 
pranlkah masih dianggap sebagai urusan duntawi yang tidak sepanrasnya 
dihicarakan dan dtlakukan. 

Prenuptinl Agreement (selanjutnya disebut pcrjanjtan pranikah) 
adalah parjanjian yang dlbuat sebelum dilangsungkan pcrnikahan 
dan rnengikat kerlua calon mcmpelai yang akan menikah, tstnya 
mengenai rnasalah pembagtan narta kekayaan diantara snami lstcri 
yang mellputt apa yang menjadi milik suamt atau isteri clan apa saja 
yang menjadl tanggung [awab suami dan tstcrt, ataupun berkaitan 
dengau harta hawaan mastng-maslng pihak agar bisa mcmbedakan 
yang mana harta ca Ion ister i dan harta calon suami. Jika suatu saat 
tcrjadt perceraian atau kematian dtsalah satu pasaugan suami istcrl 
tcrscbut. Biasanya perjanjian pm nikah dlbuat untuk kepentingan 
pcrllndungan hukum terhadap harta bawaan maslng-mastng. suami 
ataupun istcrl. Mcmang pada awalnya perjanjian pranikah bauyak 
dipilih oleh kalangan atas yang rnernilikl warisan yang cukup 
banyak, baik bergerak maupun bcnda tetap. 

Perjanjian pranikah ada.lah pcrjanjian yang dibuat sebelurn 
pernikahan dilangsungkan dan ruengikat kcdua belah pihak calon 
penganlin yang akan mcnikah. Perjanjian pm nikah bcrlaku sejak 
pernikahan dilangsungkan cfan isinya antara lain mengatur hagaimana 
harta kckayaan suami isteri akan dibagi-bagikan jika seandainya terjarti 
perceraian, kcmatian dari salah satu pasangan. Pcrjanjian ini juga bisa 
memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau 

8. Pcrjanjian Pranikah dalam Perundang-Undangan 

politis. Bahkan selama tiea periodc terakh.ir,jumlah parrisipan perempuan 
dalam politik praktis mengalami peningkaran. Persoalan yang kemudian 
mengermrka adalah apakah keterlibatan isteri dalam politik praktis 
tersebut berimplikasi pada pergeseran pola pernbedaan pcran yang 
selarna ini sudah berlangsnng dalam masyarakat. dan apakah hal tcrsebut 
bcrpcngaruh terhadap keharmonisau rumah tangga mereka?. Tenrnnya 
udak, istcri tetap memilikl tanggnng jawah dalam keluarganya untuk 
rnenjaga keharmonisan kcluarga dengan cara mat tcrhadap tanggung 
iawab rumah tangga, [uga sebaliknya suarni menjaga keharmonisan 
tersebut dan menghargai tanggung [awah tstcri dalarn rurnah iaugga. 



a. Kitah 1/11dang-U11da11g Hukum Perdata 
Kitab Undang-Undang llukum Perdata (sclanjutnya disebut 

KUHPerdata) diatur tentang pertantian perkawlnan Pasal 139 yang 
mcngatur bahwa "Para calon suam! tsecrt dcngan pcrjanjian kawtn dapat 
menyimpang dari peraturan undang-undang mengenaiharta bersama 
[parsatuan bular), sepanjang ha! itu tldak berrenrangan riangan ratasusila 
yang baik atau dengan tata tertib urnum, dan diindahkan pula ketentuau 
· ketentuan berikut "KUii Perdata hanya mernbatasi ketentuan perjanjian 
perkawinan pada pcrsatuan harta kckayaan suarni Istert, sedangkan 
Undnag-Undang Pcrkawinan mengatur lcbih lanjut dari itu.' undnag- 
Undang Perkawinan ndak hanya mengarnr masalah harta henna saja, 
narnun [uga meugatur hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan 
tidak rnenyalahi kaidah yang berlaku dalam agarna, kesusilaan, nilai-nilai 
moral.dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. 

Dalam kctcntuan Pasal 143-139 KlJHPerdata, diatur mcngcnal hal- 
hal yang ridak dapat memuar dalam perjanjian kawin.tyairu : 

1. Tldak boleh hertentangan deugan keteruban umum dan 
kesusilaan 

2. Tidak boleh rnelanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam 
perkawinan 

~- Tidak holeh hal kekuasaan orang 111a 
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang 

kepada suarni atauisteri yang hid up terlarna 
5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagal 

kepala persatuan suami-isteri 
G. Tidakboleh melepaskan haknya ataslcg!ticmc portic(hak mutlak) 

atas warisandari keturunannya dsn mengatur pembagian warisan 
dari keturunannya 

7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar 
sebaglan utangyang lebih besar dari pada bagian keuntungannya, 

8. Tidak boleh dlperjanjikan dengan kara-kata urnum, bahwa ikatan 
perkawinanmereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, 
adat kebiasaan. atau peraturan daerah. 

!orS1D4.nun. K.C(l,p(Jli.Ma, 2012, h. 2 
2 Sin$611jootak. P(.J..~-poJuJ.. h'ub.nt ,.,~.,chJa fnd.Qo..,., .. sto, (J~ra:. OjJ,;nN.lt.11, 200)), b. .. -!..1. 
3 ibid. 

dlranganl selama perkawman arau perntkahan berlangsung 1• 

Pcraturan pcrundnag-undangan yang dijadikan dasar hukum 
perj,mjian pranikah yaltu: Kitab Undang-Undang Hnkum Perriara 
(KUHPerdala). lhulaug-lludang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam 
(Kiii). Dari ketiga sumber hukum tersebut, mengenai perjanjian pranikah 
paling lengkap dlatur di dalam KUH Perdata. 
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4 Djaja S. Meliala, Perkernbunyon Hukum Perdaro Tentan,g Orang Dan Huk-r,m 
Keluarga. CB,nd~ N=o AuhD. 20061. h. 61. 

c. Kompilnsi H11k11111 lslam 
Ketentuan umurn tentang perjanjian kawin juga di atur dalam 

Kompilasi uukum Islam (Kiii), yaitu dalam Pasal 17 ayat 1 yang 
mcnycbutkan bahwa "Pada waktu atau scbclum perkawinan 
dilangsungkan kedua calon mempelai dapar mcmbuat pcrjanjian tertulls 
yang disahkan pegawai Pencatat Nikah rnengenai kedudukan harta dalarn 
perkawinan". Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud, 
yaitu :"Perjanjian y-ang disebut ayat 1 dapat rneliputi percarnpuran harta 
pnbadt dan perntsahanharta pencaharlan masing-masingsepanjang hal 
ini ridak bcrtcntangan dcngan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan 
dalam ayar 2 di atas, maka isi perjanjian pcrkawinan itu mencakup dua 
kemungkinan, yaitu perrampuran harta pribadi dan pemisahan harts 
pencarian, Di samping nu, isi perjanjian juga diperbolehkan meuetapkan 
kcwcnangan masing-masing untuk mcngadakan ikatan hipotik atas 
harta pribadi dan harta bersama ata11 hana syarikat (sehagaimana yang 

b. Unda119-Undang Nomor 1 Tah11111974 tentant; Perkawinun 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tcntang Perkawinan 

Pasal 29 ayat 1 rnenyatakan bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan 
dtlangsungkan, kedua pihak atas perseruluan bersarnadapat mengadakan 
pcrjanjlan tcrtulis yang disahkan olch pegawat pcncarat perkawinan, 
serelah mana isinya barlaku juga. rerhadap pihak kcrigascpanjang pihak 
ketiga tersangkut", Dalarn ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang 
[elas bahwa perianjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya 
apakah hanya mcncakup masalah gono - gini atau [uga menyangkut 
masalah-masalah lalnnya. Sehingga, dapar dikarakan hahwa pcrjanjian 
perkawinan dalarn UU ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengandung 
soal hartabenda perkawinan. Di samping itu, undang-undang ini tidak 
mengatur tebih lanjut rcntang bagatmana hukum pertanuan perkawinan 
yang dimaksud'. 

Dalam UU Perkawiuan tersebut, yang dlsehutkan hanya hcrupa 
kerentuan bahwa [ika ada perjanjian perkawinan, harus dimuat di dalam 
akra pcrkawlnan.Sebagatmana diatur dalam Peraturan Pernerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 yang mcrupakan peraturan pelaksanaan Undang- 
Undang Nnmor l Tahun 1974 tcntang Pcrkawlnan. Dalain Pasal 12 huruf 
h bahwa akta perkawinan juga memuar keterangan tentang perjanjian 
perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suarni isteri}, Meskipun demikian, 
Undang-Undang Perkawlnan masih brsa dtladlkan sumber hukum yang 
pcnting dalam mcmbahas pcrjanjiari perkawinan. 



dijelaskandalarn ayat 3}. 
Berdasarkan penieiasan di atas, dapat dikatakan bahwa peraturan 

tcntangperjanjian perkawman ada dalan Undang-Undang Perkawinan, 
KUH Pcrdata, danKHJ.Menurut pandangan R. Subckti,S peraturan 
tersebur adalah perjanjian renrang harra hands suami isrcrl sclama masa 
perkawinan yang itu sesungguhnyamenyimpaug dari azas atau pola yane 
telah ditetapkan dalam tiga peraturan rersebur', 

Pcrjanjian perkawinan yang tclah dlsepakatt oleh pasangan suaml 
isreri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah saru pihak 
udak boleh ruelanggar ketentuau yang telah dibuat dalam perjanjian 
perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah dibuar itu dilanggar, status 
perkawinan mereka bisa baral, sebagaimana dinyatakan dalam Kiii Pasal 
51, "Pclanggaran atas perjanjian pcrkawinan memberi hak kepada isteri 
untuk meminta pcmbatalan nikah atau mengajukannya scbagat alasan 
gugatan percelaiaan ke Pengadilan Agama" 

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelurn 
dtlangsungkannya pernikahan dan menglkar kedua calon mernpelai yang 
akan menikah, islnya mcngenai masalah pembagian harta kekayaan 
dianrara suami isteri yang mcliputi apa yang mcnjadi milik suaml atau 
isierl dan apa saja yang menjadi tanggung [awab suaml dan isrer i, 
ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-rnasing pihak agar bisa 
rnernbedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon 
suami, [ika terjadi perceraian atau kemanan disalah satu pasangan. 
Biasanya perjanjian pranlkah dibuat untuk kcpennngan perltndungan 
hnkum terhadap harta bawaan maslng-maslng, suarnl ataupun isteri. 

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami 
isteri harus ditaari dan dipatuhi secara bersarna-sarna Salah satu pihak 
tidak belch mclanggar ketcntuan yang rclah dibuar dalam perianiian 
pcrkawinan.Jika ternyata kctcntuan yang tclah dibuat iru dilanggar, status 
perkawinan mereka hisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam KH I Pasal 
51. "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan me,nberi hak kepada isteri 
11111uk meminta pembaralan nikah atau mengaiukannya sebagai alasan 
gugatan percelaiaan ke Pengadilan Agarna" 

Mernbuar perlanllan pranikah diperbolehkan asalkan tidak 
bcrtentangan dcngan Hukurn, Agama dan Kcsusilaan, 11ilai-nilai moral 
dan adar isrtadat. H,11 lni telah diann- se~uai <lengan pasal 29 ayat I 
Undnag·Umlaug Numor 11'<1hun 1974 tenlang Perkawinan sebagaimana 
y;;ng teJah herulang-ulang disebutkan sebelumnya di atas, yaitu:"Pada 

, Subekt!. Rlngkasan ccncang Hukum }(ciuarga dan Hukum Waris. 1990. b_ 6. 
G Ahdurrahman, Hukum Islam di /r;donesia, Oakarta: Akadcmika Prcssindo, 

2007), h. 11. 
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waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. keduabclah pihak atas 
persetujuau bersama dapat mcngajukan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai Penratai perkawinan sctclah mana isinya berlaku juga 
tcrhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam penjelasan Pasal 29 Undang- 
lJnclang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, dikatakan yang 
dirnaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. 

Sebagian orang, mengadakan perjanjian pramkah dlanggap sebagai 
ha! yang tabu, Seperti merencanakan perceraian dan tidak ada saling 
kspercayaan. Bagi penganut agarna Islam sebagian besar bcrpcndapat 
ba hwa hukum Islam sud ah mcngatur lengkap tentang hak dan kewajaiban 
suami isteri, persoalan anak, masalah warts, dan pembaglnn harta, Jadi 
pcrjanjian pranlkah sudah tidak diperlukan, karena hukum Islam sudah 
rnengarurnya dcngan jelas. Oagi penulis (karena mangannr agama Islam) 
tentu mengakul bahwa dalam agama Islam persoalan hak clan kewajlban 
suarni isteri, hak asuh anak, masalah harta dan waris, semua sudah ada 
atu ran dan dasar hukum yang [elas, 

Sistcm ncgara ini tldakmengadopsi keseluruhan hukum Islam secara 
utuh, melainkan sccara parsial, Bahkan banyak keluarga yang belum rahu 
sarna sekali tentane huknm Islam terkalt ha! ini, rnisalnya terkait harta 
waris, pernbagiannya, dan siapa-siapa saja yang b erhak mendapatkannya. 
llcgitu juga dalam urusan hak asuh anak pun ridak scmua keluarga 
muslim mengctahuinya. llclum lagi campur tangan keluarga hesar yang 
diikat daJ.11·11 tali pernikahan cukup mewarnat [alannya suatu perntkahan. 
Sebagai contoh. ada suatu kasus di mana penulis melihat pentingnya 
hukum perjanjian pranikah dibuar untuk rnenganrlsipasl bila ada 
masalah yang tak rerduga mun cul dalarn pernikahan. 

Kasus seorang wantra menikah dengan seorang pria, dimana 
pernikahan keduanya rldak disctujui oleh keluarga kedua pihak. Wanita 
saat awal rnenikah termasuk wanlta mapan dengan mernbawa harts 
bcrupa perhlasan dan uang tunal, serta selama J tahun awal pernikaban 
mercka, kchidupan ekonomi suami isteri ini dltopang olch sang isceri. 
Di rahun ke empat, istcrt mcngundurkan diri dari kerjanya karcna 
perminraan suami dan sclanjutnya kehidupan ekonomi mereka ditopang 
oleh suami sepenuhnya. Oalam pcrjalanan selanjutnya, restu dari ked11a 
pihak diperoleh, namun masih ada terlihat rasa t!dak suka terhadap 
wanita ini dari pihak keluaq:a suaminya. Kciuarga suaminya yang 
berasal dari kalangan mampu kemudian memberi hibah pada si suami 
unluk membuat rumah. Oalam proses pembuatan rumah ini. sang wanita 
mcmbe.rikan andilnya dengan menjual pcrhiasan bawaannya yang 
dipcrolch dari hasi\ kcrjanya sebelum menikah. Vang tersebut digunakan 
unluk ta111bahan biaya mercnovasi rumah. 

Pernikahan ilu ternyata kcmudlan dalam perjalan;m ru1nah 



tangga berrnasalah dan mengakibarkan terjadlnya perceraian. Karena 
tidak adanya bukti-bukti tcrtulis dart sf wanica rcnrang harta bawaan 
miliknya yang telah dipakal unruk menopang kehidupan ekonomi clan 
renovasi rumah mereka, mernbuar suarni dan keluarga besarnya leluasa 
rnengklaim bahwa man tan isteri tidak berhak atas harta gono gini, karena 
semua harta berasal dari suami. Dalam Islam mantan lstert tidak berhak 
menunrur harta gono glni clan Juga warlsan, blla scmua tru diperolch 
dari pcnghasilan suami sepennhnya. Mantan isteri hanya mcndapar 
Lunjangan hidup yang Lelah disepakati [karena anak-anak bersarna sang 
rnantan isteri). Untuk warisan. bila kepala keluarga meninggal dunia, 
yang berhak mendapat warisan adalah anak-anak mereka, namun tidak 
tcrmasuk man tan istcri. Adilkah itn?. Ka!au masalah waris, Islam mcmang 
mengarur jelas bahwa manran isteri ridak mendapat warisan karana 
hubungan pernikahan yang rerputus sehelum rnantan suami meninggal 
<lunia. Tetapi hukurn Islam juga tidak menafikan pembagian harta antara 
mantan istcri dan suami bila sepanjang pcrnikahan ttu mantan istcri 
juga mcmhcri andil dalam roda ekonomi kcluarga. Tctapl karcna tidak 
memiliki hukri-bukti yang kuar. Semua pengorhanan mareri mantan 
isteri di awal-swal peruikahan rnereka, rnenjadi rnenguap tak bersrti. 
lsteri tidak ingin rnernperkarakan kasus ini ke pengadilan, karena untuk 
ha! itu dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang ndak sedikit. Dia 
lcbih mcmilih tokus untuk bckcrja dan mengurus anak-anaknya. 

Hal tersebur di aras hanya sebuah contoh, dan pennlis udak 
mengarakan hukurn Islam tidak berpihak pada perernpuan. Dalam hukurn 
Islam, hak mantan isteri tetap ada karena andilnya dalam menopang 
ekonomi keluarga dan pembiayaan renovasi rumah. ltu seharusnya 
dipcrhitungkan da!am pcmbagian harta saat perpisahan. Namun karena 
persoalan ini menyangkut pernaharnau mantan suaini dan juga keluarga 
besarnya yang memang memanfpulasi hak-hak si perempuan dengan 
mernanfaatkan kelernahan rnantan isteri (karena rldak ada bukti tertulls), 
membuat posisi mantan istert jadi sulir. 

Di sinilah penulis melihatsangatperlunyadibuatPerjanjian Pranlkah 
harus dibuat sccara notariil (dihadapan Notaris) sebagai mitigasi risiko, 
sesuai Pasal 147 KUHPerdata, kem11rlian didaftarkan/dicatark,m ke 
pejabal KUA atau Catalan Sipil dan te11tuny<1 Perjanjian pranikah ini 
tidak dapat dibuat setelah perkawin:m berlangsung. Untuk menjelaskan 
postsi kira kclak bila rncmang pcrpisahan itu akhirnya harus rcrjadi. 
Bukan berarti dengan rnengadakan perjanjian pranikah itu kita sudah 
mereucanakan pen:eraian, tetapi lebih sebagai bentuk proleksi kita ke 
depannya. Sepanjang yang diatur dalam perjanjian pranikah itu tidak 
bcrscmbarangan dcngan apa yang tclah ditentukan agama y_ang kita a nut. 

Mcskip11n cli lnclone.~ia perjanji,lll prnnikah tid,lk poputcr. k.irena 
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I identik dengan "ketidakpercayaan" kepada pasangan hidup, namun untuk 
mcngamisipasi hal-hal btlamana terjadi perceraian c.lan darlpada hanya 
berganrung kepada "ist putusan cerai". sebaiknya lindungi kepentingan 
kita dengan perjanjian Pranlkah. Langsung saja, untuk yang pertama 
sekall akan rnembahas tentang Perjanjian pra nikah atau Prenuptial 
Agreement, yang mungkin sebagian orang belum mengerti atau belum 
memahami isi perjanjian pra ntkah. 

Perjanjian perkawinan dapat mellpuri pcrcampuran harra pnbadi, 
perntsahan harta pencaharian masing-rnasing, menetapkan kcwenangan 
masing-masing untuk mcngadakan ikatan hipotik (perjaujian dengan 
pihak Bank. misaluya) atas harta prihadi dau harta bersama. Akan tetapi 
rnelakukan perjanjian pranikah haruslah juga mcrnpcrnmbangkan 
beberapa sisi (aspek) yang antara lain ya: 
1. Kc,crbukaan di dalam mengungkapkan sernua detil koudisi keuangan 

masing-masing pasangan baik scbelum maupun sesudah peruikahau, 
dengan rnerujuk jurnlah harts bawaan mastng-rnasing pihak 
[pasangan) sebelurn menikah dan jugn msnghltung bagaimana dcngan 
porensi pertambahannya seialan dengan rneningkatnya penghasilan 
atau karcna hal lain misalnya menerima warisan dari orangrua 
masing-masing pasangan, 

2. Selanjutnya rnasing-maslng pasangan sccara terbuka harus 
mengatakan berapa [urniah hutang bawaan masing-maslng pihak 
sebclum menlkah, dan bagalrnana potensi hutang tersehut serelah 
mcnikah dan slapa nannnya yang bertanggung [awab terhadap 
palunasan hnrangnya, pcrlu dikerahut oleh maslng-rnasing pasangan 
agar masing-masing pasangau yang akan mcnikah mengetahui secara 
pasti apa ,·ang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika 
pcrkawlnan berakhlr, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa 
diruglkan darl dan akibat timbulnya perceratan terse but. 

3. Kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjaniian pranikah harus 
diserujui clan ditandatangani oleh maslng-rnasing pasangan (kedua 
belah pihak) yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa 
paksaan darl pihak rnanapun untuk menandarangani surat pcrjanjian 
tcrsebut tanpa mendapatkan tekanan clalam beruuk apapapun, karens 
nanrinya jika salah satu plhak merasa dipaksa, karena mendapatkan 
suatu ancaman atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa 
menandatanganinya, rnaka serara hukum pcrjanjian pranikah 
dlnyatakan bata! dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

4. Selanjurnya cari pejabar yang objcktif dan berwenang dalam hal ini 
adalah Notaris yang dipercaya dan menentukan pejabat bcrwenang 
yang notabene memiliki reputasi baik dan l>isa menjaga nhyektititas, 
sehingga dalam membuat isi peri.injian pranikah tidak berat sebelah 



ucngan tclah dibuatnya perjanjian pranikah dihadapan Notaris yang 
dipercaya, maka langkah selanjuuiya surat Perianjian PraNikah terse but 
yang relah dttandatangani berdua haruslah [uga dtcatatkan pula dalam 
lernbaga pencaratan perkawman. arnnya bahwa pada saat permkahan 
dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus disahkan pnla oleh 
pcgawai pcncatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil) ternpat 
berlangsungkan perkawinan. Pada umumnya perjaniian pranlkah dibuat 
untuk mernberikan kepentingan dan perhndungan hukum tcrhadap 
maslng-maslng pasangan dengan tujuan mclindungi atau mnmprnteksi 
harta bawaan mastng-mastng, suami ataupun isterl, sepanjang bahwa isi 
dart surat perjanjian prauikah tersebur ridaklah berteruangan dengan 
ketertihan 11nn11n, kesusilaan, hukurn dan agama. 

Jika masing-rnasing pihak telah sepakar dan menyatakan 
Segala sesuatunya di dalam surat pcrjanjtan pranlkahnya, dan telah 
menandatangant Surat Pcrjanjian PraNikah tersebur, maka serara ndak 
langsung jika terjadi konflik riiantara mereka perjanjian pranikah yang 
tclah dibuar diantara mereka <lapal meminimalisir perrnasalahan yang 
akan tlmbul rentang konflik pernlsahan harta masing-mastng pihak, 
Umumnya perrnasalahan yang timbul dalam pcrccralan nanrinya [ika 
disepakatt sebelumnya dtdalam pcrjanjian pernikahan antar pasangan 
tentang harra bawaan maslng-mastng, seaudalnya perceraianpun terjadi 
diantara pasangan rersebut. Berdasarkan surat perjanjian yang telah 
dlsepakarl olelt ruasing-masing pasangan, secara ttdak langsung masmg- 
masing pasangan telah memberikan protckslnya secara hukum tentang 
harta bawaannya masing-rnaslng balk ranah, rumah, ataupun bentuk 
invcstasi lainnya. 

Sangatlah dibuiuhkan suatu pernikiran yang panjang rnengenai 
perjanjlan pra nikah bagi masing-rnasing pasangan yang lngtn melakukan 
pemisahan harra bawaannya rnasing-maslng mengingat budaya dan adar 
isuadat kita yang mungkln masih menganggap tabu tentang pcmtsahan 
harta ini. Sesungguhnya pcrjanjtan pranikah memherikan perllndungan 
hukum bagi masing-masing pasangan rtengan tujuan yang pasti dan jelas 
mcngatur tentang hak dan kepemilikan atas aset-aset maupun harta- 
harra yang dibawa sebelum, selarna d;in sete!ah putusnya pernikahan, 
tanpa hams melalui proses panjang. 

Dari apa yang rclah ~ita hahas rliatas tlapatlah kita tarik sualu 
kcsimpulan, bahwa perjanjian prdnikah bagi masing-masing pasangan, 
rirl~k!ah memberikan kerugian bagi pasangan, bahkan justru membcrikan 
perlindungan secara hukum bagi masing-masfng pasangan jika 

(rimpang). Pasangan masing-rnaslng bisa mendapatkan keadilan 
sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjlan terscbur, 
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a. Melindungi Kckayaan 
b. Perjanjian pranikah dapat rncmastikan bahwa pasaugan anda 

menikah dengan anda, bukan dengan uang anda, 
c. Melindungi Kepentingan anda [ika Pasangan anda ':!clakukan 

Poligami. 
d. Membebaskan dari Kewajiban lkut Mcmbayar Utang Pasangan. 

Meskipun Pasal 65 Unciang-Unclang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mewajibkau suami yang berpohganu untuk rnenjarniu 
kchidupan sernua isterinya dan harta bersama masing-rnasing 
perkawinan rcrpisah, namun itu tidak rukup menjamin kcpcnringan Anda 
«tas harta hersama maupun kewajiban suarni [ika terjapi perceraian. 
Perjanjian pranikah dapat mernastikan harta bersarna dalarn perkawinan 
pasangan akan tetap terliudungi, tidak tercampur dengan perkawlnan 
yang lain. Untuk suami yang rnelakukan pollgamt. Perjaniian pranikah 
dapar memastikan pcmisahan harta peninggalan pasangan, baik untuk 
perkawinan yang pertama, kcdua, kenga bahkan untuk perkawinan yang 
keempat. Maslng-masing isrcri akan tenang dan hidup lerjamin, jauh dari 
pertikaian dan perselisihan antar ahli warls, Adanya perjanjian pranikah 
akan memberi manfaat bagi kedua pasangan suamt isteri. 

C. Manfaat Perjanjian Pranikah (Prenuptial i\gremeenl) 

seandalnya perceraian menjadi jalan tcrakhir bagi mereka bercJua ranpa 
harus mcmpcrmasalahkan lagi tentang µembagian harta, Secara urnum, 
Perjanjian Pranlkah dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dua 
orang yang disahkan oleh Pegawai Pcncarar Perkawinan karena adanya 
hubungan tali perkawinan dan konsekuensi aras bcrakhimya perkawinan 
antara dua orang yang membuatnya.Hukum Positif Indonesia tidak 
rnengatur lehih lanjut tcntang isi dan bentuk Perjanjian Pranikah.isinya 
sepanjang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Biasanya 
yang diatur adalah hat yang dlanggap penting yang diperkirakan dapat 
menimhulkan masalah di kernudian hari, yang pada umurnnya seperti : 

L Pemisahan asset / harta baik yang sebelumnya ielah dim!liki 
sebelt:m kawin(meskipun sccara tcon hukurn milik masing- 
masing sebelurn rnenikah] dan harta yang diperoleh selarna 
kawin. 

2. Pemisahan hurang sebelum menikah atau setelah mcnikah. 
3. Pengurusan anak 
Narnun demikian akan lebih rerjamin bila Perianiian Pranikah 

clituangkan dalarn Akta Otentik (Akra yang dibuat olch Notarls). 



b. Meujamiu Kelangsungan Harta Penlnggalan Keluarga 
Pasal 35 ayat (2) Undang-Ilndang Perkawinan menyatakanhltarta 

bawaan dart mastng-rnasing suami dan isteri serta harta benda yang 
dipcrolch masing-masing sebagat hadiah atau warisan adalah di bawah 
penguasaan masing- maslng sepanjang para pthak tidak menentukan lain. 
Perhatikan frase "masing-ruasiug sepaniang para pihak tidakmenentukan 
lain". Undang-Undang Perkawinan tidak menje!askan apa y~ng dimaksud 
Frase "masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan ktin". 
Karena Lidak rnenjelaskan, rnaka dapat disimpulkan bahwasannya 
terhadap harta bawaan, hadiah atau warisan, jika suami istcri tidak 

a. Mcnjamin Kepentingan Usaha Pasangan 
[lka kita merniliki usaha bisnis yang dnalankan (balk badan usaha 

rnaupun.badan hukum), pasangan tersobut berhak mcntkmau kcunrunga 
Usaha bisnis tersebut dapat dianggap sehagai harra hersama pcrkawinan, 
yang berarti, kelak jika terjadi perceraian, kekayaan ams usaha bisnis 
pasangan tersebur harus dibagi, Hal ini sebagaimaua dimaksud 
ketentuan Pasal 157 KllHPcrdata menegaskan bahwasaunya keuntungan 
harta bersarna suarni isteri ialah bertambahnya harra kekayaan mcrcka 
berdua, yang selama perkawinan, dari hasil harm kekayaan rnereka dan 
pendapatan rnasmg-rnaslng dari usaha dan kerajinan masing-mastng 
dan pcnabungan pcndaparan yang ridak dihabiskan. Singkat kata, tanpa 
perjanjian pranikah, kctika pcrnikahan pasangan berakhir; pad a akhirnya 
salah satu pasangan bisa rnemiliki bagian dari hisnls pasangannya 
(menjadi partner atau rnitra bisnis], Jika pasangan uriak menginglnkan 
ha! ini teriadt, perjarutcn pranikah dapat rnenjamin dan rnemastikan 
bahwa pasangan tcrscbur ndak mcniadi mitra yang tidak diinginkan 
dalam hisnis pasangan tcrsebut, 

Harns dlketahut bahwa dalam perjanjian pranikah harta bersama 
tidak hanya mencakup pcngcrtian harra bcrgerak dan ridck bergerak, 
baik yang sudah ada 111a11p1111 yangakan ada, bcrdasarkan kercntuan Pasal 
35 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal i21 KUHPerdata, harta hersarna 
Juga meliputt sernua utang yang dibuat oleh masing-masmg suami Isrerl, 
haik scbelum perkawtnan maupun setelah perkawinan dan maupun 
salama perkawinan. Artinya, jika pasangan tcrscbur memthkt beban utang 
yang tinggi.Anda ikut berkewaiiban melunasinya.jika mcnikahi pasangan 
dengan beban utang yang sigrufikan, dan tidak mau berranggung jawah 
atas hutangnya, maka perjanjlan pranlkah dapat mernbantu mernastikan 
bahwa hal ini tidak tcrjadL Dcngan adanya perjanuan pranikah rnaka 
berlakulah prinsip ·uane kamn, mmgsaya juga. Utang kamu, bukan utang 
saya" 
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cl. Mcnjamin Hak Pasangan atas Asset Property dengan Stanis 
llak Milik 
llagi yang menikah dengan orang asing, ranpa adanya pcrjanjian 

pranikah, maka kedudukannya akan dipersamakan sebagai orang asing 
adalah subjck yang pasangan tersebut dilarang merniliki property rlengan 
status Hak Milik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor S Tahun 1960 ten tang Pokok-Pokok Agrarla yang menyatakan: 

l) Hanya warga-negara Indonesia dapat rncmpunyai hak milik. 
?.) Oleh Pcmerintah diterapkan badan-badan hukum yang dapat nrcmpunyai 

hak milik dan syarat-syaratnva. 
3) Orang asing yang scsudah berlakunya undang-undang ini mernperoleh 

hak milik karena pewarisan l•npR wasiat atau percampuran harta 
karena perkawinan. Dcmikian pula warganegara Indonesia yang 
mempunyai hak milik dan sctelah berlakunya uudang-undang ini 
kehilangan kewnrga-negaraannya wajib melepaskan hak iu, didalam 
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hck tersebut atau hilangnya 
kewarganegarasn. Jika sesudah jangka waktu tersebut Iampau hak milik 
itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karcna hukurn dan tanahnya 
jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
rn~mbcb~ninya t.::tap h~1 langsuag. 

4) Selama seseorang disamping kcwarga-ncgarrum lndonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asingmaka ia tidak ila pat mern punyai tan ab 
deng,an hak milik dan baginya berlaktt ketentt1an dalam ayal (3) pasa I i ni." 

c. Menjamin l(ontlisi finansial Pasca Putus Perkawtnan 
Banyak dltcmukan dalam praktek, pengadilan menolak tunrutan 

nafkah dan biaya pendldlkan anak yang dtajukan oleh seorang lbu yang 
me me gang hak pengasuhan anak dan lehih mcmilih mcncrapkan [umlah 
blaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pcrtimbangan 
hakim yang mermuusnya, Daripada digantungkan pada perrimhangan 
haklm, lebih haik diatur dan ditetapkan dalarn perjanjian pranikah. [adl, 
jika terjadi perceraian, dapar diajukan perjanjian pranikah dan meminta 
kepada hakim untuk mernerimahkan suaml menjalankan kcwanban yang 
telah dltctapkan dalnm perjanjian pr- • snikah. 

menegaskan bahwasannya harta tersebut adalah harta warlsan/hadiah, 
maka harta tcrsebuc dianggap sebagai harta bersama suami istcri. 
Artinya. dalam koutcks yang lcbih jauh, ttdak tertutup kernungkinan 
harta perolehan dari warisan/hadiah keluarga pasangan dapat beralih 
kepada pasangannya, Perjanjian pranikah dapat memasrikan hal tcrsebur 
tidak tcrjadi dan mcmasnkan pula bahwa harta perolehan dart warisan/ 
hadiah keluarga pasangan rcrap dalam kekuasaan salah satunya, 
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Yang Mcmbuat Perlaniian SAKS I-SAKS! 

.. Desember 2014 

Demikian surat perjanjian ini saya buat ranpa ada paksaan dari pihak 
mana punjuga.yang kemudian surat perjanjian ini dapat dijadikan sebagai 
dasar hukum dan bukti yang sah pada proses hukurn yang mungkin terjadi 
di kcmudian hart apabi!a saya tidak konsisten melaksanakan perjanjian 
saya rersehur. 

1. Apabila setelah saya menikah, disebabkan karena saya belum 
mcmbayar mahar yang rclah menjadi ketentuan bersama pada 
saat pernikahan, yakni mahar bcrupa uang umat sejumlah Lima 
[uta Rupiah. maka saya dlberikau waktu selama tiga bulan untuk 
menyelesaikannya. Narnun, [ika dikamudian ada pihak ahli wans 
maupun pihak keluarga isreri saya yang merasa keberaran karcna 
saya hclurn mcnyclcsaikan mahnr tersebut, rnaka secara pribadi 
say-& akan bertanggung jawab sendiri tcrhadap apaµun yang terjadi 
baik secara hukum tertulis, maupnn hukum adat. 

2. Apabila saya ticlak rnenepati janji pad a poin ( 1) terse but di aras, 
maka pihak dari keluarga isteri saya tersebur. melapnrkannya 
kcpada plhak kcpoltslan, untuk rnempertanggung- jawabkan 
secara hukum akihat pengingkaran perjanjian tersebut. 

Pada llari ini, Rabu, tanggal 10, Juli, rahnn 2014 jam O'l.30 WIH. 
bcrtcmpat di rumah kediaman II. Sukri, di hadapan penghulu, saksl-saksi 
dan ciihadapan ISTERI saya yang bemama Ani Asriani beserta sernua 
keluarga, saya BERJANJI dalarn sebuah pernyaraan secara tertulls 

antara lain : 

Kami yang berranda tangan di bawah ini: 
Narna ~ . 
Pckerlaan : 
lJmur : rahun 
Alamat .. 

Contoh Perjaniian Pranikah yang paling Sederhana: 
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Contoh rersebnt di aras tidak menyangkur mahar tetapl [uga 
mcnyangkur isi-Isl perjanjtan yang lain sebagaimana yang telah diberikan 
conrohnya, sebatas isi perjanjian tersebut tidak menyalaht hukum, agama, 
kesusilaan. adat-istiadat yang bcrlaku. Dalam ayat 2 dikarakan hahwa 
perianlian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melauggar batas- 
baras hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kumpilasi Hukurn Islam 
[uga memperbolehkan membuat perlanlian pranlkah yang mcngikat 
kedua calon pasangan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47·"Pada 
waktu atau sebelum pcrkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai 
dapat mcmbuat perianiian tertulis yJng disahkan Pegawai Pencatat Nikah 
mengenai kedudukan harta dalam perkawmau". Konscp pcrjanjian 
pranikah awal mernang berasal dart hukum pcrdata barat KUHPe1: Terapi 
Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tent~ng Perkawinan ini lelah 
mcngkorcksi kctcnruan KUHPerdata teruang perjanjian pranikah. Dalarn 
Pasal 13') KUH Perdata disebutkan "Dengan rnengadakan pcrjanjian 
kawin. kedua c.1!00 suami isteri adalah bcrhak mcnyiapkan beberapa 
penyimpangan dart peraturan perundang-undangan seklrar persatuan 
harta kekayaan asal perjanjian ltu rtdak menyalahi taia susila yang baik 
atau tara tcrtih ummn dan asal diindahkan pula segala ketentuannya. 

Bila dibaudingkan rnaka I<UllPerdata hanya membatasi dan 
rnenekankan perianlian Pra nikah cukup pada persatuan harra kekayaan 
saja,• sedangkan dalam Undang-Undnag Perkawinan bersifat lebih 
terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga 
bisa diluar itu ~epanjang t idak bertentangan dengan hukum, agama dan 
kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat, 

Dalarn al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2 dan hadis hahwa "setiap 
mukmin terikat dcngan pcrjanjian mereka masing-masing". Maksudnya, 
jika seorang mukmin sudah berjanji hams dilaksanakan, Perjaniian 
Pranikah udak diperbolehkan bila perianiian tersebut menghalalkan 
yang hararn dan mengharamkan yang halal. Conrohnya, pcrjanjian 
Pranikah yang lsmya, jika suarni mcninggal dan mcrcka tidak dikanmiai 
anak, warisan mutlak [aruh pada isccrinya. Padahal dalarn Islam, harm 
suami yang mcninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya 
[atuh kcpada isrert, masih atla saudara kandung dari pihak suami ataupu 
orangma sua111i yang masih hidup. Sedangkan dalam hadis disebutkan 
"menghalalkan yang haram•. 

Dalam agama katolik, perjanjian perkawinan yang pentine adalah 
dimana pria dan ,vanita yaug melakukan perkawinan akan mernbentuk 
kebersarnaan seluruh hidup (Consorsium totius Vitae) diantara mcrcka 
rnenurut sifat kodratnya tcrarah pada kcscjahtcraan ,uami isreri sena 
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Seperti yang dikaji pernbahasan sehelumnya bahwa perjanjian 
perkawinan terdapat dalaru perundang-undangan Indonesia, yailll 
Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 
ayat 3 ,2, 1, dan 4, arau dapar pula dirulukan pada Ki tab Undang-Undang 
Hukum Pcrdata pcrhal pcrjanjian dtatur pada Bab Kedua, eenrang 
Perlkatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau ada berhagal 
persoalan yang nrengganjat ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh 
calon pengantin. Di sarnping persoalan budaya, ada [uga persoalan yang 
berkaiean dcngan kcyaklnan bahwa perkawlnan adalah sesuaru yang 
sakral, suci, dan agung. O!ch karcnanya, setiap pasangan yang akan 
menjalani pernikahau hams menjaga kcsuciannya sejak dari proses 
menuju pernikahan sampai pada menjalaui pernikaJ1an. Sebuah keluarga 
harus mernpertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, 
kesucian, dan keagungan perkawman tersebut, Tragisnya, tidak jarang 
pcrcmpuan yang rncmpcrjuangkan ikatan pcrkawinannya, meskipun 
dirinya terus-rnenerus mengalami kekerasan oleh pasangannya. 

Dalarn konteks pernberdayaan pereuipuan, perjanjian pranikah 
bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kernungkinan 
terjadinya Kekerasan Dalarn Ru mah. Menurut M. Rezfah Omar. pengacara 
LDI! ,\PIK Jakarta, perjanuan perkawinan sangat baik karena dapat 
mclindungi hak kcdua belah pihak. Jika tcrjadi perceralan dan scngketa 
di antara keduanya, di depan plhak yang berwenang, seperti notaris atau 
pegawai pencatal perkawinan, agar kuat di mata hukum sebagaimana 
yang telah dluralkan di atas. [ika hanya dituliskan di atas kertas bersegel 
atau berrnatcrat, ndak akan kuat posistnya Manfaat dari perjanjian 
pranikah adalah dapat mengarur penyelesaian dari nrnsalah yang 
rnungkinakan timbul selam,1 m2!>a perk-awinan. Menurut M. Rezfah salah 

C. Analisis terhadap Perjanjian Perkawinan 

pada kelahiran dan pendidikan anak, Sernentara untuk agama Hindu, 
hukum yang mengatur khusus tentang perlantran perkawman rtdak ada, 
rerapi yangjelas apahila ada perjanjlan yang dibuat bcrtcntangan dcngan 
larangan dalam agarna Hindu maka perjanjian ltu ridak sab. Regitu 
pula dengan Agama budha, Menurut hukum perkawinannya (HPAB) 
yang telah dlsahkan pada ranggal 1 [anuari 1977. tidak ada aturan 
khush tcntang perianjian perkawinan, dia aman berarti terserah para 
pihak yang hersangkutan asal perjanjian yangdia buattidak hcrtcntangan 
dengan Agama Budha Indonesia, Unclang-llnrlang Nomor Tahun l 97S 
dan kepentingan Umum.? 

! 66 ~fF~!All,1~(1 DESKONSTRUKSI HUKTJM DAi.A.M Plt.\NATA sosr~I. iS!AM 



10 LBH .,,p;k Jakarta 
11 KUlH'trd.lta 

Pcrjanjian tersebut bisa dijadikan pcgangan untuk penyelesaiannya. 
Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam 
perianjian pranikah menjadl hal yang penting. Perlu dipertlmhangkan 
dalam membuat perjanjian pranikah adalah pcrsoalan poligami, mohar, 
perceraian, kcuangan, dan rnenernpuh pendidikan bagi perernpuan . 
.Persoahm-per~oalan yang dianggap perlu uniuk dlmasukkan ke dalam 
psrjanjian. Bahkan jika pcrlu pernbagian kerja, juga meniadi hal pennng 
yang dimasukkan ke dalam point perjanjian. Menurnt Muhammad 
Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat rerkait dengan dua 
konsckucnslhukum, berkaitan dengan suatu pcrkawtnan, yaitu tentang 
status anak scbagal buah perkawinan danharra. Kitab Undang-Undang 
llukum Perct,ta tidak mcmbcdakan antara "harta bawaan" dcngan "harta 
bersarna", sernuanya dianggap sehagai harta yang tunduk pada hukum pc 
rkawinan(htnvclijksvcmwgensrecht)'' 

Dalam Islam, pcrsyaratan atau perjanjian salah satu isteri atau 

seorang /ai•,'.)'er'~antara lain sebagai berikut. 
1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi udak ada ada hartago110 

gini. Syararnya harus dihuat sebelum pernikahau.kalau sctelah 
rncnikah baru dibuat. jatii batal demi hukum dan hams dicatatkan 
<ii tempat pcncaratan perkawinan. Kalau sudah mentkah, sudah 
tidak bisa laei dlbuat pisah harta. Sernuanya menjadi harta 90110 

gini. 
2. Mungkin dalam rangka proses ceral. ingin mcmisahkan harta, bisa 

saja dihnat perjanjian pernbagian harta. lntinya dalam per[anjian 
pranikah bisa dicapai kcscpakatan tidak adanya percampuran 
harta pendapatan maupun aset-aset.baik selama pernikahan iru 
herlangsung maupun apabila lerjadi perpisahan, perceraian, atau 
kernarian. 

3. Tentang pernisahan hutang, [adl dalarn perjanjian pranikah bisa 
juga diatur mengenai masalah hutang yang akan terap menjadi 
ranggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang 
itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang tcrjadi sebelum 
peruikahan, selama masa perntkahan. setelah perccraian, bahkan 
kematian, 

4. 'tanggung [awab terhadap anak-anak hasll pernikahan tersebut. 
Terurama mengenai masalah biaya hidup anak, iuga biaya 
pendldikannya harus diatur sedernikian rupa. berapa besar 
kontribusi maslng-masing orang tua, dalam halinl rujuannya agar 
kesejahteraan auak-anak retap terjamm. 
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Hukum Kefuarga. Bandung: Nuansa Aulla, 2006. 
Simanjuntak. Pokok-pokok. Hukum Penlata lndonesiu. Jakarta: Djambatan. 

2005. 

Daftar Kepustakaan 

suami rnenjadi ikhtila] dalarn kalangan ulama rnazhab, dalarn ital apakah 
perjanjian tersebutdapat mempengaruhi sah atau rldaknya pernikahan?." 
Ragaimana hukum dari kebolehan pcrsyaratan tcrsebut dalam suatuakad 
pernikahan? Menurut mazhab Hanafi, sebagalmana dikutip oleh Kami! 
Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon isteri udsk wajib 
dilakukan oleh suarni, dan tidak akan mernpengaruhi akad nikah, baik 
dari scgi kctidakabsahan maupun kelangsungan akad terse but. 

Menurut Syafi'i,'? pcrsyaratan harus logis dan dapat dipcnuhi dan 
tidak melenceng dari tujuanpernikahan, Seperri jika isreri rnengajukan 
persyaratan kepada suaminya untuk ticlak meminclahkannya dari 
tcmpat nnggalnya maka pcrsyaratan ini batal, namun akad ntkahnya 
rerap bcrlaku. Akan tctapi, jika pcrjanjian terse but bertenrangan dengan 
kaharusan dalam akad nikah seperti suami tirlak akan mcndapat bagian 
rumah sebagahnana yang didapat dari calon isterl, rnaka perianilau 
tersebut batal dau akad nlkahnya pun batal. 

Akad nikah rcrsebur retap berlaku, jika suaml dapat rnelakukan 
persyaratan terscbut, hal ini tidak mcnjadi problem. Namun, [ika suarnt 
ternyara ridak menepatinya, maka suami harus hcrusaha mcrnhayar 
muhar yang Lelah diurapkannya. Misalnya, suami rnengungkapkan unruk 
mernbayar ma liar tertentu disertai syarat yang menguntungkan isterinya, 
misalnya suamt ridak akan keluar dari desanya, ndak akan menikah 
lilgi, arau tldak akan menceraikannya. Apabila suami dapat mcmcnuhl 
persyaratan t ersebut, itu sernua dlanggap sehagai mohar: Akan rerapi, 
jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaikuya suami 
memilih mahar yang lain. 
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Penclitian ini bertuluan untuk mengetahui dampak penyelesaian 
kasus kekerasan dalam rumah tangga mclalui undang-Undang Nornor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(selanjutnya disebut UU PKDRT ). 

Ketcntuan UU PKD!lT mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi 
dari undang-undang ini adalah sebagai upaya penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga, Dengau adanys ketentuan inl, bcrarti negara bisa 
berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rurnah rangga, mcnindak 
pelaku kekerasan dalarn rumah tangga, clan melindung korban akibat 
kckerasan dalam rumah tangga. Sesuatu ha! yang sebelumnya ridak bisa 
terjadi, karena dianggap scbagat persoalan internal keluarga seseoraug, 

Tenuiuologi kekerasan rumah tangga mcnurut Pasal (1) Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2004 teruang Penghapusan Kekcrasan Dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatau terhadap seseorang 
terntama perempuan, yang bcrakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara Iisik, seksual, psikologis, dan/atau pcnclantaraan 
rumah tangga rerrnasuk ancarnan untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau pcrampasan kernerdekaan secara rnelawan hukum 

A. Pendnbuluan 

OLEH: KHAIRANi, M.AG 

DAM PAK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA . 

DA LAM UNDANG-UNDANG PKDRT 
STUD I KASUS DI KOTA BANDA ACEH 



da lam ltngkup ru mah rangga, 
Catalan KOMNAS Perempuan dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca 

UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus KORT 
dart tahun kc tahun. Khusus di Aceb, kekerasan dalarn nunah tangga dari 
tahuu ke tahun semakin rncnlngkat. undang-undang ini selaln berisikan 
psngaturan sanksi pidan~.juga mengarur rcntang hukum acara, kcwajtban 
negara dalarn rnernberikan perlindungan segera kepada korhan yang 
mclapor, 

llll PKDRT mengatur mckanisme khusus mengenal penanganan 
kasus kekerasan dalam rumah rangga, Pada Pasal 15 clinyatakan bahwa 
yang dapat melaporkan adalah setiap orang yang mendeugar; mclihar 
arau mongetahut terjadinya kekerasan dalarn rurnah langga wajih 
mclakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kernampuannya untuk: 
mencegah herlangsungnya tindak pidana; mcmbertkan perlindungan 
kepada korban: memberikau pertclongan darurat: dan mcmbantu proses 
pengaiuan permohonan penetapan perlindungan. 

Pada Pasal 26 dtsebutkan pula korban berhak rnelaporkan secara 
langsung kckerasan dalam rumah rangga kepada kepolisian baikcli tempat 
korban berada maupun di rcrnpat kcjadian pcrkara. Pada ayat selaniumya 
disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada kcluarga a tau orang 
lain untuk melaporkan kekerasan dalarn rumah taugga kepada pihak 
kepolislan balk di tempat korban berada maupun di ternpat kejadian 
perkara. 

Seielah mengerahul atau mcncrima laporan tcnrang terladlnya 
kekerasan dalarn rumah tangga, kepolisian wajib scgcra mclakukan 
penyelidikan (Pasal 19). Penanganan koflik rumah tangga di alas bila 
dihandingkan dcngan hukurn Islam tampak berbeda. Di dalarn Islam 
persoalan keluarga blasanya diselesaikan dahulu di dalarn keluarga. llila 
terjadi perselisihaa antara suamt lsteri maka perkara rcrsobur rtdak 
langsung di bawa ke pengadilan. Dalarn ha] ini dihadirkan hakamain. 

Oar1 sini rerlihat bahwa urusan rurnah rangga suatu keluarga tidak 
dlbawa keluar rumah tangga, Di satu sisi penyelesaian kasus KDRT 
mclalui UU KDRT dapat mcmbertkan perlindungan dan penanganan 
langsung keparia korban kekerssan dalarn rumah rangga, ranpa harus 
rnenunggu sarnpai berlarut-larut atau berrambah buruknya keadaan 
korban, di sist lain ada kemungkinan buruk yang akan terjadi pada rumah 
rangga terse hut yang bcrujung pada perceraian, 

Perbedaan penanganan antara hukum lslamdcngan UU KDRT tentang 
proses penyelesaian KDRT seperli di atas menimbulkan pro dan kontra 
dalam masyarakat, bahkan.ada yang mengatakan bahwa mated umlang- 
undang dianggap bukan mcnyclcsaikan persoaian dalam rumah tangga, 
akan tetapi rnalah memhuat persoalan rumah tangga semakin rumit. 
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Dalam Kamus Bahasa liulonesia dijelaskan pongerrian kekerasan 
sebagai bentuk perbuatan seseorang atau kelompok y;ing mcnycbabkan 
cldera atau matinya orang lain.' Pengcrttan kekerasan menurut M. H 

B. Defcnisi clan Sanksi KORT serta Tujuan UU PKORT 

Dari pasal ini tertlhat hahwa urusan domestik rurnah tangga (privat) 
bisa menjadi urusan publik, Sebagian pakar hukum berpendapat Pasal 
1 S dianggap bukan membantu kedua belah pihak yang sedang bertikai 
uruuk rujuk, malah scbaliknya mendorong terjadinya perceraian. Oleh 
karena itu undang-undang ini sering dipertanyakan darnpaknya dalam 
menyelesaikan kasus KDRT. Darnpak ini bisa jadi bcrpengaruh pula pada 
efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus J{f)RT. 

Dari latar belakang di atas ingin diketahui perpindahan hukum privat 
ke hukum publik dalarn penyelesaian kasus xckerasan dalam rumah langga, 
dampak pcnvelesatan kekerasan dalarn rumah tangga yang te!ah dilakukan 
menurur ketentuan UU PKORT serta pola penyelesaian kasus kckerasan 
dalam rurnah 1111,gga yang lebih etektif dan sesuai lebih dengan hukurn Islam. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelinan dcskriptif kualitatif. Sumber 
data primer diperoleh dari key informant dan informant. Key informant 
berasat dari lnstitusi kepolisian, pengadilan, Badan Perlindungan Pcrempuan 
Anak, tokoh masvarakat serta LSM yang bergerak di bidang advokasi 
terhadap kekerasan perernpuan di v:ilayaii kota Banda Aceh yang pernah 
menangani kasus KORT. 

Informant yang dipilih dalam pene!itian ini ialah warga Banda 
Aceh yang kalau memungkmkan kasus yang pernah diajukan sampai 
ke tingkat kepoltsian. Pernillhan informan ini dilakukan dengan cara 
purposive random sumpling. Mengingat suhrnya mencari informan 
kategori di atas. maka akan diwawancarai 3 orang perempuan korban 
KORT dan riga orang pelaku KDRT. 

Penelitian lapangan (field research) dilakukan unruk mcmpcroleh 
data primer. Cara yang ditempuh untuk memperoleh data primer 
ialah dengan wawancara sejarah nan pcngalaman hidup (life history) 
bagt korban yang mengalarni kekerasau dalam rumah tangga dan laki- 
l,iki pelaku kekcrasan dalam rumah tangga yang sudah diselesatkan 
kasusnya sesuai dengan UU tanpa melihat pekerjaan atau status 
soslalnya, Perernpuan dan Iaki-laki di atas dapat dikatakan sebagai 
subiek utama penelitian. Wilayah pcnclitian dltetapkannya kota Banda 
Aceh. l'enganalisa;m data dilakukan secara mcndalam dan kornprehensif 
dengan rncnggunakan metode analisis kualitatif. 
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Tirtaamidjaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dcngan keknaran 
badan yang agak hebat- Jadi sccara harfiah kekerasan itu diartikan 
sebagal "slfar atau ha! yang keras: kekuaian: paksaan", 

Kckcrasan yang rtiterjeruahkan dari Violence. Violence berkattan 
erar dengan gabungan kata latin "Vis" (daya, kekuatan) dan "latus" 
(yang berasal clari Ferre, mernbawa) yang kcrnudian berarti membawa 
kekuatan. Sedangkan secara tcrminologi kekerasan berarti perbuatan 
seseorang arau sckclompok orang yang rnenyebabkan seseorang cedera 
atau marinya orane lain atau menyebabkan kerusakan ftsrk atau barang 
orang lain.• 

Kekerasan dapat dipaharnl scbagai suatu rindakan yang dilakukan 
oleh seseorang arau sejurnlah or:me yane berposisi kuat [rnerasa kuar] 
kepada sescorang atau seiumlah orang yang berposisi le mah (dipandang 
lcmah/dllcmahkan], yang dengan sarana kekuatannya, baik sccara 
fisik maupun non fisik dengan sengata dilakukan untuk menlmbulkan 
penderitaan kepada obj ck kekcrasan.' 

Dari uraian di aras kara kckerasan mengingatkan pada sebuah situasi 
yang kasar; mcnyakitkan dan menimbulkan efek (darnpak] neganf 
Namun kebanyakan orang hanya rnemahami kekerasan sebagai suatu 
hentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan pcnuh kckejaman. sehingga 
benruk perilkau oprescsif (mcnekan) lain yang bentuknya tidak berupa 
perllaku fisik. mcnjadi tidak "rlihitung" sebagai bentuk kekerasan, 

Dcmikianlah definisi kekerasan secara umurn. Namun rcrdapar 
pcrbcdaan rlefinisi dengan apa yang dimaksud dcngan kekcrasan 
rerhadap perempuan dan satu sisi !agi dengan apa yang dlmaksud dengan 
kekerasan dalarn rumah tangga. 

Dalam hal kckcrasan rPrha(lap perernpuan dan kekerasan dalam 
rumah tangga, meskipun kekerasan dalarn rumah rangga lcblh banyak 
korban perempuan uarnun bukan berartl definislnya dapat disamakan 
d~neau kekerasan terhadap perernpuan. Walaupun di satu sisi perbuatan 
kekerasan antara kekerasan percmpuan dengan kekerasan dalarn rurnah 
rangga sering dalarn bentuk yang tidak [auh herheda. 

Definisi kekcrasan rerhadap perernpuan rnenurut Maggie Ilumm, 
adalah bcntuk dari pemerkosaan, pernukulan, inses, pelecehan seksual 
dan pornograli. Humm rnengatakan, bahwa kckcrasan rerhadap 
perempuan terjadi pada produk masyarakat parriarkal di ruana kaurn 
laki-laki mendominasi ln,titw;i ,o,ial d.~n lubuh perempu"'a.,.,n~.'---- 

2 M. H Tfn:aar:1fcffJj-J, .:<tJ-,h1:.ar: ,'<e.~si!acn r!ar. .~tJSJJl!lh P1v-,--.::.~~!IJ)'O, (Ja.\:a.rtc: Sinar Cir.Ji:Q, 
iq%),Jc 31. 

3 lbf,i., h. 57. 
4 Muflda.h Cl~ rsti:n.'r.gi ,ttr>hH.rr!J(J IS:arr, &1o<ul4't.lrot1 Cendfr, (Milang: UIN !-(alang ?r-....S$, 2008). 

h. 267. 
S MJggt~ Hum:!!. 1ir.c Victicn-Jf)' of Fc::-;f::L~ r;~!Cfj,~ ~ter. RPf.C lrii, 1 qft9. 
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Dalam ha! definisi atau konsep kekerasan dalam rumah rangga 
iergantung dari persepsl scscorang dalam rnendefinisikannya. Bahkan 
bisa jadi ada yang memakai srandar ganda. Terkadang ada y.rng 
rncnganggap hal nu ridak keras, narnun di stsi orang lain itu dianggap 
karas atau scballknya. Uisa iadi sesuatu yang dianggap kcras olch 
seseorang bisa dianggap hukan kckerasan bagi orang lain. Karena blsa 
jadi orang yang sudah biasa menerima kckcrasan, menganggap itu bukan 
kckcrasan lagi karena sudah menganggap itu hal yang biasa. 

Berhlcara mcngenat terminilogi kekerasan dalam rumah rangga 
dalaut fiqh belum ada literarur atau istilah fiqhnya. Dalam hahasa 
Indonesia kata-kata tersebut belum dikenal schclum kcluarnya UU KDRT. 

Dalam bahasa adat atau dalarn hukum adat di Indonesia Isttlah ini 
helum dikctahui pasti adanya, Oleh karena itu dalam masyarakat tsttlah 
iui iermasuk hal haru. Namun demtkian dalarn prakteknya kekerasan 
dalam rum ah tangga ini memang ada, sebagaimana kekerasan fisik kerap 
tcrjadi, demikian [uga kekerasan psikis dan penclantaran dalarn rurnah 
tangga, dcmiklan juga dengan kekerasan seksual kemungkinan juga ada 
terjadi. 

lstilah kekerasan dalam rumah tangga baru dikenal masyarakat 
setelah keluarnya istilah tersebur dalam undang-undang di Indonesia. 
Hila ditclusuri undang-undang di negara Islam ridak ada isnlah rersebut. 
Dalam KIJHP Indonesia yang meupakan adopsi dari undang-undang 
Belanda jue,1 tidak dikcnal isrilah ini, 

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara institusi hukum 
diperkenalkan dalarn UU KORT yang sebelumnya dikenal dari 
Ratification Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination 
Agoinsc \Vnmen dcngan tlndang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (tcnrang 
penghapusan segala henruk diskrtmmas! terhadap perempuan) yang 
kernudian diratifikasi Indonesia rahun 2004 rnelalui UU PKDRT. 

Dalam khazanah hukum di Indonesia sebclum keluar Undang- 
Undang Pcnghapusan Kekerasan dalarn Rumah Tangga, tidak ada saru 
peraturan pun yang rnemakai istilah kekerasan terhadap perempuan 
atau kejahatan seksual, Oalam Rancangan Undang-Unriang (Rllll) KllHP 
yang barn pun jstilah ini rtdak dipakat mclainkan tetap menggunakan 
istilah yang terdapat dalam KUHP lama yaitu "ketchatan terhadap 
kcsusilaan". Namu.n dalarn literatur asing dapar ditcmukan tsnlah "sexual 
violence" (yang dltcrlemahkan sebagai "kejahatan sexual"] yang pada 
umurm1yd diarlikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan denean 
seksualitas, yang dapat dilakukan terh::ufap laki-laki ataupun perempuan. 
Namun karcna pada umumnya kejahatan ini banyak dilakukan tcrhadap 
pere,npuan dalam masyarakat, atau dikonotasikan seuagai kejaharan 
terhadap seseordng karena ia bcrkclamin perempuan dan karl'na itu 
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Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga bisa 
dirnaksudkan pada suami atau istri, pada anak-anak, anggora keluarga, 
pembanru rumah rangga atau orang yang tinggal di dalamnya. Namun 
yang paling sering terjadi adalah kekerssan yang terjadi an tarn suarni dan 
istri. dan biasanya yang rnenjadi korban adalah istri. 

Kekerasan terhadap perempuau/lakt-lnki karena KDRT dikenal juga 
dengan kekerasan berbasts gender. Karena persoalannya lebih menonjol 
karena adanya dua jcnis kclamin yang bcrbcda, dimana perbcdaan ini 
sering mernunculkan kekcrasan. 

Adapun sankst atau hukuman terhadap pelaku KORT berdasarkan 
Pasal 44 disebutkau: Setiap orang yang rnelakukan perbuaian kekerasan 
flsik dalarn rumah tangga sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 5 huruf a 
dlpldana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) rahun atau denda 
paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas [uta Rupiah) 

Dalam hal perbuatan sebagalrnana diniaksud pada ayal (1) 
rnengakibatkan korban iatuh saktt atau Iuka berat dipidana dengan 

6 Badriyah F.1.}i.;oti, dkk.. l~:·lsu G,.:rrd•:r ticknn !slum. (Ja.'lcart.!.: PS'\.V U{N Sy.1rl( Hirla-,1<1.tulb.h 
Jakarta Otk!rj3 tlm:t df'ns.1n MC\lill-lCiHF.P. 21)1.)2)~ h.25. 

7 Un-cfang·Unding Rcp'.Jbllk lndon-esia NorriCr 23 Tubun ZOO'i tenti.ng Pinpipwan ~kcra.san 
d,1l.\t'l"IRun!cll1'Tu.."!;g..t.)d..~Kc!llCni...ri:on?...!tnbcrUc1:,--,,u1.n1' .. t'l.tt1JJu.,mRcpubhk.To.dontsL\'200~.h.3. 

- 

disebur juga sebagar "gender based violence"," 
Kekerasan daiam rumah rangga (KORT) mcnurut dcftntsi Undang- 

llndang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 adalah seriap perbuatan 
rerhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat tlrnbuluya 
kesengsaraan atau penderitaan secara Iisik, seksual, psikologis <lan/ 
atau penelantaran rurnah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
pcrbuaran, pcmaksaan, atau pcrampasan kemcrdckaan sccara molawan 
hukum dalam lingkup rumah rangga.: 

Penjelasan rnengenai Pasal 5 terdapat dalam Pasal 6: menyebutkan 
bahwa kekerasan fisik sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf a 
adalah perbuatan yang mcngakibatkan rasa saklt, Jatuh sakit atau Iuka 
hcrat. Semcntara yang dimaksurl kekerasan psikis adalah perbuatan yang 
mengakibarkan kerakutan, hilangnya percay;:, diri, hilanen:,'<l kemampuan 
untuk bertindak, rasa udak berdaya dan/arau penderuaan pslkis berat 
seseorang. 

Adapun yang dimaksud dcnga11 kekerasan seksual menurut Pasal 8 
meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yane dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalarn lingkup rurnah tangga tersebut, 

b. Pernaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalarn 
lingkup rumah tanga dcngan orang lain untuk tujuan korncrsial 
dan/atau rujuan tertemu. 

- 
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Dalarn Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga orang-orang yang rnelakukan pemaksaan scksual tcrhadap orang 

a Unl!an,g-Undan8 Rcpubhk h1dones1,1. Nomo:-23 Tah::n 2004: tfntang Penghap~r:n Ki.·lr.crJ!>an 
dalam Rumah T,lngg,. (l;;k,1rt.J: Kementertan Ptmberdii;iaan J'erempuan ~?ubhk Indcnesic, 200·1), 
h. 19-20. 

9 Ur.,ja:>g·Undang Rep~b-Hk lm.h.tn1.-s1:t Nu1001 23 , !b.1d~ h. 20. 

Sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45: 
L Sctiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup 

rumah tanega sebagalmana dimaksud dalarn pasal S huruf h 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) rahun atau 
denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 [Sembilan Juta Rupiah). 

2. Dalam ha! perbuatan sebagaiman disebur dalam ayat (1) 
dilakakukan suarni terhadap isteri atau sebaliknya yang tidal, 
menirnbulkan pcnyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan [abatan atau mata pcncaharlan atau kegiatan sehari- 
hari, dipidana dengan pidana psujara paling lama 4 (empat) bulan 
arau denda paling ban yak Rp. 3.000.000.00 lTiga Juta Rupiah).9 

pidana peniara paling lama 10 (sepuluh)_ tahun atau denda paling banyak 
Rp. 30.000.000.00 (Ttga Puluh [uta Rupiah). 

Dalam hal perbuatan scbaglmana dimaksud pada ayal (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun peniara arau denda paling banyak Rp. 
45.000.000.00 (F.mpat Puluh Lima luta Rupiah). 

Dalarn hal perbuaran sebagaimana disc but dalam ayat (1) dilakukan 
suami rerhadap isteri atau sebaliknya yang tidak mcnlmbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerlaan jabatan atau mara 
pencaharian atau kcglatan sehnn-hnri, dipidana dengan pldana penjara 
paling lama 4 ( ernpat) bulan a tau denda paling ban yak Rp. 5.000.000.00 
(Lima Iuta Ruptah)." 

Sanksi pcnelantaran dalarn rurnah rangga yang rerdapat dalam Pasal 
5 sub d. Mcngcnai ha! ini dtjclaskan [uga dalarn Pasal 9 Umlang-\Jndang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9: 

1. Setiap orang dilarang rnenelantarkan orang dalam lingkup 
rumah rangganya, padahal rnsnurut hukum yang berlaku bagmya 
atau karcna persetujuan atau perjanjian ra wajib memberikan 
kehidupan, perawatan, arau pcmeliharaan kepada orang tersebut. 

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 9 [uga berlaku bagl 
setiap orang yang mengakibaikan ketergantungan ekonoml 
dengan cara mcmbatasl dan/atau melarang unruk hekerja 
dengan layak di dalam atau di luar rumah sehinga korban berada 
di bawah kimdali orang tcrscbur, 
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Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeserau pengaturan rnasalah 
rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, 
yang semula dipandang sebagi urusan pribadi antara individu yang satu 
dan yang Iaiunya dalam suatu iustitusi yang bemama keluarga menjadi 
urusau negara. U U PKDRT merupakan hukum pnblik yang di dalamya 
tcrdapat ancaman pidana pcnjara nan denda. 

Uudaug-Undang Pcnghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
tclah mcnghapuskan pandangan dikotomis <Inn hirarkis tenrang 
hubungan pria Jan pcrcmpuau, maupuu hubungau hukum perdata 
dan hukurn pidana. Sebab undang-undang iui tclah membuat pria 
dan perernpuan rnenjadi individu-individu yang mcmiliki hak yang 
sama untuk rnembentuk identitas dirinya. Tak scorangpun dapat lagi 
secara langsung mengatur pembentukan idenritas orang lain. Sclain iru 
Undang-Undaug ini juga mcmbuat Hukum Pcrdata tak hanya terbatas 
rnengatur hubungan aniar lcinbaga atau individu non-politis. Sehab 
penetapan hukum perdata terhadap identitas pcrcinpuan scbagai isteri 
dan ibu rumah tangga mernbuktikan bahwa ideutitas tcrsebut tidak 
alamiah, rapi rnerupakan konsiruksi sosial dan karcnanya politis. 
Dengan demikian berbagai bentuk diskrirninasi dalarn rumah tangga 
bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. 

C. UU PKDRT; Perpindahan Ilukum I'rivat kc Hukuru Publik 

lain di dalarn lingkup rurnah tangganya dikenskan sanksi 12 tahun atau 
15 tahun peniara, 

l.atar bclakang kondisi masyarakat yang menunjukkan bahwa 
kekerasan dalam rurnah tangga kerap terjadt, menjadi titik awal 
ditetapkannya LIU PKDRT. Bagaimanapun bentuknya KDRT mcrupakan 
ttndakan yang rnelanggar hak asasi rnanusia, Oleh karena itu kejaharan 
tcrhadap martabat kernanusiaan dalam bentuk diskriminasi harus 
dihapuakan. Ara, dasar itu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 teruang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dcngan 
undnng-undang ini diharapkan masyarakar dapat ierbebas darl kPkP.1-as,rn 
arau an ca man kekerasan, penylksaan. arau perlakuan yang merendahkan 
derajat dan martabat kcrnanusiaan. 
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lOL<;.c.Cit. 
11 Ko11,pas. 6 Maret 1 'i93. 
t 2r;ursyahbani Kati3.S'Un,c;k1n3, '.J.s-fekHu~'\.lm Ktkerasan te:t.a.eap Ptrempu.an· clabrr. Ktk?r:isatt 

dai'am :l'Jma!: Tonas~ Buku randuan unruk Mmbcrikan Dukungan pad• Pcre_1npua.'1 yang OiilniJy.a, 
(lol<art:.,\'ayas.11 Runuh lbu, 1998). 

TIdak mudah mengungkapkan kckcrasan tcrhadap pcrcmpuan. 
Kekerasan terhadap perernpuan di keluarga lebih herslfat masalah 
pribadi, sehlngga banyak orang yang en:.:gan turut campur, Seringkali 
pula istri tidak lngin masalah pribadi diketahui di depan urnurn karena ia 
litfakingin aibnya terbuka. Rasa bersalah dan malu yang mcnimpa korban 
membuatnya lebih banyak berdiam dlrl. Tertehih-Iehih hila korban 
merasa terancarn jiwanya. llal ini akan rnenarnbah kecenderungan untuk 
ridak mclaporkan kcjahatan suaminya, Menurut data statistik Gelles. 
isteri yang meninggalkan suamlnya merupakan resiko tcrtlnggl rcrancam 
jiwanya. Sebanyak 75 % berisiko lin~gi untuk dianiaya kemhali." 

Mulyana W. Kusurnah, seorang kriminolog Universitas Indonesia 
dalam suatu wawancara pers mengatakan bahwa tindak kekerasan 
rerhadap perempuan yang tcrjadi dalam kcluarga tampaknya kurang 
dilaporkan, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan masyarakat 
bahwa kekerasan seperli itu bukanlah suatu beutuk kejaharan , balk oleh 
pelaku, korban, ataupun oleh ststern perundang-undangan itn seudiri.'! 

Kckerasan terhadap pcrcmpuan dalam keluarga tidak dijumpai 
dalam KllHP. Karena itu kasus-kasus scpcrti ini jarang tampak di 
pengadilan. Lagi pula sifat hubungan antara pelaku dan korhan (scpcrti 
suarni dan isteri) agaknya kurang mernadai jika hanya dikeuakan pasal 
penganlayaan dnlam KUllP." 

Sctclah kcluranya undang-Undang Penghapausan kekerasan dalam 
rumah rangga pada Tahun 2004 rerdapat pcrubahan yang kruslal dalam 
penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam l.lll KORT 
telah dlatur hak-hak korban yang dapat dituntut kepadaq pelakunya, 
antara lain: a). Pcrlindungan dari pihak keluarga, kepollslan, kejaksaan, 
pengadilan, advokar, lemhaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas 
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b).Pclayanan 
kesehatan sesuai dengan knhuruhan met.lid; c). Pcnanganan sccara khusus 
berkaaitan dengan kerahasian korban; ti). Pendarnpingan oleh pekcrja 
sosial dan bantuan hukum; e)Pel.1},;man bimbingan rohani. Selain itu 
korhan KORT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemulihan 
korban dari tenaga kesehatan, pekerja soslal, rclawan/pendamping dan/ 
atau pembimbing rohan, (Pasal 10 UU PKORT). 

Selaniutnya disebutkan dalam UU PKDRT bahwa pen1erintah 

I). Proses Peuyelesaiau Kasus Kckcrasau dalam Rumah Tangga 
dalarn UU PK.ORT 
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mempunyai kewajiban, yaitu: a) Merumuskan kebijakan penghapusan 
KURT; b). Menyelenggarakon komuntkast, informasi dan edukasi tentang 
KDRT: c) Mcnyclcnggarakan soslalisasl dan advokast tentang KORT; dan 
ti). Menyelenggarakan pendidikan dan pclatihan scnsitif jcndcr. dan isu 
KORT serta menetapkan standard dan akredltasl pelayanan yang senslrlf 
jender. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban 
masyarakat dalam PKURT. Hal ini dlsebutkan bahwa bagi setiap orang 
yane mendengar, melihat arau mengetahui tcrjadinya kekerasan datam 
rumah tangga wajib rnelakukan upaya: a) mencagah KORT; h) memberikan 
perlindungan terhadap korban: c)memberikan pertclongan darurat: dan 
d) mengaiukan proses pengatuan perrnohonan penetapan perlindungan. 
(Pasal 15 UU PKlJRT). Namun untuk kctahatan kekerasan pslkis dan fisik 
rlngan serta kekerasan seksual yang tcrjadi di dalam relast anrar suami 
istri, rnaka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korhan sendirl 
y;ing melapcrkan KORT Y3ng dialaminya kepada pihak kepolisian. (Pasal 
47 dan 18 UU PKORT). 

Pada Pasal 26 dlsebutkan pula korban berhak melaporkan secara 
langsung kckcrasan dalam rumah tangga kepada kepoltslan balk di 
ternpat korban berada maupun di Lempat kejadian perkara, Pada ayat 
selanjunya disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga 
arau orang lain (advokar/pengacara) untuk melaporkan kekerasan dalarn 
rumah tangga kepada pihak kcpolisian baik di rempar korban berada 
maupun di tcmpat kcjadian perkara. 

Selanjutnya perlindungan ierhadap korban dlatur dalam Pasal 16, 
l. Dalarn waktu lx 24 jam (satu kali dua puluh ernpat] jam 

terhitung setak mengetahut atau rnenerima laporan kekerasan 
dalam rumah tangga, kcpohslan wajib scgcra membcnkan 
perlindungan semenrara pada korban. 

2. Perlindungan sernentara sebagairnan dimaksud pad a ayar ( l) 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani, 

3. Dalarn waktu 1 x 21 (satu kali duapuluh empat jam) terhitung 
scjak pcmberlan pcrlindungan scbagatmana dtmaksud pada 
ayat (1), kepolislan wajih meminta surat penctapan pcrintah 
perlindungan dari pengadilan. 

Setelah mengetahui arau menerirna laporan tentang terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajlb segera melakukan 
penyelldtkan (Pa.~al 19). 

Dalarn memberikan perlindungan seruentara, kepolisian dapat 
bekeriasarna dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial. re!awan 
pcndamping dan/arau pcmbimbing rohani untuk rnendampingi korban. 

180 ~tr~fAllAMI nr.WOKSTRt;l:Sf IIUKllM DAI.A~l l'RANATA SOSl.\l. lSI.AM 



Del1\ikianlah proses pelaporan dan perllnduugan terhadap korban 
kekersan dalam rumah rangga yang terdapat dalarn Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Dalarn Ru mah Tangga. 

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun, Pcrinrah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan 
pcngadilan. Pennohonan perlindungan dtalukan 7 [tujuh) hari sebelurn 
hcrakhir masa berlakunya (Pasal 32). 

Unluk efektifnya pcrlindungan dalarn Pasal 36 disebutkan: 
1. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian 

dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup 
karcna telah melanggar perintah perlindungan. 

2. Penangkapan sebagaimann dtmaksud pada ayat (10) dapat 
dilanjutkan dengan pcnahan yang disertai surat perintah 
penahanan dalam waktu l x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perltndungan dapat 
diajukan olch: 

a. korban atau keluarga korban: 
b. teman korban: 
c. kepolisian; 
d. relawan pendamping; atau 
e. pemhimblng rohani, 

(Pasat 17). Dalam rnemberikan pelayanan kcscharan kepada korban 
tenaga kesehatan harus memeriksa korban sesuai dengan stander 
profesinya dan mcrnbuat laporan tertulis hasil pemerlksaan tcrhadap 
korban dan visum et repertum atas permlntaan penyidik kepolislan 
arau surai keterangan medis yang mcmilki kekuatan hukum yang sarna 
sebagai alat bukn, 

Selain itu Pasal 25 ditegaskan tentang pembcrian pcrllndungan dan 
polayanan advokat wajib: 

1. uiemberikan konsulrasl hukum yang mencakup informasi 
mengenai hak-hak korban dau proses peradilan : 

2. mcndampingi korban di tingkat penytdtkan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dalarn sidang pcngadilan nan membaniu korban 
untuk secaa lengkap mcmaparkan kekerasan dalam rurnah 
tangga yang dialaminya: a tau 

3. melakukan koordiuasi dengan sesarna pencgak hukurn, relawan 
pendamplng, dan pekeria sosial agar proses peradilan berjalan 
sebsgairnana mestmya. 
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Kasus f: A de11gv11 8 Profil Korba 11: 

Seorang korban KORT berinisial A kelahiran tahun 19i4. 
Pendidikan terakhir: Diploma, Pekerjaan: tidak tetap, pernah 
bekerja di lcmbaga Swadaya Masyarakat, Dibesarkan di 
sebuah kPluarga di Kota Randa Aceh, ibu scorang guru dan ayah 
di tentara, la rnerupakan anak pertama ,fari 3 orang hersaudara, 
adtknya perempuaan dan satu lagi laki-laki, 

Namun la dibcsarkan olch kakak tbunya, yang mengadopsinya 
karena tidak mempuuyat anak, hcrhubung sang bunda tidak pernah 
rnenikah. Sosok bunda merupakan orang rua tunggal ini mempunyat 
pengaruh panting <lalam kehidupannya. Or<111g tua lllnggal yang 
bekeria sebagai salah seorang tenaga pengajar di pergur,11111 tinggi, 
sangat mcmanjakan kcponakan yang sudah dlanggapnya sebagai 
auak sendiri. Dapat dikatakan tldak ada kcwajiban yang dibcbankan 
kepada si B. Pekerjaau rurnah dikerjakari oleh pembanru arau 
dikerjakan oleh bundanya, Hal ini berlangsung sainpai ia dewasa, 
Vi rlngkat pendtdikan ta menyelesaikan kuliah diplornanya. Lalu 
menikah rlcngan suarni pcrtaamanya dan pernikahan cersebut 
berjalan selarna 4 iahun dan berakhir karena tidak adanya 
keharrnonisan. 

Beberapa tahun setelah itu A rnenikah dengan B enarn 
rahun yang lalu, ta adalah seorang landa seorang [anda mempriyai 
anak saw. Demikian juga suaminya scorang duda cerat dengan 
istrinya. Ia sudah membawa kasusnya ke geuchik [Arrnaya]. Hal 
ini terjadi karena terjadi pengancarnan pernbunuhan, lalu korban 
diarnankan oleh perangkat gampong, Pelaku lalu dipanggil untuk 
didudukkan bersama untuk dtdamatkan, diberi waktu ttga hari 
untuk herpikir, R11k~n halik hahkan ia mcngancam balik sang istri. 
Akhirnya geurhik memanggil polisi dan korban dibawa kc rnmah 
sakit bayangkara. l'engamanan dilakukan karcna korhan sudah 
mengalami kekeraasan psikis, Narnun karena tidakada penanganan 
sama sckali, setelah tiga hari dtsana korban minta pulang. Tempat 
perlindungan sernentara ttdakmcmbcrtkan apa-apa kecuall makan. 
Tidak ada bimbingan arau konsulran scpcrri psikiatcr, 

Akhirnya korban pulang kernbali kepada suaml, karena ridak 
ada pilihan lain, ia kernball dengan suami dan kelihatan suarni 
sudah berbaik dengan mcnjemput dirinya. Sclain !tu sebenarnya ia 
balik bukan karena ia mau kembali tapi karena ia merasa takut 
pada suami. Lalu berus,iha untuk baik deng~n suami agar suami 
tidak mcnyakitinya, 

E. Penyelesaian Kasus-kasus KDRT <li Kora Banda Aceh 
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Padahal menurur pengakuan A pcrlindungan perernpuan sudah 
mernilki kekuatan hukum. "hukurnnya kuar', tapi mengapa ugambang, 
seperti LSM .... clan l.'iM lain, dilimpahkan ke pengacara. Pengacara tidak 
ada uang, Akhirnya korban herjuang sendiri. Lari dan lari dari suami. 

Polisl barn mengangani kasus KORT kalau sudah ada ancaman 
pembunuhan. Pcnangganan KORT seadanya saja. Pihak yang berwenang 
tidak lant:s•mg kc masyarakat. Bila ada kasus KOKr hanya diberikan 
pengarnanan clan itupun ditangani setelah korban KORT babak belur atau 
setelah ada tindakan kekerasan ftstk berat, atau serelah korban cacal 
Tidak ada upaya pencegahan scbagaimana yang clikehendakl undang- 
undang. Padahal kekerasan itu berawal darl kekerasan kecil sepern 
makian dan hlnaan. 

Kejadian tli Punge sudah terladt, pelaku akhirnya .sudah sampai dia 
diusir oleh keputusan adar. Karban dan pelaku pindah kc Aceh Besar, 
l.am Rukam. Kekerasanpun kerap tcrjadi sampai-sampal korban tidak 
dibolehkan keluar rumah dan hanya diberikan makan seadanya. Namun 
A terap bcrusaha mencari pekeriaan dcngan menghubungi roman- 
tem:rnn;r.a. . 

Akhirnya karena sudah ada pekeriaan, A lari ke suaru kora kecil di 
kabupaten lain. Namunsi B 111engetahui keberadaan si A,dan mcngikutinya 
kesana dan kcmbali hidup senunah. B tctap melakukan kehiasaannya, 
suka melal..·ukan kekcrasan mulai dari psikis sampai kepada kekerasan 
fisik Penganiayaan yang dilakukan s1 ll akhirnya dilaporkan ke polisi. 
Dari hasil visum telah terbukti te1iacli KDR'l: Dari kepo!isian, pcrkara ini 
tiibawa ke Mahkamah Syar'iyah berdasarkan. l:lcrdasarakan visum A lalu 
membual cerai gugat dengan memfusakh suaminya. 

kumah sakit tidak menangani dcngan baik karena alasan ridak 
ada dana. Untuk apa tingkat emergency? darurat kalau tidak slap 
tarnpung kata korhan. Dcmikian juga LSM yang pcrnah diminta 
bantu (pen: LSM tidak dapat discbutkan secara ekspltslt). mcreka 
tldak mcnanganl kasusnya dengan alasan ttdak ada dana. I.SM 
ilu menyuruh kc pengacara, pengacara pnn akan dernikian juga 
tidak akan menangani karcna ndak ada dana. Tapi kalau mereka 
ada dana, menurut korban baru dipanggil rnasyarakar. Artinya 
sema ini nisbi. Perlindungan perempuan sssungguhnya dimana 
titik nadirnya. !lagaiman sifat perlindungannya. Kasus KORT tidak 
dlranganl deugan serlus, tidak ditangani sarnpai selesai. Jika kalau 
korban orang marnpu, mungkin korban bisa lari. Namun bila 
korhan scpertt st A, ticlak mampu hagaiman bisa rnclarlkan diri 
dari suamlnya, Apalagi jika ia hanya lbu rumah tanga. Dernikian 
ungkapan korban, 



Kasus Ill: X denqan Y, Pro/ii Kurb1111 
scoraug korban KDRT berinlsial X kelahiran tahun 1982. 

Pendidikan tcralchlr: sarjana, pckcrjaan: pegawat negeri sipil yaitu 
pendidik di tingkat sckolah dasar, Dibcsarkan di sebuah keluarga di 
Kota Banda Aceh, ibu seorang ibu rumah tangga dan ayah scorang 
polisi. la rnerupakan anak delapan, dari 8 oraang bersaudara. 
hidup dalam keluarga yang sederhana. Dalarn kehidupan masa 
kecil karena anak bungsu dapat dtkatakon ttdak ada kewaliban 
yang dlbebankan kepadanya. Semua pekcrjaan rumah dtrangam 
kakak-kakaknya, 

Pengajian y.ing dilakukan di waktu kecil adalah pengajian 
di rurnah yang diajarkan oleh kedua orang iuanya, Kehidupan 
yang dtberlkan oleh orangtuanya adalah kehidupan yang cukup 
dtslplin, dan untuk mcncgakkan kcdtslphnan ttdak [arang orang 
tua malakukan kekerasan, Sepcrti siapa yang ndak paruh akan 
dikenakan pukulan dengan tali pinggang. 

Di tingkat pendidikan iu rnenyelesaikan kuliah sarjauanya, 
l.alu mcnikah dcngan suami dan pernikahan tersebut telah 
berjalan selama 6 tahun. Tahnn-tahun awal pcrntkahan, hubungan 
rnereka tidak berjalan cukup baik, meskipun mereka sudah 
saling mengenal/pacaran di bangku perkuliahan. Menurui X 
scbcnarnya di awal pernikahan Y sudah berani melirik perernpuan 

Kusus II: Proji/ Pe!ak11 
Pelaku adalah kelahiran 1972, berintslal R adalah scorang 

anak tcntera yang dibesarkan dengan cara-rara yang cukup keras, 
hal ini karcna pelaku adalah anak tidak paruh. Ayah dan abangnya 
sering msmukullnya. Sehingga mungkin ia berkesan segala maslah 
bisa diselesaikan dengan cara kekerasau. 

Lahir tahun 1972, anak terakhir dari delapan bersaudara, Ayah 
bckorja sebagat rentnra. Tamar SD meskipun di ijazah tamat SMA. 
Tabiat dari kccil tidak baik, dan hanya tamat SD. yang lain sekolah 
hanya mengambil ijazah. ljazah aspal. Jadi kurang pendidikan. 
Mengaji juga tidak 

1.ingkungan keluarga suka memukul. Orang tua yang lakt- 
laki suku memukul. demtkian [uga dengan saudara laki-lakinya, 
pcnyclcsaian masalah dilakukan dengan mernukul. Tabiat: 
temperamen, selalu herpikiran ncgatif. cmosi dcngan orang. 

Dalarn proses inipun masih terjadi kskerasan dirnana si B maslh 
rcrap mengancarn meskipun dari jarak jauh, dan menantang bahawa ia 
ridak takur dcngan Mahkarnah, apalagt selarn ini la masih bisa bebas. 
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lain dan mencoba membangun hubungan dcngan yang lain, 
meskipun hubungan bclum begitu serius, Beberapa perempuan 
yang didekati suarninya, lebih awal dtetahut oleh X. Dalarn hal ini 
biasanya terjadi pertengkaran diantara mercka, dan ndak [arang Y 
mclakukan kekerasan fisik dengan menampar X. Terns mcnerus X 
minta penjelasan pada Y dan akhirnya dengan bukli di tangan X, 
Y mengakui perselingkuhannya dan rnau mernutuskan hubungau 
dengan orang ketiga tersebut. 

Kekerasan pslkls ini kerap kali dialami X. dalam cnam rahun 
pemikahannya, hukan hanya sckall dilakukan oleh Y menjalin 
hubungan dengan perempnan lain. l!cntuk perselingkuhan itu ada 
yang dilaporkan ke Geuchik Gampong. karcna ia sudah melakukan 
pcrscllngkuhan dengan wanita salon. Pihak Gcuchik berusaha 
mcndamaikan persoalan int dengan melibatkan keluarga kcdua 
belah pihak. X pun akhirnya mcncrima kembali suarninya. 

Xjuga melaporkan hal ini ke KUA, KUA mcmanggil X dan Y, rnaka 
diberi nasehat kepacla kedua belah pihak. Naschat ini mcnurut X 
Intinya menyalahkan si X yang dianggap kurang becus mengurusi 
hal rumah tangga. nan anehnya lagi dibuat suatu perjanjian yang 
janggal dimana disebutkan bila Y mclakukan perselingkuhan maka 
rnereka bercerai. 

Kejadian perselingkuhan pada puncaknya tcrjadt pada 
tahun kc cnam perntkahan rnereka. Y terllbar perkcnalan di 
facehook dcngan seorang mahasiswi. Hubungan ini berlanjut 
sampai ke daratan. Pada akhirnya hubungan ini diketahui oleh si 
X dan X mohon peugakuan dai Y. Y mengakut perbuatannya. dan 
X menlumpal perernpuan selingkuhan suaminya N. X mcmohon 
1111tuk memutuskan hubungan, N pun berjanji tidak herhubungan 
lagi dengan X. 

Namun seiiring dengan itu X mclakukan aksi diam-diam 
meningalkan rumah clan meugambll barang-barang yang ada di 
rumah rnereka. X mulai curiga ada apalagi dcngan suaminya. 

Di luar dugaan X menjumpai suaminya saru ranjang dengan 
perempuan N, di suatu rumah di karnpung suaminya. X melaporkan 
kejadian ini kepada kepala kantor suarninya bekerja, narnun 
tidak mendapat ianggapan yang posirif malah X dirninta untuk 
dtpoltgamt, 

Y kernudian mengajukan cerai thalak kepada Mahkamah 
Syar'iyah tlengan tuduhan X tidak dapat memiliki anak, X tidak 
cakap dalam rnengurusi rumah rnngga, dan tuduhan bahwa 
kcluarga X berusaha menghalangi hubungannya dengan X. 

X lalu mengadukan kasusnya ke kepolisian dengan wrluhan 
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13'.'l::\vancara d1:nga11 Yudt. [akse P·~'!!tl'.!<ltMn ~t-gPri [anthn, Y·'-t'f& meaanganl persara X dan Y 
y.!ng b.erdo1nistli di Knr.1: t\na.d.:t J...cPh, tE•t:api perni:kahann:,a ttrj.adl dt Acth ~r. _pada tanggll 7 
Oktober 2013. 

Dari uraian di aras dapat diketahui bahwa penyebab KDRT antara 
lain karcna tabiat seseorang yang datang dari dalam dirinya sendiri, 
Kurangnya kelmanan dan pengetahuan mcmbuat mudahnya pelaku 
rnelakukan KDRT. 

Hal ini dihenarkan oleh scorang [aksa di Pcngadtlan Negeri, yang 
rnengatakan bahwa keirnanan rnerupakan salah satu indikator yang 
menyebabkan pelaku melakukan KDRT. Ketika [aksa menanyakan renrang 
tindak kckerasan yang dilakukan si pelaku sering berkilah dan malah 
manyalahkan si korban, Kebohongan dan kcmunaftkan sering terlihat 
ketika jaksa mengtnrrogasl pslaku kekerasan. " 

Pengaruh lingkungan terutama pola asuh yang direrapkan dalam 
kcluarga, mcnjadi rofercnsl bagi pelaku dalarn melakukan kekerasan, 

Kasus IV: Pro/ii Petaku 
Pelaku adalah kclahiran 1981, bcrmlslal Y. Scorang anak keriga 

dari terakhir dari empat bPr-s:rndara dari istri pcrtama pcmikahan 
ayahnya. Ayah bekerja sebagai nelayan. Jenjang pendidikan adalah 
sarlana, Kehidupannya yang rniskin tidak mernungkinkan ia untuk 
melakukan pcngajian intensif. Pengailan yang diikuti ierbatas 
hanya pada pengajian di surau karnpungnya 

Karena poligami, si (bu akhirnya bckcrja scndiri dengan 
menjacli perani gararn, Menghidupi anak-anaknya dcngan 
kcprihatinan. Hal ini karena adanya keluarga kedua yang harus 
dibiayat dan diperhatikan o!eh ayah Y. Dengan demikian Y 
dihesarkan dalarn kcluarga yang bcrpoltgami, seorang ayah yang 
terbiasa melaku kan kskerasan psikis. 

te!ah inelakukan kekerasan pslkls dan fisik, namun polisi ndak 
bisa menerima laporan tersebut, karena X udak mempunyai hukti 
dan saksi yang cukup. Pihak kepoltsian menyarankan agar laporan 
dihuar tclah tcrjadl pcrntkahan rcrhalang, Pembuktian ini rukup 
dengan rnemherlkan surar nikah liar X dan N, serta ditambah 
dengan saksi. 

Menurut X tidak ada kesadaran dari polisi untuk mengarahkan 
kasus ini dtangkarkarenakekerasan dalarn rumah rangga, Kebetulan 
semua pnlisi yang ditcmui di kanror polis! berjenis kelarnin laki- 
laki. Karena polisi berkeinginan mengangkat kasus bukan karena 
KORT. meskipun X ada pengacara, akhirnya pengaeara menyetujui 
ha! in!. Kebetulan pensacara [uga seorang laki-laki, 
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14 l'arsons, Talcott. ·'On the Concept of Politic~! Power.~ In C/uss, Sratus, ()nd 
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Se)'mo'.!r Maron ltpstt, (liew\'ork: Th~ free Prie-s;s~ 1966). h. 21JO. 

F. Dnmpak Prusedur Pcnyclcsainn Kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga 

Proscdur penyelesaian KDRT yang sangat formal, membuar kesulitan 
suatu kasus KDRT masukkedalam tnsutusi resmt lcrnbaga tempatdimana 
seharusnyaa KDRT disclesaikan. Tidak efektifnya lltl PKORT karena 
mcmang terlihat sangat posirivistlk arttnya UU itu dibuar olch lcgcslatif 
bukan cksekunf, Latar belakang ini mcmpengaruhi aplikasi penyelesaian 
kasus KO I\T di lap a ngan, Pihake ksekutifku rang dapat mema ha mi dart beh 1111 

marnpu rnelaksanakan UU ini dengan penuh kssadaran dan keikhlasan, 

Bukan berusaha untuk tidak mencontoh kejcle;:= ~ ·:!<it w=.::i 
malah mewarnai dau mempcngaruhl prllakunya k,ctika .r-~<e. 

Ruc!aya patriarkhi, duuana laki-lakl dianggap sanga~ hbe"",""fl&...,..._ ... 
dorninan dalam kehidupan merupakan salah satu faktor terjadmya KDRT. 
!3uclaya ini rneugesankan hahwa salah satu pihak khusunya lakl-laki atau 
suami mempunyai kekuatan lebih dibanding jenis kelamin lainnya. 

Terkait dcngan kekuasaan (power), Talcott Parsons." rnenyeburkan 
ada tiga pandangan, Pertama yang rnenyebutkan bahwa kekuasaan unruk 
meniaga hubungan sosial di dalam membuat suaru kcputusan, Oisini 
kckuatan dalam arti kekuatan fisik dan kcmampuan mencari nang sangat 
inemalnkan pcran yang cukup signifikan di dalam suatu kekuasaan, 
Keduu. hubungan antara aspek koersifdan konsensus, Maksudnya adalah, 
kckuasaan datang dart sescorang kepada orang lain yang berdasarkan 
pada penntah yang ada sanksi, kcsepakatan, dan keiuginan untuk kcrio 
sama. Ketiga, kekuasaan rnerupakan "teori permainan" (theory of game). 
[adi, dapat dipahami bahwa kekuasaan di dalam ranah tlmu-ilrnu sosial, 
cenderung melihat riga hal yattu unruk menjaga hubungan supaya 
membangun suatu pengaruh, lalu mampu rnenjalankan pcrintah atau 
pernbagian kekuasaan. lalu dianggap scbagai suatu permainan hclaka, 

Oemikianlah betapa berperan kekuasaan di segala bidang termasuk 
juga dalam rumah tangga. Di sini kekuasan dlpandang sobagat hal yang 
dapat menekan korban dan rncmbuat korban udak hcrdaya dengan 
kckrasan yang dilakukan terhadapnya, Orang yang memiliki "kckuatan 
haik flstk maupun ekonorni" di dalam rumah tangga telah menciptakan 
pernimpin otoritcr. Dalarn hal ini sang cmlmpin dapat "mengarur 
orang yang berada di bawahnya secera sewenang-wenang melalui 
kckuasaannya. 



Dalam kasus-kasus di atas, t!dakada upayaapararunrukmenghukum 
pelaku scsuai dengan hukum pidana dalam UU PKDRT. Sclanjutnya aparat 
mengalihkan ke lernbaga lain seperti ke Mahkarnah Syar'iyah nnruk 
bercerai atau rnenerirna laporan korban, Namun bukan karena KORT. 
tetapt dengan alasan lain seperti nikah terhalang. Lernahnya kesadaran 
hukurn dart pihak yang berwcnang mencgakkan UU PKDRT balk dart 
pemerinrah, kepotlsalan dan I.SM. Dimana seharusnya ketika tclah tcrjadi 
kekerasan psikis aparat harus bersikap aktif Keakufan a para! pemerinrah 
belum didapatkan dalarn hal ini. 

Dalam hal kekcrasan yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak 
ditempuh proses penyelesalan denganjalur UU PKDRT,jaksa tidak herhak 
untuk uienyarankan kar.,najaksa lJekerja berdasarkan RAP (Rerita Acara) 
yang disarnpaikan uleh kepolisian." 

Keterlibatan keluarga [uga sangat kurang dilakukan, ha] ini karena 
Ull tidak mcmbcrikan porsi yang mcmadat dalam mernberikan peran 
kepada keluarga. Bcrbcda dengan konsep hokamain dalarn Islam yang 
mernberikan kesempatan pertarna untuk panyelesalan permasalahan 
dalam rurnah tangga. 

Respon rnasyarakat garnpong cukup bagus, namun kekuasaan clan 
kcwcnangan ndak cukup kuat untuk membuat pelaiaran atau untuk 
mencegah pelaku KORT melakukan perhuatannya. lnstitusi adat kurang 
rnernpunyai kekuatan, karena pada dasanrya kontrol sostal masyarakat 
pun sudah berkurang. Padahal UU PKDRT telah mernberikan kewenane;.n 
untuk itu. 

Luthfi dari MA,\ kota Banda Acch mengatakan bahwa seharusnya 
masyarakar tidak perlu takut melaporkan kasus kckerasan dalarn rumah 
tangga ke aparat gampong, kareua aparat gampong akan berusaha 
rnenyelesaiakn kasus tersebut, dan berupaya mernberi efek [era dengan 
menanamkan rasa rnalu kepada petaku, sehingga pelaku tidak berani 
lagi melakukan kekcrasan dalam rumah tangga. Dalam hal kekerasan 
yang dilakukan oleh palaku, namun ridak ditornpuh proses pcnyolcsatan 
dengan jalur lJU PKDRT, jaksa tidak bcrhak untuk rncnyarankan karena 
[aksa beker]a herdasarkan BAP (Serita Acara) yang disampaikan oleh 
kepolisian. 1• 

LSM pun belum mampu melaksanakan perannya dengan baik, 
karcna l~'>M helurn sclcsal dcngan dlrtnya scndiri. Kelemahan dana 
dan pengetahuan menjadt kendala dalam menyalesalkan kasus KDR'I: 
Ilarusnya LSM sudah dapat menekan lembaga yang berwenang untuk 
dapat rnclaksankaan rugas untuk peroses penyelesaian KORT. LSM 

lS \•/.a•N'Jnca:a denpn ~\:di. Jak$a t'cngad1!..an Ncgcn Ja.'ll=Y-1. y.l.llg cr:.~o~,garu rent.l?'J X dan Y 
yan~ ~nlcw,s!.l.t di Kora 311J.d.1 Ji.ceh, tet.,pl p-Prn1lc.,h.1an:r.1 reD~dl di Aceh B!:S3r., ~a:da ttri~-al i 
OkTobn 2013. 

l6Serambi Nev.-s- 

188 MEMAfL\.\U DESKONSTRUKSI HUKUM DAlAM PRA'l,\TJ\SOSli\L ISlJ\M 



eksplisir, namun sangat terasa bahwa pernbaharuan tersebut rnerespon 
runturan pcningkatan status dan kcdudukan pcrcmpuan, 

Sebagaimana kritikan awal dandari hasi! pcnclitian tcrgambar bahwa 
proses penyelesaian KORT bukau hanya tklak efektlf terapl menambah 
masalah bukan hanya terjadi perreraian, tetapi memctivasi pelaku untuk 
melakukan KORT kepada paasangannya. Lemahnya penanganan kasus 
KDRT dan kurangnya rcspon dan kcsadaran aparat yang berwenang 
untuk menegakkan IHI PKDRT, seperri sckarang ini akan mcmunculkan 
dilerna yang berkepanjangan bagi korban. 

Untuk itu dalam penyelesaian kasus I<DRT perlu dirnasukkan konsep 
hokomatn yang ada dalam konsep Islam ke dalam praktek penyelesaian 
KnR·r. Pola /Jakamain yang lcblh cocok digunakan adalah hakam yang 
dapar diartikan scbagat mediator: Mediasi sudah mcnjadi satu pola yang 
dapat menangaui perkara dengan cara meyelesaikan perkara bukan 
hanya mernutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan 
tuntas dcngan mencarl lalan tengah yang menguntungkan antara dua 
pihak yang bcrtikai. 

Mrmurnt rcori ada bcherapa definisi mcngcnai mcdtasi, tap! sccara 
umum mediasi sebenarnya merupakan benruk dari proses Alternati] 
Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian seugketa, 
Pcnycbutan alternatif penyelesalan sengketa dikarenakan mediasi 
merupakan sa!ah satu altematif pcnyelcsalan scngkcta disamping 
pengaditan yang herslfat rldak mernurus, cepat, mu rah dan membcrikan 
akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau 
penyelesaian yang mernuaskan. Mediasi adalah suaiu proses para pihak 
yang bersengketa menunjuk pihak keriga yang netral untuk membantu 
mercka dalam mcndiskusikan penyclcsatan dan mencoba menggugah 
para pihak unruk menegosiastkau s11at11 panyelesatan dalam sengkcta 
itu. Tujuan urarna rnediasi itu adalah kompromi dalarn menyelasaikan 
suatu persengketaan. Mediasi yang tiilakukan bersifat pribadi. dan 
kooperattf yaitu pihak ketiga yang ridak memlhak membantu para pihak 
yang bersengketa dalarn menyelesaikan konflik dan rnenyelesaikan atau 
mcndckatkan perbcdaan-pcrbcdaannya. Mediasi merupakan cara yang 
praktis, relatif tidak format dan tidak diatur prosedur dan tcknls yang 
berlaku dalam proses pengadilan. Dslam banyak kasus, rnediasi adalah 
lebih murah daripada rnelalui proses pengadilan. 

Dalam proses medias! ini iuga dibantu oleh pihak ketiga yang 
nerral (mediator) yang dipi!ih oleh para pihak. Pcrlu di!ngat, pihak kettgn 
itu tidaklah memutuskan kalah atau menangnya para piha.k, Dia (biasa 
disebut mediator) hanyalah bentsaha mengadakan pendekatan kepada 
para pihak unrnk mcmlnlmalkan perbedaan pendapat dalarn kasus 
yang dihadapi untuk mencapai suatu kcscpakatan di antara mereka 
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Penyclcsaian kasus kekerasan dalarn rurnah tangga melalut 
prosedur )rJng di atur dalarn Undang-Undang Penghapusan Kckerasan 
dalam Ru mah Tangga pada prakteknya helum daparrnenyelesaikan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga seseaui dengan tujuan undang-undang 
yaitu menghapusakan kekerasan terhadap perempuan dan rncnciptakan 

t 7 M. Yahy3 HarahAf\ Arb.•rmM" dltrnJ-f111 dflrr Rt:i,IL·uJ·:!Jl':n (RV}, ?entunn SANl. lnte-rnastonat 
Ce,,Ter F;;r lite- Sttltnl<.'11t:l ->f iuVt.~!mcnt Uispu,e (ICSDJ. Undtral Arbltradon Rult-t, 1997). h. 1SO. 

H, Penutup 

menu]u pada pemerahan }"dng saling menguntungkan (win-win solution). 
M~diator adalah seorang fasilitator yang akan membanru para pihak 
untuk mencapal kesepakatan yang dikehemlaki oleh para pihak, mediator 
tidak akan membuat keputusan tentang rnana yang salah atau yang benar; 
menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau 
mernaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan." 

Dcmfkianlah kririsl rerhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004. Kritisi ini tidak hanya sebagaai dokumen tetapi sobatknya 
dibicarakan di tingkat Jeges!atif, sehingga UU PKDRT dapat direvisi 
dan dengan demtklan sccara cfektif dapat menyelesaikan kasus KORT. 
upaya awal paling rldak implementasi UU PKDRT harus mernasukkan 
upaya mediasi dalam hal KDRT, bila upaya mt ndak berhasil maka barn 
diupayakan ke lernbaga yang berwcnang, 

Perbaikan dalam sistcm, baik sistern kcnegaraan maupun sistern 
soslal, olch semua pihak dalam penyelesaian KORT perlu dilakukan. 
Hal ini penting agar perjuangan penghapusan ttndak kckerasan dan 
pencegahannya dapat menjadi komttmen sosial yang mclihatkan 
sernua komponen rnasyarakar balk percmpuan ma11p1111 laki-Iaki, yang 
kesemuanya mcmpunayai tanggnng jawah soslal secara bersarna-sarna. 

Peningkatan kesadaran keberagarnaan dan kesadaran hukun hukum 
rentang adauya kesetaran clan keadilan gender bagt masyarakat, Aspck 
kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi faktor u tam a bag! keberhasilan 
program anti kekcrasan. Masyarakat selaln membutuhkan keatlilan dalam 
dimensi kchidupannya di dunia, yang merupakan salah satu kebutuhan 
yang harus dipenuhi dan dijaga kernapanan dan stabilitasnya, agar dapat 
mewujudkan kedarnaian yang ideal yang juga sclalu dibutuhkan insan 
dalam kehidupannya, Untuk rnelanggengkan keadilan maka dibutuhkau 
sebuah taranan dan regulast 11nt11k dapat memastikan keadilan tersebut 
dapat dldlstrlbustkau dalam seluruh aspek kehidupan rnasyarakat. Settap 
nrang akan mampu merasakan bahwa keadilnn daiam kehtdupannya 
tercukupi, sehingga ridak cerjadi diskriminasi dan dan dixalimi nleh saru 
pihak kepada pihak lain. 
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Daftar Kcpustakaan 

kcluarga yang harmonis. Jika prosedur yang diatur dalam undang-undang 
ini tidak dljalankan secara tuntas, maka akan menambah pcrsoalan 
kekerasan, dimana korban akan mengalarni kekerasan yang lebih herat 
dibanding sebelnmnya, dikarenakan pclaku merasa tidak perlu takul 
terhadap hukum yang akan dilaksanakn mcnurut UU PKDR1'. 

Pola penyelesaian kasus kekerasan dalam rum ah tangga yang dtatur 
dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
perlu dlperbaharui, Proscdur yang dtarur dalam undang-undang rersebnt 
terhhat sangat formaltsrtk sehingga sullr untuk diterapkan. Penerapan 
sulit dllakukan baik oleh aparat rnaupun para pihak yang bertikai. 
Prinsip hakamatan sebagaimana konsep Islam dapar dllakukan dalam 
penyelesaian kasus kckerasan dalam rumah tangga, Apabila hat ini tidak 
dapat 111enyelesaikan persoalan kekerasan dalarn rumah tangga, barulah 
ditempu prosedural sesuat dengan tltJ PKDRT. 

Dari uraian di atas direkomendasikan kcpada pemenntah 
khususnya lcgcslatif unruk meninjau ulang rentang Unclang-Undang 
Penghapusan Kckcrasan dalam Rumah Tangga khususnya mengenai 
prosedur penyelesalan kasus KDHT melalut undang-undang ini, dengan 
rnernasukkan prinsip hakam(lin. flagi pihak yang berwenang diharapkan 
dapat memberi perlindungan dengan sungguh-sungguh kcpada korban 
kekerasan dalam rumah tangga dan segera menuntaskan kasus kckcrasan 
dalam rurnah dcngan mcmpcrharikan keselamatan dau kenyaruanan 
korban, Selain itu diharapkan pcran keluarga secara aktif dalarn hal 
terjadinya kasus kekerasan dalam nnnah tangga, sehtngga penyelesaian 
kasusnya dapat ditangani secara lebih arif dan mcnguntungkan kedua 
helah pihak. Diharapkan juga peran rnasyarakat clan khususnya ulama 
supaya mengadvokasi pcnyelcsaian kasus kekerasan dalarn rumah rangga 
yang berlamlaskan prinslp Islam. 
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